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ABSTRAK 

Merger bank merupakan salah satu strategi pilihan bisnis dari pemegang 
saha~n bank guna menghindari penambahan modal guna memenuhi persyaratan 
minimum kecukupan modal yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai 
bank sentral. 

Pasal 29 Undang-undang RT Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak (UU No. 5 Tahun 1999), mengamanatkan 
pengaturan lebi h lanj ut mengenai tata cara pemberitahuan Merger kepada Komi si 
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam suatu Peraturan Pemerintah. 
Akhirnya Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 
tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham 
Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP Merger Persaingan 201 0 )  dan Perkom Nomor 
2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 20 10 mengatur mengenai kewajiban 
notifikasi merger kepada KPPU setelah merger efektif secara yuridis yaitu setelah 
badan usaha tersebut dinyatakan bubar dan perubahan Anggaran Dasar perusahan 
hasil Merger telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukurn dan HAM RT atau 
telah dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) bag 
perusahaan hasil merger yang tanpa melakukan perubahan Anggaran Dasarnya 
(posl Merger). 

Notifikasi kepada KPPU wajib oleh perusahaan yang melakukan merger 
apabila total asset hasil mergernya melebihi ketentuan yang telah ditetapkan 
peraturan perundang-undangan, akan tetapi khusus untuk bank adalah sejak terjadi 
perjanjian atau kesepakatan merger yang dibuat oleh Direksi masing-masing 
Bank, dengin terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Komisaris dan disahkan 
oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing bank dan bukan sejak 
berlaku efektif secara yuridis. 

Pemerintah harus segera merevisi Pasal 28 dan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 
1999 bahwa merger bank berlaku ketentuan pra notifikasi dan pelanggarannya 
terhadap kewajiban notifikasi dikenai pidana den&- pemerintah segera merevisi 
PP No. 28 Tahun 1999 dimana izin dan persetujuan merger bank diajukan kepada 
OJK, merevisi PP No. 57 Tahun 2010 denen memberikan ketegasan mengenai 
threshold merujuk kepada peraturan O K  dan O K  harus segera membuat 
peraturan yang mengatur lhreshold total asset hasil merger bank yang h a s  & 
notifikasi kepada KPPU sehingga KPPU akan membuat aturan notifikasi merujuk 
peraturan OJK. 

xiii 



ABSTRACT 

4? I 
VL  reh holder of the 

bank in order to avoid additional capital to meet the minimum capital adequacy requirements 
I set by Bank Indonesia as the central bank. 

Article 29 of Law No. 5 of 1999 on Monopolistic Practices and Unfair Business 
Competition (Law no. 5 of 1999) , mandates further regulation on the procedure for merger 
notification to the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in a Government 
Regulation.  ina all^, the Government issued Government Regulation No. 57 Year 2010 
regarding the Merger or Consolidation of Business Entities and Acquisition of Shares of the 
Company which may result in Monopolistic Practices and Unfair Business Competition 
(Merger Regulation Competition 2010) and Perkom No. 2 of 2013 on the Third Amendment 
of the Business Competition Supervisory Commission No. 13 of 2010 regulating the merger 
notification obligations to the Commission after the merger is legally effective after the 
business entity is liquidated and the amendment the company resulting from the Merger has 
been approved by the Minister of Justice and Human Rights has been recorded in a database 
or Legal Entity Administration System ( SABH ) for the merged company without making 
changes to its Articles of Association (post- merger) . 

Mandatory notification to the Commission by the companies who merge if the 
merger results in total assets exceed the terms of the legislation, but is specific to the bank 
since the merger agreement or agreements made by the Board of Directors of each bank, with 
the prior approval Commissioner and approved by the General Meeting of Shareholders of 
each bank and not from legally effective . 

The government should immediately revise Article 28 and Article 29 of Law no. 5 
of 1999 that the bank merger provisions apply to breaches of the pre- notification and 
notification obligations subject to criminal penalties, the government immediately revise 
Government Regulation. 28 of 1999 in which the permission and approval of proposed bank 
mergers to the FSA, revised Government Regulation No. 57 of 2010 by giving the firmness 
of the threshold refers to the Finacial Supervisory Agency (OJK-FSA) and FSA regulations 
should immediately make rules governing the threshold of the total assets of the merged bank 
to be notified to the Commission so that the Commission will make notification rules refer to 
FSA regulations . 



BAB T 

-- . u L U A * ~  

A. Latar Belakang Masalah 

Ekonorni Indonesia memiliki pijakan hukum yang sangat kuat dan 

mendasar dalam melindung6 harkat dan martabat warga negaranya termasuk 

segala entitas ekonomi yang vital sebagahana diatur pada Pasal 33 Undang- 

undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 (selanjutnya &sebut 

sebagai UUD 1945), dimana perekonomian disusun sebagai usaha bersama dan 

atas dasar kekeluargaanl serta perekonomian nasional diselenggarakan berdasar 

atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, 

berkelanjutan, benvawasan lingkungin, kemandirian, serta dengan menjaga 

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi na~ional.~ 

Delnokrasi dalam bidang ekonomi ~nenghendaki adanya kesempata.n yang 

sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan 

efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan beke rjanya ekonomi 

pasar yang ~ a j a r . ~  Hal tersebut dengin memperhatikan keseimbangm antara 

kepentingan pelaku usaha dan kepentingan ~ m u r n . ~  

Setiap orang yang berusaha di Tndonesia harus berada dalam situasi 

persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menim bul kan adanya pem usatan 

' Pasal33 ayat (1) UUD 1945 
Pasal33 ayat (4) UUD 1945 Hasil Amandemen ke-4 

"ertimbangan huruf b UU No. 5 Tahun 1999 
PaSd 2 EZ T i o .  j FAun i.39.3 



kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari 

fi an an o e  

. .- ---- . .. . 
~ G V  a3j iXi- i jKjZGjiZi i  i G t i Z i i i ~ ~ ~ T i i i ;  .5 

Pasca Perang Dunia TT, banyak negara-negara menetapkan kebijakan- 

kebijakan yang berpengaruh terhadap perilaku ekonon~i, antara lain:" 

1. negara menetapkan serangkaian target-target ekonomi, misalnya 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mempertahankan ,full employrnenl, 

menhwsahakan stabilitas harga. menjaga supaya neraca pembayaran t e t a ~  

bagus di dalam arena perdagangan internasional. 

2. negara menetapkan kebijakan moneter, dengan cara mengontrol money supply 

agar tidak terjad inflasi tingb.i. 

3. ada negara yang menetapkan kebijakan di bidang pendapatan. 

4. kebijakan d bidang industri (induslrial policy) yang berdampak langsung 

pada ind~str i .~  

Kebijakan persaingan mencakup berbagai jenis instrumen yang secara 

kGEicrlsiGfi21 &k2tcgGrik=l scb2gzi * & ~ ~ i  2+&qm -6r;lakc. Lis~rnCz 

struktural terutama berkaitan dengan merger (penggabungan) clan monopoli atau 

dominasi pasar suatu pasar.8 Pendekatan struktural menekankan tes persaingan 

- 

Pertimbangan huruf c UU No. 5 Tahun 1999 
6 I. Wibowo, 'Emoh Negara: Neoliberalisme dan Kampanye Anti Negara", dalam 

LWibowo&Francis Wahono (ed), Neolibevulisme (Jo4akarta:Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 
2003), hlm. 274-275 

7 Instrumen yang dipakai antara lain: proteksionisme dalam bentuk penetapan hambatan 
tariff maupun non tariff, dan subsidi ekspor, kebijakan anti tnrst. Lebih lanjut lihat I .  Wibowo, 
loc. ci1. 

8 Kerangka lhcungan dan PeIakscumm hahng-undung dan Keb{jukan Persaingan 
jii;as'hgon D.C, BadK Dunia-GECD, ranpa Thun, versi indonesia, Ern. 6j 



yang menbpji apakah meningkatnya tingkat konsentrasi akibat suatu 

penggabungan dapat menirn~uiican ban- 9 

n A in- -1 -. L--L--;- ----, A:--I ,,.. AI,,, ,,I. ,,., : ,;4 ..,,; 
I w a a t  I lgall ua1a11 I GKVI IUII I; IIGI uahm paaal  u l l l lahauuhal  I asuagar al tuaal  3 

mana perusahaan atau penjual secara bebas untuk mendapatkan pelanggan guna 

mencapai tujuannya."' Persaingan ~nemaksa perusahaan-perusahaan menjadi lebih 

efisien dan menawarkan lebih banyak pilihan produk serta layanan dengan harga 

yang lebih rendah. ' ' 
Tuiuan utama mempertahankan dan meningkatkan persaingan yang efektif 

adalah untuk mengkonter pembatasan-pembatasan pihak swasta atas persaingan.I2 

Proses persaingan hendaknya diproteksi bukan untuk mempertahankan dan 

meningkatkan persaingan untuk kepentingan persaingan melainkan untuk tujuan 

membuka hambatan bagi pelaku usaha yang lain masuk ke dalam suatu pasar 

yang bersaing.13 Adanya entry barrier (rintangan masuk) menjadi penyebab 

tertundanya pelaku usaha yang baru untuk n~emasuki pasar atau suatu industri. 

Rintangan masuk tersebut menjadi perhatian bagi kelompok Chicugo School 

(Ict;ih &Iciigali m,-&&afj ChCagG; kzrca.& bag; (;f+;2.7Piig" ~;cf+""j' && ii'J.a 

rintanbm masuk dari pelaku usaha yang sudah ada maka tidak akan ada 

persaingan yang normal di pasar.'4 

fbid., hlm. 12 
'Ofbid., him. 10. 
" fbid 
121bid, hlm.7. 
l3 fiid., hlm. 9 
l4 Nawir Messi, "Motif Ekonomi dan Peran Regulasi dalam Merger: antara Efisiensi dan 

Potensi Anti Persaingan", dalam Alexander Lay dkk (ed) l$ekljfilas f<egulasi merger Akuisisi 
dalam Kerangka H u b  Persaingan (Jsuha, (PT Pustaka Sinar Harapan, Cetakan pertarna, 
jakutaj, him. 31. 



Namun dalarn kondlsi seperti itu dibutuhkan pengawasan terhadap pasar. 

. .  . . . 
Pengawasan terhadap pasar menimbuiican po* 

"Proyosul to control murket structures raise purticulurly dfficult conflict 
belween compe,ilion policy und indt~.s~rial policy. One mujor goal of. 
nution '.s industriul policies is to build  enterprise.^ sufficiently lurge to 
arhime a!! eco.v~>rnie~~ .r.ff'~c~!e, ho!.h Chn! is, i.v ,t?rorhrc!!'c>n m d  mnrke!!'lzc~) N 

and dynamic #or example, in carrying oul lechnologicul innovalion... . lf 
nution murket is smll ,  it may he d~fJicult to uccommohte enoughflr~ns to 
ensure vigorous compelilion and a1 lhe same lime lo  1uke.firll advanluge of '  
~cu le  economie,s" 

Pelaku usaha dalam suatu pasar atau industri yang semula hanya terdapat 

beberapa saja secara tidak langsung menikmati perlindungan dari Pemerintah. Ini 

terjadi ketika Pemerintah tidak mengptur atau tidak mengeluarkan ketentuan yang 

protektif terhadap suatu industri, sebagai contoh adalah praktik merger. 

Merger dilakukan sebagai salah satu bentuk strategi perusahaan dala~n 

mengembangkan bisnisnya maupun daiam rangka merampingkan usahanya & ! a  

menghmdari adanya pajak ganda, sebagai suatu contoh. Perusahaan yang akan 

melakukan merger terlebih dahulu harus memiliki konsep atau design usaha yang 

diinginkan dengan merger tersebut. 

Konsep atau design ini hendaknya memperhatikan pula dampak akibat 

mengantisipasi dampak yang muncul ini diperlukan penilaian. Penilaian terhadap 

15 F.M. Scherer, Compefilion Policies for an Inlegruled World Lconomy (Washington 
D.C, The Brooking Institution, 1994), hlm.61. Sedan@ Peter Asch, IndusIrial Organizafion and 
Anlirrusl Policy (New York: John Wiley&Co, revised editioc1982, hlm. 4) menjelaskan adanya 
kesenjangan antara teari dan kebijakan "Much of !he economics lileralure of (he 30 years has 
athihutedp)li~y failure und confusion to a gap between theory ancl action. Some observers have 
contended thnt poli~ymakers fre yuently ignore or rfail to mder.stancl the economic implicatio72s of 
whar they doing. I1 has long been argued spec@cally rhar there is a legal-economic dichotomy in 
approaches lo anlirwrsf problems and lhal policymakers somelimes acl in an economically 
iiiiieruit' .fu)'hion''. 



rencana dan dampak pasca penggabungan, pengambilalihan dan p e l e b m  

perusahaan dapat dilakukan melalui beberapa ha! js-)-16 

2. potensi kerugian yang akan ditimbulkan 

3,  anal is i s  entry (timelines ($'entry, likelihood entry, sqfticiency entrylI7 

4. efisiensi 

Subsiantive iesi tersebut di atas merupakan parameter minimal yang 

biasanva diperpnakan dalam menilai ada atau tidaknya potensi pe lann~mn - - 

penggabungan, pengambilalihan dan peleburan. Tingkat konsentrasi pasar diukur 

herdasarkan jumlah perusahaan dan pangsa pasarnya dalam industri terkait." 

Selain itu ha1 penting dalam pengulcuan dampak penggabungan, pengambilalihan 

dan peleburan tersebut adalah efisiensi. 

lstilah efisiensi dipergunakan luas sekali. Dalam kontek ekonomi 

organisasi industri dan hukutn serta kebijakan persaingan, efisiensi berhubungan 

l6 Tim Pematangan Masukan Rancangan Peraturan Pemerintah Mengenai Merger, 
"Model Pengendalian Merger," hlm. 13- 15, sebagaimana tersedia pada http:// kppu. or.id/ new/ 
Zndex.ckc. 

Lihat juga Ueyarlmenl of .Itislice and Pbderai lhade Commission Horizonral Merger 
Guideiines, Section 1.5 dan Section 3-4. Robert S. Schlossberg and Clifford H. Aronson, Editors, 
Mergers a d  Acqui.~itions: Under.vtmdng the Antimst Ls.we (Amerika: ABA Section Antitrus 
Law, 2000 , Appendix I, hlm. 477-493, 

"Robert S. Schlossberg and Clitford H. Aronson, Editors, Append* IJbid, hlm.489491 
18 Department of Justice (DO0 and Federal Trade Commission PTC) Horizontal Merger 

Guidelines, Section 1.5., menjelaskan bahwa market cor~centralion is a.funclion of the munber of 
firms in - a  markel and their respective markel share. Robert S .  Schlossberg and Clifford H. 
Aronson, Editors, Appendix 1, r~p.dt., hlm. 477-478. 

Pengukuran tingkat konsentrasi pasar tersebut dilakukan dengan mempergunakan 
Herfindahl-Hirschman Index 0. HHI adalah calculaled by summing the squares of the 
individual markel s h e s  of all lhe parlicipanb. DOJ-FTC membedakan 3 (tiga) spektrum 
konsentrasi pasar dengan mempergunakan HHI yaitu: Posl Merger HHl Below 1000 
(unconcenlraled), posl merger HHl between 1000-1800 (moderalely concenlraled), post merger 
HHT above IHOO (high& conceniiated Pengukuran tingkat konsentrasi pasar tersebut dipengaruhi 
oleh 2 (dua) ha1 yaitu: chanbing market conditions dan degree ofd18erence hetween the product 
and localions in the marker and subsiifutes oltdside rhe market. Lihat dan bandingkan juga 
Horizontal Merger Guidelines of the National Association of Attorneys General, Section 4, 1993. 
iiobert 3. Schiossberg and Ciifford ii. h n s o n ,  Editors, Appmciix ivi, up.cii., 'nim. 671-674. 



dengan cara yang paling efektif untuk memanfaatkan sumber daya yang langka. '" 
Efisiensi akan menjadi poin pembandmg daiam pc 

meiqje&iiidiiigkzii apzkzh hzS1 peiiggzbii~gzz zkzii meiiiiikiikic e6sie~si 

ataukah justru berdampak munculnya antipersaingan. Argumen etisiensi yang 

diajukan oleh pelaku usaha adalah dengan menunjukkan adanya perhitungan atas 

efisiensi yang dihasilkan serta keuntungan yang dapat dinikmati oleh konsumen 

sebagai pengkyna atas barang dan atau jasa yang dihasilkan. 

Berdasarkan a r m e n  tersebut, penelitian terhadap p r a m  penggabungan 

atau merger, pengambilali han atau akuisisi dan peleburan perusahan atau 

konsolidasi dari sudut persaingan usaha, perlu dilakukan. Hal ini didasarkan pada 

3 (tiga) alasan utama. 

Pertama, adanya tujuan atau alasan penggabungan, pengambilalihan dan 

peleburan usaha. Tujuan umum perusahaan melakukan merger, akuisisi dan 

konsolidasi adalah untuk meningkatkan pangsa pasar ( m r k e t  share) dan nilai 

tambah (vulue ud&4 melalui penciptaan efisiensi yang lebih baik, meningkatkan 

+....- ~ ~ 1 ~ 3 1 ~ r n l  ....m....c..,. daii shcrgi k ~ i i ? r ~ t g ~ .  20 Patrick A. Gziigbii iiiciij;.~~ka;i 

beberapa motif merger, akuisisi2' yaitu: 

'%.s. ~hernani dan D. M. Shapiro, Glo.~sary of Tn&.strial Organization F~onorni,~~ and 
(,'ompetition J m ,  (OECD Reprinted version, Paris, 1996, hlm.24). A firm may he more 
bchnological eflcient than anohter if i f  produce the mtne level of outpuf with one or fewer 
physical number of inp&. Because of a'iferenf production processes, not all firms may be 
technoiogically eflcient or comparable. Economic eficiency arises when inputs are utilized in a 
manner such that a given scait. of ourput is produced at lower cost. Lihat juga Ningmm N. Sirait, 
Asosiasi dm Per.win~pn Usaha Ticlak Sehat, (Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003), hlm. 5 .  

20 Lani Dhannasetya, Vonny Sulaimin, Merger 8 Akui,si.si: s~rrrhr Tinjauan &ri Suchrt 
Akuntansi dan YerpjaJran,(Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 7 

21 Patrick AGaughan, Mergers, Acquisifiom, and Corporate lI(structuring (New York: 
john Wiiey&Sons, inc,i9%$ ~ m .  "a 



1. ekspansi; &mana perusahaan yang menggabung, mengambilalih clan 

. . .  . . 
meleburkan akan dapat melakukan eicspansi ill11 '-h 

2. keuangan; perusahaan yang menggabung, mengambilalih dan meleburkan 

dapat mengatasi masalah keuangan perusahaan yang digabung, diambilalih 

dan yang meleburkan. 

3. pajak; h a n a  dengan terjadinya penggabungan dan peleburan u ~ a h a , ~ ~  maka 

tidak teriadi 2 (dua) . . kali peinbayaran pa-iak. hanya perusahaan yang 

menggabung dan hasil peleburan saja yang membayar pajak. 

Selain motif tersebut, ada alasan lain mengapa perusahaan-perusahaan 

melakukan praktik penggabungan, pengambilalihan dan peleburan perusahaan 

yaitu: 

1. te Qadi sinergi s ehgga  mampu meningkatkan daya saing baik terhadap 

produk (barang dan atau jasa) serta pemasaran.2' 

2. melalui penggabungan, pengambilalihan dan peleburan usaha yang telah 

mendirikan perusahaan atau usaha sendin dari a ~ a l . ~ ~  

22 Masalah perpaiakan - - -  akan tetap terjadi pada perusahan y a q  mengambilalih dan yang 
diambilalih, karena perusahaan yang m&ambilalih dan yang diambilalih sebagai suatu badan 
hukum masih ada dad tidak ' bubar, oleh karena itu tetap memiliki kewajiban melakukan 
pembayaran pajak. 

23 Pengumuman rencana penjajagan penggabungan PT. Dankos Laboratories Tbk dan PT. 
Enseval ke dalam PT. Kalbe Fanna Tbk menyebutkan salah satu tujuan penggabungan tersebut 
adaIah meningkatkan daya saing Perusahaan Hasil Penmabungan dengan terciptanya sinergi 
dalam strategi pemasaran. Lihat Harim Sore Suara Yembarucuz, 13 Juni 2005. 

24 Khususnya dalam pengambilalihan dan pengabungan, pihak yang mengambilalih dan 
yang menerima penggabungan tidak perlu, anta lain: mengurus segala proses perijinan pendirian 
perusahaan, pengadaan lahan (apabila perusahaan mamfacture), membanpn jaringan distribusi, 
membangun tim riset dan pengembangan. Hal ini dikarenakan di pihak yang diambilalih dan yang 
menggabuIykan telah mempunyaiftersedia sarana dan prasarananya, sehingga pihak yang 
mengambiiaiiin dan yang menerirna penggbungan 'mnya tin%& mdaicukan peningkitan maupun 



3. kesulitan melakukan pengembangan produk atau jasa secara internal karena 

adanya enlry harries (harnbatanj" yang iinggi, 

-,-c:,t- ,.,, - -,- .,.-, t..- .,,, ,,,. ",L,,, p c ~  11 I I Iuallgar I ~ G I  lggauul lgal I ~ G I  uaal laal I. 

4. diversi fi kasi dan untuk memasuki pasar  bar^.^" 

5. kekuatan monopoli, metlghindari kebangkrutan, me~nperbesar perolehan 

pinjaman bank, meningkatkan efisiensi manajemen dan rnemanipulasi 

pendapatan per lembar  aha am.^^ 

1 Esensi dari merger adalah terjadinya perpindahan kendali Qransfir of 

control) dari perusahaan sasaran ke tangan perusahaan pengendali. Medium 

transfernya dapat melalui kepemilikan (owne~;vh@) maupun aset dari perusahaan 

sasaran." Manfaat yang dihasilkan dari strate~i merger antara lain:" 

a. lebih murah ongkos merger dan akuisisi daripada strate@ lainnya (cheaper lo 
buy t h n  to make). 

pengembangan usaha sesuai bl~sir2es.s plan nya. Lani Dharmasetya dan Vonny Sulaimin 
memperynakan istilah penghematan biaya. Lihat Lani Dharmasetya dan Vonny Sulaimin, Merger 
& Akuisisi.. .., op.p.cit., hlm. 7. 

25 1.P.G.Ary Suta, "lmplikasi Akuisisi Bagi Perusahaan Publik," Risnis Indot~esia, 29 
Agustus 1992. 

26 Keith N. FTy!?~rr, ,n!!!.~ti.~! !zw: !icc,no.zic '!'ke(?yl~ J tld Corrr.'??m? 1 . e ~ ~  !3!~0!li!iil?? 
(Cambridge: Cambrigde University Press, 2003), hlm. 312-3 13 

27 Lani Dharmasetya dan Vonny Sulaimin, Merger & Akuisisi.. . , op.cif., hlm. 7-8. 
28 T.M.Zakir Machmud, "Urgensi Pengaturan Merger dan Akuisisi: sebuah Tinjauan 

Ekonomi," makalah disampaikan pada seminar ''Efeh~tav Regula,si Merger dm ARuisi ahlam 
rangka Hukum Persaingan Osaha, (diselenggarakan oleh ASEAN Competition Institute: Jakarta, 
1 Oktober 2009). hlm. 1-2. T.M. Zakir Machmud juga menjelaskan batasan horizontal suatau 
perusahaan yaitu mengindentifikasi kuantitas (quanfifies) dan keragaman (varifies) barandjasa 
yang diproduksi perusahaan tersebut. Sedangkan batasan vertikal suatu perusahaan menentukan 
bagian mana dari sebuah proses produksi (value chain) yang berada di bawah control langsung 
perusahaan. Perusahaan yang merubah batas horizontalnya melalui merger dan akuisisi 
mengandung pengertian bahwa perusahaan yang bersangkutan memperbesar (ekspansi) kuantitas 
produksi ataupun memperluas cakupan ba rwjasa  yang diproduksinya dengan cara 
mengambilalih kendali atas perusahaan sejenis yang menghasilkan ba rwjasa  yam sama. Dalarn 
bahasa persaingan usaha, perusahaan sejenis tersebut berada di pasar bersangkutan yang m a  
(same relevant market). Paralel dengan ha1 tersebut di atas, perusahaan yang melakukan merger 
dan akuisisi secara vertical berarti perusahaan yang bersangkutan menambah lini prduksi yang 
dikuasainya deanga mengambilalih kendali perusahaan lain yang berada di hulu atupun hilirnya 
atau keduanya (downsfream or ~~psfream mark or bofh}. 

2 9 n . r  4 Dlu. 



b. lebih cepat proses dan waktu untuk mencapai tujuan jangka panjang 
perusahaan. 

c. perusahaan bisa mencapai sicai5 
ekonomis (economicofsc(.pe) yang besar sekaligus mengurangi pesaing. 

C. izc~ziiilh piigsa p z s ~  yziig i ~ i i h  tueszi. 
e. menciptakan efisiensi dalarn perusahaan antara lain & bidang teknologi, 

manajerial, komersial . 

Praktik penggabungan perusahaan yang dilakukan dengan fair akan 

memberikan perlindungan hukurn kepada: 

1. pemegang saharn perusahaan baik yang digabungkan maupun yang 

2. konsumen" 'arena akan menimbulkan persaingan sehat di mana harga tidak 

ditentukan oleh sekelompok pengusaha atau perusahaan tertentu tetapi oleh 

haga pasar. 

Para pelaku usaha melakukan penggabungan, pengambilalihan dan 

peleburan usaha dalam ran* pengembangjpn dimensi eksternal perusahaan. 

Kecenderungan para pelaku usaha tersebut sejalan dengan keinginan mereka 

mengendalikan atau memiliki kekuatan dalam pengelolaan bisnis, serta keinginan 

Direksi Perseroan yang akan melakukan penggabungan atau digabung menyusun 
rancangan penggabungan memuat antara lain cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota 
Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan y q  melakukan penggabungan diri. cara 
penyelesaiaan hak dan kewajiban Perseroan yang menggabungkan diri terhadap pihak ketiga, cara 
penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan Perseroan. Lihat 
Pasal 123 ayat (I), (2) huruf h, huruf I, huruf j Jo. Pasal 126 ayat (1) UU RI No. 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas (UU PT No. 4012007). Lihat juga Ridwan Khairandy, Pokok-pokok 
Hukum Uagang (FH UII Press, Jogiakarta, Cetakan Pertama, 2013, hlm. 142-143). 

Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan 
harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan 
pemegang saham atau Perseroan berupa penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau 
pemisahan. Lihat Pasal62 ayat (1) huruf c UU PT No. 4012007 

31 Ha1 ini akan hanya terjadi pada pnsar pada persaingan sempurna, sebagaimana 
diuraikan pada halaman 23-24 proposal penelitian ini. Konsumen akan memperoleh kesejahteraan 
(consumer welfare) dari apa yang diperolehnya atas barang dan jasa. Lihat R.S. Khemani dan 
D.M. Snapiro, op.cii. ,him. i 5 



menghilangkan ketergantungan dengan pihak lain. Fenomena ini mempunyai 

kaitan erat dengan risiko bisnis. 

a .  a . - 2  - -  : ---,-,-- L ..-*-..- ~\cuua, ual I suuur pal 1ua1 ig ~ G I  > a ~  I ~gal I ~ G I  tggauuttgai~, 

pengambilalihan dan peleburan perusahaan selain memperkuat bisnis juga dapat 

mengurangi kompetisi bisnis di pasar. Penggabungan, pengambilalihan dan 

peleburan perusahaan dalam perspektif persaingan bisnis tersebut mampu 

meningkatkan posisi dominan sehingga dapat melakukan kegiatan ymg dapat 

mendistorsi pasar.32 Distorsi pasar tersebut &pat berupa men~wangi tingkat 

persaingan, hambatan masuk bagi pelaku usaha lain ke dalam pasar, menetapkan 

harga lebih tinggi, pengurangan keluaran produk, dan mutu produk yang lebih 
- - 

rendah, serta persaingan tidak sehat yang berdampak luas bagi konsumen."" 

Ketiga, Indonesia belurn mempunyai pengalaman yang berarti dalam 

mengatur mengenai kewajiban melakukan pemberitahuan kepada suatu lembagt 

atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutya disebut sebagai KPPU) di 

mana ketika mereka akan melakukan praktik penggabungan, pengambilalihan dan 

perundang-undangan yang secara spesifik mengatur masalah tersebut. 

Fokus kajian penelitian adalah terhadap pemberitahuan kepada KPPU 

terhadap merger bank. Hal ini dikarenakan selain industri perbankan merupakan 

bidang jasa keuangan yang pengaturannya sangat ketat sekali dan memiliki 

sejarah pengaturan sejak sebel um di keluarkanny a Undang-Undang Perseroan 

32 Tim Pematangan Bahan Masukan Rancangan Peraturan Pemerintah, "Menemukan 
Model Merger di Indonesia," sebagaimana tersedia pada http:lkppu.or.idlnew/index.php " Menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 5 Tahun 1999, Konsumen adalah setiap pemakai 
dadatau pengguna barang dantatau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan 
pin& iain. 



Terbatas No. 1 Tahun 1995 (selanjutnya disebut.UU.PT -No. 1 Tahun 1995). Saat 

L--J----I--- c ..-a 4 v .-..- LA..-+-- XI.. ~ I O J V L  a v  1 n i  / i n o n  +.--.-,--I 
UCI uaaat nal I our at ~\epuruaalr IVIGI~LGI ; K~uarr~arl 11". L I o l  r\lvl l\,v 11 1 707 iarrggar 

25 Maret 1989 yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Bank Tndonesia 

(SEBT) No. 21 / I  5BPPP tanggal 25 Maret 1989 tentang Peleburan Usaha dan 

Pengpbungan Usaha Bank clan Keputusan Menteri Keuangan No. 

222lKMK.0 1711993 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan 

Akuisisi ~ a n k . ' ~  

Sejak diundangkannya W PT No. 1 Tahun 1995 dan saat ini telah 

diperbaharui dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (UU PT No. 40 Tahun 2007), pengaturan penggabungan, 

pengambilallhan dan peleburan perushaan diatur dalarn berbagai peraturan 

perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini hanya 

mengatur aspek substansi dan tata cara penggabungan dalam perspektif 

perusahaan sebagai suatu badan hukum. Hal ini dilakukan guna memberi kan 

kcpStiza & -Gikh&agz kkm bzgi -pra vacgmg s&E, bdsarja 

pemebmg saham minoritas, masyarakat investor serta para pelaku pasar, pasca 

penggabunbpn perusahaan. 

Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur 

penggabungan atau merger bank antara lain: 

34 Sebelum dikeluarkanya keputusan Menteri Keuangan tersebut, transaksi akuisisi bank 
dilakukan dengan menunjuk ketentuan Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUHPerdata dan ketentuan 
anggaran dasar bank yang akan mengambilalih dan yang akan diambilalih. Lihat Felix 0. 
Soebagio, Aspek Hukum Akuisisi Perusahaan Di Indonesia, Substansi Pengaturan Sekarang dan 
yang h Datang'', 3iseriusi, (ilniversitas Gacijah iviacia: 2004, rid& diterbiiticanj him. i 05- i 06. 



1. U U R1 No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang 

7 5  
Perbankan.'- 

sebagai "payung" hukum secara uinum bagi perusahaan berbentuk perseroan 

terbatas yang akan menggabungkan, mengambilalih dan meleburkan 

3. Peraturan Pemerintah RL No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, 

Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (PP 27 Tahun 19981.~~ 

4. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan 

Akuisisi Bank. 

5. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank 

Umum. 

6. Surat Keputusan Direksi Bi No. 3215 1IKEPlDJ.R tanggal 14 Mei 1999 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. 

7. Surat Keputusan Direksi BT No. 32150KEPlDTR tanggal 14 Mei 1999 tentang 

pciry.za4Gii hrI T24& CZra pcrULu2lia S k  T&& TUTiiiUiii. 

8. Surat Keputusan Direksi B1 No. 321521KEP1DJ.R tanggal 14 Mei 1999 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi BPR. 

9. Peraturan Bank Tndonesia Nomor 6/1O/PBT/2004 tanggal 12 April 2004 

tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. (Lembaran Negara 

RT Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4382) 

" Pasal28 ayat (1) W N o .  10 Tahun 1998. 
" ~ a s a l  102-113 W PT. 
37 , " ..* -- ., Pas& I -JL rr no. 27 Tahun i9.35. 



10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/49/PBI/2005 tentang Giro Wajib 

1 1  I I. ma-&--.-- GlalUIaII ~~~k I-.A ,-,,., X I  ,,,, in11 c l n r , ~ r n n n o  
IIILIVIIG>;CI IYUIIIUI I", 1 J ,  I UI,LVVO + 1e11ia11g v---v-"Ln- I \ G W ~ J I U ~ I I  

Penyediaan Modal Minimum Bank Um um (Lembaran Negara Republi k 

Tndonesia Tahun 2008 Nomor 135, Tambahan Lembaran ~ k g a r a  Republik 

lndonesia Nomor 4895). 

12. Peraturan Bank lndonesia Nomor 14/18/PB1/20 12 tentang Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum Bank Umurn (Lembaran Negara Re~ublik 

Indonesia Tahun 201 2 Nomor 261 DPNP 135 tanggal 28 November 2012. 

1 3. Peraturan Bank Tndonesia Nomor 1 4/8/PB1/20 1 2 tentang Kepemi li kan Saham 

Bank Umum, tanggal 13 Juli 20 12. Lembaran Negara R1 Tahun 20 12 Nomor 

14 DPNP 

14. Peraturan Bank lndonesia Nomor: 13/1 /PBI/20 1 1 U tentang UPenilaian Tingkat I 

Kesehatan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun 20 1 1 

Nomor 1 DPNP, Tambahan kmbaran Negara Nomor 5 184, tanggal 5 Januari 

20: 1) 

15. Peraturan Bank lndonesia No. 8/17/PBU2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang 

lnsentif Dalam Ran& Konsolidasi Perbankan (Tambahan Lembaran Negara 

RT Nomor 4643 DPNP/DPBS). 

16. Peraturan Bank Indonesia No. 8/6/PBT/2006 tentang Penerapan Manajemen 

Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap 

Perusahaan Anak (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 

8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4602). 



17. Peraturan Bank lndonesia Nomor 13/1/PB1/20 1 1 tentang Penilaian Tingkat 

qni I+.I---- I T--L..-L-- I --I----- ~ I A , * - - -  --..LII r a ----.- kr C I O A ~  
LV I I IYVIIIVI I ,  I alllualiall Lcllluar all lucgala r\ctruulil( riIuultGaia iuurtlur 2 I o-t, 

1 8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/6/PB1/2006 tentang Penerapan 

Manajemen Risiko secara Konsolldasi bagi Bank yang Melakukan 

Pengendalian terhadap Perusahaan Anak (Lembaran Negara Republik 

lndonesia Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4602) 

19. Surat Keputusan Direksi BI No. 3215 1 /KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. 

20. Surat Keputusan Direksi B1 No. 32150IlSEP/DlR tanggal 14 Mei 1999 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum. 

21. Surat Keputusan Direksi B1 No. 32/35/KEP/DlR tentang Bank Perkreditan 

Rakyat. 

22. Surat Keputusan Direksi BI No. 32/52/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tata 

om..- L ~ J  a x LvfCigCi, K~risokhsi &ii k i s k i  Bp'Ii. 

23. Surat Edaran Bank lndonesia (SEB1) No. 21/15/BPPP tanggal 25 Maret 1989 

tentang Pelebwan Usaha clan Penggabungan Usaha Bank 

24. Surat Keputusan Direksi Bank Tndonesia No. 3215 1 /KEP/DTR tanggal 14 Mei 

1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi 

Bank Urnurn. 



25. Surat Keputusan Direksi Bank lndonesia No. 32/52/KEP/DIR tanggal 14 Mei 

. . -  
1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsoiidasi d fi-l 

13,.-17 n--l7--.2:&-- rl-I- . , .+ vat In I GI nl GUI rail I\ahy a r .  

26. Surat Edaran Bank Tndonesia No. 6/23/DPNP, tanggal 31 Mei 2004 perihal 

Siste~n Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum 

27. Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2009 tentang 

Pra Notifikasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan 

28. Peraturan Komisi Pengawas Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 

201 0 tentang Fonnulir Pemberitahuan Penggabungan, Peleburan Badan Usaha 

dan Pengambilali han Saham Perusahaan. 

29. Peraturan Komisi Pengawas Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 

2010 tentang Konsultasi Penggabmgan, Peleburan Badan Usaha dan 

Pengambilalihan Saham Perusahaan. 

30. Peraturan Koinisi Pengawas Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 

20 10 tentang Pedoman Merger dan Akuisisi. 

, . 
3 1. Pciaturki KGEI~S P~iigii 'r ;~'~ P~zgii'r;~'~ P~i~ii'hgtiii G ~ T S ~ S  X ~ f l i ~ i  7 Tdiiiii 

20 1 1 tentang Pemilikan Saham 

32. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 20 11 tentang 

Peruahan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 

201 0 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan 

Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan 

te rjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 



33. Peraturan Kornisi Pengawas Persaingan Usaha Nornor 3 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Yersain-I 

1 2  t J  T I zllulI L..- qfllfi Lu lu LG1lLallg I n euurlzrl A- 
n I 1 ?-..---- T--+--.. n--,.,--~ -.-,--- -dm.. 
I CtZhaa~taalt I cllrarlg I clrggauurtgarl aiau 

Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat 

Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat. 

Memperhatikan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang 

rnengatur mengenai merger atau penggabungan bank serta memperhatikan 

kepentingan departemen teknisnembaga atau instansi tertentu, dan kadang sering 

untuk memberikan justifikasi atas transaksi-transaksi tertentu yang rancu karena 

mengesampingkan substansi dampak pasca mergernya. 

Merger bank sebagai perusahaan hanya dapat d~lalcukan setelah terjadi 

kesepakatan antara manajemen perusahaan yang akan melakukan Merger. Merger 

harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari para pernegang sahamnya." 

Setiap pemegang saham dapat mengajukan keberatan terhadap kebijakan 

merubikan hak pemegang ~aharnn~a.~ '  Keadaan tersebut akan membawa dampak 

bag rencana merger. 

Di undangkann ya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 tahun 1999)40 

sebagai payung hukum dala~n praktik merger maka tidak secara otomatis dengan 

disetujuinya rencana penggabungan oleh para pemegmg sahamnya dapat 
--- 

" Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). 
' 9  Pasal55 ayat (2) W PT No. 1 Tahun 1995 
4 0  iern'oaran i-iegara i3 TTahun i999 No. 33 



langsung dilaksanakan, apabila pasca penggabungan tersebut akan berdampak 

bagi pasar karena menimbulkan persaingan tidak sehat atau 7. 

hanya di atur pada Pasal 28 dan 29 UU No. 5 Tahun 1999 akan tetapi pengaturan 

teknisnya baru diterbitkan oleh pe~nerintah ~nelalui peraturan pemerintah nomor 

57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan 

Pengambilalihan Saharn Perusahaan ymg dapat Mengakibatkan Tejadinya 

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP Merger Persaintj~n 

201 0)'" dalam rangka menghindari te jadinya praktek penguasaan pasar yang 

berakibat mengurangi persaingan. 

Pasal28 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur sebagai berikut: 

(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan 
usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan 
atau persaingan usaha tidak sehat. 

(2j Peiaicu usaha diiarang meia-Kuican pengambiiaiimn perusanaan iain 
apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek 
monopoli clan atau persaingan usaha tidak sehat. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan 
usaha yang dilarang sebagairnana dimaksud ayat (I), dm ketentuan 
,-,,,,,. ulbugLuQt ..-...,,n,~'~,~ p~~;auuilaiiLICUI *I.,- sahaiii ~ r ' i d i ~ ~ i i  scbzgsimma C;Ur&~iid 

dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan pemerintah. 

Pasal29 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur lebih lanjut yaitu: 

(1) Penggzb~mgan Z?ZE pe!ebum bzcki~ maha, atau p~gan-bh!ihzn 
saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai 
aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib 
diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 
sejak tanggal penggabungan, peleburan atau penganibilalihan tersebut. 

4' Lembaran Negara RI Tahun 20 10 Nomor 89. PP No. 57 Tahun 2010 ditehitkan t a n ~ a l  
20 Juli 2010 atau tepatnya 10 (sepuluh tahun) 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari terhitung 
sejak beri iu efektifnya ijij iu'o. 5 t&un 260.3 yaitu tanggai 5 i v k d  20i0. 



(2) Ketentuan tentang penetapan nilai asset dan atau nilai penjualan serta 
tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur 
dalam peraturan ~emenntah.' 

mengenai pengertian atau batasan penggabungan, pengambi lali han dan peleburan 

badan usaha atau perusahaan.4' Penjelasan yang ada hanya mengenai pengertian 

badan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat ( I ) . ~ ~  Batasan pengertian 

merger atau penggab~ngan~~ diatur pada Pasal 1 angka 1 PP No. 57 Tahun 20 10, 

yaitu sebagai berikut: 

"perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Badan Usaha atau lebih untuk 
menggabungkan diri dengin Badan Usaha lain yang telah ada yang 
mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Badan Usaha yang 
menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Badan Usaha yang 
menerima penggabungan dan selanj utnya status Badan U saha yang 
menggabungkan diri berakhir karena hukum." 

Pasal28 dan Pa.sal29 ini merupakan lex irnperf&cfa.4G Pasal-pasal tersebut 

baru dapat diimplementasikan setelah pemerintah mengeluarkan aturan main yang 

lebih teknis dalam bentuk peraturan pemerintah. 

42 W NO. 5 Tahun 1999 diundangkan 5 Maret 1999. Lembaran Negara RI Tahun 1999 
No. 33, mulai berlaku efektif 1 (satu) Tahun sejak diundangkan [Pasal 53 ayat (1) UU No.  5 
Tahun 19991. 

43 W PT NO. 1 Tahun 1995 Pasal 102-1 09 juga tidak secara tegas memberikan batasan 
penggabungaa pengambilalihan dan peleburan perusahaan. Pasal 102 hanya menjelaskan bahwa 
satu perseroan atau lebih dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan perseroan yang telah 
ada. Pasal 107 nya menerangkan dalam ha1 terjadi penggabungan atau peleburan, m&a perseroan 
yang menggabungkan diri atau meleburkan diri menjadi bubar. Pada kasus pengambilalihan, status 
badan hukumnya masih tetap ada. 

44 Badan usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum 
(misaInya perseroan terbatas) maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha 
yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba. 

45 Penulis dalam penulisan Disertasi ini mempergunakan istilah Merger sebagai pengganti 
penyebutan istilah Penggabungan dimana keduanya tidak memiliki perbedaan pengertian yang 
terkandun di dalamnya. 

'Knud Hansen (ed.al), i Indang-uhg No. 5 Ibhun 1999: iIndang-undat~g Larangan 
Prakkk Monopoli a h  (Isaha Persaingan liciak ,Yeha[, : Law Concerning Prohibition of 
iviunupuiisiic Pmciices culd iinfuir Eusiwss iJurnpeiiiiun, (jaicaria: Kataiis Pubiishing-ivieciia 



Pasal 29 ayat (I)  U U  No. 5 Tahun 1999 mengatur batas waktu pelaporan 

kepada KPPU, apabila terjadi penggabungan, pengambilalihan dan peieburan 

L.-.-- L---l-:I.-+ -:I-: ---+ a,.- -+-.. -:I-: -.>-:---I ----.- -..l-L:L: :..-1-L p~~uaal~aalr yalrg uclahlvai I I I I ~ I  aaci uall aiau ~rrlar pcr!luararcrrya I I ~ ~ I G U I I I I  jurrrrarr 

tertentu. Batas waktu pelaporan dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak 

tanggal berlaku efektifnya Merger secara yuridis. Jumlah tertentu tersebut di 

bidang perbankan jika nilai aset hasil Merger melebihi Rp 20.000.000.000.000,00 

(duapuluh triliun rupiah).47 

Merger bank yang hasilnya melebihi Rp 20.000.000.000.000,- (dua p luh  

triliun) tetapi tidak melaporkan kepada KPPU maka akan dikenakan sanksi 

administratif sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari 

keterlambatan dengan ketentuan secara k e s e l d a n  denda paling tingb~ sebesar 

Rp. 25.000.000.000,00 (duapuluh lima miliar rupiah).48 

Kewajiban pelaporan hasil merger bank dalam waktu 30 (tiga puluh) hari 

sebagaimana diatur dalarn Pasal 5 ayat (I), ayat (3) PP Merger Persaingan 201 0 

kepada KPPU sejak merger berlaku efektif secara yuridis menjadi sangat penting 

m*& &. i i~  icb& IhTjct ksczz b2& LjuT FiG. 5 +&kh7 1939 kE pp Fv$cigcr 

Persaingan 2010 tidak menjelaskan batasan pengertian mengenai tanggal telah 

berlaku efektif secara yuridis. 

Ketentuan lebih teknis mengenai batasan pengertian tanggal telah berlaku 

efektif secara yuridis diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPPU 

Services, 2001), hlm.379. Lex imperf-ecla adalah hukudaturan yang belumltidak sempurna. Lihat 
I.P.M. Ranuhandoko, Ikrminologi Hukum: fnggris- fnabnesia, (Jakarta:Sinar Grafika, 1996), hlm. 
384. 

47 Pasai 5 ayat (1 ), ayat (3) PP No. 57 Tahun 201 0. Sedangkan niiai asset non bank wajib 
dilaporkan apabila nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus juta rupiah); 
dan/atauNiiiai penjualan sebesr Rp 5.000.000.000.000,- (lima triliun rupiah) 

4X Fasd 6 BP :Go. j'j T h n  29iG 



Nornor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan 

. - 
Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan 

@-I.-- I-I--.--L--- /n--i--- 
dal  la1 I I I C;I u3a.1 I Q ~ I  I ( I  GI I\VI I I Eeiida I(eter:a77ibat~ii 20: 2) di~zciia ketectiii 

Perkorn Denda Keterlatnbatan 201 2 tersebut menunjuk pada substansi atau isi dari 

ketentuan Penjelasan Pasal 133 huruf a, liuruf b dan huruf c UU PT No. 40 Tahun 

2007 sebagai berik~t:~' 

Pasal 1 33 UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 

(I) Direksi Perseroan yang menerima Penggabungan atau Direksi 
Perseroan hasil Peleburan wajib mengumumkan hasil Penggabungan 
atau Peleburan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih dalam j e a  
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 
berlakunya Penggabqan atau Peleburau. 

Penjelasan Pasal 1 33 

Pengumuman dimaksudkan agar pihak ketiga yang berkepentingan 
mengetahui bahwa telah dilakukan Penggabungan, Peleburan, atau 
Pengambiiaiih. Daiam hai ini pengumman wajib d i i m  ciaiam 
jangka waktu paling lanibat 30 (tiga puluh ) hari terhitung sejak 
tanggal: 
a. persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar dalam ha1 

terjadi Penggabungan; 
t;. pcmt;cri~m &erkTz vlc&bc~ bzk &IGTl hd +&dad -4rGh&m 

anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) - - 

maupun yang tidak dlisertai perubahan anggaran dasar; dan - 

c. pengesahan ~ e n t e r i  atas akta pendirian ~erseroan dalam ha1 
terjadi Peleburan. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, Pasal 5 

ayat (1) PP Merger Persaingan 2010 dan Perkom Denda Keterlarnbatan 2012 

dapat di ambil kesimpulan bahwa bank hasil merger yang asetnya melebihi Rp. 

49 Pasal 2 ayat (2) Peraturan WPU No. 4 Tahun 2012 hanya menarnbahkan kalimat 
lengkap Menteri menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dari Penjelasan PasaI 133 UU 
r'T 140.40 Tahun 2007 



20.000.000.000.000,00 (duapuluh triliun) wajib melakukan pelaporan kepada 

KPPU terhtung sejak perubahan anggaran dasarnya menaapai pmzhpm 

Dengan demikian "regime" kewajiban pelaporan Merger adalah pasca Merger 

efektif secara yuridis. 

Kewajiban bank hasil merger efektif secara yuridis menimbulkan 

permasalahan serius yang tidak sempat diantisipasi oleh KPPU dengan merujuk 

ketentuan Pasal 133 U U  PT No. 40 Tahun 2007. Pasal 133 ayat (1) tersebut 

mewajibkan Direktur yang menerima merger mengumumkan di surat kabar agar 

pihak ketiga yang berkepentingan mengetahui terjadinya merger. 

Bank hasil merger ketlka men~mumkan kepada masyakarat adalah 

setelah perubahan anggaran dasarnya disetujui oleh Menkumham artinya 
I 

rnasyarakat selaku nasabah penyimpan dana atau nasabah deposm akan 

mengetahui perubahan baik nama rnaupun logo bank hasil merger tersebut. 

Apabila setelah diumumkan kepada masyarakat dan bank hasil merger dalam 

dan ternyata diketahui aset bank hasil merger melebihi Rp. 20.000.000.000.000,00 

(duapuluh triliun) maka KPPU hanya dapat memberikan sanksi administratif 

berupa denda sebagaimana diatur pada Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 sebagai 

berikut: 

Pasal47 
(1) Komisi benvenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap 

pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini. 
(2) Tindakan administrat if sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: 

a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
sampai dengan Pasal 13, Pasal 1 5, dan Pasal 1 6; dan atau 



b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integasi vertical 

inenimbulkan praktek lnonopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha 
+ - a  1 --L + a,.- -.. --....,-:I*-- ----.--.-. 1 6. a,,- riuiilC acr~iii uarr iiiau IIIGI ugrharl rrraayaraGir, uarr 

d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penya~ahbmaan posisi 
dominan; dan atau 

e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan 
pengambilalihan saham sebagairnana dimaksud dalam Pasal28; dan atau 

f. penetapr? pcmhq~z~ar? ganti n~gi; dar? zkz~ 
g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima 
miliar rupiah). 

Pasal47 ayat (2) huruf e U U  No. 5 Tahun 1999 memberikan kewenangan 

kepada KPPU untuk membatalkan penggabungan atau merger karena melanggar 

Pasal 28 U U  No. 5 Tahun 1999 tetapi tidak mengatur bentuk sanksi terhadap 

pelanggaran Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999. Pelaku usaha dalam ha1 ini bank 

basil merger yang melanggar ketentuan Pasal 28 dapat dipidana dengan pidana 

po~oic berupa den& serencian-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 jciua puiuh iirna 

d a r  rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar 

rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selarna-lamanya 6 (enam) bulan 

sebagaimana diatur pada Pasal48 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999. 

KPPU tidak memil i ki kekuatan hukum menjatuhkan putusan pembatalan 

bank-bank yang bersangkutan tetapi lebih luas kepada masyarakat, sehingga 

berpotensi terjadi penarikkan dana besar-besaran. Pembatalan izin suatu bank 



hanya dapat ddakukan oleh bank indonesia ha1 ini merujuk pada ketentuan 

kepailitan bank.5 

pada tanggal 7 Mei 1999 Pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah republik 

nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi ~ a n k ~ '  (PP 

Merger Bank 1999), langkah tersebut merupakan suatu kebijakan yang sangat 

tepat dimana industri perbankan saat itu sangit rentan dengan isu-isu yang dapat 

menimbulkan instabilitas bagi masyarakat sebagai nasabah penyimpan dam 

maupun sebagai nasabah deposan. Akan tetapi ketika PP Merger Bank 1999 

diterbitkan tidak berusaha menyempurnakan eksistensi KPPU sebagai lernbaga 

yang memiliki mandat untuk melarang perjanjian maupun kegiatan yang dilarang 

yang diamanatkan oleh UU No. 5 Tahun 1999. 

PP Merger Bank 1999 menbri~tur tata cara memperoleh izin merger bank 

sebagai berikut: 

Pasal 8 

LTz*& hp2t EcEpciG;ch grl \I----- blgbl ~ 4 ~ .  xGcsG;i&si, ... ,.:.I. A:-A-..L: 
W ~ J ~ U  U l p l l u  

persyaratan sebagai 
berikut: 

a. Telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham bagi 
B ~ n i -  yzng berbegtt& Per~eroan Terbatzs z t z ~  rzpz? sejepis && yang 
berbentuk hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalarn Pasal7. 

b. Pada saat terjadinya Merger atau Konsolidasi, jurnlah aktiva Bank hasil 
Merger atau Konsolidasi tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari 
jumlah aktiva seluruh Bank di Indonesia; 

c. Permodalan Bank hasil Merger atau Konsolidasi harus memenuhi ketentuan 
rasio kecukupan modal yang ditetapkan oleh Bank Tndonesia. 

9 a a l  2 ayat (3) W Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang 

5 1 Lem'oaran iiegwa Kepubiik indonesia T i u n  i 999 Nomor 6i, 'rangyi 7 iviei 1999. 



d. Calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang ditun.uk tidak tercantum 
dalam daftar orang yang melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan. 

(1) Setelah memperoleh persetujuan Rapat Umum Peinegang Saham untuk 
melakukan Merger, Direksi masing-masing Bank secara bersama-sama 
mengajukan permohonan izin Merger kepada Bank Indonesia dengan 
telnbusan kepada Menteri Kehakiman. 

(2) Pftnnohonzn izin Merger e>zgzlrr?cnz dlr?lakswd ddarr! 2j12!: ( I ) ,  dizjukzn 
dengan melampirkan Akta Perubahan Anggaran Dasar beserta Akta Merger. 

(3) Persetujuan atau penolakan atas perrnohonan izin Merger sebagailnana 
dimaksud dalam ayat (I), Qberikan oleh Bank lndonesia dalam waktu paling 
lama 30 (tiga puluh) hari sejak perrnohonan diteriina secara lengkap. 

(4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Bank 
lndonesia tidak memberikan tanggapan atas permohonan izin Merger, maka 
Bank Tndonesia dianggap telah menyetujui permohonan izin Merger. 

(5) Dalam ha1 pennohonan ditolak, maka penolakan tersebut hams diberitahukan 
kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya. 

(6)  Tembusan persetujuan atau penolakan sebagaimana b a k s u d  dalam ayat (3) 
disampaikan kepada Menteri Kehaluman. 

Pasal 17 

(1) Dalarn ha1 perubahan Anggaran Dasar Bank hasil Merger memerlukan 
persetujuan ~ e n t e r i  Kehaiiman, m a h  bersamaan dengan pengajuan 
pennohonan izin Merger kepada Bank Tndonesia, Direksi Bank hasil Merger 
mengajukan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada 
Menteri Kehakiman. 

(2) Permohonan sebagaimana climaksud dalam ayat (I), diajukan secara tertulis 
dc~gzii mc~~pi ikz i i :  
a. Akta Perubahan Anggaran Dasar; dan 
b. Akta Merger. 

(3) Menteri Kehakiman hanya dapat memberikan persetyiuan atas perubahan 
Anggaran Dasar Bank hasil Merger setelah memperoleh tembusan izin 
Merger &-ri Bmk h d ~ ~ e s i a .  -. --- 

(4) Persetuj uan atau penolakan Menteri Kehakiman atas perrnohonan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), diberikan dalam waktu paling lama 14 
(empat belas) hari setelah diperolehnya izin Merger dari Bank Tndonesia. 

(5) Dalarn hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut hams diberitahukan 
kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya. 

Pasal 18 

Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Akta Perubahan Anggaran 
Dasar memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman, Direksi Bank hasil 



Merger wajib mendaftarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar 
Perusahaan dan mengu~numkan dalam Tambahan Berita Negara Republik 
Indonesia. 

(1) Dalam ha1 perubahan Anggaran Dasar Bank hasil Merger tidak memerlukan 
(2) persetujuan Menteri Kehakiman, maka dalam jangka waktu paling lama 14 

jempat belas) hari terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi 
Sznk hasi! Merger ~ j i b  melzp~rkzn Mcrger dar! Pl.&z Pezhahzn 
Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri Kehakiman. 

(3) Menteri Kehakiman hanya dapat mengeluarkan surat tanda penerimaan 
laporan sebagaimana h a k s u d  dalm ayat (I), setelah diperolehnya izin 
Merger dari Bank Tndonesia. 

(4) Direksi Bank hasil Merger &lam jangka waktu paling lama 30 (tip I>uluh) 
hari terhitung sejak penerimaan lapom oleh Menteri Kehakiman 
sebagaimana dimaksud dalarn ayat (2), wajib mendaftarkan Akta Merger dan 
Akta Perubahan Anggaran Dasar 

Ketentuan memperoleh izin merger bank dalam PP Merger Bank 1999 

menunjukkan adanya kebijakan yang setengah hati dalam inenegakkan ketentuan 

UU No. 5 Tahun 1999, ha1 ini dapat jelaskan sebagai berikut: 

i .  wu NO. 5 Tahun i999 memberiiian tugis dan wewenang icepacia 'KPP'Li 

antara lain untuk melakukan penilaian, penelitian, penyelidikan serta 

memutus terhadap ada atau tidaknya dugaan persaingan usaha tidak sehat 

sebagaimana diatur dalam Pasal 28.52 

2. Merger sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan 

ztzu n$ai pe3j ~~!an~n_ya w-elebik j I ~ S &  tefient y wzj ib &beribhl&-= kepa& 

~ o m i s i , ~ ~  akan tetapi proses perizinan Merger Bank tidak mensyaratkan 

adanya izin KPPU apabila Merger tersebut mencapai 20% (dua puluh persen) 

dari total aktiva perbankan secara na~ional .~~ 

52 Pasal35 huruf c jo. Pasal36 W No. 5 Tahun 1999. 
5 9 a s a l  29 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 
54 Pasai 8 hurufb PP ivierger Bank i999 



3. PP Merger Bank 1999 "lahir" hanya 2 (dua) bulan sejak diundangkannya U U  

No. 5 Tahun 1999 sedangkan Peraturan Pemenntah yang mengamrketen' 

1-L;L 1--:..4 ,.4,... 1-L:L +-I--:- +..-l.-A.,- L A  ,.-,-- .. l..-.-. ~'-,.I:l-L:-l.--~, -,.A- &-L..- 
IGUIII I a l t J u L  a L a u  ICUIII LC~CIIIJ L a I I a u a p  I V I G I ~ G I  u a r u  u r r a r r r l n a l r  paua UIIUII 

2010 yaitu dengan diterbitkannya PP No. 57 Tahun 201 0. 

4. Keti ka Merger Bank 1999 di terbitkan saat itu belurn ada atau belum dibentuk 

KE'PU. 

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat k e b e r a h  KPPU dalam Merger 

Bank tidak memilih tempat dalain rangkaian proses pengajuan izin Merger Bank. 

KPPU memiliki perannya setelah Merger efektif secara yuridis dengan ketentuan 

nilai aset bank hasil mergernya melebihi Rp. 20.000.000.000.000,00 (duapuluh 

triliun ruiah). Hal ini dikarenakan proses merger tidak mensyaratkan harus adanya 

persetujuan terlebih dahulu dan KE'pu.j5 lzin merger bank hanya merupakan 

otoritas Bank lndonesia dan Menkmham tanpa adanya peran serta KE'PU. 

Perbandingan praktik merger di Amerika, dalam proses Merger Bank 

umum maupun Bunk Holding C,'cmpuny tunduk kepada ketentuan khusus 

zcl?j.'si;&ct cii;i~dst yaitii BZiik ,Yii/icljiig (~ii,7iFiiiij; Act 1356 dsrr &fcrgcr Biiiifi 

Acl 1956 yang mensyaratkan hams mendapatkan persetujuan terleblh dahulu dari 

salah satu lembaga dari 3 (tiga) lembaga yaitu C;'omptroller of' (he C:uwency 

(Departemen Keuangan) untuk merger bank nasional, Dewan Gubernur Federul 

55 . Lebih jauh lihat Ilene K.Cotts, editor, 1he Merger 1Zeview Process, a Slep by slep 
h i d e  lo Federal Merger I<eview. USA: ABA Liberty Pursuing Justice-Section of  Antitrust Law, 
(200ij, him. 3i-i53. 



Reserve Sysfem ( h e  Fed) untuk merger bank Pemerintah atau dari Federal 

r 

Deposife Insurance C:orporafion (FDIC)." 

Tahun 1 895 sampi dengan 1904.'~ Fenomena tersebut mulanya mengemuka di 

kalangan para pengusaha di negara-negara maju. Sejalan dengan berkembangnya 

arus globalisasi, praktik tersebut menjalar ke negara berkembang terrnasuk 

Jndonesia. js Gelombang merger perushaan perusahaan makin ramai pada dekade 

1980-an dan baru mulai menurun pa& akhir dekade tersebut." ~ a d a  Tahun 1990- 

an, praktek merger perusahaan mulai meningkat kemba~i.~' 

Praktik merger perusahaan di Amerika dapat dikatakan sangat baik. Hal ini 

disebabkan perangkat hukum yang mengatur praktik merger perusahaan sangat 

maj y guns menghndari adanya praktik pembatasan pasar serta praktik monopoli 

- 
56 l r  r, ., rravarci 'Law Review Associaiiur~, c"clmmerciui iiur~riuivierger.~: J I I ~  C7UeFor 

Procedtdral arwl Strbsfutzlive Deregulafion, 95 Harvard Law Review, Juni, (1982), hlm. 19 15- 19 16. 
57 Gelombang merger tejadi setelah Tahun 1883 yang dikenal dengan Depresi ekonomi 

di Amerika. 
Gelombang merger pertama kali diwarnai dengan praktik merger horizontal yaitu 

sebanyak 78.3%., merger vertikal 12 %., gabungan antara merger horizontal dan vertikal sebesar 
Q.??/c. P d s  Tz!!un 18% me~pz!!~!? puncl  ge!orr?b~!?g merger perkme dimscil?a terc89t !,20a 
perusahaan melakukan merger. Lebih lanjut lihat Patrick A. Gaughan, op.cif., hlm. 18-22. 

Gelombang merger kedua Tahm 1916 sampai dengan 1929 ditandai dengan tingginya 
penggunaan dana pinjaman sebagai modal merger atau akuisisi (rlehrfinancing). 

Gelombang merger ketiga Tahun 1965 sampai dengan 1969, yang ditandai dengan 
boomingnya perekonornian dunia, khususnya di Amerika Seri i t .  Era ini merupakan era merger 
yang ditandai dengan dengan gelombang besar cottgfomerale merger. 

Gelombang keempat dimulai Tahun 1981 sampai dengan 1989, yang ditandai deryan 
praktik hoslile lake over. 

Gelombang kelima pada awal Tahun 1990an memiliki karakteristik yang sama dengan 
gelombang keempat hanya saja makin ketatnya peraturan pasar modal di Amerika Serikat, dalam 
era ini sudah mulai jarang terjadi hoslile fake over. Merger pada gelombang kelima ini sudah lebih 
banyak mempergunakam kombiiasi antara asset (equily) dan utang (debl$nanchg). Lebih lanjut 
lihat Gunawan Wijaya, Merger ddam YerspekfifMonopoli (Jakarta:Rajawali Pers, cetakan 
pertama, 2002), hlm 42-44. 

58 Sejak Tahun 1971 sampai dengan Tahun 1996 saja, sekurang-kurangnya terdapat 34 
merger perbankan. Lebih jauh lihat Felix 0. Soebagjo op-cit., hlm. 5-7. 

59 Bermad Hutagalung, 'Tenomena Akuisisi dan Pengambilalihan Perusahaan dalam Era 
Globalisasi,"Busines News (Jakarta: 28 Juli 1992), hlm. 1. 

60 Patrick A Gaughq up.cii., him. 46. 



perusahaan atas pasar. Kesiapan Amerika tersebut bermula dari dinarnika pasar 

modalnya (Wall Sireer) dalam mengantisipasi perkembangan blsnis. kpa- 

dapat mengarah pada penguasaan pasar, maka akan dikenakan sanksi 

sebagaimana diatur pada ,Sheman Antitrust Act 18906' dan C:luytcm Antitruvt Act 

Di Amerika sebelum perusaham melakukan merger maka terlebih dahulu 

harus melakukan premerger nolifi~alion,~' dan harus mendapatkan persetqua 

The j'herman Act 1890 disahkan Conggres Amerika sebagai reaksi terhadap praktek- 
praktek bisnis yang mengebiri persaingan (anticompetitive practice). 7he Shennan Act memberikan 
kewenangan yang luas kepada pengadilan untuk melarang perilaku bisnis tertentu. Lihat Abdul 
Hakim G.Nusantara dan Benny K. Harman, Ana1i.r~ dan Perhandirzgatz Unclang-unclc~rzg 
AnlimonopoLi, Elex Media Komputindo, Jakarta, 1999, hlm. 90-92. Kelahiran 9he Sherman Acl 
1890, dimotori oleh Senator John Sherman dari Ohio. Lebih lanjut lihat Jethro K. Lieberman., 
George J. Siedel, m e  Tqa l  Environment (8 Bu.,ine.v.v, Harcourt Brace Jovanovich (San Diego, 
New York:Publishers, 1989), hlm. 525. Lihat juga Ernest Gellhorn dan William E. Kovacic, 
A9tilnrsl Law andLkommics in a Nustshell, (St.Paul.Minn:West Publishing Co., 1994), hlm.21- 
22. Sejak diun&angicannya sarripai Tliriuri i953, iwriayd bduerapa kasus peianggaran ih SI~ermur~ 
Acl yang menarik, antara lain yaitu: Nolhers Sc'c~~riljcs (30. v. llniled Slates, 193 U.S. 197 (1904). 
Slandard Oil Co of New .Jersey v. United Sfales, 221 (/.S 1,62 (191 1). United Skxtes v. Union 
PucrJic Railr(md Cu., 226 U.S.61,88 ( 1  91 2). United States. 17. United Stated Steel C,70rp.,25 1 
U.S.417 (1 920). United States v. Aluminium C k .  of America, 148 F.Z* 41 6 (2'* Cir, 1945). United 
,Slales v. Cotombia Steel (10.~334 U. S.4953 10,525,537 (1948). Lihai Philip Areeda dan Louis 
Kq!o:t., .d!?!i!!?~~i .d???&isi.?: .%?~!c.E, %z!, CC.:~.:, ?$so, T&rcn+o: ritt,!e Bm..m grid pnqngny, V V s -  r - -  
Fourth edition, 1988), hlm.806-807. Robert H. Bork, lhe Anfitrusr P a r d ~ ,  A Policy at War wiih 
lfself(New York: Basic Books, Inc, 1978), him. 165. 

7he Clayton Act, diundangkan Tahun 191 4 sebagai pelengkap bagi The Sherman Act 
yang dianggap tidak cukup efektif menjerat pelaku usaha yang anti persaingan usaha. Lebih lanjut 
lihat Abdul Hakim G. Nusantara dan Benny K Harman, Analisa dara Perbandingun Undang- 
undang Anfim~no~poti, (Jakarta: Elex Media Komputindo. 1999), hlm. 92-93. Lihat juga Ernest 
Gellhorn dan William E. Kovacic, op.cil.,hlm. 29. 

Pada Tahun 1990, di Amerika didakan peringatan 100 Tahun Ilhe .Sherman Acr 1890 dan 
75 Tahun 7he Clayton Act, dengan mendatangkan para pakar bidang antitrus, guna melakukan 
kajian serta mengevaluasi penerapan 7he Sherman Act untuk 100 Tahun mendatang. Lebih lanjut 
lihat Theodore P. Kovaleff, "Historical Perspective: an Introduction" dalam Theodore Kovaleff 
(ed), Ilk Antiirwf lmpulse Vol. I: an lkonomic, Historical, and Legal Analysis, (New Y0rk:M.E. 
Sharpe, Armnk, 1994), hlm. 3. 

Beberapa kasus di Amerika mengenai pelanggaran lhe Claylon Act antara lain yaitu; 
Brcnvn Shoe v. United State.s,370 U.S.294 ( 1  962). United States v. Philade&hia Ndional Bunk, 
374 U.S.321 (1963). Lebih jauh lihat Philip Areeda dan Louis Kaplow, (quit., hlm 823-855. 

63 Lihat The Hart-Scott-Rodino Improvement Act of 1976, Section 18a: Premerger 
Notification and waiting period Lihat juga Robert S. Schlossberg and C l a r d  H. Aronson, 
opcii., 'Em. 31-32. Lawrence A. Suiiivan and '%men S. Grimes., Tne iclw uf Aniiirusi; un 



dari bedera1 Ilrade (;'ommission dan L)eparlemenl of' .~u.sfice.'~ Ketentuan 

premerger norlficcllion diatur pada lhe Harl-Scoll-ltou'ino Anlzlrusl fiiqmo'pm 

A ,, ,.L 7 0 7 6  65 ..,,.. ,-,.--I,,, ,-,,, L-L,, n,-,I 7 A A,; / - v ~ - . . d  ,.,, A ,, ncrqy 1 7 / u ,  y a ~ ~ g ~ ~ ~ c ~ u p a h a ~ ~ p c ~ ~ a ~ ~ ~ u a ~ ~ a ~ ~ ~ a a a r  t H U ~ I ~ ~ ~ , I . U ~ L O I L , + ~ L I .  

Praktik di Uni Eropa meinanfaatkan pengalaman bertahun-tahun badan- 

badan pengawas persaingan ~ m e r i k a . ~ ~  Uni Eropa sejak Tahun 1989 memiliki 

ketentuan pengawasan persaingan dan dianggap yang paling moderen, yaitu 

dengan dikeluarkannya Merger (:'onlrol Law in rhe buropean 

Proses kontrol atau pengawasan terhadap praktik penggabungan dan 

pengambilali han perusahaan di Uni Eropa didasarkan pada ketentuan Clommission 

Regulution (ECJ No. 447/98 of Marc I998 on the I S u t ~ ~ c u f ~ o n ,  Time 1,imit u d  

Hearing Yrovided.f&- in (:,'ounce/ I?egulafion (My No. 4064'89 of21 December 

1989 on [he (I.'onfrol of (:.*oncenfralion belween O n d e r ~ ~ k i n g s ~ ~  meliputi proses 

pengawasan sejak pemberitahuan, pemeriksaan, banding terhadap putusan Karnisi 

Eropa yang telah bersifat final ke Auropeun C,'ourt cf Justice, dan publikasi 

Inrogrc!eri .Vcndhcck (T,TSP.:!Xlezt Grcup, 2!lOC!), h!m. 53?. ?hi! l~ !.reeds dm LCU~S K ~ ! C : : J ,  .,.." 
op.cit., hlrn. 819. llene K.Gotts, op.clt..hlm. 1 dan hlm.383-385. 

a Pemerintah Amerika sejak Tahun 1968 sarnpai dengan 1997 telah beberapa kali 
mengeluarkan panduan mengenai merger beserta penyesuaiannya terhadap perkembangan kasus 
yang mengemuka. Robert S. Schlossberg dan Clifford H. Aronson, ibid, hlrn. 16-21 

GS Section 7A of the Clayton Acl, 15 iL.7.C 18% as added by the Hart-Scott-lbdim 
Antitrust lmprovemetds Act 61976, Public Law 94 435. 90 StaL 1390 (' 'lhe Act' ?. the Premerger 
Notification Office ("PNO") of the Federal Trade Commission ("FTC"), with the concurrence of 
the Assistan1 Attorney General in charge of the Antitrust Division of rhe DeparIment of .Justice 
('DW', coilectiveI,v, "the en$)rcement agencie.sN). Lihat http:// www. ftc. govl enforcement/ 
premerger-notification-propram/statute-@- 12 

66 Knud Hansen, op. cit., hlm. 3 79-380. 
67 yaitu Camel  l<egulation (EC) No. 4064/89 of 21 Llecember 1989 on the Control o f  

Concenlration between (Jnderlakings, yang kemudian pada Tahun 1997 diamandemen 
berdasarkan Crnncell<eplalion (LC) No. 1310197 of 30 .June 1997 Amanding Coucelltegulalion 
(iT(,J No. 40(i4/89 o j  21 December 1989 on the Control cflClr~ncentration between Undertakings. 
Tbid. 

" "ud Hansen, op.cit.,hlm. 380-383. Persetujuan Luropean Cotnmission akan diberikan 
dalam waktu 1 (satu) bulan atau dalam ha1 diperlukannya dilakukannya investigasi tertenty maka 
peiaitsanunnya 'hams sdesai &dam waiciu 4 (empat) buian. iihat F d x  0. Suehago, op.ciii,hlm 3 



mengenai telah diterimanya persetujuan penggabungan dan pengambilalihan 

telah terjadi beberapa merger bank dimana merger bank tersebut tidak melakukan 

notifikasi kepada KPPU dikarenakan belum adanya peraturan pemerintah yang 

mengatur lebih kknis pelaksanaannya. Pemerintah baru rnenerbitkan peraturan 

pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan 

Usaha dan Penpmbilalihan Saham Perusahaan yang Da~at  Mengakibatkan 

Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya 

disebut sebagai PP Merger Persaingan 20 1 o)~" sebagai beri kut: 

"9 Salah satu contoh yaitu European Commission menyetujui rencana akuisisi Hawlett 
Packard-Compaq Computer Co. Lihat Kompas Cyber Media, Jum'at 01 Februari 2002. 

70 Lem'oaran i4egara Xepubli~ incionesia Tahun 20i0 i4ornor E9 



Tabel 1 
Merger dan Akusisi Bank periode 2000 - 201 0 

Sumber: Tri Mulyaningsih dan Anne Daly, "Competitive Conditions in Banking Industry: an 
Emprical Analysis of the Consolidation, Competition and Concentration in the Indonesia Banking 
Industry between 2001 and 2009", Buletin Ekonomi, Moneter dan Perbankan, (Bank Indonesia, 
Oktober 2011),hlm. 156. Artikel yang sama juga diupload pada 
h~:Nwww.b i .go . id / id /uubl ikas i / i~ -eon  Documents1 e7aeb 1 efc l8d 4fD8a276c 93b2f 1 D 
365TriMulyaningsihProfAnne.pdf 

Bank Besar 

Bank Ukuran 
Sedang 

Bank Kecil 

2009 

2008 

2000 

2001 

2001 

200 1 

2006 

2008 

2010 

200 1 
2001 
2004 

2005 

2007 

2007 

2008 

PT Bank OCBC-NISP Tbk 

PT CIMB Niaga Tbk 

PT Bank Mizuho Indonesia 

PT Bank Permata Tbk 

PT Bank Sumitomo Mitsuo 
Indonesia 

UFJ Indonesia Bank 

PT Bank of Tokyo 
Mitsubishi UFJ Ltd. 

PT Bank Rabbobank 
International Indonesia 
Bank 
PT Bank UOB Buana Tbk 

PT Bank Mutiata Tbk 

PT Bank Artha Graha 
International Tbk 
PT Bank Commonwealth 

PT Bank Windu Kentjana 
International Tbk 
PT Bank Index Selindo 

1 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

BankOCBC 
Bank NISP 

PT BankNiaga 
PT Bank Lippo 

Bank Dai-Ichi Kanggo 
Bank IBJ Indonesia 

Bank Bali 
Bank Artha Media 
Bank Universal 
Bank Prima Express 
Bank Patriot 
PT Bank Sumitomo Mitsuo 
Indonesia 
Sakura Swadarma Bank 
UFJ Indonesia Bank 
Tokai Lippo Bank 
UFJ Indonesia 
PT Bank of Takyo 
Mitsubishi 
BankHagakita 
Bank Haga 
Bank Rabbobank Duta 
Bank Buana 
Bank UOB Indonesia 

BankPikko 
Bank CIC 
Bank Danpac 

Bank Artha Graha 
Bank Inter-pacific Tbk 
Commonwealth Indonesia 
Artha Niaga Kencana 
Bank Multicor 
Bank Windu Kentjana 
Bank Harmoni International 
Bank Index Selindo 



IL Rumusan Masalah 

Masalah yang akan dbahas dan dianalisis dalam penelitian ini adalah: 

I ~n ,,.,,,, a-I,, ,,,,, I&-c ,,-,a: -.-,. -. ..--L- o,,r a .  I-a ,--- ;- ---I.. 
I .  tv tct l f japa ualalll p ~ ~ p b ~ n ~ i ~  pcl>alllgall u>alla U ~ I I & - V ~ I I &  ui IltuuIicbIa ~ C I  I U  

melak ukan merger? 

2. Mengapa pemberitahuan (Notlflcution) dalam suatu merger bank sehingga 

wajib Qsampaikan kepada KPPU setelah merger efektif secara yundis? 

3. Bagaimanakah Nofgzcaf ion terhadap merger bank Qatur dimasa yang aka11 

datang sebagai penyempumaan Pasal 29 U U  No. 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui perlunya bank-bank rnelakukan merger. 

2. Untuk ~nengetahui urgensi pengaturan Notificution dalarn suatu merger 

bank sehingga persetuj uan merger bank harus mendapatkan persetuj uan 

ySptT SZfiC!Liili iii2igci c.ke;f Sc-.aia j.'xi&S. 

3. Untuk memberikan masukan mengenai Not ificafion sebagai materi hukurn 

yang hams dibuat sebagai perbailcan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 

tentang tarangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan memberikan sumbangan 

pemikiran bagi anggota Dewan Perwhlan Rakyat khususnya Komisi 1l1 &ma 



merevisi U U  No. 5 Tahun 1999, bermanfaat bagi KPPU dalam memuskan atau 

merevisi pedoman merger, bermdaat bag industri perbankan sehnggi bisa 

,-,,I.,,: A ,,-., ,,, ,,, ,,,,-, +. .,,, ,,+,,, ,,,.,,, L-,1, A,., ,,-.,-- A-1,- tttcittaitattli Zuattya pctbedmll pGrlgarulatr atrtara IlltlgFil ualm ua11 I I I G I ~ G I  UaIalII 

perpsektif persaingan usaha akademisi, bermanfaat bagi praktisi hukum untuk 

kepentingan pengembangan i 1  nu hukum bidang persaingan usaha dan penegakan 

hukum. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menambah literatur 

pembahasan penggabungan perusahaan dan praktek monopoli serta persaingan 

usaha tidak sehat di Indonesia. 

E. Kerangka Teori 

Pelaku usaha" melakukan penggalangan kekuatan di pasa?i unNc 

menkonsentrasikan modal, berbagai sumber daya temasuk sumber daya manusia, 

memperluas jaringan pemasaran, dan akses pada pengambilan keputusan dalam 

- - p~ 

" Menurut Pasall an& 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Monopoli). Pelaku usaha 
adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan 
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 
Iie,nub!ik Tnd~nesiz bzit sendiri mmpn bcmmz-smz mela!ui perjanjian, n?enydeng;r&an 
berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. 

72 Menurut Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999) Pasar adalah lembaga ekonomi dimana 
para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi 
perdagangan barang danlatau jasa. 

Bandincrkan d e w  Graham Bannock R.E.Baxter, Evan Davis. ?he Penguin L)icliottaty 
ofLconomic, &ondon: Penguin Books, seven edition, 2003) hlm.242, yang menjelaskan bahwa 
markel a colleclion of homogeneous lransacfions. A market is crealed whenever porenlial sellers 
c?f a g(xd or .wrvice are brought into contact with potential buyeras and a means c# exchange is 
mailable. Lihat R. S.Khemani dan D. M. Shapiro, Glo.sYsary c f l  Tmh.strial Organisation Fxonomics 
and Compelition Law, (Paris: OECD Reprinted version, 1996) hlm.3 5 menjelaskan bahwa terdapat 
2 (dua) dimensi fundamental dari definisi pasar yaitu: 
(0 lhe producl markel, [ha1 is which producr 10 group logelher and 
(ii) (ii)rhe geographic areas lo group logether. Market dejinifion lake inlo account bolh fhe 

demand ancl .wpp& coIt.si&raiioIt.s. On the demand .side, pr(xhrct,s mu,$? he s~h~~n'tutahlefrom 
the htryer '.s point of view. On the .supply side, .seller must he include who produce or ccmM 
earrily swilch produclions lo the relevanl producl or close subslilules. 

Lihat juga E. Thomas Sullivan and Jefiey L. Harrison, (Jnderslanding Anrilmsl andlts 
Economic imp~iiicuiiom ji4ew'r'ork:ivhithew Bender&Co, i994j, him. 209. 



ha1 campur tangan pernerintah di sektor swasta yang menentukan. Penggalangan 

pengambilali han perusahaan (akuisisi)~"enggabungan perusahaan (merger), 
77 

dan peleburan perusahaan (konso~idasi).~' 

- 
73 Peqanjian yang dilarang menurut UU No. 5 Tahun 1999, antara lain yaitu: Oligopoli 

(Pasal 4), penetapan harga (Pasal 5-8), pembagian wilayah (Pasal 9), pemboikotan (Pasal lo), 
kartel (Pasal 1 I), trust basal 12), oligopsoni (Pasal 13), integasi vertikal (Pasal 14), pejanjian 
tertutup basal 15) dan pqiaqiian dengan pihak luar negeri Pasal 16). 

74 Kegiatan yang dilarang menurut UU No. 5 Tahun 1999, antara lain yaitu: monopoli 
(Pad 17$, monopsoni (pad 1 9 ,  penguasaan pasar (Pasal 19-21), persekongkolan (Pasal22-24). 

5 Posisi dominan menurut UU No. 5 Tahun 1999, antara lain yaitu: jabatan rangkap 
(Pasa126 pemilikan sham (Pasal 27), ' Pengambilalihan perusahaan adalah suatu tindakan bisnis dalam rangka menguasai dan 
mengontrol perusahaan yang diambilalih dengan cara membeli kepernilikan saham atau aset 
perusahaan yang akan diambilalih, yang biasanya minimal 50 % (lima puluh persen). 
R.S.Khemani. dan D.M.Shapiro, op.cir., hlm. 1 dan 55 memberikan definisi agak berbeda antara 
pengambilalihan (aqcuisilion) dengan pengambilalihan (bh over). '"Aquisiliori refer lo obla!ainit?g 
(nvnershp and control by one firm, in whole or in part, c$ another Jinn or hu.sint.s.s entity. 
Sedangkan pengambilalihan (take over) yaitu "the acyuisitiotz of control (# one cornpaty by 
another or occazrrionally by an iniiivudual or group of inveslor. 2lirke over are w7~I fy  inslirufed by 
prchu.~ir~g s h w s  ui u 'j~remium" over exfsifr~g price urd muy i~ej?rlur~ce irr u vuriciy oJ' wuy,s 
incliuiing cash paytnenl andlor wilh shares of lhe acquiring company.". Sedangkan Graham 
Bannock, &.all., op.cil., 375, memberikan definisi pengambilalihan (lake over/acquisilion) yang 
hampir sama yaitu "7ke acqui~irion ($ one conlpimy hy mother. Take overs are son~en'mes 
$named hy paying cash at an o@er price in e m s  of the market price of the shares, hut more 
frequently for large acquisilion, by [he exchange of shares or loan slock, possible with some carh 
ndirrdmnnl iwr~ed hy grpirigg ~~~9)!pq1~fc.r  !he .eh&,"reE~ of !he C ~ ~ & D A  rnmmnlr " -,.. .,..a. " ..., ..,...- 'I "" """' 1 " '  '-" 

Contoh menarik ketika terjadi krisis perbankan yaitu terjadi merger 8 (delapan) bank ke 
dalam Bank Danamoq yaitu Bank Bank Duta, Bank Jaya International, Bank Nusa Nusantara, 
Bank Pos, Bank Rama, Bank PDFCI, Bank Tamara, dan Bank Tiara Asia. Merger 4 (empat) bank 
yaitu Bank Universal, Bank Prima Express, Bank Artha Media, dan Bank Patriot ke dalam Bank 
Bali yang kemudian dirubah namanya menjadi Bank Permata. 

Merger Bank Expor Impor Indonesia ( E r n ,  Bank Dagang Negara CBDN). Bank Bumi 
Daya @BD), dan Bank Pembangunan Indonesia (EMPINDO) ke dalam bank baru dengan nama 
Bank Permata. Lihat Agus Budianto, Merger Bank di fncdonesia Beserla Akibalakibal Hukumya, 
(Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 77. 

Rencana diberlakukannya Arsitektur Perbankan lndonesia (API) secara bertahap sampai 
Tahun 20 10, bagi perbankan yang per 3 1 Desember 20 10 yang modal inti minimumnya belum 
mencapai Rp. 100 miliar, maka pada saat itu hams mencapai Rp. 100 miliar sedan* yang telah 
mencapai Rp. 100 miliar maka harus memenuhi kriteria bank berkinerja baik (BKB) yaitu modal 
inti minimum diatas Rp. 100 miliar, memiliki Capifal Adequacy fblio (CAR) lo%, serta harus 
merniliki kriteria bank jangkar antara lain yaitu T A ~  to Ilepo.37t Ratio (LDR) minimal 50%. 
Apabila tidak memenuhi maka akan dipaksa merger, melikuidasi sendiri atau diturunkan menjadi 
BPR Berdasarkan data IDR per Maret 2005, terdapat beberapa bank yang LDR nya di atas 50% 
yaitu Danamon 76,39%, Permata 69,40%, Mandiri 55,92% BM 58,41% dan BRI 76,50%. Lihat 
tiarian Umum Ku~ny~) ' , "Pian Ter'oatas Bmjuang atau Yi i :  Bark icesar Enggan iikuisisi yang 



Cara-acara penggalangan kekuatan tersebut bertentangan dengan 

. .  . persaingan usaha Padahal persaingan usaha yang sehat merupakan c o n d m  
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perta~na kali oleh Adam smith." Apabila seseorang memimpin suatu usaha 

Keci!,'' 2 Jn!i 2005., FIzrian .&.!.Q!s !~~IIn.ne.ri~n, "Back T(eciJ Lamhan Pennhi I(etentnac ?!4cdi=i! 
Minimum," 17 Mei 2005. Eko B. Suprianto, "Bank Jangkar dan Relokasi Dana: Mengurangi 
Beban Pengawasan Otoritas Pehankan," Harian Komparr, 5 Juli 2005, hlm 21. Sebelum krisis 
tercatat 222 bank (tidak termasuk BPR) tetapi saat ini tinggal 132 bank. .lurrta( (lung dan B a d ,  
No. 06/Mei/2005, hlrn. 17. Tn$)hank, (Vol.XXVI1, No.3 IS, Juni 2005), hlrn. 1 I. Dirnasa yang akan 
datang peluang penggabungan bank-bank tersebut tersebut rnenarik dicermati karena terjadi pasca 
berlakun~a UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat. 

f7Pensabungan perusahaan atau usaha adalah suatu tindakan dalam bidang bisnis 
dimana perusahaan yang digabung menjadi bubar status hukumnya sebagai suatu perusahaan, 
sedangkan yang perusahaan yang melakukan penggabungan tetap eskis. R.S.Khemani. 
D.M .Shapiro. cp-cit., hlm.36 memberikan batasan penggabungan sebagai, "An amalgamation or 
,joining of lwo or more f i r m  inlo an exisling firm or lo form a new firm. Definisi yang hampir 
sama diberikan oleh Grhaman Bannock, yaitu thefis7on c f l  two or more separate conipunies into 
one. Lihat Graham Bannock et. al, op. cil., hlm.25 1 .  '' Peleburan perusahaan adalah sutau tindakan bisnis dimana 2 (dua) atau lebih 
perusahaan bergabung rnenjadi suatu badan hukum barn. Dengan terjadinya peleburan tersebut, 
maka entitas hukum dari pemsahaan yang meleburkan din menjadi bubar. 

79 Pasar bebas adalah sistem ekonomi yang lahir untuk mendobrak sistem ekonomi yang 
iidak eiis dar~ yar~g r i ~ e r ~ g l ~ a ~ ~ ~ l a i  ywiur~iouilnr~ ekunurr~i cierlgan 1rlerriua.i keserr~yaiar~ 'oelusaila 
yang sama, bebas, dan fair kepada semua pelaku ekonomi. Lihat Sonny Keraf, . . .lZelevansittya, 
op.cif, hlm. 222. Utilitas sebagai dasar moral pasar bebas terutama dikernukakan oleh teori utiliter 
mengenai pasar bebas. Ada 2 (dua) unsur utama teori utiliter mengenai pasar bebas yaitu: 

1 .Teori psikologis pasar bebas. Teori ini mengenai pasar bebas pada tingkat mikro, yaitu 
dilihat dari sudut pandang antar individu pelaku bisnis. Teori ini berbicara mengenai utilitas 
s e b ~ a i  m~ti',if utama tind~tar! manusia da!am yner)skm!~? eksncll?i. Menuwt t a - i  ici, pasar bebas 
adalah sistem terbaik karena memberi peluang yang maksimal bagi individu untuk mengejar 
kepentingannya. 

2. Teori fbngsional. Temi ini mengenai pasar bebas pada tingkat makro. Teori ini 
menjetaskan mengenai pasar bebas dalam kerangka manfaat sosial sebagai standar penilaian 
moral. Pasar bebas diansap baik secara moral karena secara keseluruhan meningkatkan manfaat 
sosial yang semaksimal m u m n  bagi sebanyak orang. A Sonny Keraf , Pasar Bebas, Keadilatz 
diur Peran Pemerinfah: lefaah Alm L l i h  Pofifik Adam Smith (Jogjakarta:Kanisius, 1996), 
hlm.201-202. 

" Adam Smith lahir di Kirckcaldy, Skotlandia Tahun 1723, dekat Edinburgh. Adam 
Smith dianggap sebagai pendiri aliran ekonomi klasik. Lebih jauh lihat George Soule, Tcleas cg7'he 
Great fkonomist, dialihbahasakan oleh T. Gilarso, Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka, 
(Jogjakarta:Kanisius, 1994), hlm. 52-55. Nail MacCormick, "Adam Smith on Law", Valparaiso 
1JniversilyLcrw Ikview, (Vol. 15, 198 l), hlm. 244-245. 

Teori ekonomi pasar murni Adam Smith kelak dikenal dengan sistem kapitalisme yang 
terdesentralisasi karena negara sarna sekali "tidak tertarik" atau lebih tepat "tidak boleh" 
rnengatumya. Lihat Mubyarto, Memhangm Si.srem Ebnomi, (Jogjakarta:BPFE, 2000), hlm. 3. 

Karya Adam Smith yang sangat mengejutkan dan dianggap melampaui zamannya adalah 
An lnquiry inlo 6he Nafure and Causes of Ilk Weallh of Nalion (sering disebut dengan 1he Weaflh 
uiiv'uiionj riitefiit'kin Tahun 1776. ijuku 277 "w'euiih #;Iv'uiion tehii 13 Tahun seidih Adam 



sedemikian rupa sehingga produknya mencapai nilai yang setinggi-tingginya, 
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?~unll),~untuk menyelenggarakan tujuan yang tidak dimaksudkan. Dengan 

mengejar kepentingannya sendiri ia kerap kali justru lebih efektif rnemajukan 

kepentingan masyarakat daripada kalau ia sungguh bermaksud untuk memajukan 

(kepentingpn masyarakat) itug2 

Sehda campur tangan negara tersebut dikritik dan ditolak oleh aliran 

ekonomi neoklasik atau sering disebut neo-liberal. Prinsip non intervention 

Smith mengundurkan diri dari Glasgow. Buku lhe Wealth of Nation mulai ditulis Adam Smith di 
Toulouse pada Tahun 1764. Lihat George Soule, ihid.,,hlm.54. Karya ini mencenninkan ideologi 
kapitalisme klasik. Lihat Dudley Dillard, " Kapitalisme", dalam M. Dawam Rahardjo, editor, 
Kapilalisme Uldu cdrm Sekarattg, (Jakarta:LP3ES, 1987), hlm. 23. Kapitalisme yang dikutuk adalah 
kapiiaiisrr~e yang ierdapai daiaro iwli kapiiaiisrne rrlodei kiasiic yang diperkiiaicari ie~jadi di 
Inggris dan Amerika pada abad XE. Teori kapitalisme model klasik yang diperkirakan terjadi di 
Inggris dan Amerika pada abad XIX, memiliki cirinya yang terpenting yaitu: 
1. berlangsungnya kegiatan ekonomi y ang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kecil dalam 

jumlah besar, dimiliki oleh perorangan atau keluarga yang secara langsung mengemudikan 
jalannya usaha 

7 n ~ n n * + ~ = q  kegizk!? ekoncmi di!sk~.48n o!eh spa png disebut "ps2?', dims". n*rca;nnnn '. yV"0". '... rw - -.-D-' 

bebas berlaku secara dominan. 
3. terjadinya alokasi buruh atau tenaga kerja di antara para majikan melalui sistem upah atau 

kontrak keja dalam mekanisme pasar tenaga ke ja .  
4, negara pada dasarnya tidak melakukan intervensi ke dalam sistem, melainkan lebih banyak 

membiarkan sistem pasar bekerja secara bebas. Dalam sistem itu peran negara lebih bersifat 
mendukung mencampuri tugas atau h g s i  yang diajukan oleh pasar. 

Lihat N. Abercombrie et.al. lhe Lliclionary of Sociology, Penguin, 1984, hlm. 31 
sebagaimana dikutip M. Dawam Rahardjo, "Kapitalisme Dulu dan Sekarang" dalam M. Dawam 
Rahardjo, editor, Kapitali.sme JhIu rlrm Sekmang, iihd, hlrn. xiii. 

" George Soule, ry.cit., hlm .S7. Lihat juga Mubyarto, rp.cit., hlm. 3. 
" George Soule, lbid Lihat juga A. Sonny Keraf, Pmar Bebas, KeadiIan, dun Peran 

PemerinCah . (Jakarta: Prisma, 9 September 1995), hlm. 199 sebagaimana dikutip oleh Ridwan 
Khairandy, lkrikad Baik dalam Kebebasan Berkonfrak, (Jakarta:Progarn Pascasarjana Fakultas 
Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 62. Sesungguhnya ide tangan gaib bukan merupakan 
penemuan Adam Smith. Sonny Keraf juga menjelaskan sebagaimana ditunjukan oleh 
D.D.Raphae1, ada kemungkinan besar ide ini diperoleh dari kaum Stoa. Seperti halnya kaum Stoa 
yang percaya akan harmoni kosmis, Smith menggunakan ide ini untuk menjelaskan tidak saja 
sistem dam yang harmonis, melainkan juga sebuah tatanan sosial yang bekerja secara 
menguntungkm mdaiui kt:gia'can semua inriividu ymg dibiarkan be rjaian secara aiamiah. 



I pemerintah terhadap pasar tidak akan terjadi apabila di pasar tidak terjadi perilaku 

yang merub<han (harm), para pelaku p a r .  

orang baik dari segi moral maupun ekonomi. Dengan mekanisme pasar bebas, di 

satu pihak hak-hak individual dapat dijaga dan dihargai, tetapi bersainaan dengan 

1 itu pasar bebas akan mendatangkan hasil-hasil yang men~utungkan bagi 

1 masyarakat seakan diatur tangan gaib.84~pabila segala preferensi (perlakuan 

I istimewa) dan rintangan-rintangm artifisial dihapuskan maka sistem kebebasan 

alamiah yang sederhana dan gamblang itu akan menemukan sendiri 

Teori ekonomi yang dikembangkan oleh Adam Smith berpengaruh 

terhadap pembentukan teori hukum perindungan k~nsurnen.~~~enurut  Karen S. 

~ishrnan~' ada 2 (dua) teori berkenaan dengan perlindungan konsurnen melalui 

lnekanisme pasar yaitu: 

1 .  perlindungan oleh mekanisme pasar tanpa intervensi pemerintah (unregulutd 

83 A.Sonny Keraf .,..., A h  Smith, op.cit., him. 226-227. 
84 A. Sonny Keraf, . . .l<elev&nya, op. cil., hlm.2 1 7 .  
" George Soule, op. cil.. hlrn.57. Ridwan Khairandy. op? cil.. hlm. 63. 
86 Inosentius Samsul, Yerlindungan Konsumen: Kemungkinan Yenerayan langpng 

.Jawab Mullak, (Jakarta:Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 
26-27. 

"~aren S. Fishman, C:on.sumer T m ,  dalam Donald P. Rothschild&David W. Carroll, 
Consumer Yroleclion, h la3 ,  sebagaimana dikutip Inosentius Samsul, op.cil., hlm.26-27 

88 Laissez faire merupakan salah satu pandangan dari ekonom klasik yang mempengaruhi 
teori-teori perubahan sosial dikemudian hari. Lebih lanjut lihat Mansour Fakih, Hunluhnya l'eori 
Yembang~nart dan Gfobalisasi, (Jogjakarta: Insist Press, cetakan pertama, bekerjasama dengan 
Pustaka Pelajar , 2002), hlm.46. Prinsip laissez faire bukan suatu prinsip mutlak karena prinsip ini 
dibatasi atau dikendalikan oleh prinsip tidak memgikan orang lain. Artinya, atas dasar tidak ikut 
carnpur, setiap orang memang dibiarkan untuk melakukan apa saja yang ia kehendakai. Tetapi, ini 
tidak berarti bahwa ia dibiarkan melakukan apa saja sesuka hatinya. Ini bukan merupakan prinsip 
"apa saja boieh". i b e n a  pacia ternpar pertama seriap orang diendaiiican dan di'oarasi oieh prinsip 



tinggi kebebasan berusaha dan kekuatan pasar peraturan perundang-undangan 

sebabpi alat untuk mengawasi kegiatan ekonomi. 

(government regulated market place). 

Setiap individu seharusnya bebas untuk bertindak demi kepentingannya 

sendiri. Setiap orang diberi kesempatan untuk memilih jenis pekerjaan atau pindah 

pekerjaan, menjadi kaya serta melakukan apa saja terhadap hartanya. Negara 

hendaknya jangan menghalang-halangi am membantu rnereka.@) 

Adam Smith menolak campur tangan pemerintah, akan tetapi tidak mutlak. 

Adam Smith memberikan peran sentral kepada pemeri ntah untuk menegakkan 

keadilan. Dengan demikian Adam Smith membolehkan campur tangan 

pemerintah tetapi pada tingkat yang seminimal mungkin." 

Adam Smith menganjurkan untuk membongkar birolcrasi negara dan 

menyerahkan keputusan-keputusan ekonorni kepada kekuatan-kekuatan pasar 

yang mengatur dirinya sendiri secara bebas." Adam Smith menempatkan pasar 

",.b--,.; ..,.-,.-.. ",...&..I 1 L.A....,... ,.I...-. s~ agar p ~ u u a u  ~ ~ l l u a l  iCuiuupcu~ ~ n v u ~ ~ i .  ?&hi i%! ij;ti%i "-'--;-'." alcu111au "..-'.. SUULU 

barang, menurut Adam Smith ditentukan oleh banyak sedikitnya kerja yang hams 

dilakukan dalam menghasilkan bamg ter~ebut.'~ Tetapi dalam suatu 

perekonomian, uang, harga pasar suatu barang (nilai nominal), tidak selalu tepat 

tidak merugikan orang lain di bawah pengawasan sebagai wasit yang adil. Lihat A. Sonny 
Keraf, . . . , Ilelevansinya, op. cil.. hlm.2 1 0. 

" George Soule, op.cil.,hlm.49 
" Luiz Muniz Arguelles, "A Theory on The Will Theory: Fredoom of Contract in 

Historical and Comparative Perspective",Revista Juriclica De 1.u Uiniver.siclad De P u c m ~  Rico, 
hlm. 254., sebagaimana dikutip oleh Ridwan Khairandy, op.cif., hlm.66. 

91 Arie Siswanto, Hukum Persaingan Ilsaha,(Jakarta: Ghdia Indonesia,2002), hlm. 21. 
'12 " . 1 ~utu,,i1im.56. 



sama dengan nilai riil." Apabila permintaan dan penawaran pada harga berapa 

pun berada dalam keseirnbangan, maka berarti pada harga itulah hjacii narbyi pas 

I.-. ... ,. .... -. 1 ,..;, ,\ 94 
( ruAt .u f  Ul. p r  & L C ) .  

Mekanisme pasar mampu menggerakkan roda ekonomi atau bahwa 

invisible hhund cukup membuat lancar produksi, distribusi maupun konsumsi. 

Setiap carnpur tangan negara hanya akan menimbulkan & s t ~ r s i . ~ ~  lntervensi 

ekonomi pemerintah hanya diperlukan apabila persainbriln yang efektif tidak 

berialan, dan jika produksi dan pengembangan nilai-nilai serta prinsip-prinsip 

dasar tidak dapat dipercayakan kepada ~wasta.'~ 

Persaingan efektif memerlukan perlindungan usaha dan dorongan 

pemenntah, dan merupakan instrumen paling efisien untuk mencapai alokasi 

surnber daya yang optimal, dan produktivitas, yang Cjuga) optimal." Pasar 

memberi peluang yang optimal, kendati belum tentu sempurna, bagi persaingan 

bebas dan fair.Yx Tni tidak berarti pasar menerima dan membenarkan kebebasan 

mutlak yang anarkis, sebagaimana secara keliru dianggap banyak orang. Justeru 

A..L,.l:l,.... 1 L L,.- 3bua~mlya L C U G V ~ ~  iri Cijaziin di ba.,vzih at~zii kca&!m ymg fai bagi semi 

tanpa pandang bulu.'" 

'"bid 
94 Jadi orang akan memperoleh keuntungan dari pasar bebas, karena setiap orang dapat 

memperoleh apa yang ia butuhkan pada harga yang paling rendah, dengan dernikian setiap orang 
akan melakukan kegiatan apa yang menurutnya paling baik dilakukan, dan sumber-surnber 
produktif akan dibagi-bagikan sesuai dengan kebutuhan para konsumen, ibid, hlm.56-57.Lihat 
juga Inosentius -.- Samsul, op,cil., hlm.26. 

" I. Wibowo, op..cil.,hlm. 275. 
gc~ubyarto menjelaskan bahwa dalam Sistem Ekonomi Pasar Sosial (SEPS), justeru 

memerlukan pemerintah yang kuat dan haws melakukan campur tangan ("menguasai") jika benar- 
benar diperlukan. Lebih jauh lihat Mubyarto, cp..cit., hlrn. 84. 

'' Mubyarto, op.cil., hlm. 85. 
98 Sonny Keraf . . .Adam Smi6h, op.cil.,hlm. 224. 
'10 7 7  loid, Em. 225. 



Pembuktian terhadap penguasaan pasar, maka definisi pasar menjal 

faktor penting dalam hukum persaingan.lOO Untuk menentukan apakah telah 

+ - L - 1 '  --1411r -----:,.,-- +;A-1- -,L,+ 1,- -,,,-,I: 1-1,- -..,+.. 1: -..-, i~ijaui ptahilh pCilaallltjal1 uuah aC;IIai U ~ I I  IIIVIIV~UII U ~ I ~ I I I  auaiu pa3a1 UIIIIUIIQ 

suatu perusahaan dianggap memiliki murket power (kekuatan pasar), maka akan 

bergantung sekali kepada penentuan definisi pasar (market dejinition)"" sebab 

pasar dapat di definisikan baik secara sempit maupun luas.lo2 Dalam ilmu 

ekonomi, maka sebagai langkah pertama yaitu definisi dari relevan1 murkel (pasar 

bersanglc~tan)~~' adalah faktor yang esensial untuk menentukan dalam suatu 

104 pasar. 

Pasar, menurut Adam Smith bukanlah sistem yang mengandalkan free 

fighf liberalisme dan juba bukan laissez juire yang tanpa ada aturan main dan 

tidak perduli terhadap orang lain dan juga bukan sebuah anarki.lo5 Pasar 

merupakan sebuah sistem yang menjamin kebebasan berusaha bagi hak asasi 

'OU Dennis W. Carlton&Jefiey M.  Perlofff, Industrial OPgunimtion, (Harper Collins 
College Publisher, 1994), hlm. 803. Ningrum Natasya Sirait, op.ciL, hlm.34. 

'O1~,r?nis W. Cc!tcn&?eEey M. PerlcW, !hid X,r?g~~rr? Nztayz Sirzit, !bid 
'02 Neil B. Cohen dan Charles k Sullivan, "The Hedindahl-Heriscman Index and The 

New Antitrust Merger Guidelines: Concentrating on Concentration," 62 ?em Law 
Review,(November, 1983), hlm. 459 rnenjelaskan The Guidelines e.stabli.sh criteria $)r market 
definition (incZucting both product anrl geo,grahic market9 that are, at leas? conceptually, more 
rigorow than fhe merhoals used by many courb. Since horizonfa1 mergers are, by definirion, 
amulgamalions qf 'compefifors. ' markef &finifion is necessary lo ascerfain whefher fwo mersing 
parlies are rivals. Beyond fhal, mark1 df finilion is needed lo dcrermine which, if any, compe filors 
will remain in !he markel afier lhe merger. ,Cignificanl&, many merger cases are won or losl on lhe 
hasz,s of market definiition alone. For example, a c(nirt may define a markt so narrowly that two 
merging parn'e,s are deemed not to compete with one another, or so hr(Mcl& that the merger 
appears insigmJican1 in lighl of the number and sfrengfh of the remaining compelirors. Peter Asch 
menambahkan bahwa definisi pasar secara teoritikal hams memenuhi 2 (dua) kriteria yaitu "1. i l  
musl be srflcienlly narrow so as lo exclude all nonsublilules,Z. if musf be suflcienrly broadso as 
include all sub fifules. 

'03 Menumt Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1999, Pasar bersangkutan adalah pasar yang 
berkaitan dengan janglcauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan jasa 
yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut. 

'04 Ningrum Natasya Sirait, op.ci1. ,hlm.35. 
105 n aonny KerslI', ... l?eit.vunsinyu op.cii., ,h. 223. 



semua orang akan tetapi tetap dalam kerangka yang fair dan terbuka bagi 

semua. 106 

barang dan atau jasa-ja~a."'~ Menurut Robert S. Pindyck dan Daniel L. 

~ubinfeld"" Pasar merupakan sekumpulan pelnbeli dan penjual yang melalui 

interakasi mereka yang aktual atau potensial, menetapkan harga suatu produk atau 

sekumpulan produk.lOberdasarkan pengertian pasar tersebut, maka transaksi 

antara penjual dan -pembeli tidak selalu hams berte~nu langsung secara fisik di 

suatu ternpat.' '' 
Pasar persaingan sempuma (perfectly competitive market) mempunyai 

banyak pembeli dan penjual sehingga tidak ada penjual dan pembeli yang 

mempunyai pengaruh kuat terhadap harga.ll' Teori tentang persaingan sempurna 

didasarkan atas 4 (empat) asumsi da~a r , "~  yaitu:113 

lo6 Thid 
'07 Sugiarto et.al, Fkmomi Mikro Sehah Kajiian Komprehensif; (JakartalPT. Gramedia 

Pustaka Utarna, 2002), hlm. 287. Pasar tidak harus selalu merupakan tempat atau bangunan 
erte%h. Seizp kt!b~r\gp. yang t,crjzdi 22k1r_ pe~ jw!  dzr\ ?ez~bdl cuats! kcrr.~d;tl. t,ertent.l~ ddzm 
jangka waktu tertentu telah merupakan pasar, walaupun hubungan tersebut hanya dilakukan 
melalui dat komunikasi seperti telepon, internet dan sebagainya. Lihat dan b a n d i n w  dengan 
ketentuan Pasal I angka 9 UU No. 5 Tahun 1999. Bandingkan dengan Graham Bannock, 
R. E. Baxter, Evan Davis, rp-cir., hlm.242. 

1°"obert S. Pindyck dan Daniel L. Rubinfeld, Mikrmhmmi, (New Jersey:Printice Hall 
Inc. 1998. Dialihbahasakan oleh Aldi Jenie. (Jakarta:PT. Prenhallindo, 1%9), hlm.9. 

lo9 lbid Pasar lebih dari sebuah industri yaitu merupakan sekumpulan perusahaan yang 
menjual produk yang sama atau masih ada hubungannya dengan produk tersebut. Lihat dan 
bandingkan dengan Philip Areeda dan Louis Kaplow,op.cit., hlm. 572. Peter Asch, rp.cit., hlm. 
144-145. 

110 Pengertian ini memberikan ruang berkembangnya suatu pasar yang lebih modern, 
diiana transaksi diakukan oleh penjual dan pembeli dari tempat yang berbeda baik secara 
geograf~ maupun waktu dan obyek yang d i t r ansaks i  tidak saat itu juga dilakukan penyerahan 
secara fisik, sebagai contoh adalah pasar modal, pasar uang dan bursa komoditi. Hal ini berbeda 
dengan pasar dalam pengertian tradisional yaitu merupakan tempat dimana antara penjual dan 
pembeli bertemu dan melaksanakan transaksi secara langsung. 

111 Robert S. Pindyck dan Daniel L. Rubinfeld, op.ciL,, hlm. 10. 
' I2  Bandingkan dengan Sugiarto dkk, op.cif., Mm. 287., dan Ningrum Natasya Sirait, 

oy.cji., him.24., yang menciasub aids 2 jduaj asumsi penting yaiiu ymg berkenaan dengan 



1. penerimaan harga (price faking). Tiap perushaan menjual sebab~an kecil dari 
C I: sehinqga keputusannya tidak berdampak pada harga 
pasar. Karenanya, tiap p e r u s ~ ~ m  
sudah ada. Demikian pula, setiap konsumen membeli sejumlah kecil dari 
l.-l-.---- - - A - . - A ~  L:-,-,-- I-,.-..&.,. --..-.- &-.a.-.l L--.a---- 
hclual all ;~luu>tt I S € I I I I I ~ ~  nGyutusattltya tiuati u~luatlt~ak pad2 hiiigii PiisZi. 

Karenanya, menerima hargi pasar sebagai sesuatu yang sudah ada. 
2 .  keseragaman produk (product homogeinityl. Semua perusahaan memproduksi 

produk yang identik. Karenanya, konsumen hanya mempertimbangkan h q a  
ketika melnilih membeli dari perusahaan mana, dan tiap perusahaan yang 
mer\cnha m t ~ k  mexiikkm hargsr !ehih tingj d ~ r i  hsrrgz pzszr zkzn 
kehilangan semua penjualannya. 

3. mobi1it.a~"~ sempurna dari sumber daya (pe@ct mobility (f resources). 
Permahaan dapat dengan bebas memasuki sebuah industri apabila ada 
peluang untuk laba dan dapat keluar jika menderita kerugian (freedom of 
entry and exit). 

4. info-rmasi sempurna (perjizf ii~f0rmafion). Konsumen memliki informasi 
sempurna tentang preferensi mereka, tingkat pendapatannya, harga-harga 
yang dihadapi, dan mutu dari barang-barang yang mereka beli. Demikran pula 
perusahaan mempunyai informasi yang sempurna tentang biaya, harga dan 
teknolob4. 

Selain 4 (empat) asumsi dasar atau sifat-sifat"' persaingan sempurna 

tersebut, masih terdapat sifat-sifat lain yang mencirikan persaingan sempurna 

perilaku perusahaan individual dan berkenaan dengan industri. Richard G. Lipsey, (&all), 
?.4ikrc~k'?t~i?mi, (FI.,r~?er Re:.., P&!ish~,r~, !997), d i z ! i h t ? z h ~ c ~ ~  e!eh Ds. J&.,L.B Wzw?z >.JEP.~ 
et.all. (Jakarta:PT. Midas Surya Grafindo, 1987),,hlm. 5. 

113 Supjarto dkk op.cii., hlm. 291. Peter Asch, op.cir., hlm. 9. Bandingkan dengan W.Kip 
Viscusi., John M.Vernon., Joseph E. Hamngton Jr, Economic of Regulation and Antitnrst, 
(Cambridge, Massachusetts:The MIT Pres: Second edition, 1998), hlm.73. yang rnenambahkan 2 
(dm) model yaitu; consumers mmimize lheir preference given b e e l  conslrainr; p r o h e r  
maximize prqfil giveti heir prodtrclion funcliotw and a compelilive equilibrium, rhar is. a sel of 
price such lhal all markel clear, is lhen delermined 

'I4 Mchael P. Todaro, k o m n i c  Developmen1 in lhe lhird Wdd, (New ~ork:2& edition, 
Longman, 1981), hlrn. 432-434, sebagairnana dikutip ulang oleh Dorojadtun Kontjoro-Jakti, 
"Pengantar Indonesia", dalam Coralie Bryant&Louise G. White, Mmabing Development in The 
Third Wolrd, Westview Press Inc., dialihbahasakan oleh Rusyanto L., Mamjemen Pembangunan 
wuuk Negara Dlerkembang, (Jakarta:LP3ES, 1987),hlm. xiii. Menjelaskan bahwa proyek-proyek 
tidak bisa dipilih semata-mata atas dasar analisa produktivitas ataupux dari segi kepentingan 
masing-masing proyek, tetapi hams juga memperhitungkan kepentingan perekonomian secara 
menyeluruh; sekaligus memperhitungkan pula dampak eksternal yang langsung ataupun tidak. 

115 Sugiarto dkk, op.cit., hlm. 288-289, rnenyebut 4 (empat) asusmi sebagai sifat-sifat 
pasar sempurna. 4 (empat) asumsi tersebut merupakan 6 (enam) dari 7 (tujuh) sifat-sifat 
persaingan sempurna. 

11671. . lolu., hirn.289-290. 



1. tidak adanya penetapan-penetapan dari luar yang bersifat melnaksa baik 

terhadap permintaan, penawaran ataupun terhadap harga dari k o r n c i d h q m ~  

2. dalam pasar persaingan sempurna, tiap-tiap penjual dan atau masing-masing 

pembeli bebas untuk melakukan atau tidak melakukan jual beli. 

Tidak terpenuhinya asumsi-asumsi atau sifat-sifat persaingan sempurna 

secara mutlak tersebut, digolongkan sebagai pasar tidak sempurna (impe~jecf 

compe(i(ive markef).'17 Akan tetapi dewasa ini tidak mungkin diketemukan pasar 

sempurna secara mutlak. Apabila asumsi-asumsi tersebut berlaku, maka 

perusahaan akan memperoleh laba ekonomis no1 dalam jangka panjang, dan kurva 

permintaan clan penawaan dapat dipakai untuk menganalisis perilalcu harga 

pasar.lls Selain itu teori ekonomi tentang pasar dengan persaingan sempurna 

a. Azas-azas yang berlaku pada pasar persaingan sempurna merupakan langkah 
awal ymg sederhana untuk memaham analisis ekonomi yang lebih rumit. 

b. Teori pasar persaingan sempurna tersebut dapat dijadi kan patokan unt uk 
mengevaluasi bekerjanya sistem ekonomi dalam keadaan yang sebenamya. 

C. p^-" +*I... -n*" "*' l'n*a ,̂.*.. ..̂ "*" ..,.'"̂ .""".. "A- bug~wua~ii  U~U&U& m , ~ ~  pacu plaaLsal  J M U ~ X ~ Z  &piit itcmbcii 
landasan perbandingan dengan struktur pasar lainnya. 

d. Dapat digudcan untuk mengetahui cara-cara perusahaan dalam menentukan 
harga dan tingkatan produksi dalam rangka memperoleh keuntungan 
maksimum. 

e. Rhn_y& _k_~-m_odifa~ ymg memil& pera_n_ pelltbg &!am k b i d ~ p a n  _m_anusia 
mempunyai karakteristik pasar persaingan sempurna. 

117 Robert S. Pindyck d m  Daniel L. Rubinfeld, op.cil., hlm. 291. Lihat Juga, Ningnrm 
Natasya Sirait, cp.dt., hlm.24. 

ll%obert S. Pindyck dan Daniel L. Rubinfeld, ihid..,hlm.291-292, menjelaskan bahwa 
beberapa pasar, seperti untuk produk pertanian, hampir sepenuhnya sernpurna rnernenuhi 4 
(empat) asumsi dasar yang ada dalam persaingan sempurna. Sugiarto et.al, ibid, hlm.291 

119 n ~ugiario d i  up.cii, him.290. 



Banyaknya perusahaan yang memproduksi suatu produk bukan jaminan 

bahwa suatu industri mendekati persaingan sempurna karena perusanam s m a  

4 ---- l . . L  ..-,. -+-.. ,.-*-,- * .I.---+ L--lv-l..-: ..-6. 1-  +--I.-- L --.- 120 
LGI aGlUUUllg alau Lc1allg-~c1allgal1 uapar UGI nulual U I I L U ~  I I I C I I C L L I ~ ~ ~ I I  1ia11j4. 

De~nikian juga juga apabila hanya ada beberapa perusahaan dalam suatu pasar 

tidak menutup kemungkinan te jadinya perilaku yang bersaing. 1 2 '  

Berdasarkan perspektif non ekonomi, persaingan tidak selamanya negatif 

P.M. Scherer berpendapaf '22 bahwa dari sisi politik setidakuya terdapat 3 (tiga) 

argunen yang mendukung -persaingan usaha, yaitu: 

1. dalam kondisi antara penjual dan pembeli yang independen (meskipun kecil) 

dalam persaingan, maka kekuatan ekonomi atau yang didukung oleh faktor 

ekonomi menjadi tersebar dan terdesentralisasi. 

2. sistem persaingan pasar yang kompetiti f akan dapat menyelesaiakan 

pennasalahan ekonomi secara impersonal, bukan melalui personal penpsaha 

atau pemerintah. Dalarn lingkup yang Iebi h luas, proses impersonal dan 

mekanistik dari persaingan dapat menentukan stabilibs politik suatu 

l.a........:+..m 
AUll lULrW. 

3. dalam kondisi persainbpn, setiap manusia mempunyai kesempatan yang sama 

untuk berusaha dan mengembangkan hrinya menjadi te jamin. 

Dalam perspektif ekonomi, persaingan memiliki dampak positif, yaitu 

timbulnya efisiensi. Dari sisi ekonomi pertumbuhan dan kesejahteraan, persaingan 

memberikan dampak positif, y a i t ~ : ' ~ ~  

lZu Robert S. Pindyck dan Daniel L. Rubinfeld, ~p.cit.,hlm.292. 
12' lbid 
lz2 F.M. Scherer, Induilrial Markel Slmclure and Lconomic Performance (Rand 

Xciiaiiy&Co, i9801, him. i2., sebagimana Liibutip h i e  Siswanio, oy.cii.,'nim..ili.-i6 



1. rnerupakan sarana untuk melindungi para pelaku ekonomi terhadap eksploitasi 

dan penya1ahg.maa.n; 

2. pers~rigaTI me.&.iGGg .&IGkL.$ hT1 ..-fil,lr,,I ,.., L,--,..,L-, .A ,,., -1 --,.-.- 1 IGaIunaaI SUIIIUGI SUIIIUGI uaya GnuIIuIItt 

sesuai dengall keinginan konsumen; 

3. persaingan bisa menjadi kekuatan untuk mendorong penggunaan su~nber daya 

ekonomi dan metode pemanfaatannya secara efisien; dan 

4. persaingm dapat merangsang peningkatan mutu produk, pelayanan, proses 

produksi, dan teknologi. 

Munculnya persaingan di pasar secara signifikan mengesampingkan 

praktek persaingan tidak sehat dan monopoli. Persaingan tidak sehat dan 

monopoli cenderung menghambat alokasi sumber daya secara efisien. 

Argmentasi yang melakukan penolakan terhadap p&lk persain~m tidak sehat 

dan monopoli, antara lain:lZ4 

1 .  konsumen tidak mempunyai hak pilih terhadap produk yang ada di pasar. ini 

terjadi karena semua penawaran di k uasai ole h produsen tunggal. 

2. kGiiWcii i;;z;ij'a& icfi+a~ tcrhii&ij ijrGcfiisen. 

3. monopoli menghambat tejadinya peningkatan mutu produk, pelayanan, 

proses produksi, dan teknologi. 

- - 

123 Thomas J .  Anderson, Our Chrnptitive Sy~tem and PoZi~y, (Cincinnati:South Western 
Publishing Company, 1958), hlm. 17-2 1, sebagaimana dikutip oleh Arie Siswanto, ibid, hlm. 16- 
17. 

124 h i e  Siswanto, op.cjj.,him.~i 



F. Kajian Pustaka 

Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian secara urni&- 

I merger bank di Tndonesia hingga saat ini belum pernah ada. 

1 Peneli tian yang pernah ada adalah mengenai pengambilalihan (akuisisi) 

1 perusahaan pernah dilakukan oleh Felix 0. Soebagjo, guns memperoleh gelar 

I Doktor llmu Hukurn & Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 

I Jogiakarta - dengan judul aspek Hukum Akuisisi Perusahaan di Indonesia, 

1 Substansi Pengaturan Sekarang dan yang Akan Datang. Penelitian yang dilakukan 

1 oleh Felix 0. Soebagjo adaiah mengenai kesenjangan yang terjadi dalam 

1 pengaturan akuisisi perusahaan yang ada clan yang terjadi dalam praktik serta 

C penbatwan substansi yang seharusnya. Penelitian tersebut ti& melakukan kajian 

terhadap akuisisi (pengambilalihan) dari sudut pandang persaingan usaha 

sebagaimana di atur dalam UU No. 5 Tahun 1999. 

Penelitian lain berkenaan dengan Merger yang di ketahui oleh Peneliti ada 

Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Yang Bertentanbm dengan 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, guna mendapat gelar Magister Hukum 

pada Program Pascasarjana Universitas lslam lndonesia tahun 201 1. Penelitian 

Tito Prayogi tersebut mengenai kewenangan KPPU membatalkan Penggabungan, 

Peleburan dan Pengambilalihan apabila bertentangan dengan Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian Kedua ditulis oleh Tri Anggara Putra denbm 

125 Peneliti membaca isi Tesis tersebut pada tanggal 3 Januari 2014 atas saran Promotor 
Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H., guna mengetahui adakah kesamaan dengan yang Peneliti 
tAs ini. 



judul Batasan Asset dan Omzet dalam suatu Merger yang Dilarang oleh Undang- 

undang Nomor 5 Tahun 1999, gma mendapat gelar Maaster H U . U ~  &a 

n-,. ,--- n,.-,.---~-..- I I-:-.,...-:+-- I-I-- 1-2 ---- :- +-L..- qni? n---i:+:-- -re: 
I IugLaLLL I aaumaijatLa u~I~vc,~a~iaa Lalalll LI IUUI IG~I~ iallull LV I J. I GIIGI ILI~I  I I I I 

Anggara Putra tersebut secara singkat ada me~nbahas Notifificut~on didalamnya 

akan tetapi pembahasan tersebut tidak dalain kontek Merger Bank tetapi 

perushaan pada umumnya. 

Penelitian Disertasi ini berbeda dengan yang diteliti oleh ketiga peneliti 

tersebut di atas karena penelitian ini spesifik terhadap tin_iauan yuridis Nolificulion 

merger bank dimana peneliti melihat dari perspektif persaingan usaha pada 

industri perbankan sehingga per1 u diuraikan terlebi h dahul u mengenai struktur 

industri perbankan, kewajiban pemenuhan modal minimum, kepemilikan sahm 

perbankan 

Disertasi ini mengpmakan berbabwi istilah, dan untuk mengtasi 

kemungkinan perbedaan pengertian dari istilah-istilah itu, maka peneliti 

mempergunakan definisi operasional dari istilah-istilah tersebut, sebagai berikut: 

a l v~wpv l ;  J..-.....-. . a&lm , , ,L ..,, ~1lgiiiiSiiS a+a ~ i ~ d & s i  &iii P C ~ S G ~  bziafig &ii 

atau atas pengbrunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok 

pelah usaha. 

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dala~n 

menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang 

dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat 

persaingan usaha. 



Pasar adalah lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual baik 

L ..-,.-,- ..-I-&--. :--- 
"a1 all5 da~  u aLau jaaa. 

Struktur pasar adalah keadaan pasar yang inemberikan pentunjuk tentang 

aspek-aspek yang meinili ki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usaha dan 

kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan dan keluar pasar, 

keragaman produk, sistein distribusi, dan penbwsaan pangsa pasar. 

Panma - pasar - adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu 

yang dikuasai oleh pelaku pasar pada pasar bersangkutan dalam Tahun kalender 

tertentu. 

Pasar bersangkutnn adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau 

daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama 

atau seje~lls atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut. 

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik 

berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan 

1 1 4 .  1 1 . 1  r,-..Lm ,. A- *., :I,...,. ,,,,A T),,..L.1;1, uwr.buiiu-u alau uluak-arl Lbt;;ac4fi &lam wllayah kkii ala I L ~ ~ U V L ~  

lndonesia baik sendri maupun bersama-sama melalui perjanjian, 

menyelenggtrakan berbagai kegatan usaha dalam bidang ekonomi. 

Pengambilalihan perusahaan yaitu pembelian kepemilikan saham suatu 

perusahaan baik sebagian (biasanya lebih dari 50 %) atau seluruhnya dan atau 

aset perusahaan guna mengendalikan perusahaan yang diambilalih. 



Penggabunga. perushaan yaitu pembelian seluruh saham atau perusahaan 

Peleburan perusahaan adalah penggabungan 2 (dua) atau lebih perusahaan 

ke dalaln suatu bentuk perusahaan yang baru dan ketika perusahaan baru tersebut 

terbentuk maka entitas hukum perusahaan meleburkan diri menjadi bubar 

Konsurnen adalah setiap pemakai dan atau pengbruna barang dan atau jasa 

baik untuk kepentingan din sendiri maupun kepentingan pihak lain. 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk 

mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak 

melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 

G. Metode Penelitian 

Penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Nolificalion (Pemberitahuan) 

kepada KPPU dalam merger bank di lndonesia merupakan penelitian hukum 

normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, 

konsep, prinsipprinsip dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab masalah 

hukum yang d i te~i t i . '~~  Selain metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini 

juga menggynakan metode perbandingin hukurn. Perbandingan hukum d i l w a n  

dengan memperhatikan latar belakang politik dan ekonomi dari negara-negara 

yang diperbandin&m.'27 Adapun faktor yang diperbandingkan dalam sistem 

lZ6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hztkum, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 
2005), blm. 35. 

127 rr . . . hukum adalah lebih dari sekedar seperangkat aturan maupun lembaga hukum, oleh 
' h e m  itu perhan&mgan hukum iiciakiah semaia-maia peraiuran 'nuicurn saja, rndainkan bersifai 



hukum meliputi hal-ha1 yang antara lain berkaitan dengan perkembangan sistem 

hukum, karakteristik pola pikir di bidang hukum, eicsistensi 

masing-masing sistem hukum. 128 

Perbandingan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan negara 

Amerika, Uni Eropa, dan Australia. Pemilihan negara itu diharapkan agar 

diperoleh pengalaman dan pelajaran yang berharga untuk kepentingan pengaturan 

dan penanganan masalah yang berkaitan dengan merger ba*. Perbandingan 

hukum mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan. Selain itu penulis juga memperbandingkan latar belakang 

dan pengaturan mengenai bentuk persaingan tidak sehat. Hal ini dengan 

pertirnbangan bahwa Amerika telah mernihki undang-undang yang melarang 

praktik monopoli dan persainbpn tidak sehat sejak tahun 1840 dengan 

dike1 uarkannya Shermun Antitrust Act, C,'luyton Act, Hurt-Scott-Rodino Act. 

Begitu pula, pengadilan-pengadilannya telah melahirkan banyak putusan, yang 

Indonesia. 

lebih esensial yakni meli-puti perbandingan persepsi hukum, sistem hukum.. . lsedangkan tugas 
pelaku perbandigan hukum adalah meliputi pengembangan serta formulasi teori-teori praktis dan 
fdsafat di bidang hukum ...". Roscoe Pound dalam Rahmatullah Khan and Sushi1 Kumar, 
lntr~duction to 771e Study of ( :omparhe  I m  (Bombay:NM, Tripathi Pvt.Ltd), hlm. 12 
sebagaimana dikutip ulang oleh A.M.Tri. Anggraini, op.cit., hlm. 21. Perbandingan hukum 
menurut Black's Law "Cornparalive .Jurisp&nce: Ihe Scholarly sludy of lhe simifiarilies a d  
dflerences belween (he legaf 5yslem of aiferenl jwisdiclion, such as belween civil law and 
common law counlries. " Lihat Black's Law, op.cii.,hlm 858. 

""onrad Zweigert dan Hein Kootz, Inlroduclion lo Cornparalive Law, (Oxford: 
Clarendon Press, 1987), hlm. 2. Menurut Jeremy Bentham dan Kahn Freund dalam Rodolfo Sacco, 
"Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law," 7;he American Journal c$ 
Cornparalive Law, (vol. 39,199 I), hIm.4 sebagaimana dikutip ulang oleh A.M.Tri. Anggraini, 
op.cif., hlm. 2 1,  menyatakan bahwa " . . . perbandingan sistem hukum yang sesungguhny a hams 
memperhitunghn biditas cian sifat-sifat hdum yang ciipdajari . . . ." 



Selanjutnya, perbandingan juga hlakukan dengan negara-negara Uni 

Eropa yang menggunakan  he [lrealy of' l<ome 1938, sebagai dasar penbmturan 

,,--a: -.-,.- ..--I., L-..; ,.-.--,- --.-,,, C ---- hl-.-...-- +--,.-t-..+ 1- .......- 1: 
~ G I  aal I lgal I uaar la uagl I Isgal a-I Isgal a LI upa. I uGgal a-lr~gal a LGI aGuui, ~~+ucrr I 

Tnggris, di kategori kan sebagai Civil T,uw C,'ountry, suatu sistem yang dianut pula 

oleh Tnd~nesia.'~' Dengan argumentasi ini, peneliti sekaligus mencoba 

membandmgkan ketentuan dan penyelesaian merger dalam perspektif persaingan 

usaha yang berlaku d~ negara dengan sistem common law dan civil law. 

Sebagai penelitian nonnatif, titik berat peneilitian ini lebih tertu_iu pada 

penelitian kepustakaan, untuk mencari, mengkaji, dan menelaah data yang 

diperoleh selama penelitian."" Penelusuran data kepustakaan terutama terhadap 

data yang berhubungan dengan penggabungan, pengambilalihan clan peleburan 

perusahaan clan praktek monopoli serta persaingan usaha tidak sehat.l3l Lebih 

fokus lagi, penelitian ini ditujukan terhadap Notifikasi terhadap Merger Bank 

kepada KPPU. 

Bahan pustaka, digolongkan sebagai bahan sekunder. Dengan demikian 

.."..,.I:+:-.. . - 1 &.I. &-....-I- ,4:1..1-..1.-.. +-I--& I-..::-.. A.... .....-I. puu1ua11 irii 12uiu u-y- u u a ~ w l l  &I-4 q l a u  uau aluliSiS f2ihakp d ~ t ~  

sekunder yang diperoleh dari penelitian, sehingga penyusunan serta penunusan 

hipotesis ti& diper1~kan.l~~ Guna mendukung ini dipergynakan bahan hukum 

primer, sekunder, dan tertier.I3%ahan-bahan tersebut diantaranya adalah: 

129 A.M.Tri. Anggraini, oy.cit., hlrn. 22. 
Maria S.W. Sumardjono, 1997, Pedoman Pembuatan 1Jsulan Penelitian: Seb& 

Pand~~an Uasar, Grarnedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 24. 
'" Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Pemlifian H I J ~ I J ~  Normatif; (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, cetakan kelima), 2001, hlm. 14. Felix 0. Soebagdja, op- cit., hlm. 270 
Maria S.W.Sumardjono, Pedornan Pernhuatan U s ~ ~ l a n  Penelitian, Sehrcah Panhan 

Uasar, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 16. Felix 0. Soebagdja,.op.cit., hIm 271 
'" Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Ualam Praklek, (Jakarta:Sinar Graf~ka, cetakan 

keciua, i.396) 'him. 1% Soe jono Soekanio dm Sri iviamuji, op.cii.,'nim. 33. 



1. Bahan hukum primer, antara lain: 

n --L--I-..- 
I Gtua11naIr. 

b. Undang-undang RT No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

c. Undang-undang RJ No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

d. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank 

e. Peraturan Pemerintah R.T.Nomor 29 tahun 1999 tentang Pembelian 

Saham Bank Umum. 

f. Peraturan Pemerintah R.1. No. 57 tahun 2010 tanggal 20 Juli 20 10 

tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan 

Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjaclinya Praktik 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

2. Bahan sekunder berupa berbagai bentuk bahan-bahan kepustakaan, 

terkaif temzasuk pandangm-pandangan dari ahli hukum (down). 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain berbagai bahan 

hukum dan ekonomi, jurnal hukum dan ekonomi baik dari dalam dan 

luar negeri, Laporan Tahunan KPPU, dan surat kabar, serta bahan- 

bahan dari internet. 

3. Bahan hukum tertier antara lain Kamus hukum 

'" 4 i t  Morris L. Cohan dan Kent C. Olson, Legal ftesearch in A Nurshell, West 
Pubiishing Company, Si. Paui iviinnesoiia, Ern. i-2. 



Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat 

kualitatif. Analisis data dilakukan secara menyeluruh d-u 

1 4 . .  / I .  1n,+,a, ..,,.. 1,,;1-:,, ,,,.-.-..- + -,, I:+;,, ' ' 
nG;;aatuarr \rrorr.\tAL,. IVIGLUUG yarrg uGrrllhrarr rrr~rrg;rr~at ycrrer r r r a r r  i?ii tidak 

mementingkan kuantitas datanya, tetapi lebih mementingkan kedalamannya. Hal 

ini dilakukan mengingat banyaknya peraturan tentang merger dan terjadinya 

perubahan pengaturan merger Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif, analisis 

data dapat dilakukan secara mendalam, holitistik dan k ~ r n ~ r e h e n s i f ~ ~ ~  

H. Kerangka Disertasi 

Disertasi ini terdiri dari 5 (lima) Bab yaitu Bab 1 adalah sebagai 

geiida;iu;iiaii '"ei-isi '"ciitkaiig iiiasa;a;i, i-"iii-"saii iiiasa;a;i, tquaii 

penelitian, kerangka teori dan telaah pustaka serta kerangka disertasi. 

menguraikan latar belakang prakti k merger bank di Tndonesia. 

Bab 11 pada bagian membahas pengertian, fungsi dan peran Bank. 

Kemudian akan dilakukan perbankan sebagai industri sangat ketat peraturan. Bab 

ini ju~m akan membahas struktur, performance dan kinerja perbankan Indonesia, 

kewajiban modal minimum bank, kesehatan bank serta arsitektur perbankan 

indusnesia sebagai kebijakan regulatif merger bank. 

Bab 111 akan membahas kebijakan kepemilikan saham bank umum: dinamika 

industri perbankan Indonesia, dasar hukurn dan prosedur izin praktik merger 

dalam aspek korporasi dan perbankan, notifikasi merger bank kepada KPPU 

berdasarkan peraturan KPPU No. 1 tahun 2009 tentang Pra Notifikasi 

135 Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, Handbook of Qualiralive l(esearch 
(London:,SAGE Publication Inc., 1994), hlm. 236 ., sebagaimana dikutip oleh kM.Tri Anmaini, 
up.cii., 'him. 23 



Penygabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, notifikasi merger bank kepada 

KPPU berdasarkan PP Merger Persaingan 20 10 

undang No. 21 Tahun 201 1 tentang Otoritas Jasa Keuangan, izin merger bank dan 

kewajiban notifikasi merger bank pasca berlakunya Undang-undang No. 2 1 Tahun 

201 1 tentang Otoritas Jasa Keuruzgan 

Bab V Kesimpulan dan saran. 



BAB LI 

LNDU STRl PERBANKAN D l  LNDONESLA 

A. Bank: Pengertian, Fungsi dan Perannya 

Teori perbankan neoklasi k ~nendefinisikan bank sebagai pure Jfinunciul 

intermediaries. Pendapat serupa j uga dijelaskan oleh Gary A. Dymski dengan 

rnemberikan pengertian secara sederhana bahwa bank merupakan institutions thut 

issue deposits that cun he used a s  money, und thut make loans by creuting 

credit.'45 Bank' adalah badan usaha yang menghirnpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka ~neningkatkan taraf hidup 

rak yat masyarakat. 
I 

'44Thi.s mean that deposites constitute the necessary conditionfi)r the hank to punt credit 
and thut hanking activity conn%i.st sokly in giving on credit what hank has it.selfreceived on credit, 
in other word lending ils own debf. Neoclasical fheorist mainfain [ha deposit make loans. 7he 
credii supplied by the banks-according to this inlerprefarion, which 1 s slrotig& reminiscent of a 
hu.sines.s management approach- cannot, d e r  any cir~mtances, exceed the volume of exisling 
financial saving. If I f k s  operate simply by tran~mzm'ng money from one agent to another, the 
poLs.i7hility that they create liquidity can he ruled out. Money as acommrdity or ini .whsequent 
theoretical &vel(~ments, as legal tender intrfduced into ,vy.-tem hy monetary authorities, and 
therefore again, as exlernal momy. Lihat Riccardo Realfonzo, Money and Banking: Illteory and 
Debate 1900-1940, (Cheltenham, UK: Northampton, Mass: E. Elgar, 1998), hlrn. 60-61. Lihat juga 
Wladimir Kraus, " The Financial Crisis: A Crisis, too, for Law and Economics?",C~rtical Review: 
A Jcnimal cfPolitic,savulSociety,(Vol. 23, 201 1) hlrn. 151-152. 

Lebih lanjut mengenai uang (mo~ey) dan uang sebagai komoditas dapat dilihat pada John 
F. Chown, A Hiistory cf Money From AD $00, (Routledge and lnstitute of Economic Affairs: 
London, 1994), hlm. 9-23. Lihat juga Horace White, Money and Banking: America History, 
(Greenwood Press: New York, 1968), hlm. 1 

145 Gary A. Dymski, 771e Bank Merger Wme: the Economic C:ause.s arul Social 
C~on.sequence.s r , f  Financial C,'on.soli&tion, (M.E. Sharpe: Armonk, New York, London, England, 
1999), hlrn. 3. Lihat juga Ronnie J. Phillips, The Chicago Plan and N w  Deal Ranking Refi)rm, 
(M.E .  Sha e Inc: Armonk, New York, England, London,1995), hlm. 11. 

l2Pasal3 Undang-undang RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan 
Bentuk-bentuk lain tersebut antara lain yaitu transfer uang, kliring, Letter of Credit (LtC), 

jasa penitipantpenyimpanan, menerima setoran-setoran dan melayani pembayaran-pembayaran. 
Bank menghimpun dana yang utama dari masyarakat adalah dalam bentuk Giro, tabungan, 
deposito berjangka, sertifikat deposito. Lebih lanjut lihat Mandala Manurung dan Prahatma 



E u q a i  nokok bank ada 3 (tiga) yaitu: (1)  menghimpun dana dari 

masyarakat, (2) menanamkan dana yang dikelolanya ke dalam berbagai aset 

produktif, misalnya dala~n bentuk kredit, (3) ~nemberikan jasa layanan lalu lintas 

pembayaran dan jasa layanan perbankan.I4' James L. pierce,14' menyebutkan ada 

2 (dua) jasa tradisional Bank yaitu monefary service and was provision of loan 

bu,~ine,s.ss. 149 

Bank digunakan sebagai sarana menjalankan jasa keuangan yang sangat 

penting dibandingkan institusi lain. Akan tetapi keberadaannya juga menimbulkan 

instabilitas dan sering disalahgunakan oleh kekuatan ek~nomi.'~"Bank merupakan 

suatu lembaga keuangan yang paling lengkap dalam memberi kan jasa 

pembayaran. Bank sebagai institusi keuangan merni liki sifat dan kemampuan 

yang tidak dimiliki lembaga keuangan lainnya dimana Bank memiliki kemampuan 

pembayaran antara lain:''' 

1. dalam jumlah besar; 

2. dalam kondisi yang sangat dipercaya; 

3. dalam jarak yang sangat jauh; 

4, dengan cara yang hampir instunt; 

Rahardja, Uang, Perhankan dan Ekonomi Moneter: Kajian Kontekstual Tndonesia: (Jakarta, 
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hlm. 13 8- 13 9. 

147 Permadi Gandapradja, Da.sar dm Prinsip Penguwu.san Runk: (Jakarta, Gramedia 
Pustaka Utama, 2004), hlm, 2. 

148 James L. Pierce, 7he fil lure Banking, ( A  Twentieth Century Fund Report: Yale 
University Press, London, 199 I), hlm. 17 

1 4 ' ~ ~ c h  was important in its own right, hut combined they gave hanks a sinbwlar 
importance. fiere was. a ~ymbiotic relation between bank's monetary and loan activities. The 
used mone depo.sited in account payuhle on &mmd as primary mean ofSu~zding lorn. [hid 

i d ,  1 7 .  Bank sering dirnanfaatkan oleh pemegang saham atau kmninya untuk 
membiayai proyek-proyek yang tidak begitu menghasilkan keuntungan signifikan bahkan 
cenderung dirnanfaatkan sebagai sarana meneruk keuntungan pribadi, sekedar menyebut contoh 
terakhir adalah kasus Bank Global, dan Bank Century. 

151.~unarto Suhardi, 25 T q k a h  Rtjak~ana Mzngelola Rank Sesuai Ra,sle Committee, 
(Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2007), hlm. 1. 



6. dilakukan dengan cermat agar tidak salah bayar; dan 

7. dengan berbagai mata uang dan dengan kemampuan konversinya. 

Berdasarkan fungsi tersebut, bank berperan sebagai lembaga intermediasi 

yang rnempertemukati dua pihak yang berbeda kepentingan.Is2 Yunus Husein 

menyebut fungsi perbankan tersebut sebagai perantara keuangan atau )finuciul 

inlerrnedi~ry.'~~ Fungsi bank sebagai finacial inleimediary dapat dipersamakan 

dengin fimgsi bank dalam melakukan transfomasi aset.ls4 Berdasarkan fungsi 

dan peran bank sebagai Jinacial inlemediary tersebut, maka bank memainkan 

peranan yang sangat penting dalam ekonomi pasar.155 

~erbankan'~' juga berfimgsi sebahmi sarana untuk melaksanakan.transmisi 

kebijakan m~neter"~ yang dilakukan oleh Ppemerintah atau bank sen t ra~ . '~~  Bank 

152 Permadi Gandapradja, c~.czt,hlm. 2. 
'53~unus Husein, Rahavia Rank: Privasi ver.uus Kepeirtingan Urnurn, (Jakarta, Program 

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 17. Lihat juga Mandala 
Manurung dan Prahatma Rahardja, op.cil., hlm. 134. Lihat juga Marcello Messori, "A Financial 
Intermediary is Economic Agent Specialized in Selling or Purchasing, Financial Assets," 
Dotturaro in Econuntia Inte~'onaEe, (April, 2005), hlm. 1 

Permadi Gandapradja, (p-cit., hlm. 1 7 
Julan Du and David D. Li, "Why Banking Regulation? A Theory of Banking 

Regulation Based on Government Failure",(Working Paper, Chinese University of Hon, 3 
November 2008), hlm. 3. Dapat dilihat juga di CFRN: http:// wwwctin.co_mcn /getpaper. 
do?id=8504span>Julan Du, David D. Li: Why Banking Regulation? A Theory of Banking 
Regulation (2008-05-03) [2013-01-01]. CFRN Working Paper, Available at CFRN: 
http://www.cfm.wm. cn / getPaper.do?id = 8504span> 

156 Pasal 1 angka 1 Undang-undang Rl No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang- 
undang RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan memberikan definisi bahwa Perbankan adalah 
segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara 
dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 

'57 Kebijakan rnoneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank 
Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain 
rnelalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga. Lihat Pasal 1 angka 10 Undang- 
undang RI No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia 

Kebijakan moneter banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam perekonomiaan, di sisi 
lain kebijakan moneter secara langsuny juga mernpengaruhi kondisi moneter dan keuangan yang 
pada gilirannya akan membawa pengaruh terhadap kondisi sektor riil. Mekanisme transmisi 
moneter dimulai sejak otoritas moneter atau Bank Sentral bertindak menggunakan instrumen 



- L b d  sentral15' memillki tujuan mencapai dan memelihara 

kestabilan nilai rupiah. Untuk melaksanakan tujuan tersebut, Bank lndonesia 

melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan 

hams mempertimbangkan kebijakan urnum pemerintah dibidang perekonomian. 16" 

Guna mencapai tujuan tersebut bank indonesia merniliki tugas menetapkan dan 

rnelaksanakan kebijakan moneter,16' mengatur dan menjaga kelancaran sistem 

pembayaran,'62 mengatur dan mengawasi bank. 16' 

Pengaturan dan pengawasan yang dilakukan Bank lndonesia adalah 

menetapkan peraturan mengenai ketentuan prinsip kehati-hatian,IG4 memberikan 

moneter dalam implementasi kebijakan monetemya sampai terlihat pengaruhnya terhadap 
aktivitas perekonomian, baik secara langsung maupun secara bertahap. Lebih jauh lihat Aulia 
Pohan, Kerangku Kebijakan Motzeler (e Implemenlminya di lt~donesia: (Rajawali Pers, Jakarta, 
2008), hlm. 9, 12. 

15%ntuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien 
diperlukan sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan 
yaang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat dan arnan, sena pengaturan dan 
pengawasan yang memenuhi prinsip kehati-hatian. Lihat Konsideran huruf c Undang-undang RI 
No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 

Bahwa untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah diperlukan 
bank sentral yang merniliki kedudukan yang independen. Lihat Konsideran huruf d Undang- 
undang RI No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.. 

I 5 b a n k  Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia, independen, dan bebas dari 
campur tangan Pemerintah atau pihak-pihak lain kecuali untuk hal-ha1 yang secara tegas diatur 
dalam undang-undang ini. Lihat Pasal4 ayat (I), (2) Undang-undang RI No. 3 tahun 2004 tentang 
Perubahan Undang-undang R1 R1 No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.. 

160 Pasal 7 ayat (I), (2) Undang-undang R1 No. 3 tahun 2004 tentang Perubahan Undang- 
undang RI No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 

'" Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter diatur pada Pasal 10-1 1 
Undang-undang RI No. 3 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang RI No. 23 tahun 1999 
tentang Bank Indonesia, dan Pasal 12-14 Undang-undang RI No. 23 tahun 1999 tentang 
Perbankan. 

"%istern pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, Iembaga, 
dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan d m  guna memenuhi suatu 
kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Lihat Pasal 1 angka 6 Undang-undang RT No. 
23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 

Tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran diatur pada Pasal 15-23 
Undang-undang R1 No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 

'63~asal 8 Undang-undang R1 No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Tugas 
mengatur dan mengawasi bank diatur pada Pasal 24-35 Undang-undang Rl No. 23 tahun 1999 
tentang Bank Indonesia. 

'". Pasal25 Undang-undang RI No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.. 



penutupan dan pelnindahan kantor bank, memberi kan persetujuan atas 

kepemilikan dan kepengurusan bank, dan memberikan izin kepada Bank untuk 

menjalankan kegiatan usaha tertentu.'"' 

Bank lndonesia dapat memerintahkan bank untuk menghentikan sementara 

kegiatan transaksi tertentu"' apabila menurut penilaian Bank lndonesia terhadap 

suatu transaksi yang patut diduga merupakan tindak pidana di bidang 

perbankan.'" Apabila menurut hasil pemeriksaan Bank Tndonesia tidak diperoleh 

bukti maka perintah penghentian sementara transaksi dicabut.lhx 

Bank Tndonesia dapat melakukan suatu tindakan yang diatur undang- 

undang terhadap suatu bank apabila menurut penilaian Bank Tndonesia 

lnembahayakan kelangsungan bank yang bersangkutan, atau membahayakan 

sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan 

perekonomian nasional. ''' 
Prinsip kehati-hatian (prudential principles) bagi bank sangat penting 

dalam suatu sistem keuangan. Apabila sistem keuangan tidak perform dalam 

menjalankan perannya dengan baik kemudian ekonomi tidak berjalan efisien 

165. Pasal 26 humf a, b, c, d Undang-undang R1 No. 23 tahun 1999 tentang Bank 
Indonesia. 

166 Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 tahun 1999 tentang Bank 
Indonesia menjelaskan yang dimaksud dalam transaksi tertentu antara lain adalah transaksi dalam 
jumlah besar yang diduga berasal dari kegiatan melanggar hukum.Penje1asan Pasal 3 1 ayat (1) ini 
tidak menguraikan atau menjelaskan mengenai kegiatan melanggar hukum. Pasal2 ayat (1) huruf f 
Undang-undang RI No. 23 tahun 2003 tentang Perubahan Undang-undang R1 No. 15 tahun 2002 
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan yaitu tindak pidana di bidang perbankan 
merupakan tindak pidana pencucian uang. 

167 .Pasal3 1 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 
16%asal 3 1 ayat (3) Undang-undang RI No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 
16"asa1 33 Undang-undang R1 No. 23 tahun 1999 tentang Bank lndonesia. Tindakan 

Bank Indonesia tersebut dikenal denga istilah Lender of fhe Lmf I<esorr. 



I ekonomi akan mengalami hambatan. Adanya inforrnasi yang 

asyrnetris dalam sistem keuangan menjadi hambatan yang penting bagi 

terhadapefisiensi, dimana salah satu pihak lebih mengetahui banyak informasi 

daripada pihak lainnya. Sebagai contoh, peminjam lebih ~nengetahui atas 

kemampuan dan sumber dana pengembalian pinjamanya kepada bank dari pada 

pihak bank. 1 7 ( )  

Asymmetric informufjon dalam sistem keuangan dibedakan dalam 2 (dua) 

ha1 yaitu pertama; udverse selection, yaitu suatu usymmetric infi)rmution yang 

terjadi sebelum transaksi dimana bank dapat menentukan tidak memberikan 

pinjaman kepada debitur yang memiliki kualitas rendah dalam pengembalian 

pinj amannya terhadap keinginan meminjam dana dengan tingkat suk u bunga yang 

tinggi. Kedua; morul huzurci yaitu setelah transaksi te jadi. Guna menghindari 

morul huzurci, maka bank harus mengenakan ketentuan pembatasan atau 

memberikan ketentuan yang membatasi debitur yang dituangkan dalam kontrak. 

BentukprzuZentiul supervi,sion ada 9 (sembilan) yaitu: 

1 . restriction on u(IsLset holding und uctivitie,~, 
2. separarion of (he banking and olher financial service induslries such as 

.securitie.s, insurunce, or red  estute; 
3. reslriclion on cornpelilion; 
4. cupitul re y uirement; 
5 .  risk-bused deposit insurunce premiums; 
6 .  dz~sclosure requiremenls; 
7 .  hunkchurtering; 
8. bank exarninalion; 
9. a .supervi.vory versus u regulutory ~pprocrch.'~' 

'7u~rederic F. Mishkin (ed), Prudential Supervi,s;ion: What Works anll Whut Doe.sn?, 
(Chicago, London: The University of Chicago Press, 2001), hlm. 2-3, 8. 

"'lbia! 



engaturan perbankan di An~erika sebagai contoh dilakukan 

oleh (:onference of &State Bank Supervi.sor yang berpusat di ~ a s h i n ~ t o n , ' ~ '  

dimana C,"onfirence State R U I Z ~  Supervixor tersebut ~nengawasi aktivitas 

pengaturan bank diseluruh negara federal. Pengawasan terhadap perbankan 

comersial di lakukan oleh 3 (tiga) lembagalbadan yaitu the Ofice C."omptroller 

<$ the ('urrency (occ),'~~ the Federal R~serve (Fed),'" dan Federal Deposit 

B, Perbankan sebagai Tndustri Sangat Ketat Peraturan 

Perbankan bebas adalah menunjuk bank sebagai institusi yang tidak ada atau 

sedikit diatur oleh peraturan pemerintah.'76 Sektor perbankan secara tradisional di 

awasi oleh peraturan yang sangat ketat. Hal ini merupakan alasan utama mengapa 

perusahaan-perusahaan yang bergerak diberbagai sektor tidak mampu bersaing 

dengan bank.'77 Permasalahannya kemudian adalah, mengapa perbankan harus 

diatur secara ketat. Julan Du dan David D. ~ i ' ~ '  berpendapat bahwa sangat sulit 

membicarakan perbankan tanpa membicarakan pengaturan perbankan. 

Berkembangnya industri perbankan sejak abad 18 berbeda dengan industri 

lain seperti perusahaan otomoti f atau jasa lainnya yang sangat banyak. Sejarah 

17' Wolfgang H. Reinicke, Ranking, Politics a d  Global Finance: American C~omnzercial 
Banks and l(eplalory Change, 1980-1990, (England: Edward Elgar, 1995), hlm. 23. 

1 73 Berada di Departemen Keuangan Amerika (Ykeasury Deprlemenl). 
'74 Bank Sentral Amerika 
17' Semacam Lembaga Penjaminan Simpanan di lndoensia 
176 Julan Du and David D. Li, op.cil., hlm. 11 1-12. Dalam konteks Tndonesia perbankan 

diatur dalam bentuk Undang-undang, dan Peraturan Pemerintall yang tingkatannya lebih rendah 
dari Undang-undang. Selain ha1 tersebut ada juga Peraturan Bank Indonesia, Keputusan Direksi 
Bank Indonesia. 

'77~aria Victoria Roman Gonzales dan Mario Martinez Guerrero, "New Competitors in 
Banking Services, hmmul ($Financial Sen~ices Marketing, (Vol. 9, 2), hlm. 126. 

178 Julan Du and David D. Li, o p ~ t . ,  hlm. 3. 



rb- sekali berkenaan dengan peran banker dalam usahanya 

meiiiperbesar keungtungannya sedang peinerintah berusaha membatasi kekuasaan 

bank dan meniaga ~tabilitas.'~' Pengaturan perbankan hampir meliputi semua 

aspek operasi perbankan, antara lain yaitu mengenai ranging from entry, us,set 

allocution, brunch setting, to resolution c?fjinuncial distress. One cun hurdly think 

ofmy orher industry thut is reguluted s o  tightly us commercial Sheila 

C .  Dow memberikan penjelasan'81 bahwa dalam sistem keuangan hams dilakukan 

pengawasan secara ketat khususnya bank dikarenakan tangbug jawab bank 

dalam mempergmakan uang yang d ~ k e l o l a n ~ a ' ~ ~  untuk jangka waktu tertentu dan 

tanpa perlu merasa takut akan tidak adanya likuiditas. 

Tuj uan utama peraturan prinsip kehati-hatian pada industri perban kan 

adalah agar aset yang dimiliki bank cukup untuk menghadapi adanya pengurangan 

terhadap cadangan dananya. lg3 Ernesto Schargodsky dan Federico Sturzenegger 

1nenje1aska.n'~~ bahwa motivasi utama pengaturan kehati-hatian adalah &ma 

meningkatkan kemampuan sektor perbankan (solvency of' banking secfor). Secara 

lebih spesifik pengaturan struktur modal bank-bank dimaksudkan untuk 

mengurangi risiko kegagalan bank dan krisis perbankan. Meningkatnya biaya 

operasi dalam industri, pengaturan kehati-hatian juga mengurangi jumlah 

179~ames L. Pierce, The Future Banking, (New Heaven, London: ATwentieth century 
Fund Report, Yale University Press, 1991), hlrn. 33 .  

1110 Julan Du and David D. Li, op.ci6., hlm. 3. 
1111 Sheila C. Dow, "Why the Banking System Should Be Regulated,: ?he teotzomic 

J(mrna1, 106, Royal Economc Society, (1 996), hlm . 698. 
Yaitu disalurkan kepada para debittir dengan memperoleh bunga bagi bank dengan 

prinsip konvensional. Sedangkan bank dengan prinsip syariah mendapatkan keuntungan dari bagi 
hasilnya. 

183 Sheila C. Dow, op.ciil 
18 %rnesto Schargodsky dan Federico Sturzenegger, Banking Regulalion and Compefilion 

with Product Dtfferentiution, (20 Oktober 1999), hlrn. 2. 



185 arena itu pengaturan kehati-hatian yang baik memberikan 

keuntungan dala~n meningkatkan kemampuan perusahaan, hal ini biasanya 

dipahami sebagai biaya dalam persaingan dengan adanya sedikit institusi 

keuangan, sehingga industri menjadi kurang kompetitif.lsG Hal tersebut menurut 

Emesto Schargodsky dan Federico Sturzenegger merupakan panclangan 

tradisional dimana ukuran kehati-hatian merupakan [rude-oj befween solvency 

and compe f i f ion.' R7 

Penelitian yang dilakukan oleh Ernesto Schargodsky dan Fedenco 

Sturzenegger dengan mengambil pernasalahan krisis perbankan di Argentina 

menyimpulkan bahwa sekali terbentuk deferensiasi produk (product 

diferenfiution) maka tidak harus terjadi trude-ofl Ketatnya pengaturan kehati- 

hatian memiliki peranan penting dalam meningkatnya konsentrasi, dan dapat 

menyebabkan bank-bank bersaing lebi h kuat lagi dengan menawarkan sedikit 

product d~ferentiution. I xx 

Ernesto Schargodsky dan Federico Sturzenegger lebih jauh menyimpulkan 

bahwa: 

"f [his is case, capifal requiremenfs may nof necessarily be cosfly, as [hey 
m y  leud ,simultuneou,sly to a more solvent und more competitiveJ;n.unciul 
secfor. Obviously, one should be caufiou.r when going from model lo 
realify. Firsf lo all, our model has an ambiguous policy compel if ion: 
spreuds could go up or down with prudential regulution. However, even 
when spreads decrease, our resulf should no[ be inferprefed as suggesfing 
thut cupitul requirernent,~ should he increuLsed to infinity. The results ure 
only valid for oligopolisfic compelifion (as [hey have been derived 
assuming af leasf fwo banks). As capifal requiremenfs may become 



eventuully redundunt, rendering no eflect from that point on. In. fuct, this 
can happen menf wifh a relafwely large nmbersqflbanb. " 

J.Apt dan ~ c h a r ~ o d s k ~ ' ~ ~  menjelaskan bahwa ketentuan yang disi~npulkan 

oleh Ernesto Schargodsky dan Federico Sturzenegger tersebut dapat diperluas 

melalui beberapa langkah. Meskipun dalam bentuk product d~fferentiution adalah 

horizontal, seperti bank bersaing menawarkan perbedaan kualitas, bank juga dapat 

bersaing di bawah vertical product d~ferenfiution, bank dengan kualitas tinggi di 

bidang pendanaan projek yang aman dan bank kualitas rendah dengan spesialisasi 

proyek berisiko. Dalam kasus tersebut, pengetatan persyaratan modal juga dapat 

mengakibatkan lebih bersaing melalui produk yang sempit spectrumnya. 

Rasio cadangan (uang atau modal) di banyak negara tidak rnalnpu secara 

jauh efektif membatasi pemberian kredit, yang seharusnya secara luas 

memberikan prioritas guna meningkatkan kepercayaan dalam sistem keuangan 

melal ui fasilitas the lender- of-Iu.st-resort. I Y  1 

Bank Sentral dapat mempergunakan fasilitas the IePuler-ofilust-re.sorf 

untuk mencegah tetjadinya kehancuran bank ketika bank terlalu berharap sangat 

optimistik terhadap pengembalian atas pemberian kredit yang tidak semestinya. IY2 

Tindakan pengaturan dan kepercayaan dalam pengawasan merupakan elemen 

keseimbangan yang menyediakan sarana, uang untuk proses ekonoini, dalam 

lW J .  Apt dan Emesto. Schargrodsky, "Study of the Bolivian Banking Industry", (Mimeo, 
Harvard Univer.\ity,l996), tanpa halaman sebagaimana dikutip oleh Emesto Schargodsky dan 
Federico Sturzenegger, lbid, hlm. 24. 

1911bid., hlm. 699 
lg2~hzd 
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yang dapat diperhitungkan. "' 
Tidak adanya atau berkurangnya kepercayaan lnasyarakat pada perbankan 

dan atau tidak terjarninnya dana sin~panan masyarakat di bank dapat 

lnelnpengaruhi sistem pembayaran dan bahkan rnalnpu me~nbuat suat1.i bank 

runtuh, dan apabila bank tersebut merupakan bank besar dengan korepondensi 

has maka dapat menyeret bank lain hingga terjadi kehancuran massal atau muss 

hunkfuiZ~re."~ 

Keruntuhan atau kehancuran bank secara massal telah terjadi sejak abad 

18. Krisis perbankan di Amerika terjadi pertama kali tahun 1819. Sejak krisis 

pertama kali tersebut, sering tejadi krisis dan bersamaan dengan resesi.Ig5 

Sepertiga bank di Amerika Serikat selama Great Depretion mengalami 

kegagalan. 19%1i Anari, James Kolari, dan Joseph Mason menJelaskad9' bahwa 

berdasarkaan data /he (~omprroller of /he (:'urrency ' s19s~nnua~ Repor/ tercatat 

2375 bank nasional gug,w antara tahun 1921 sampai dengan 1940,"%edan&an 

'g3~hid,  hlm. ,699-700. 
194 Gunarto op. cil., hlm. 1-2. 
lg5~ohn H. Boyd Gianni De Nicolo, Bruce D. Smith, Crises in (:ompetitive versus 

Monopolistic Ranking Sy.stems (Preliminary Draft for World Bank, 10 Maret 2003), hlm. 2, 
mereka menjelaskan yaitu "Ranking panics and cri.ses have heen relatively frequent and co.stly 
evenk In lhe hi.slorica1 Uniled Slales, for inslatxe, banking panics occurred itt 18 19, 183 7, 18.5 7, 
1873, 1893, I907 ancl 1930-33. 7hese crises were not only frequent hut nearly ahyays were 
associaled wilh major recessions.". 

1 9 9 i  Anari et.al., "Bank Asset Liquidation and the Propagation of the U.S. Great 
Depression,": JmmaI (#Money, Credit, andRanking, (Vol. 37, No. 4 August 2005), hlm. 754. 

'"Thid, hlm. 761. 
198 Suatu badan Pengawas keuangan di Arnerika Serikat. 
'EJ Tidak semua bank-bank yang hancur di negara-negara bagian di Amerika dilikuidasi. 

I k s e  12 slam conlain 38% oj-failed I/.$. banks wilh 33% o f  claims in Uquidalion. 3he 14 slates 
wilh slale bank liqrdidalion limes 1e.s~ l h n  nalional conlain only 29% of failed ILLY banks with 
26% c# claims in liquidation. Accozcntinb~for the remuinder, 15 states had either no national or 
state failrires (and so were nonconparahle) and six states' average liquidati~n times were equal 
(lo wilhin one month). l<ordghly 30% of.fai1a.i hanks (wilh 37% of claims in liquidalion) were in 
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. -  0-1933 hampir 9000 

dari 25000 commercial bank di Amerika gaga1 atau hancur. Berdasarkan peristiwa 

tersebut kemudian dibuat Banking Acl 1933, dipisahkannya commercial bank 

dari inveslmenl banking. Bernake berpendapat?O1 bahwa penyebab kegagalan bank 

ketika terjadi (;real Lleprelion add& proses intermediasi kre&t serta terjadinya 

Lwncangan pada pasar keuangan secara umum yang berdampak secara signifikan 

pada aktivitas makroekonomi. 

City of Glasgow Bank di Scotland pada tanggal 2 Oktober 1878 

rnengalami kehancuran. Dampak kegagalan di Scotland sangat traumatik. Pada 

saat itu City of Glasgoow Bank merupakan salah satu bank besa?02 dengan 

memililu 133 jaringan kantor cabang dan mempunyai kewajiban sebesar S 12.4 

million, dengan asset & 7.2 million.20' Krisis di Scotland tersebut juga berdarnpak 

pada bank di England dan British antara lain the Caledonian Bank, Midland Bank. 

Kegagalan pengelolaan bank tersebut dikarenakan tidak adanya sistem akuntasi 

states whose liquihtion times were approximately equal and 3% c f l  failed hanks (with 4% of 
claims in liquihtion) were in states that were noncomparable. Lebih jauh lihat Ali Anari et.al., 
op.cil.,hlm. 762 

20%olfgang H. Reinicke, Banking, Polilics and Global Finance: American Commercial 
Ranks and Regulatory Change, 1980-1990, (England: Edward Elgar, 1999, hlrn. 28. 

Bernanke, Ben S., "Nonrnonetary Effects of the Financial Crisis in the Propagation of 
the Great Depression." American I<conomic Review 73, (1 983), hlrn. 272. 

'"~ank besar lainnya adalah m e  Bank ($Scotland yang didirikan berdasarkan Act ($the 
LT~oI:li~h Parliamenl pa& masa William IU, pada tanggal 17 Juli 1695. lhe lI(oya1 Bank of LTcolland 
yang didirikan berdasarkan Royal Charter pada tanggal 31 Mei 1727.1k tlrilish Linen Charler 
Bank, yang didirikan berdasarkan Royal Charter pada tangal 5 Juli 1746.me C:ommercial Bank o f l  
Scotland, pada tahun 1810 dan pada tahun 1831 rnendapat payung hukurn Royal Charter. Lebih 
jauh lihat William Michell, "Our Scoth Banks and their Position and Policy, being a Practical Plan 
for Limited Liability", dalarn Duncan M. Ross, ed., History i$ Banhng- IT 1844- 1959: Rank 
Failures, Commercial 1)islress and Limiled Liabilly, (Landon & Chatto 1998), hlm 84-85. 

203 .Michael Collins,"The Banking Crisis of 1878," Lconomic Hislory Review: 2nd 
ser.,XLII, 4, (1989), hlrn. 504. Sedangkan rnenurut M. Wirth kewajiban City of Glasglow Bank 
adalah sebesar 12,5 million pounds sterling, jumlah kewajiban tersebut ditanggung oleh seluruh 
pemegang saham. Terhadap fakta pembayaran kewajiban tersebut kemudian muncul tanggapan 
bahwa tanggung jawab pemegang saham seharusnya terbatas sehingga tidak perlu menanggung 
semua kewajiban tersebut. Lebih lanjut lihat William Mitchell, cp.cit., hlm. 97. 
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saham nya. 204 

Peristiwa kegagalan atau runtuhnya205 City of Glasgow Bank tidak 

rnenciptakan krisis di pasar uang.Krisis yang terjadi pada tahun 1866 setidaknya 

merupakan ujian yang sebenamya dalam sistem keuangan di ~ritain.~~)%risis di 

beberapa bank di England dan Wales pada tahun 1878 dikarenakan antara lain 

adanya ketidakstabilan dalam elemen penting bai k pada prakti k dan strukt ur 

perbankan serta terjadinya kontraksi moneter yang tajam tidak seperti 

s e b e l ~ m n ~ a . ~ ~ ) ~  Tahun 1878 dianggap sebagai tahun krisis di sektor perbankan 

dimana terjad tidak hanya di Scotland saja tetapi juga terjadi di seluruh ~ r i t a in~"  

lndustri perbankan di Scotland pada abad 18 clan awal abad 19 tidak 

merniliki kebijakan moneter, tidak ada bank sentral dan sedlut sekali peraturan 

yang membatasi industri perbankan. Pada saat itu negara Scotland inerupakan 

negara dengan institusi moneter, kredit dan perbankan yang sangat berkembang. 

Keadaan tersebut dianggap sebagai suatu frc.e bankingzo9 dalam arti sebagai hasil 

204fiid.,hlm. 504-505. 
205 Kegagalan atau kehancuran dalam pengertian ini bukan terhadap bangunan fisik 

gedung suatu bank tetapi terhadap ketidakmampuan bank sebagai lembaga keuangan sudah tidak 
mendapat keprcayaan dari masyarakat karena ketidakmampuan bank sebagai fitwncial 
intermediary menjaga kesehatan bank dari aspek capital, asset, management, equity dan likuiditas 
(CAMEL,,. 06 

. J.R.T. Hughes, 'Comment' in M.D. Bordo dan A. Schwartz, eds, A Retrospective or1 
the Ck~s~sicaZ Gold S tanht ,  1821-I931(Chicago and London, 1984), hlm. 265, 269, sebagaimana 
dikutip oleh Michael Collins, op.cil., hlm. 505. Lihat juga A.J. Schwartz, 'Real Pseudo Financial 
Crises.' dalam F. Capie dan G.E.Wood, eds, Pi'nattcial Crises a d  Ihe World Bankitg Syslem 
(tanpa penerbit, 1986) hlm. 11, sebagairnana dikutip oleh Michael Collins, (p.czt., hlm. 505. 

Michael Collin, op.cit., hlm. 506. 
2081bid. hlm. 525. 
2(r' Lawrence H. White, Free Banking in Britain: Theory, Experience, ancl Debate, I(YO0- 

1845, (2nd the Institute of Economic Affairs, Cambridge University Press 1995), hlm. ldan 21. 



dari ~ v r a n  per-I; yang- k-an . . 

England lnemperoleh keuntungan dari persaingan tersebut2"' 

Free hanking secara umuln adalah suatu sistem moneter tanpa adanya 

bank sentral, dirnana bank sentral sebagai lembaga yang mempunyai hak 

memonopoli2" dalam menerbitkan rnata uang dan mengatur tentang simpanan 

uang, yang secara hukum dilarang dilakukan oleh private h ~ n k s . ~ ' ~ ~ k a n  tetapi 

banyak pihak yang menyatakan bahwa fiee hanking bukanlah merupakan suatu 

sistem, sehingga muncul kontroversi antara fiee banking dengan C,'entml 

~erhadap fenomena perbankan di Scotland tersebut Adam Smith 

mendukung status quo Scotland sebagai free hanking. Adam Smith 

"If hankers are restruint ,from issuing any circulating hank note, or note payahle 
to the hearer, fbr Ie.s.s than a certain sum; and f they are subjected to the 
obligafio?? ?fan immediafe and uncondifional paymenf qfsuch bank nofes as soon 
as presented their trade may, with safety to the public, he rendered in all other 
respecl perfecl lyfiee " 

Smith menilai adanya keunggulan mempunyai banyaknya bank yang 

menerbitkan hank notes, dengan alasan yaitu: 2'5 

" ( I )  'the Rivalshp of so muny competitors' a d  the threat of adverse clearing in 
relation to them makes each issuer more prudent not to extend his note 
circulafion beyond ~lze proper level, based on his specie reserve; 

210 Jhid,, hlm. 21. 
211 Sebagaimana yang dilakukan oleh 7he Bank of England , dan prinsip tersebut 

kemudiaan memainkan peranan yang sangat penting dalam evolusi system moneter Amerika, 
Lebih lan'ut lihat Ronnie J.  Phillips, rp..cit.,hlm. 9. 

d 2  Lawrence H. White, Ibid., hlrn. 1. 
2'%era C. Smith, Yhe I(a1ionafe of Cenlral Banking, (Indianapolis: Liberty Press, 1990), 

hlm. 4-7. 
214 Adam Smith, An Inquiry it~tothe Nature and CIauses of the Wealth of Nations, hlm. 

350, seba aimana dikutip ulang oleh Lawrence H. White, op.cil.,hlm. 66. 
2'5 Adam Smith, An Inquiry ... sebagaimana dilcutip ulang oleh Lawrence H. White, 

Ibid,hlm. 65-66. 
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(3) compelirion for business.force bank lo o f i r  more liberal lerm lo  he public" 

Pendapat Adam Smith maupun ahli lain seperti Samuel ~ a i l e ~ ~ ' '  ~ m e s  

William ~ilbert,2" Robert ~ushet?'* Henry ~alnel l~ '>an~ mendukung j iee 

bunking dalam konteks Scotland pada abad 18 sampai dengan awal abad. 19 dalam 

perspektif masyarakat dapat melakukan transaksi dengan mempergunakan rnata 

uang atau produk bank lainnya sebapi sarana transaksi. Henry  hornt ton^^' 

menganggap apabila didirikan institusi sebagai pesaing dari Bank of England, 

rnaka kekuatan dan tangbug jawab keduanya akan terbabi, dan dapat saling 

bersaing dalam meningkatkan notes yang mereka terbitkan, dan bersaing dalam 

penyal uran pi njaman. 

Bank of England pada abad 18 bukan seperti Bank Central yang dikenal 

saat ini. Bank of England merupakan gambaran bank sentral yang ada saat ini, 

22 1 dimana mainpu sebagai T~nder  of the lust Resort. Bank of England sebagai 

institutionul centre ofthe C,'ity und us such it helped to determine the puttern und 

216 Samuel Bailey, A Critical Di.s,sertation on the Nature, Measwres, and C:au.ses of 
I/nlu,e: Chiefly in I<eferen& lo Wrilirtgs of Mr. Hicar& and His kbllowers, (London: R. ~unte;, 
1825) - 

217 James William Gilbart, A Practical Treaties on Ranking, (2nd edition, London: - .  
Longmans 1 828). 

'" Ruben Mushet, An Allempl 10 15xplain from Pach [he l#ecl of of [he I.v.~ue.r the Bank 
of T~~nllon upon Tts Own Tnterests, Public (,'redit, und Country Ranks, (London: Baldwin, Cradock 
&Joy, 1826) 

'I9 Henry Parnell, Observalion on Paper Money, Banking, and Overfrdng, &ondon: 
James Rid ay, 1827). 

22cenry Thonrton, An Enquiry into the Nature and EfJects of the Paper of Credit of 
(;real Brilain, (NJ: Augustus M Kelley, 1802), hlm. 14- 15. 

221 H.V. Bowen, "The Bank of  England during the Long Eighteenth Century, 1694- 
1820," dalam Richard Roberts, David Kynaston (ed), 3he Bank o f  finglad: Money, Power a d  
Influence 1694-1994, (Clarendon Press: Oxford, 1995), hlm. 1 .  Lihat juga E. Victor Morgan, 3he 
Theory and Practice of Central Banking: 1797-1913, (Cambridge: 2"d edition, 1965), hlrn. 1 .  



cnl m I ~ P   hour&,^^ Bahkan: Adam Smith 

pun memuji kehebatan peranan Bank of England pada saat itu yaitu "Bunk o f  

lingland acfed no1 only as ordinary bank, bul as a .greul engine of'sfu[e. "22' Adam 

Smith berpendapat seperti itu karena Bank of England berperan dalarn kebijakan 

moneter, bertanggung jawab untuk managing the government debt und Jbr 

intervening inforeignchange market on behalf ofthe Government, has operuted 

banking sewimjor  governmen[, and has.func[ioned as of'rlze banking ~ ~ s r e r n . ~ ~ ~  

Free banking tidak mendapat tanggapan yang sipifikan dalam ranah 

praktik, tetapi dalam kajian akademik rnasih be r l ang~un~ .~~ '  Hal tersebut dapat 

dilihat sampai dewasa ini terbentuknya bank-bank sentral di hampir setiap negara 

di dunia ini dan beberapa diantaranya tergabung dalam group tertentu seperti 

group Bank Central G-10, terbentuknya Bank for Tnternastional Settlement (BTS) 

dan lainnya. Namun demikian dalam perspektif persaingan usaha layak dicermati 
- 

dan dipertimbangkan dengan melihat fenomena kolapnya bank-bank akibat krisis 

keuangan global ternyata Bank Sentral tidak mampu rnenyelamatkan 

perbankannya secara maksimal . 

--- - - - 

"' l,ucY ~ u t h e r ~ ,  ' m e  City ofJ,ondon in Eighteenth CJentury Politics, " dalam Richard 
Pares dan A.J.P. Taylor (ed), F,s.sq.s to Sir 1,ewi.s Namier (IMh), hlrn. 49. Sebagaimana dikutip 
H.V. Bowen, op.ci/., hlm. 2 

223 H.V. Bowen, op-cil., hlm. 1 
224 Michael Blair QC dan Ross Cranston MP (et.al), Blackstone's Guide of Bunk of  

EnglandAct 1998, (Oxford University Press, 1998), hlm. 10 
225 Lihat Lina Maria Echevem, Free Banking in C:olomhia 1856-1886, (University of 

Georgia, 1991). Kevin Dowd, "Model in Banking Instability: A Partial Review of the Literature", 
.Journal of Lconomic Surveys, (Vol. 6, 1992), hlm. 107-132. Donald R Wells, "The Free Banking 
Model Applied to Pre- 1914 Canadian Banking," Sludies in Economic Analysis, (Vol. 12, 1989), 
hlm. 3-21. Eugene White, "Experiments with Free Banking during the French Revolution," in 
Forrest Capie and Geofiey E. Wood (eds), Unreguluted Banking: C,'huo.s or Order? 
(Zondon:Mcmillan, 199 l), hlm. 17-35. 
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kegagalan dalarn kredit perurnahan yang tidak mampu dikembalikan oleh debitor. 

Benton E. Cup berpendapat bahwa kreQt perurnahan & Amerika, Canada, 

Finland, Norway sebagai pernicu dan merupakan karakterisitik krisis tersebut 

dikarenakan permasalahan kredit perumahan yang sangat b e ~ a r ? ~ ~  tetapi krisis 

keungan dan perbankan di Indonesia tidak disebabkan karena gagal bayarnya 

debitur penunahan.228 Sekedar menyebut contoh lain di Asia, krisis perbankan & 

Jepang teja& tahun 1990-an.229 Permasalahan utarna atau pertama dari seluruh 

bank yang tidak sanggyp lagi membayar kewajibannya adalah sebagai akibat 

runtuhnya gelembung harga atas asset atau meningkatnya ketidakefisienan 

pemberian pinjaman.2") ~ e s k i  pun ketidakmampuan membayar menjadi besar atau 

226 C:ontinental o f  Jllinois of C.:hicugo, salah satu bank terbesar di Amerika kolap, dan 
kemudian di ambi lalih Pemerintah. First Rephlic Bancrop dan MC,i)rp of Dalla,s, First C'ity 
Bancrop of Houston, lc'irsl Yennysilvania d m  Bank of New Bngland Bank of America dan 
(lilybatrk kolap dan gagal memenuhi kewajibannya. F'eakral 1)eposile ltuarance Corporalion 
(selanjutnya disebut FDIC) yaitu lembaga yang menjamin pinjaman dan simpanan nasabah yang di 
Indonesia dikenal dengan Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut LPS) pada tahun 
1988 melaporkan kerugian operasinya selama 15 (lima belas) tahun yang merupakan sejarah sejak 
berdirinya FDIC yaitu lebih dari 200 (dua ratus) bank gagal dan masih akan diikuti kegegalan bank 
lainnya pada tahun berjalan. FDIC berpendapat apabila seluruhnya diambilalih pemerintah dalam 
ha1 h i  FDIC maka akan menyebabkan FDIC bmgkrut. Lebih lanjut lihat James L. Pierce, ?he 
F w e  Banking, (New Heaven and London: A Twentieth Century Fund Report: Yale University 
Press,, 1991), hlm. 1-2. 

227 Benton E. Gup, "International Banking Crises: the Real Estate Connection," dalam 
Benton E. Gup (ed), Jntemational Banking Crise.~: Jmge .Scale Failure, Massive Government 
lnlervenlions, (Westport, Connecticut: Quorurnm, 1999), hlm. 18-19. 

228 Krisis perbankan di Indonesia akibat imbas dari "Thailand Fewer" sehingga 
mengakibatkan terpuruknya ekonomi nasional, dimana perbankan mendominasi 85% (delapan 
puluh lima) prosen sistem keuangan dibandingkan lembaga keuangan non bank lainnya seperti 
pasar modal yang hanya sekitar 15% (lima belas) prosen. Doowo Nam and Benton E. Gup, "The 
Economic Crisis of Indonesiq" dalam Benton E. Gup (ed), International Banking C,'ri.se.s: Imp?  
Scale l~ailure, Massive Charnmenr lnlervenlions, (Westport, Co~ect icut :  Quorumm, 1999), hlm. 
96-97. 

"' Keiichiro Kobayashi, "A Theory of Banking Crises (Part 1): Welfare Cost a 
Forbearance", (RIETI Discussion Paper Series 03-E-016,8 September 2003), hlm. 2. 

230 Caprio, G. and D. Klingebiel. "Bank Tnsolvency: Bad Luck, Bad Policy, or Bad 
Banking?" (in Annual World Bank Conference on Development Economics,l997). M. Bruno and 
B. Pleskovic (ed), The World Bank, Washington, D.C.,sebagaimana dikutip Keiichiro Kobayashi, 



at dicegah untuk beberapa tahun karena pe~nerintah 

rnenjamin simpanan atau adanya dukungan likuiditas dari bank sen t ra~ .~~ '  

Banyaknya jaminan pemerintah dan pengaturan perbankan te1a.h 

rnenciptakan potensi biaya yang sangat besar, seperti keberadaan -1amina.n 

terhadap deposit0 baik secara eksplisit atau implisit menjadi penghambat adanya 

deregulasi bagi industri perban kan atau liberalisasi keuangan secara u m ~ m . ~ ' ~  

Mantan Ketua Dewan Gubernur Federal lCeserve 19yY~lem, Paul ~olcker,"~ 

menyatakan bahwa peranan Bank Sentral dalarn emerging markel economies tidak 

terlalu besar. Paul Volcker juga membantah bahwa keberadaan bank sentral pada 

economic murket sangat penting. Hal tersebut ditunjukkan dengan mencontohkan 

yaitu Hongkong yang tidak mempunyai bank sentral akan tetapi pertumbuhan 

ekonomi dan stabilitasnya bagus. Lebih lanjut Paul Volcker juga menegaskan 

bahwa in fuct, us you well know, u centrul hunk cun hecome an  engine (,finflution 

234 rather thun reverse. Federal Reserve selaku bank sentral di Amerika 

rnenuai kecaman yang sangat tajam karena tidak dapat memenuhi janjinya 

op.cit , hlm. 2. Lihat juga PA1 Sjoberg, "Market Power and Performace in Swedish Banking", 
(JET,), hlm. 3 

23 1 Keiichiro Kobayashi, op.cif., hlm. 2 
232 Kerry Cooper and Donald R. Fraser, Banking Deregulation and the New Competition 

in Financial Services,:( Ballinger Publishing Company, 1986), hlm. Lihat juga Julan Du and 
David D. Li, op.cit., hlrn. 24 

233 Paul Volcker, mantan Ketua Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika atau yang sering - 
disebut the FED, pada tahun 1990. 

234 Federal Reserve Bank of Kansas City, Cenlral Banking lssxes in Lmerging Markel- 
OrienledLconomies, (Kansas City: Federal Reserve Bank of Kansas City, 1990), hlm. 1-4. 

235~ederal Reserve System dibentuk oleh National Monetary System pada tahun 
1 91 3 .Fungsi Federal Reverse System sebagai to provide a ready convertihilivof demcmd depo.sits 
into currency maka sering disebut sebagai Imuler ofthe 1m-t Resort Function Bank pertama yang 
didirikan di Amerika adalah the Bank of North Amerika, pada tahun 1781. . Lihat Ronnie J .  
Phillips, op.cit., hlm. 1 1, 15. 



mencegah kolapnya bank pada saat krisis perbankan terjadi di Amerika pada 

tahun 1930-1 933.236 

Gugatan terhadap keberadaan bank sentral juga dilakukan oleh William 

Bernhard dimana William Bernhard rnenyoroti bank sentral dari sisi 

independensinya2" dengan pertanyaan yang sangat rnendasar what is Cyentrul 

Bunk Independece?. Hasil kaj ian Wi l liarn menunj ukkan bahwa independensi bank 

sentral tergantung pada pemerintah dan partai politik serta politisinya. Fakta 

tersebut mendorong terjadinya gelombang refonnasi bank sentral di beberapa 

negara ~ r o ~ a . ~ ~ '  

Konsep independen bagi para ahli ekonomi politi k dibedakan dalam 2 (dua) 

ha1 yaitu, sebagaimana pendapat Keenneth ~ o ~ o f f , ~ "  yaitu one set ( fpoli t icd 

economists eyuutes centrul hunk independence with u hius in monetury politicul 

directed toward price stuhility. Muny  model,^ of monetury policy-muking, f ir  

exumpZe, ussume thut un independent centrul hunk emph,sizes controlling 

inflution ut the expense cf other objectives. Sedangkan pandangan lain yaitu u 

second set ofpolitical economists contend thut centrul hunk independence refer to 
- 

the umount of influence thut politiciuns exert on monetury policy. Thut is, u 

centrul hunk ucts "independently" when it tukes policy decision without pressure 

Jrom polif ician or even prefcrence,~ qfgovernmenf 

236 James L. Pierce, ( ~ . c i t . ,  hlm. 45-46. 
2"~il l iam Bernhard. Banking on Reform: IJolilical IJarlies and C2nral Hank 

Independence in the I t u s ~ i a l  Denzocracze.~, (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2002), 
hlm. 19. 

2"lbid., hlm. 177. 
23kenneth Rogoff "The Optimal Degree of Commitment to an Intermediate Monetary 

Target," @art& Jumal of Economics, (Vol. 1 00, 1 985), hlrn. 1 1 69-1 1 89. 
240 William Bernhard, op.cil., hlrn. 19. 



Penel itian tentang independensi bank sentral yang di lakukan secara terpisah 

oleh Alberto Alesina dan Lawrence ~utnmers,2~' Alex ~uk ie rman ;~~  Vittorio 

Grilli, Donato dan Guido ~abel in i~~\erhada~ 18 (delapan b e ~ a s ) ~ ~ ~  negara pada 

tahun 1970-1990 menempatkan posisi bank sentral German sebagai bank sentral 

yang paling independen, kemudian Switzerland dan pada posisi ketiga adalah 

United State of Amerika. Pendapat yang hampir sama disampaikan oleh Michael 

Blair QC yang menganggap contoh bank sentral yang independen saat ini adalah 

German, Amerika dan New Zealand. 245 

Penelitian tersebut dapat dipakai untuk melihat Tndonesia dimana Bank 

Indonesia sebagai bank sentral kedudukannya tidak independen dalam ha1 ini 

kebijakan Dewan Gubernur dapat diintervensi oleh pihak lain antara lain politisi. 

Contoh paling terkini adalah kasus truveler Cheque yang melibatkan anggota dan 

mantan DPR RT dari berbagai fraksi dalam pemilihan Deputi Gubernur Bank 

Tndonesia Miranda S. ~oel tom.~~%al tersebut dapat terjadi karena calon Deputi 

Gubernur Bank Tndonesia menjalani prosesfit, proper test di D P R . ~ ~ ~  

241~lberto Alesina dan Lawrence Summers, "Central Bank Independence and 
Macroeconomic Performance: Some Comparative Evidence," .Journal of Money, Credit, and 
Bankingijvol. 25, 1993), hlm. 15 1-162. 

2 Alex Cukierrnan, C,'entraI Bank Independence: The Evidence, (Cambridge 
Massachuset: M1'r Press), pada bagian Index oj1eb.al Independence tanpa halaman. 

243 Vittorio Grilli, Donato dan Guido Tabelini, "Political and Monetary Tnstitutions and 
Public Finance Policies in the lndustrialized Democracies," Economic Policy, (Vol. 10. Oktober, 
199 l), hlm. 342-392 

244 German, Switzerland, United State, Canada, Austria, Netherlands, Denmark, Ireland, 
Australia, France, Britain. Jepang, Norway, Sweden, Belgia, Italy, Spanyol dan Newa Zealand. 

245 Michale Blair QC. Ross Cranston MP, op.cit., hlm. 17-19. Terhadap Bank sentral New 
Zealand merniliki independensi yang berbeda dengan bank sentra lainnya, karena karena antara 
Bank Sentral New Zealand (Bude.shankgesetz) te qadi perjanjian tertulis dimana the Government 
sels (he broad policy paramelers, bul (he cenlral bank is free lo achieve (hem in whafever way il 
sees$[. Sehingga bank sentral New Zealand disebut sebagai conlraclually based indeyenaknct. or 
independence with inL'struction.s. 

246~omisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap, menahan dan mengajukan anggota 
Dewan dan Miranda S. Goeltom ke Pengadilan Tipikor Jakarta dan telah dijatuhi hukum dimana 



Uni Eropa inemiliki pengalaman van sirznit'ikan dalam men-aqi 

industri perbankan dan ha1 tersebut n~encapai titik puncaknya pada tahun 1993 

248 dengan diterapkannya the ,Second Runking C'oordinution Directive. Proses 

pembuatan perbaikan peraturan telah rnendorong tingkat harmonisasi sebagai 

syarat terbentuknya suatu pasar tungggal yang koinpetitif dibidang jasa 

k e ~ a n ~ a n . ~ ~ '  

Keiichiro Kobayashi mengaj ukan 3 (tiga) simpulan sebagai bentuk 

sederhana yang mampu n~enjelaskan dinamika ketidakrnampuan bank membayar 

sebagai bentuk atau hasil akhir dalarn kegagalam sistem pembayaran atau 

rekapitalisasi bank oleh pemerintah, yaitu: ."' 
( I )  blanking sysfem failure or bank recapilalizalion by the governmenl lakes 

pZuce in u Jinite period of time: i.e., the government cunnot indejnitely 
poslpone recognizing rhe,f&cal loss associaled wilh bank insolvency. 

(2) The consumplion level is loo high (%OM?) before (a&) bank recupilalizalion 
compurc'd with the optimul level. Thus the price conditions hecorne 
deflalionaiy (inf/utionuiy) befbre (ufier) bank recupilalizulion. 

(3) Sociul weyare decreuses us hunk recupitulizution is deluyed 

Kegagalan bank dapat juga dilihat dari sisi operasional perbankan 

sebagaimana analisis yang di beri kan oleh Benton E. G U ~ , ~ ~ '  bahwa alasan utama 

penyebab gagaln ya perbankan adalah minimal karena 3 (tiga) faktor yaitu faktor 

saat ini sepengetahuan Peneliti ada yang telah incracht dan ada sedang tahap pengajuan atau 
pemeriksaan ditingkat Kasasi pada Mahkamah Agung RI. 

247 Pasal 41 ayat (1) Undang-undang RI No. 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 

248 Nicola Cetorelli, "Real Effects of Bank Concentration and Competition in Europe," 
(Prepared for The Federal Reserve Bank of Cleveland and .Joumal of Money, CTnaVreclit ancl Banking 
2003 Annual Conference on Banking Consolidation and Competition, Preliminary version), 21 -23 
Mei 2003, hlm. 2. 

249f bid 
250 Keiichiro Kobayashi, op.cil., hlm.. 2. 
25' Benton E. Gup, "lnternational Banking Crises: The Real Estate Connection," dalam 

Benton E. Gup (ed), Tntemational Ranking Crises: Tmge-Scale Failure, MaLsLsive Government 
Intervention, (Westport, Connecticut: Quorom, 1999), hlm. 22-23. 



pertama; risiko kredit, dimana bank akan berusaha memberikan kesejahteraan atau 

peningkatan keuntungan bagi para pemegang sahamnya dengan membuat bunga 

atas pinjaman yang diberikan kepada debitur dan meningkatkan besarnya 

portofolio pinjamannnya. Hal tersebut sering menyebabkan banker membuat bud 

Ioun melebihi waktu yang diharapkan. Sehingga apabila nilai nonperforming loan 

(selanjutnya disebut NPL) cukup besar maka mereka akhirnya akan menganggap 

sebagai chrge 08 atau dianggap sebagai pengeluaran yang semula di catat 

sebagai aktiva yang mana ha! tersebut mengikis modal bank, sehingga menjadikan 

bank gagal . 

Faktor kedua yaitu risiko suku bunga (interest rute) adalah risiko dalam 

memperoleh bunga atau modal sebagai hasil perubahan suku bunga. Adanya 

ketidak seimbang antara net interest income (pendapatan bersih dari bunga) 

antara jumlah suku bunga dolar pada asset yang sensitive dengan tingkat suku 

bunga terhadap kewajiban. Pada tahun 1970-an terjadi keadaan dimana dana 

tabungan dan pinjaman dipinjamkan untuk pembiayaan jangka jangka pendek 

perumahan, ketika suku bunga naik maka bank akan mendapatkan keuntungannya 

meningkat akan tetapi ketika suku bunga menurun berkaibat pada menurunkan 

pendapatan bunga. Faktor ketiga yaitu C.'huructeri.vtic of borrowers dimana 

apabila peminjamnya memiliki reputasi yang baik atau setidaknya memiliki 

tanggung jawab mengembalikan pinjaman maka ha1 tersebut akan 

menguntungkan pihak bankers, akan tetapi apabila ha1 sebaliknya yang terjadi 

dapat merugikan pihak bank dan menyebabkan bank gagal atau kolap. 



Penelitian yang dilakukan oleh Gary A. Dymski n~erniliki kesi~npulan 

yang sama dengan Benton E. Gup. Gary A. ~ ~ r n s k i ' ~ '  rnenyirnpulkan adanya 

penurunan trend pendapatan suku bunga bank pada tahun 1966 sampai dengan 

1998. Penurunan atas keuntungan bersih bank (?Vet Tnterest Murgin- interest 

income relutive interest cost) sangat cepat. Rum us utama bagi bank untuk 

menghasil kan pendapatan yaitu "borrow low, lend high" ha1 terseb ut 

menimbulkan kesulitan makroekonomi sehingga menuai kecaman dalam 

pengaturannya. 

Sistem perbankan Tndonesia tel ah mengal arni 5 (I ima) tahap evol usi dalam 

5 (lima) kurun waktu sejak 1967 sarnpai dengan 1997. 5 (lima) tahap tersebut 

adalah tahap rehabilitasi dan perbaikan dari inflasi tinggi tahun 1967-1 973, tahap 

peinberlakuan pagu aktiva netto tahun 1974-1 983, tahap pertuinbuhan dan 

deregulasi tahun 1983-1 988, tahap percepatan tahun 1988-1 991, serta tahap 

konsolidasi tahun 1991-1997, yakni masa prinsip-prinsip kehati-hatian yang 

sedang diperkenalkan termasuk kecukupan modal dan peringkat bank.25" 

Kusumaningtuti S.S. mencatat bahwa kebijakan dan pengaturan 

penyelesaian bank bermasalah pada masa sebelum krisis tahun 1997 adalah tidak 

jelas.254 Hal tersebut menimbulkan pemahaman tidak perlunya dilakukan 

252 Gary A. Dyrnski, 7he Rank Merger Wave: The Economic C~auQIIsees and Social 
Con.sequsnce.s zv#Fi?mncial C:o?~soli&tion, (Issues in Money Banking and Finance, 1999), hlm 39 

253 Kusumaningtuti S.S., Peranan Huk~rm &am Penyelesaian Krisis Perbankan di 
Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), him. 2. S. Batunagar, Itdonesia's Batrkitrg Crisis 
Resolution: I m ) n  anll the Way Forwar~,Occasional Internal Paper, (Desernber 2002), hlrn.4. 

254 Proses likuidasi PT Bank Summa pada tahun 1992 sebagai satu-satunya bank yang di 
tutup selama 20 (dua puluh) tahun sebelurn krisis tahun 1997 rnengalamai proses yang lebih lama 
dari 5 (lima) tahun seperti yang dijanjikan. Hal tersebut dianggap sebagai salah satu bukti 
kurangnya wewenang dan perangkat Bank Indonesia dalam menyelesaikan bank bermasalah. 
Marie Elka Pangestu, 7he Indonesia Bank Crisis and Xeslmcluring: Lesson and Impiicaliott for 
Other Tlevekopi?zg Countries, (G-24 Disscution Paper Series, No. 23-United Nation Conference on 



penutupan bank."' Pemahaman tersebut menjad gubw ketika lntemational 

Monetery Fund (IMF) mensyaratkan bagj perolehan dana IMF sering kali bukan 

hanya terlalu berat atau terlalu rinci, tetapi juga telah menirnbulkan dampak 

negatif yang besar, antara lain yaitu likuidasi 16 (enam belas) bank pada tahun 

1997. Likuidasi tersebut dilakukan sehari setelah TMF mengumurrlkan akan 

memberi bantuan sebesar US$23 m i ~ ~ a r . ~ ~ "  

C. Struktur, Perilaku, dan Kinerja Perbankan Indonesia 

Congress Amerika ketika mengundangkan hukum untitrust telah 

rnendelegasi kan kewenangan yang sangat 1 uar biasa kepada pengadilan untuk 

mengembangkan u common luw of competition, akan tetapi pengadilan tidak 

mengembangkannya secara total dan ~ u a s . ~ ~ ~ ~ e r h a d a ~  ha1 tersebut, Learned 

 and's^^' menyatakan "C~ongre.s,s h a s  incorporuted into Anti-Trust Acts the 

chunging stundurt ofthe comvnon luw, und by so doing huts deleguted to the court 

the duty c!ffming the stundurt f ir  euch cu'se ". 

Trade and Development, November 2003), hlm.3-S., sebagaimana dikutip oleh Kusumaningtuti 
S.S., cp..cit., hlm. 4. 

255 Marie Elka Pangestu, Loc.ci1. 
25C 'Pinjaman tersebut setara dengan Rp. 80,5 triliun. Pencabutan izin ke-16 bank tersebut 

berlaku sejak tanggal 1 November 1997, berdasarkan pengumuman Menteri Keuangan No.Peng- 
86/MW1997 tertanggal 1 November 1997. Ke-16 bank urnurn yang dicabut izinnya adalah: PT 
Bank Harapan Sentosa, PT. Bank Sejahtera Umum, PT Bank Andromeda, PT Bank Pasific, PT 
Bank Astria Raya, PT Bank Guna Internasional, PT Bank Dwipa Semesta, PT. Kosagraha 
Sernesta, PT Bank Industri, PT Bank Jakarta, PT Citra Hasta Dhana Manunggal, PT South East 
Asia Bank, PT. Bank Matararn Danartha, PT Bank Pinaesaan, PT Anrico, dan PT. Bank Umum 
majapahit Jaya. Lihat Jelly Leviza, Tmggung Jawah Bank Dunia rlan IMFsehagai Suhjek Hukum 
htern~~sional: Stud tentang Dantpak negative Kondi,sionu~ita.s Pi?~a?nan Bank h n i a  di 
Tnd(~ze.sia (Jakarta: PT Sofinedia, 2009), hlm. 266-267. 

257 Gordon B. Spivak., "The Economic of Horizontal Restraint: The Chicago School 
Approach to Single Firm Exercise of Monopoly Power: A Response", Lexsee 52 Anlilrusr ./ournu1 
651(1983), hlrn. 2. 

258~hid. Hlm. 3. 



Teori struktur pasar sebagaimana pada referensi mengenai rnikroekonoini 

yang antara lain membahas bentuk persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan 

persaingan monopolistik. Para ekonom tertarik untuk membuktikannya karena 

menganggap ha1 tersebut sangat abstrak sehingga perlu dikaji guna memahami 

dunia pasar yang ~ e b e n a r n ~ a . ~ ~ '  Para ekonom bidang organisasi industri telah 

mengembangkan teori struktur pasar dalam beberapa ha1 agar dapat lebih 

digunakan menganalisis industri pasar yang riil. Pentingnya metode guna 

mengukur dan menyatukan beragamn ya variabel-variabel (dal arn menganal isis 

pasar). 260 

George J. Stigler salah seorang ekonom ahli dibidang organisasi industri 

menyatakan bahwa tujuan memahami struktur dan perilaku industri (penghasil 

barang-barang dan jasa) sebagai suatu ekonomi. Hal ini berkaitan dengan ukuran 

struktur dari perusahaan-perusahaan (satu atau banyak, terkonsentrasi atau tidak), 

penyebab ukuran strukturnya (diatas seluruh skala ekonomi), dampak dari 

konsentrasi dalam persaingan, dampak persaingan terhadap harga, investasi, 

inovasi dan lainnya.2G1 

Ahli ekonomi Universitas Harvard pada tahun 1930-an dan 1940-an 

menggpnakan pendekatan secara metodologi terhadap 3 (tiga) konsep dasar yaitu 

25". Kip Viscusi., et.al., Economic Regulation ofAntitmst, (2"* edition, the MIT Press, 
Carnbrid e Massachusetts, London, England, 1998), hlrn. 57 

bid 
26 1 George J. Stigler, 1he Orgattizalion qflndi~s~ry, (Homewood, Ill: Irwin, 1968), hlm. l . ,  

sebagairnana di kutip W. Kip Viscusi.,et.al., ihid, "have for their prpo.se the understanding of the 
smcture and behavior uf the inclusiries (gods  und services proclucers) uf an economy. These 
ccnirses deal with the .\ize structure of firms (one or rnary, "concenirated" or not), the causes 
(above all the economies (f.scale) ofthis size structure , the +ct of concentration on competition, 
lhe efecls qf complilion upon prices, invesmenl, innovalion, mdso on". 



1 .slrucfure, 2. conducr (or behavior), and 3. peTfifomance2" atau sering disingkat 

SCP atau SPC dalam inelakukan analisis terhadap pasar atau dikenal sebagai 

pendekatan str~ktural.~~' 

Hipotesa yang mengaitkan ketiga konsep tersebut yaitu bahwa struktur 

pasar seperti j ulnlah penjual, mudah masuk dan lain-lain, rnenjelaskan atau 

menentukan tingkat conduct (kebijakan harga, iklan dan lain-lain) pelaku atau 

pengusaha di pasar, dan perfornan pasar (efisiensi, perkembangan teknis), adalah 

sederhana sebagai evaluasi dari konduk atau perilaku. Pola hubungan keterkaitan 

antara structure, conduct (or hehuvior), und perfimunce dijelaskan dalam 

beberapa pola hubungan sebagaimana Garnbar 1 .  

Gambar 1 di bawah ini rnenurut Scherer dan Ross menjelaskan 

Performunce atau kinerja dalam suatu industri tertentu atau pasar dikatakan 

tergantung pada perilaku penjual dan pembeli dalam hal-ha1 seperti kebijakan 

penetapan harga dan praktik, kerjasarna antar perusahaan terbuka dan diam-diarn, 

lini produk dan strategi periltlanan, penelitian dan pengembangan komitmen, 

investasi pada fasilitas produksi, masalah penegakkan hukum misalnya, dalam 

menegakkan hak paten, dan ~ e b a ~ a i n ~ a . ~ ~ ~  

2 6 2 ~ . ~ i p  Viscusi., John M. Vernon., Joseph E. Hanington Jr.,ihid hlrn. 58 .  
2"~aacob A. Bikker dan Katharina Haaf, "Competition, Concentration and their 

Relationship: an Empirical Analysis of the Banking Industry,": (July 2001), hlrn. 4 
264 F.M. Scherer dan David Ross, (.p.cit., hlrn. 4. 



-- 
Gamnbar I~~~ 

s fruc fure, conduct (or hehuvlor) , und pe[]omance 

I BASIC CONDITIONS I 
SUPPLY DEMAND 

h w  Ivk~terials 'rice tltlsticity I 

l'rc~dwt dXerenldic>n 
Harriers Lr, en@ 
Cost slrllctures 

Vertiwl inCtg~~Lion 

: c4~qlc~Illeralaless 

CONDUCT 

Product stratcgy 
Rcsmrch and innovation 

Advedsing 
Legal klcLic;s 

PERFORMANCE 

Ihxlwlion and dlwati\~e erliicimcy 
Rogrcss 

Full cmployrncnt 
Fquity 

F .M. Scherer, I ~ i s f r i a l  Markel Sfruc lure and h n o m i c  Performance, 
(Chicago, Ulinois, 1970), hlm. 5, 10 

265 F.M. Scherer menjelaskan " Jt is conventional ... to add several adlitional 
characferisfic in describing fhe "ideal" compefifive markef of economic fheory ... lhe mosf 
imporfanf is fhe absence of barriers lo fhe enfry of new firms ... Conversely, signlficanf enfry 
harriers are the .vine qua non of  monploy and oligopo ly...s ellers have little or no endmElllngpcwer 
overprice when entry harriers are non-existent. 

Diagram paradigm structure, conducf, cud perfomancetersebut oleh Scherer dan David 
Ross dikembangkan lagi dengan menambahkan faktor Public Policy diantara Market Structure dan 
Cottducf. Scherer dan David Ross menjelaskan "Ideally, good economic performance shouldflow 
aulomalically from proper markef slrucftrre and fhe conducf lo which give rise. Bul for a variefy 
c$rea.son.s, market s may fail, yieUing peTformance that falls b e l ~ ,  norms considered acceptable. 
?he government agencies nzuy choo.se to intervene and attenzpt to inzpro~a perfknance by 
applying policy measures fhat aflecf eilher market sfnrcfure or conduf. Lebih lanjut lihat 
F.M .Scherer dan David Ross, Jndu.stria1 Market Stpuchcre and Economic Pe.formance, (Boston, 
Dallas: Houghton Mifflin Company, 1990), hlm. 5-7. 



C:onduct pada gilirannya tergantung pada struktur pasar yang relevan, 
-- -- --- 

--- 

ditandai dengan distribusi jumlah dan ukuran penjual dan pernbeli, tingkat 

diferensiasi fisik atau subyektif membedakan produk penjual bersaing, ada atau 

tidak adanya hambatan masuk bagi perusahaan baru, bentuk kurva biaya, sejauh 

mana perusahaan terintegrasi secara vertikal dari produksi bahan baku untuk 

distribusi ritel, dan memperpanjang diversifikasi lini produk perusahaan.266 

Struktur pasar yang pada gilirannya dipengaruhi oleh berbagai kondisi 

dasar. Sebagai contoh, pada sisi penawaran, struktur dasar inenentukan kondisi- 

termasuk lokasi dan kepemilikan bahan baku penting, sifat dari teknologi yang 

relevan misalnya, batch produksi terhadap prosess terus menerus, atau elastisitas 

tinggi rendah di bandingkan substitusi input; derajat dari perseri katan tenaga kerj a, 

daya tahan produk, pola waktu produksi misalnya, apakah barang tersebut 

diproduksi untuk memesan atau disampaikan dari persediaan, rasio nilai / berat 

produk, dan ~ e b a ~ a i n ~ a . ~ ~ ~  

Daftar kondisi dasar yang signifikan pada sisi permintaan harus 

menyertakan setidaknya elastisitas harga permintaan dengan harga yang 

bervariasi, ketersediaan (dan elastisitas silang dari perrnintaan) produk pengganti, 

tingkat pertumbuhan dan variabilitas dari waktu ke waktu permintaan, metode 

dipekerjakan oleh pembeli dalam pembelian (misalnya, penerimaan dafiar harga 

seperti yang diberikan terhadap pennohonan penawaran tertutup dibandingkan 

tawar-menawar), dan karakteristik peinasaran dari produk yang dijual (misalnya, 

khusus terhadap kenyamanan dibandingkan barang shopping). Akan tetapi yang 



-- pasti, tidak semua aliran merupakan pengaruh dari kondisi dasar dan struktur 

pasar terhadap kinerja. Ada j uga efek umpan balik yang penting. Misalnya, kuat 

penelit ian dan pengembangan usaha dapat inengubah suatu teknologi industri, dan 

karenanya kondisi biaya dan / atau tingkat diferensiasi produk fisik. Contoh lain 

kebijakan harga jual yang baik dapat mendorong perusahaan masuk atau justeru 

akan meni~nbulkan dorongan ke luar dari pasar. Dalam ha1 ini, kedua kondisi 

dasar dan variabel struktur pasar yang endogen, yaitu ditentukan dalam sel uruh 

sistem hubungan dan tidak ditetapkan oleh kekuatan-kekuatan luar. Beberapa 

interpretasi melihat pengaruh yang terjadi pada struktur perilaku dan kinerja 

sebagai sangat lemah, dan masukan yang mempengaruhi struktur sebagai begitu 

kuat, sehingga tnenimbulkan keraguan terhadap kekuatan prediksi paradigma 

struktur-perilaku-kinerja. Dengan demikian, kondisi dasar paradigma struktur 

pasar-peri laku-kinerja akan memberi kan baik tema dan tandingan untuk analisis 

yang mengikuti. 

Gambar 2 
Hubungan antara structure, conduct (or hehuvior), 

and perfornance sederhana 

Sumber: Edward S. Mason, "Price and Production Policies of Large-Scale Enterprise," American 
~conomic Review, (Vol. 29, March 1939), hlm. 6 1-74 



Gambar 3 
Hubungan slruclure, condzdcl (or behavlorj, undperfOmance 

Sumber: Edward S. Mason, "The Current State of Monopoly Problem in the United State," 
Him~ard JAW Review, (vol. 62, Juni 1949), him. 1265-1 285. 

Pola hubungan structure, conduct (or hehavior), and perfomance pada 

Gambar 3 di atas diperkenalkan pertama kali oleh Edward S. Mason pada tahun 

1930~" didasarkan pada pola hubungan yang terjadi karena adanya faktor 

permi ntaan (demand) dan penawaran (supp2y) seh i ngga yang mempengaruhi 

struktur pasar. Mason berpendapat bahwa lebih sedikit perusahaan di pasar akan 

mendorong pasar yang tidak kompetitif, tercermin dari harga yang lebih tinggi 

- - - - - 

26%dward S. Mason, "Price and Production Policies of Large-Scale Enterprise," 
American F~onomic Review, (Vol. 29, March 1939), hlm. 61-74 dan Edward S. Mason, "The 
Current State of Monopoly Problem in the United State," Harvard Law Review, (vol. 62, Juni 
1949), hlm. 1265-1285. Ilustrasi diagram tersebut diatas kemudian berkembang dan dikembangkan 
oleh para ahli berkenaan dengan stnrcture, conduct dan pe.formance, antara lain oleh Almarin 
Phillip dan F.M. Schere. Lihat juga Stephen Martin, Advanced Idi~str ia l  Ecununtics, (Cambridge, 
Massachusetts: Blacwell Publishers, 1 993), hlm. 6-8. 



dan jumlah barang yang lebih sedilut seperti kondisi pasar m~no~olistik.~" Pasar 

yang terkonsentrasi akan menghasilkan kmerja kompetitif yang lebih rendah 

dimana rasio harga terhadap biaya akan lebih besar dan mengorbankan 

kesejahteraan konsumen. Pendekatan structure per$)rmunce and conduct percaya 

bahwa pasar yang kompetitif yang rendah, akan memberikan kesejahteraan bagi 

konsumen yang lebih b e ~ a r . ~ ~ '  

Penelitian yang dilakukan oleh Paul Calem dan Gerald ~ar l ino"~ 

menemukan korelasi yang kuat antara konsentrasi pasar dengan h e  rja industri 

perbankan sedangkan -Joe E. Bain menggunakan profit untuk  men^^ pasar.272 

Kesimpulan hasil penelitian Paul Calem dan Gerald Carlino serta Joe E. Bain 

mendukung pendekatan structure perJ)rmance and conduct bahwa tingkat 

konsentrasi pasar dapat berkontribusi pada perilaku kolusif. Pasar yang 

terkonsentrasi tidak efisien karena harga lebih besar dari biaya marginal, ha1 

tersebut juga dibenarkan oleh Allen N. Berger dan Timothy H. Hannan bahwa 

pasar yang terkonsentrasi menjadi tidak adil karena pasar terkonsentrasi 

menghasilkan profit yang lebih tinggi dengan biaya yang dibebankan ke 

k ~ n s u m e n . ~ ~ ~  

26"ri Mulyaningsih dan Anne Daly, opcit., hlm. 157. 
270 Sherril Shaffer, Bank Competition in Concentrated Market, B~rsine.s.s Revim (March- 

April, 1994) sebagaimana dikutip ulang oleh Tri Mulyaningsih dan Anne Daly, ibid 
271 Paul Calem dan Gerald Carlino, The Concentration Conduct Ralationship in Bank 

Deposite Market, Revzew cgEconomics and Statis;tic, (Voi. 73, 1991), hlm. 268-276, sebagaimana 
dikutip ulang oleh Tri Mulyaningsih dan Anne Daly, zbid. 

272 Joe E. Bain, Barriers to New (:ompetition, (Cambridge. Mass: H a m d  University 
Press, 1956), sebagaimana dikutip ulang oleh Tri Mulyaningsih dan Anne Daly, ihid. 

273 Allen N. Berger dan Timothy H. Hannan, The Price-Concentration Relationship in 
Banking, ltevic wof Lcotzomics and Slalislic, (Vol. 7 1, 1989), hlm.29 1-299. Lihat juga Tri 
Mulyaningsih dan Anne Daly, ihzd 



Otoritas pengatur bank dalam ha1 ini Bank Sentral memiliki tanggung 

jawab untuk mengetahui dampak dari kesejahteraan sosial terhadap usulan 

perubahan dalam struktur industri perbankan.274 Secara konseptual ha1 ini dapat 

dipisahkan dalam beberapa tahap yaitu: pertama, pengukuran terhadap perfoma 

bank rnutlak harus disetujui, kedua, kaitan pengukuran terhadap beberapa kriteria 

kesejahteraan yang secara umum diterima dan dinyatakan secara jelas, dan 

akhirnya (ketiga) usaha mengkaitan ukuran perfoma terhadap karakteristik 

struktur pasar yang dapat dilihat atau diamati.275 Kesepakatan umum yang 

mengemuka dalam persaingan di industri perbankan antara lain bahwa persaingan 

perbankan dapat membantu kesejahteraan s o ~ i a l . ~ ' ~  Eric Brucker mengajukan 

hipotesis utama bahwa teori mikroekonomi terhadap bank sebagai perusahaan 

dapat chpergunakan untuk memberikan arti penuh terhadap pengikman fenomena 

mikroekonomi dari kekuatan monopoli. 

Penelitian yang dilakukan oleh As11 Demirgiiq-Kunt, Luc Laeven dan Ross 

~ e v i n e ~ ~ ~ t e r h a d a ~  data lebih dari 1400 bank pada 72 negara yang mengawasi bank 

dengan karakteristik khusus, menyimpulkan antara lain bahwa ketatnya peraturan- 

peraturan terhadap bank yang akan m a ~ u k , ~ ~ '  pembatasan terhadap aktivitas bank, 

27 ' ~ r i c  Brucker, "A Microeconomic Approach to Banking Competition,: lhe Journal of 
Finance,(l970), hlm. 11 33. 

2 7 5 ~ h ~ d  
nc; Stuart I. Greenbaum menjelaskan bahwa "11 is is not certain ... [hat a social optimal 

bankittg slrucfure cut2 be achieved by promoting compelilion," Lebih jauh lihat Stuart I. 
Greenbaum, "Competition and Efficiency in the Banking System-Empirical Research and its 
Policy Implication," The .Journal of Polilical f i o m m y  75, (August, 1967), hlm.464. Lihat juga 
Erick Brucker, c.p.cit., hlm. 1 133. 

2 n ~ s l ~  DernirGc-Kunt. Luc Laeven and Ross Levine, "Regulations, Market Structure, 
Institutions, and the Cost of Financial Intermediation, ": World Bank Economic Review, (April 
2003), hlm.27-28. Penelitian tersebuti dilakukan guna mengetahui dampak peraturan bank, 
konsentrasi, dan inflasi terhadap net interest margin. 

278 Masuk ke suatu wilayah atau pasar-(peneliti) 



ternyata membatasi kebebasan para bankers untuk meningkatkan net interest 

rnurgin (NTM). 27' 

Kaiian Demirguq-Kunt, Laeven, dan ~evine~'~)men~enai dampak 

konsentrasi dan peraturan-peraturan bank terhadap efisiensi diperoleh kesimpulan 

yai tu konsentrasi bank memili ki dampak yang negatif dan signifi kan pada sistern 

efisiensi perbankan kecuali bagi negara-negara kaya dengan telah majunya sistern 

keuangan dan lebih bebas. Lebih jauh mereka juga menemukan atau 

men y impul kan tingkat dukungan bagi bank, dimana perat uran yang mem batasi 

masuknya bank-bank baru khususnya berkenaan dengan bank-bank asing, dan 

pembatasan secara implisit dan eksplisit terhadap aktivitas bank, adalah berkaitan 

dengan rendahnya tingkat efisiensi suatu bank.2x' 

Kajian Demirgiiq-Kunt, Laeven, dan Levine pada taun 2003 dapat 

dibenarkan akan tetapi ketika terjadi bencana finasial secara globaltermasuk di 

Amerika Serikat, membuktikan sebaliknya yaitu sistem keuangan bank-bank di 

negara maju seperti Amerika tidak memberikan jaminan akan bebas dari segala 

bentuk rekayasa keuangan dan munculnya kejahatan pada industri keuangan dan 

perbankan. Jatuhnya khman Brothers, Citicorp sekedar menyebut contoh, bahkan 

kasus terbaru yang mengemuka dan mengejutkan dunia perbankan adalah 

279 Adalah pendapatan bunga bersih atau merupakan perbedaan selisih bunga yang 
diterima dari kredit yang disalurkan dengan bunga yang dibayarkan kepada penabung atau 
deposan. Rumus untuk net interest margin adalah: Net intere.sz marbin (penerimaan bunga -bungs) 
= / aktiva rata-rata investasi marjin bunga bersih selalu dinyatakan sebagai persentase. Peter Collin 
Publishing, Llictionary of Clanking and l 'hnce ,  (Teddiigtong, 2000), hlm. 2006. 

280 Aslt Demirgu$-Kunt, Luc Laeven and Ross Levine, op.cil., hlm. 28. 
2"lbid 



'W r -uku bun~a piniaman antar bank yang mengacu pada T,ondon 

Trzterhaizk 08krec-l Hate (LBOR)~'~ yang diduga dilakukan oleh ~arc la~s .~ ' "  

Penelitian yang dilakukan oleh Jacob A. Bikker and Katharina ~ a a f * ~  

terhadap bank-bank di 23 negara industri khususnya Eropa menyimpulkan bahwa 

industri-industri yang banyak rnenggantungkan pada keuangan dari luar atau 

eksternal relatif menjadi lebih cepat pertumbuhannya dari pada sektor perbankan 

yang lebih terkonsentrasi sedangkan dampak konsentrasi perbankan secara 

keseluruhan atas pertumbuhan adalah negatif.2x5 

Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Jacob A. Bikker dan 

Katharina Haaf terhadap paradigma SC,'P diketahui yaitu tingginya konsentrasi 

pasar disebabkan oleh perilaku kolusif diantara bank-bank besar yang dihasilkan 

oleh perfoma pasar yang superior (besar), dan uji atau tes hipotesa efisiensi 

menunjukkan bahwa efisiensi bank besar dapat meningkatkan performa bankzg6 

Penelitian yang dilakukm oleh Clark terhadap 134 hasil penelitian 

mengenai tingkat ketercapaian economic of' scale dalam suatu transaksi Merger 

'=~ibor adalah acuan suku bunga bank yang semula diberlakukan hanya di wilayah 
London saja akan tetapi kemudian berkembang dan dijadikan acuan suku bunga pinjaman bank di 
banyak negara dengan basis lebih dari 10 mata uang. Lihat Goldbank, No. 7/I, edisi I5 Oktober- 
14 November 201 2, hlm. 61. 

'"~alam kasus ini dugaan memperrnainkan tingkat suku bunga dimana karyawan 
Barclays yang bertugas memasukkan data suku bunga dari beberapa bank besar di London dengan 
cara seolah suku bunga LIBOR turun atau lebih rendah pada saat hisis 2008 yang menimpa 
London yang seharusnya lebih tin& karena risiko yang tinggi. Terhadap kasus tersebut Barclays 
dijatuhi denda sebesar USD 455 juta. Lihat Gold Bank, Ibid 

2 8 4 ~ a ~ o b  A. Bikker dan Katharina Haaf, op.czt., hlm. 78. Peneilitian ini dilakukan terhadap 
Negara-negara di Eropa dan luar Eropa yaitu Arnerika, Kanada dan Jepang selama 10 (sepuluh) 
tahun. 

''' Thorsten Beck, Asly Dernirgiig-Kunt and Vojislav Maksimovic," Bank Competition 
and Accses to Finance,"Wotlrld Bank h m a l  of Fxonomic, (May 2003), hlm. 5. Lihat juga 
Cetorelli, Nicola, and Michele Gambera,"Banking Market Structure, Financial Dependence and 
Growth: International Evidence fi-om Industry Data.", .Journal of Finance 56, (2001), hlm. 617- 
648 

2x6~hid. 



2x7 output levels, there do not uppeur to economies scule. Merger pada lembaga 

keuangan dapat tercapai economic ofscule. Clark memberikan 4 (empat) si~npulan 

terhadap ada atau tidaknya economies scule dalam merger, yaitu: 

I .  overull economies ofscule uppeur to exist on& ut low level ouvut 
wifh diseconomies ofscale of' large oufpuf level. 

2. there is no consistent evidence ofglobal cf economies scope 
3. there is some evidence of' cost complementuries kroduct-specific 

economies of scope) in producfion 
4. these re.sult,s uppeur to he gener~llyrohu~st ucross the three type of 

insfifufion (commercial bank, savings and loan associafions und 
credjt union us well us ucross difserent &tu sets undproductund cost 
de$nil ion? d 

Merger bank antar negara bagian di Amerika dapat meningkatkan 

konsentrasi atas sumberdaya perbankan, ha1 tersebut karena merger mengurangi 

jumlah bank yang ada dan meningkatkan organisasi perbankan menjadi 

be~ar.~'%al tersebut terjadi berkenaan dengan anggapan bahwa merger akan 

mengurangi persaingan.2Y0 

Kajian yang dilakukan oleh Franklin R. ~dward?"dan George G .  

~oufinan~~~rnen~irn~ulkan bahwa terdapat korelasi yang sangat signifikan 

hubungan antara markef share (pangsa pasar) perbankan dengan performa bank 

2"~efiey A. Clark, "Estimation of Economies of Scale in Banking Using A Generailized 
Functional Form," (Journal rlfMoney, CZwredit and Bunking, Vol. 1 6, 1 994), hlm. Hlm. 53-68. 

28R~effrey A. Clark, "Economies Scale and Scope at Depository Financial 
Institution,"(Lco~iomic Review, Feredal Reserve Bank of Kansas City, September-Oktober 1988), 
hlm.16-33. 

283 Gabriel Hawawini dan ltzak Swary, Mergers and Aqcuitition in the T%S.~nclus~: 
Evidencefiom the Caprial Mmkets, (Israel, Morth Holand, Amsterdam, New York, Oxfors, 1990), 
hlm. 4. 

2901bid 
291 Franklin R. Edward, "Concentration in Banking and its Effect on Business Loan 

Rates," me Revic~clfEconomicandStati~stics, (August, Vol. 46, 1964), hlm. 294-300 
'" George G. Kaufman, "Bank Market Structure and Perfomance: the Evidence for 

lowa,"S~mrhem ~cononzic Joumtrl , (April, Vol. 32, 1 966), hlm. 429-439 



meskipun besarnya pengaruh murket shure terhadap keuntungan sangat keci I .  

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Douglas D. Evanoff dan Diana L. 

~ o r t i e r , ~ ' h e n ~ e n a i  dainpak entry harriers terhadap paradigma structure- 

c(1nduct-per-m.wnce dalam industri perbankan, dimana mereka menyimpulkan 

yaitu entry harriers meinil i ki pengaruh yang signifikan dalam paradigma 

structure-conduct-performance pada industri perbankan "in those market 

churucterized by signlficunt entry burriers, profits are also shown to he inj7uencc.d 

by murket structure us proposed hy the truditionul purud~gm. However, this efect 

is notpresent in murket with lower entry  harrier.^ '1 

Kajian yang dilakukan oleh Muliaman D. Hadad clan k a ~ a n - k a w a n ~ ~ ~  

antam lain menyirnpulkan bahwa kine rja suatu bank tidak terkait dengan struktur 

kepemilikan saham, akan tetapi secara empiris dalam beberapa kasus kinerja bank 

sedikit terkait dengan struktur kepemilikan. 

Berdasarkan kaj ian di atas maka struktur perforina dan perilaku (conciuct) 

dalam kontek industri perbankan di Tndonesia dapat dilihat yaitu melalui jumlah 

bank di Tndonesia pasca diberlakukannya Arsitektur Perbankan Tndonesia 

(selanjutnya disebut  APT)^'^ sampai bulan Oktober 2013 yaitu 120 Bank Umum 

yang terdiri dari bank pemerintah sebanyak 4 bank, Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa (BUSN Devisa) 35 bank, Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa 

- 

293 Douglas D. Evanoff dan Diana L. Fortier, "Reevaluation of Structure-Conduct- 
Performance Paradigm in Banking,".Jot~rm/ of Financial Services lteseacrh, (June, Vol 1, 1988) 
hlm. 277-294. 

294 Muliaman D. Hadad, Agus Sugiarto, Wini Purwanti, M Jony Hermanto, Bambang 
Irianto, "Kajian Mengenai Strukur Kepemilikan Bank di Indonesia", (Jakarta: September 2003), 
hlm. 13. 

295~rsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan kebijakan Bank Indonesia tahun 
2004 dalam menata dan menguatkan industri perbankan Indonesia sehingga dapat bersaing 
dikancah perbankan regional maupun intemasional. 



(BUSN Non Devisa) 30 bank, Bank Pernbangunan Daerah (BPD) 26 bank, Bank 

Campuran 14 bank, dan Bank Asing 10 bank dengan jumlah total kantor bank 

urnum sebanyak 1 8.1 1 4 sebagaimana terlihat pada Tabel 2. 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada bulan Oktober 201 3 berjumlah 1.639 

bank mengalan~i pengurangan dari periode yang salna yaitu Oktober 201 2 

sebanyak 1669 BPR sebagaimana terlihat pada Tabel 2, sedangkan Bank Umum 

Syari'ah (BUS) bulan Oktober 2012 sampai dengan Oktober 2013 tetap sama 

yaitu 1 1  BUS, sedangkan Unit Usaha Syari'ah (UUS) pada bulan Oktober 2012 

berjumlah 24 UUS mengalami penurunan pada Oktober 2013 yaitu menjadi 23 

UUS dan BPR syari'ah jumlahnya mengalami perkembangan dimana posisi bulan 

Oktober 2013 terdapat 156 BPR Syari'ah dan posisi bulan Oktober 2013 

sebanyak 160 BPR Syari'ah, akan tetapi pembukaan kantor cabangnya 

menunjukkan peningkatan, sebagaimana terlihat pada Tabel 3. 



Tabel 2 
Perkembangan Jurnlah Bank Umum dan Kantor Bank Umum 

Kelompok Bank 

Bank Persero 
Jumlah Bank Jumlah 
Kantor 

BUSN Devisa 
Jumlah Bank Jumlah 
Kantor 

BUSN Non Devisa 
Jumlah Bank Jumlah 
Kantor 

BPD - 
Jumlah Bank Jumlah 
Kantor 

Bank Carnvuran 
Jumlah Bank Jumlah 
Kantor 

Bank Asing 
Jumlah Bank Jumlah 
Kantor 

Total Jumlah Bank 
Jumlah Kantor 

Sumber: Statistik 

Sept 

4 
6.084 

36 
7.910 

30 
1.548 

26 
1.950 

14 
268 

10 
196 

120 
17.953 

Okt 

4 
6.165 

36 
7.944 

30 
1.554 

26 
1.987 

14 
268 

10 
196 

120 
18.1 14 

2013 
Mei 

4 
5.681 

36 
7.062 

30 
1.490 

26 
1.883 

14 
265 

10 
195 

120 
17.326 

Oktober 2013, 

Ags 

4 
6.008 

36 
7.875 

30 
1.532 

26 
1.919 

14 
268 

10 
196 

120 
17.798 

oleh peneliti). 

Juni 

4 
5.803 

36 
7.841 

30 
1.499 

26 
1.900 

14 
266 

10 
195 

120 
17.504 

hlm. 59 (diolah 

Jan 

4 
5.400 

36 
7.709 

30 
1.459 

26 
1.797 

14 
263 

10 
193 

120 
16.821 

Perbankan 

Juli 

4 
5.946 

36 
7.860 

30 
1.510 

26 
1.909 

14 
267 

10 
196 

120 
17.688 

kembali 

Maret 

4 
5.538 

36 
7.764 

30 
1.481 

26 
1.847 

14 
264 

10 
195 

120 
17.089 

Vol. 11. 

Feb 

4 
5.484 

36 
7.743 

30 
1.471 

26 
1.827 

14 
264 

10 
193 

120 
16.992 

Indonesia, 

April 

4 
5.505 

36 
7.778 

30 
1.488 

26 
1.871 

14 
264 

10 
195 

120 
17.191 

No. 11, 



Tabel 3 

Perkembangan Jumlah Bank Perkreditan Rakyat dan kantor BPR 

Surnber: Statistik Perbankan Indonesia, Vol. 12. No. 1, Desember 2013, hlm. 121. Diolah kembali oleh peneliti. 



Tabel 4 
Perkembangan dan Jaringan Bank Syari'ah 

Indikator 2013 
Jan Feb Maret Apr Mei Juni Juli Ags Sept Okt  

Bank Umurn Svariah 
CBUS) 
Jumlah Bank 
Jumlah Kantor 

Unit Usaha Svariah 

Jumlah Bank 23 23 23 23 23 23 24 24 24 25 

BPR Svariah 
Jurnlah Bank 
Jumlah Kantor 

I 1 
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia - Vol. 11, No. 11, Oktober 2013, hlm. 73. Di olah kembali oleh peneliti. 

Dalam peneilitian ini peneliti tidak memasukkan analisis perbankan syari'ah dikarenakan sarnpai saat ini 
belum ada merger antar Bank Syari'ah dan juga peraturan Bank Indonesia hanya mengatur tentang 
Merger bank umum. 



Perkembangan jumlah bank tersebut selama periode Januari 20 13 sampai 

dengan Oktober 2013 tidak mengalami perubahan akan tetapi justeru terjadi 

dengan pertumbuhan asset bank umumdan BPRsetiap tahunnya yang 

menunjukkan peningkatan. BPR periode Januari sampai Oktober 201 3 mengalami 

penurunan karena terjadi penutupan sejumlah BPR akan tetapi pertumbuhan 

jumlah kantor BPRnya mengalami kenaikan sebagaimana terlihat pada Table 2. 

Bank-bank Persero yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRT dan BTN 

per Deseinber 2009 asetnya di atas Rp. 50 triliun.''9eningkatan asset juga terlihat 

pada BUSN Devisadimana per Oktober 2013 terdapat 7 (tujuh) BUSN Devisa 

yang inemiliki antara Rp. 10 triliun sampai dengan Rp. 50 triliun dan 12 (dua 

belas) BUShT Devisa yang memiliki asset di atas Rp. 50 triliun. Sedangkan BUSN 

Non Devisa asset yang memiliki asset antara Rp. 1 triliun sampai dengan Rp. 1 0 

triliyun meningkat dari semula 15 (lima belas) pada Oktober 2012, menjadi 16 

(enam belas) BUSN Non Devisa pada Oktober 2013. Sedangkan peningkatan 

asset lainnya juga terjadi pada Bank Asing yaitu pada Oktober 2012 terdapat 2 

(dua) Bank Asing yang memiliki asset antara Rp. 1 triliun sampai dengan Rp. 10 

triliyun, tetapi per Oktober 2013 menjadi 4 (empat) Bank Asing. Peningkatan 

total asset juga terjadi pada BPD dimana per Oktober 2013 terdapat 14 (empat 

belas) BPD yang memiliki asset antara Rp. 1 triliun sampai dengan Rp. 10 

triliyun, dimana pada periode Oktober 2012 hanya terdapat 12 BPD ber asset total 

antara Rp. 1 triliun sampai dengan Rp. 10 triliun. Peningkatan tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 4 di bawah ini. 

29"tati~tik Perbankan Indonesia Vol. 1 1 No. 1 I, Oktober 20 13, hlm. 33. 



Jumlah total aset perkembangan bank umum menunjukkan bahwa asset 

Tabel 5 
Bank Umum Berdasarkan Pengelompokan Total Aset 

total bank asing mengalami peningkatan dalam pengumpulan asset pada periode 

Kelompok Bank 

Bank Persero 
BUSN Devisa 
BUSN Non 
Devisa 
BPD 
Bank Campuran 
Bank Asing 
Total 

Oktober 201 2 sampai September 201 3 akan tetapi mengalami sedikit penurunan 

pada Oktober 2013, ha1 tersebut juga terjadi dengan Bank Swasta dan BPD yang 

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Vol. 11. No. 11, Oktober 2013, hlm. 33. Diolah kembali oleh 
peneliti. 

menunjukkan trend penurunan meski tidak signifikan sebagairnana terlihat pada 

Oktober 2012 

Tabel 6 

Oktober 201 3 
< Rp. 1 
Triliun 

0 
1 
11 

0 
0 
0 
12 

Tabel 6 
Perkembangan Aset Total Bank Umum (dalam miliar rupiah) 

I / Mei Juni Juli AES ! S e ~ t  

Rp. 1 s.d 
10 

Triliun 
0 
18 
15 

13 
7 
4 
57 

<Rp. 1 
Triliun 

0 
I 
10 

0 
0 
0 
11 

! 
L-. ---- ----- ---- ---4 

Surnber: Statistik Perbankan Indonesia, ~01.71.  No. 1 I, Oktober 2013, hlm. 32. 

Rp. 10 
s.d 50 
Triliun 

0 
7 
2 

14 
8 
4 
35 

Rp. 1 s.d 
10 

Triliun 
0 
16 
16 

11 
7 
2 
52 

> Rp. 50 
Triliun 

4 
12 
1 

1 
0 
4 
22 

Rp. 10 
s.d 50 
Triliun 

0 
6 
2 

12 
8 
2 
30 

> Rp. 50 
Triliun 

4 
11 
1 

1 
0 
4 
21 



Pemgkaian total asset juga terjadi terjadi pada BPR, dimana pertumbuhan 

asset total BPR menujukkan peningkatan yang cukup signifikan yaitu pada 

periode Desember 20 1 1 terdapat 1.002 BPR yang memil iki asset di atas Rp. 1 0 

miliar, akan tetapi periode Juni 2012 meningkat menjadi 1.058 BPR yang 

memiliki asset di atas Rp. 10 miliar 



Tabel 7 
BPR Berdasarkan Pengelompokan Total Aset 

Total Aset I 

I 

~otbl  Aset BPR I 

; 

I 
I 
I 

I 
5 s d 10 Miliar 
ll I 

To al Aset BPR I i 
> 1/0 Miliar 1 

~odal I 

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia, Vol. 12 No. 1 Desember 2013, hlm.123 (diolah kembali oleh peneliti). 

i 

2013 
Nov 

14 

227 

270 

1.126 
1.637 

Okt 

10 

217 

261 

1.151 
1.639 

Des 

9 

213 

267 

1.14 
1.63!i 

S ~ P  

11 

225 

265 

1.140 
1.641 

Jul 

11 

229 

278 

1.123 
1.641 

Ags 

10 

230 

269 

1.132 
1.641 



D. Kewajiban Modal Minimum Bank 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ( K P M M ) ~ ~ ~  diperlukan bagi 

bank. Kewajiban itu diperlukan dalarn rangka rnenciptakan sistern perbankan 

yang sehat, dan marnpu berkernbang serta bersaing secara nasional maupun 

intemasional, struktur, persyaratan, dan perhitungan kecukupan modal bank 

perlu disesuaikan dengan standar internasional yang berlak~,~" dengan dernikian 

perhitungan kecukupan modal perlu disesuaikan sehingga tidak hanya mampu 

menyerap potensi kerugian yang timbul dari risiko kredit, risiko pasar dan risiko 

operasional, namun juga dari risiko lain yang material seperti risiko konsentrasi 

kredit, risiko subu bunga dalam banking book, dan risiko l k ~ i d i t a s . ~ ~ ~  

'"peraturan Bank lndonesia Nomor 1011 5/PBl/2008 tentang Kewajiban Penyediaan 
Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 135, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4895). Berdasarkan Peraturan Bank 
lndonesia Nomor 1411 8lPB112012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 261 DPNP 135 tanggal 28 November 
2012 (PBI KPMM 1412012) maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBU2008 tentang 
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2008 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4895) 
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 

298~ihat pertimbangan huruf a PBI KPMM 141201 2. Standar internasional yang menjadi 
acuan dalam penyesuaian ini adalah "lnlernalional Convergence of Capilal Memremenl and 
Capilal S l d d s :  A llievised l.i.amework" atau yang lebih dikenal Base1 11. Dokumen Base1 I1 
mensyaratkan Bank untuk mengembangkan Internal Capital A d e p a ~ y  AsseLs,vment Process 
(lCAAP).Selanjutnya Bank lndonesia melakukan Supervisory Review and Evaluation Process 
(SREP) terhadap kecukupan ICAAP yang dilakukan Bank untuk memastikan tingkat permodalan 
Bank memadai dan sesuai dengan profil risikonya. Lihat Penjelasan Umum (PBI KPMM 
14120 12). 

Pasal 1 angka 7 PBI KPMM 14/20 12 lnlernal C'apiral Adequacy Assessmenl Process 
(ICAAP). yaitu proses untuk menetapkan kecukupan modal yang sesuai dengan profil risiko 
Bank sebagai bagian dari peningkatan efektivitas praktek manajemen risiko di Bank. 

Pasal 1 angka 8 PBI KPMM 14/20 1 2Supervz.scny Review m d  Evaluation Process yang 
selanjutnya disingkat SREP adalah proses kaji ulang yang dilakukan oleh Bank lndonesia atas 
hasil ICAAP Bank. 

Sebagai perbandingan penjelasan, pada PBI 10115 KPMM dijelaskan yaitu selain Basel 
11 sebagai acuan, juga terdapat International Acccnmting Standard (IAS) yang diadopsi dalam 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yaitu antara lain IAS 39 yang diadopsi dalam 
PSAK No. 55. Lihat Penjelasan Umum PBl 10115 KPMM. Akan tetapi dengan terbitnya PBI 
KPM M 141201 2 maka ketentuan tersebut tidak diberlakukan lagi. 

299 Lihat bagian pertimbangan huruf b PBI KPMM 14120 12 



s tas usaha dan rlsiko hank serta *nenerapan 
. . Perkembangan ko~n~lek i 

pengawa.san berbasis risiko, maka Bank harus melakukan penilaian atas profil 

risiko yang dimiliki dan tingkat kecukupan modal untuk mengantisipasi potensi 

kerugian atas eksposur risiko tersebut serta tetap memenuhi kewajiban 

penyediaan modal minimum yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan yang 

ber~aku."'~' Sejalan dengan dinamika perekonomian dan sistem keuangan global 

serta dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan nasional, diperlukan 

alokasi sejumlah dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar 

negeri untuk ditempatkan ke dalam aset keuangan tertentu."' 

Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil reisiko302 dengan 

mempergmakan rasio KPMM."O" Apabila Bank lndonesia menilai suatu bank 

menghadapi potensi kerubrian maka Bank lndonesia benvenang menetapkan 

modal minimum lebih besar dari modal minimum yang ditetapkan dalam PBT 

KPMM 1 4/20 1 2 sebagai beri k~t :" '~  

1 .  8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk 

Bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu); 

2. 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari 

ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua); 

3. 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 1 1 % (sebelas persen) dari 

"'kihat bagian pertimbangan huruf c PBI KPMM 1412012 
3U1 Lihat bagian Pertimbangan huruf d PBI JSPMM 1412012. 
"2~rofil risiko adalah profil risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank 

lndonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum. Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (1 ) 
PBI KPMM 1412012. 

"O"~enje1asan Pasal 2 Ayat (2)0, yang dimaksud dengan "rasio K P W  adalah 
perbandingan antara modal Bank dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). 

pasal 2 ayat (I ) ,  (2), (3), (4) PBl KPMM 141201 2 



ATMRuntuk Bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga); 

4. 11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari ATMR 

untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima). 

Ketentuan modal minimum berdasarkan ketentuan PBT KPMM 14/2012 

lebih tinggi dibandingkan ketentuan modal minimum sebagaimana diatur dalarn 

PBT 1011 5 KPMM yang hanya mewajibkan Bank menyediakan  nodal minimum 

sebesar 8% (delapan persen) dari asset tertimbmg menurut resiko (ATMR)."' 

Perhitungan modal tersebut merupakan salah satu aspek mendasar dalam 

pelaksanaan prinsip kehati-hatian (prudenlial principles), di mana modal 

berperan sebagai penyangga untuk menyerap kerugian timbulnya berbagai 

risiko. Bank yang memiliki kantor pusat di Tndonesia maka modal yang harus 

tersedia adalah modal inti (tier I), modal pelengkap (tier 2) dan modal 

pelengkap tambahan (tier 3), setelah memperhitungkan faktor-faktor tertentu 

yang menjadi pengurang modal."' Faktor pengurang modal inti 

yaitu:307~odwill, aset tidak berwujud lainnya, atau faktor pengurang modal inti 

lainnya yaitu308 

1. penyertaan Bank, yang meliputi: 
a. seluruh penyertaan Bank kepada Perusahaan Anak kecuali penyertaan 

modal sementara dalarn rangka restrukturisasi kredit; 
b. seluruh penyertaan kepada perusahaan atau badan hukurn dengan 

kepemilikan Bank lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% 
(lima puluh persen) namun Bank tidak memililu Pengendalian; 

c. seluruh penyertaan kepada perusahaan asuransi; 

 set tertimbang menurut risiko (ATMR) mencakup ATMR untuk Risiko Kredit, 
ATMR untuk Risiko Pasar, dan ATMR untuk Risiko Operasional. Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat 
(1) PBI 10115 KPMM 

30d~asal 5 ayat (1)  PI31 KPMM 14f2012 
3u7 Pasal 14 PI31 KPMM 1412012 
"O" Pasal2 1 PBT KPMM 14120 1 2 



dal (shorMull) dari pemenuhan tingkat rasio solvabilitas 
minimum (1Cisk Based (~apitallRBC minimum) pada perusanaim astmmsk 
yang dimiliki dan dikendalikan oleh Bank; dan 

3. eksposur sekuritisasi. 

Modal inti tersebut paling kurang adalah 5% (liina persen) dari ATMR 

bai k secara individual maupun secara konsolidasi dengan per usahaan anak. 

Modal inti tersebut terdiri dari modal disetor, cadangan tambahan modal 

(disclored reserve) dan modal inovatif (innowive cupilal in,~rrumenr).'~' 

Bank yang merniliki danlatau rnelakukan pengendalian"O terhadap 

perusahaan anak, maka kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 PBT KPMM 1412012 berlaku juga bagi Bank baik 

secara individual maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.Bank 

dilarang melakukan distribusi laba3' ' apabila distribusi laba dimaksud 

mengakibatkan kondisi permodalan Bank tidak memenuhi ketentuan KPMM 

tersebut di atasS3'* 

Perusahaaan anak dalam aturan KPMM ini oleh Bank Indonesia diatur 

lebih jelas dan rinci yaitu sebagi b e r i k ~ t : ~ ~ ~  

1. Perusahaan subsidiari (Subsidiary (kmpany) yaitu perusahaan anak dengan 
kepemilikan bank lebih dari 50% (lima puluh persen); 

2. Perusahaan Partisipasi (Parlicipalion Company) adalah perusahaan anak 
dengin kepemilikan bank sebesar 50% (lima puluh persen) atau kurang, 
nam un bank mein iliki pengendalian terhadap perusahaan; 

3. Perusahaan denban kepemilikan bank lebih dari 20% (dua puluh persen) 
sampai dengan 50% (lima puluh persen) yang memenuhi persyaratan yaitu: 

30"asal 7 ayat (1), (2) PBI KPMM 1412012. 
31U~asal 1 angka 5 PBI KPMM 1412012 Pengendalian adalah pengendalian sebagaimana 

diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi dan publikasi Olaporan Bank. 
111 Distribusi laba adalah antara lain pembayaran deviden dan pembayaran bonus 

kepada pengurus (management fee). Lihat penjelasan Pasal 4 PBI KPMM 141201 2. 
"' Pasal3, Pasal4 PBl KPMM 1412012 
313~asal 1 angka 4 PBI KPMM 141201 2 



. . 
- - - - - - - - - v k  dan para pi hak lainny a pada perusahaan anak adal ah 

masing-masing sama besar; clan 
2) masing-masing pernilik rnelakukan pengendalian secara bersatna terhadap 

perusahaan anak; 
4. Entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku wajib 

dikonsolidasikan, namun tidak terrnasuk perusahaan asuransi dan perusahaan 
yang dimiliki &lam rangka restrukturisasi kredit. 

1 Bank dalam memenuhi kewajiban modal minimum sebagaimana diatur 

1 pada Pasal 2 dan Pasal 3 PBI KPMM 14/20 12 tersebut di atas wajib memiliki 

1 Inhrnrrl C,'upitul Adequcy Asse,s.sment Process (TcAAP)"~ yang disesuaikan 

1 dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank, dimana TCAAP 

1 paling kurang r n e n c a k ~ ~ : ' ~ ~  

1 a. pen~r;twasan aktif Dewan Komisaris dan ~ireksi;"' 

b. penilaian kecukupan 

c. pemantauan dan pelaporan; dan3IR 

d. pengendalian internal. ICAAP tersebut wajib di dokumentasikan oleh 

314 Pasal 1 angka 7 PBI KPMM 1412012, ICAAP adalah proses yang dilakukan Bank 
untuk menetapkan kecukupan modal sesuai dengan profil risiko Bank, dan penetapan strategi 
untuk memelihara tingkat permodalan. 

315~asal 42 ayat (I), (2), (3) PBI KPMM 1412012 
316~engawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi meliputi antara lain memahami sifat 

dan tingkat risiko yang dihadapi Bank, menilai kecukupan kualitas manajemen risiko, dan 
mengaitkan tingkat risiko dengan kecukupan modal yang dimiliki ~ank.~enjelasan Pasal42 ayat 
(2) huruf a PBI KPMM 14120 12 

"'~enilaian kecukupan modal meliputi antara lain proses yang mengaitkan tingkat 
risiko dengan tingkat kecukupan modal Bank dengan mempertimbangkan strategi dan rencana 
bisnis Bank. Lihat penjelasan Pasal42 ayat (2) Huruf b PBI KPMM 1412012, 

3111 Pemantauan dan pelaporan meliputi antara lain sistem pemantauan dan pelaporan 
eksposur risiko serta dampak pehbahan profil risiko terhadap kebutuhan modal Bank. Lihat 
penjelasan P a d 4 2  huruf c PBI KPMM 1412012 

"9~engendalian internal meliputi antara lain kecukupan pengendalian internal dan kaji 
ulang. l lKaji ulang dilakukan oleh pihak internal Bank yang memiliki kompetensi memadai dan 
independen terhadap proses penetapan kecukupan modal.Lihat Penjelasan Pasal 42 ayat (2) 
huruf d PBI KPMM 1412012. 



l b k h d m a i a  melakukan kaji ulang atau Supervisory Review und 

fivuluution Process (SREP) terhadap ICAAP dan hasil SREP yang dilakukan 

oleh Bank Indonesia tersebut, maka Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk 

memperbai ki ICAAP. Apabi la terdapat perbedaan hasi l perhitunganmodal sesuai 

profi l risiko antara hasi l self u,s.se.s.sment bank hasi l SREP, maka perhitungan 

modal yang berlaku adalah hasil SREP.~~"  

Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/37/DPNP, tanggal 27 Desember 

201 2 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai profil risiko dan 

pemenuhan capital eq uivulency muinruined usset (CEMA) selanj utnya disebut 

SEBT KPMM-CEMA mnegatur lebi h teknis terhadap TCA AP, antara lain 

kormponen TCAAP yang harus dimiliki oleh Bank paling kurang mencakup: "' 
1.  Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan ~ i r e k s i ; " ~ ~  

2. Penilaian kecukupan 

"?Pam1 1 angka 8.Pasal43, dan Pasal44 ayat (1) PBI KPMM 1412012. 
"'~ihat Ketentuan II.A.2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 14137/DPNP, tanggal 27 

Desember 2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan 
Pemenuhan C,'aprtal F4uivalen~y Maintained Asset (CEM A). S EB l KPM M-CEM A 

"2 Tanggmg jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam ICAAP antara lain adalah: 
a. memahami sifat dan tingkat risiko yang dihadapi oleh Bank, menilai kecukupan kualitas 

manajemen risiko, dan mengaitkan tingkat risiko dengan kecukupan modal yang dimiliki 
Bank untuk mengantisipasi risiko-risiko yang dihadapi dan untuk mendukung rencana bisnis 
serta rencana strategis Bank di masa mendatang; dan 

b. memastikan t e r l a k s a n a n y a l C A A P s e c a r s k o n s i s t e n d a n t e ~ i v i t a s  operasional 
Bank. 

"' Dalam pelaksanaan penilaian kecukupan modal, bank antara lain wajib memiliki 
kebijakan dan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa seluruh risiko telah 
diidentifikasi, diukur, dan dilaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris dan Direksi. 
Selain itu Bank wajib memiliki metode dan proses dalam melakukan penilaian kecukupan 
permodalan dengan mengaitkan tingkat risiko dengan tingkat permodalan yang dibutuhkan untuk 
menyerap potensi kerugian dari risiko dimaksud. Hasil pengukuran risiko dan perhitungan 
tingkat permodalan yang dibutuhkan, termasuk metode dan asumsi yang digunakan wajib 
didokumentasikan. 

324 Dalam proses pemantauan dan pelaporan, Bank wajib memiliki sistem informasi 
yang memadai untuk memantau dan melaporkan eksposur risiko serta mengukur dampak 



4 P e n w n  internal.- 125 

Bank yang tidak memenuhi ketentuan modal minimum sesuai profil 

risiko sebagiimana diatur pada Pasal 2 dan Pasal 3 PBL KPMM 1412012, maka 

Bank Lndonesia meminta Bank ~ n t u k : ~ ~ ~  

a. menyedialcan tambahan modal agir memen& modal minimum sesuai 

profil risiko 

b. memperbaiki kualitas proses manajemen risiko, danlatau 

c. menurunkan eksposur risiko. 

Apabila menurut Bank Indonesia terdapat kecenderungan penurunan 

modal Bank yang berpotensi menyebabkan modal Bank berada di bawah 

kewajiban penyediaan minimum, Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk 

melakukan antara 

1. peinbatasan kegiatan tertentu 

2. pembatasan pembukaan jaringan kantor, danlatau 

3. pembatasan distribusi modal. 

A M  yang dipergunakan dalam perhitungan modal miniinurn 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) PBT KPMM 1412012 terdiri 

1. ATtvR untuk risiko kredit; 

perubahan profil risiko terhadap kebutuhan modal Bank. Laporan disampaikan secara berkala 
kepada Dewan Komisaris dan Direksi. 

325 Dalam pelaksanaan pengendalian internal, Bank wajib memiliki sistem pengendalian 
intern yang memadai untuk memastikan keandalan dari ICAAP yang diimplementasikan serta 
melakukan kaji ulang ICAAP secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu- 
waktu sesuai kebutuhan Bank. 

"' Pasal44 ayat (2) PBI KPMM 1412012 
'27 Pasal45 PBI KPMM 14120 12 
328~asal 26 PBI KPMM 141201 2 



2. ATMR untuk risiko operasional; dan 

3. ATMR untuk risiko pasar, 

Risiko pasar hanya wajib diperhitungkan oleh Bank yang rnemenuhi 

kriteria sebapjyii b e r i k ~ t : ~ ~ "  

a. Bank yang secara indwidual memenuhi salah satu kriteria yaitu: 
1. Bank dengan total asset sebesar Rp. 10.000.000.000.000 (sepuluh trilyun 

rupiah) atau lebih; 
2. Bank devisa dengan posisi instrument keuangan berupa surat berharga 

danlatau transaksi derivative dalarn trading book sebesar Rp. 
20.000.000.000 (dua puluh miliar) atau lebih; 

3. Bank bukan devisa dengan posisi instrument keuangan berupa surat 
berharga danlatau transaksi derivative suku bunga dalam tradmg book 
sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) atau lebih 

b. Bank yang secara konsolidasi dengan perusahaan anak rnemenuhi salah satu 
kriteria sebagai berikut: 
1.  Bank devisa yang secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memiliki 

posisi instrumen keuangn berupa surat berharga termasuk instrumen 
keuangan yang terekspos risiko ekuitas dan/atau transaksi derivatif dalarn 
Trading Book danlatau instrumen keuangan yang terekspos risiko 
komoditas dalam Ilhading Book dan Banking Book sebesar Rp 
20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih; 

2. Bank bukan Bank devisa yang secara konsolidasi dengan Perusaham Anak 
memiliki posisi instrumen keuangan berupa surat berharga termasuk 
instrumen keuangan yang terekspos risiko ekuitas dan/atau transaksi 
derivatif dalam Trading Book danlatau instrumen keuangan yang terekspos 
risiko komoditas dalam Truding Rook dan Bunking Rook sebesar 
Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau lebih. 

c. Bank yang memiliki jaringan kantor danlatau Perusahaan Anak di negara lain 
maupun kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. 

Bank yang setelah merger memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28 PBT KPT'vfM 141201 2, paling kurang pada 3 (tiga) periode 

pelaporan bulanan dalarn 6 (enam) bulan pertama setelah merger dinyatakan 

efektif wajib memperhitungkan Risiko Pasar dalam perhitungan rasio KPT'vfM 

sejak bulan ke 7 (tujuh) setelah merger, konsolidasi, atau akuisisi 

- - 

32"asa1 28 PBI KPMM 1412012 



dinYatakanefektif."'O Bank yang telah memenuhi kriteria sebagaimana tersebut 

pada Pasal28 dan Pasal3 1 PBI KPMM 14/20 12 wajib memperthltungkan risiko 

pasar dalam kewajiban penyediaan modal minimum meskipun selanjutnya bank 

tidak memendu kriteria dimaksud." " 
Modal pelengkap hanya dapat diperhitungkan paling tingb~ sebesar 100% 

(seratus persen) dari modal inti.332 ~ o d a l  pelengkap tambah~in'~~ dapat 

digunakan sepanjang memenuhi kriteria yaitu hanya digunakan untuk 

memperhitungkan risiko pasar, dan tidak melebihi 250 % (duaratus lima puluh 

persen) dari bagian modal inti yang dialokasikan untuk memperhitungkan risiko 

pasar,'34 serta jurnlah modal pelengkap dan modal pelengkap tambahan paling 

tingb".ebesar 100% (seratus per seratus) dari modal inti. 

- 

330~asal 3 1 PBI KPMM 14/2012 
"' ~ a s a l 3 2  PBI KPMM 1412012 
""20dal pelengkap terdiri dari modal pelengkap level atas (upper fier 2); dan Modal 

pelengkap level bawah (lowertier 2). LihatPasal 15 ayat (I), (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf PBI 
KPMM 14/2012. 

""asal22 ayat (I), (4) PBT KPMM 14/2012 menguraikan, Modal pelengkap tambahan 
(tier3) meliputi: 

a. Pinjaman subordinasi atau obligasi subordinasi jangka pendek; 
b. Modal pelengkap yang tidak dialokasikan untuk rnenutup beban modal untuk risiko 

kredit danlatau beban modal untuk risiko operasional namun memenuhi syarat 
sebagai modal pelengkap (unusedbut eligible tier 2); dan 

c. bagian dari modal pelengkap level bawah (lowerfier 2) yang rnelebihi batasan modal 
pelengkap level bawah (lowertier 2). 

""4Pasal 1 angka 10 PBI KPMM 1412012. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca 
dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari 
kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. 



Modal bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luarnegeri 

terdiri a t a ~ : ~ ~ ~  

I ,  dana usaha; 

2. laba ditahan dan laba tahun lalu setelah dikeluarkan pengaruh faktor-faktor 

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 1 ayat (2); """ 

3. laba tahun berjalan sebesar 50% (limapuluh per seratus) setelah dikeluarkan 

pengaruh faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2); 

4. cadangan umurn modal; 

5. cadangan tuj uan modal; 

6. revaluasi aset tetap dengan cakupan dan perhitungan nsebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat (1 ) huruf c ; ~ ~ ~  dan 

7. cadangan umum penyisihan penghapusan aset F A )  atas aset produktif 

dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam IlPasal 1 7 ayat (1 ) huruf 

d,"'setelah memperhitungkan faktor-faktor yang menjadi pengurang modal 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (1 ) huruf b, Pasal 14, dan Pasal 

2 1. 

" 5  ~ a s a l 6  ayat (1) PBI KPMM 1412012 
""engaruh fkktor-faktor tersebut sebagai berikut: 

a. perhitungan pajak tangguhan (deferred tax); 
b. selisih nilai revaluasi aset tetap; 
c. peningkatan nilai wajar aset tetap; 
d. peningkatan atau penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan; d d a t a u  
e. keuntungan atas penjualan aset dalam transaksi sekutitisasi (gain on sale). 

337 revaluasi aset tetap, yang mencakup: selisih nilai revaluasi aset tetap yang sebelumnya 
telah diklasifikasikan ke saldo laba, sebesar 45% (empat puluh lima persen); dan peningkatan nilai 
wajar atas aset tetap yang belum direalisasi yang sebelumnya telah diklasifikasikan ke saldo laba. 
sebesar 45% (empat puluh lima persen) 

33R cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk dengan jumlah paling 
tiWi sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari ATMR untuk Risiko Kredit. 



Perhitungan dana usaha sebagai komponen modal sebagaimana dilakukan 

sebagai berik~t:'~' 

a. dalam ha1 posisi dana usaha yang sebenarnya (ucruul dana flusaha) lebih besar 

dari dana usaha yang dinyatakan (declared dana usaha), maka yang 

diperhitungkan adalah dana usaha yang dinyatakan. 

b. dalam ha1 posisi dana usaha yang sebenamya lebih kecil dari dana usaha yang 

dinyatakan, maka yang diperhitungkan adalah dana usaha yang sebenarnya. 

c. dalam ha1 posisi dana usaha yang sebenarnya negatif, maka ju~nlah tersebut 

merupakan faktor pengurang komponen modalsebagaimana dimaksud pada 

pasal 6 ayat (1 ) pbi kpmm 14/20 1 2. 

Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri waiib 

memenuhi modal minimum sesuai profil risiko dan CEMA"" dari dana usaha 

yang besarnya adalah 8% (delapan persen) dari total kewajiban bank setiap bulan 

dan paling sedi kit Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu trili un rupiah) wajib dipenuhi 

dan ditempatkan paling lambat tanggal 6 bulan berikutnya."' Kewajiban 

pemenuhan CEMA tersebut paling lambat bulan Juni 2013 dan apabila pada bulan 

Juni 2013 CEMA minimum kurang dari Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun 

rupiah) maka wajib dipenuhi pada bulan Desember 201 7."' 

339 Pasal6 ayat (2) PBI KPMM 1412012 
340~asal 1 angka 6 PBI KPMM 14120'12.1 ICEMA adalah alokasi dnna usaha kantor 

cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang wajib ditempatkan pada aset keuangan 
dalam jumlah dan petsyaratan tertentu. 

341~asal 24 ayat (I), (2), (3), (4), (9, (6) PBI KPMM 14120.12. 
342~asal 59 ayat (I), (2) PBL KPMM 1412012. Lihat Bagian lll SEBl KPMM-CEMA 

angka 3 yang menjelaskan yaitu pemenuhan CEMA minimum sebagaimana dimaksud pada angka 
3 1 ldilakukan melalui tahapan implementasi sebagai berikut: 

a. Seluruh kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib 
memenuhi CEMA minimum sebesar 8% (delapan persen) dari total kewajiban 
bank paling lambat posisi bulanJuni 201 3. 



pada Pasal 2 dan Pasal 3 PBT KPMM 14/2012 untuk perta~na kali menggunakan 

peringkat profil risiko posisi bulan Desernber 2012. Kewajiban pe~nenuhan modal 

minimum sesuai profil risiko ditetapkan sebagai berikut: u"' 

a. pemenuhan modal minimum posisi bulan Maret sampai Udengan bulan 

Abwstus didasarkan pada peringkat profil risiko Uposisi bulan Desember 

tahun sebelumnya; 

b. pemenuhan modal minimum posisi bulan September sampai ndengan bulan 

Februari tahun berikutnya didasarkan pada nperingkat profil risiko posisi 

bulan Juni; 

c. dalam ha1 terjadi perubahan peringkat profil risiko diantara nperiode 

penilaian profil risiko, maka peinenuhan inodal minimum didasarkan pada 

peringkat profil risiko terakhir. 

Bank-bank yang lnelanggar ketentuan pemenuhan kewajiban penyediaan 

modal minimum, maka Bank Tndonesia akan menjatuhkan sanski adininistratif 

mtara lain? 

1. teguran tertulis; 

2. larangan transfer laba bag kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar 

negeri; 

b. Dalam ha1 CEMA minimum sebesar 8% terhadap rata-rata total I lkewajiban lebih 
kecil dari Rpl Triliun sejak posisi bulan Juni 2013 sampai dengan posisi bulan 
November 2017, kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri tetap 
wajib memenuhi CEMA minimum sebesar 8% (delapan persen) dari total 
kewajiban bank. 

c. Kewajiban pemenuhan CEMA minimum paling sedikit Rpl Triliun bagi kantor 
cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada 
huruf b, berlaku sejak posisi bulan Desember 2017. 

"' Pasal60 PBI KPMM 1412012 
344 Pasal52 PI31 KPMM 1412012 



-I -a tertentu; 

4. larangan pelnbukaan jaringan kantor; 

5. penurunan tingkat kesehatan Bank; danlatau 

6. pencantuman pengurus danlatau peinegang saham Bank dalam daflar orang 

yang dilarang inenjadi peinegang saham dan pengurus Bank. 

Bank Tndonesia dalarn menilai suatu Bank mengalami kesul itan yang dapat 

membahayakan usahanya, dapat mengambil langkah-langkah yaitu melalkukan 

pengawasan intensif dan pengawasan khusus. Suatu Bank masuk dalam 

pengawasan intensif apabila berpotensi mengalami kesulitan dalam usahanya 

dengan memenuhi salah satu kriteria sebagai b e r i k ~ t : ~ ~ '  

memiliki predikat kurang sehat atau tidak sehat dalam penilaian tingkat 
kesehatan Bank; 
merniliki permasalahan aktual dan atau potensial berdasarkan penilaian 
terhadap k e s e l d a n  risiko (composire risk); 
terdapat pelampauan dan atau pelanggaran Batas Maksimum Pemberian 
Kredit dan menurut penilaian Bank lndonesia langkah-langkah penyelesaian 
yang diusulkan Bank dinilai tidak dapat diterima atau tidak mungkin dicapai; 
terdapat pelanggaran Posisi Devisa Neto dan menurut penilaian Bank 
Indonesia langkah-langkah penyelesaian yang diusulkan Bank dinilai tidak 
dapat diterima atau tidak mungkin dicapai; 
memiliki rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah sama dengan atau lebih 
besar dari rasio yang ditetapkan untuk Giro Wajib Minimum Bank, namun 
Bank dinilai mengalami permasalahan likuiditas yaw mendasar; 
dinilai memiliki permasalahan profitabilitas yang mendasar; 
memiliki kredit bermasalah (non-performing loan) secara net0 lebih dari 
5% (lima perseratus) d m  total kredit. 

Bank Tndonesia dalam rangka pengawasan intensif tersebut dapat meminta 

bank melakukan tindakan-tindakan antara lain:346 

345 Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank lndonesia Nomor 61 9 /Pbi/2004 Tentangl ITindak 
Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank 

346 Pasal2 ayat (3) Peraturan Bank lndonesia Nomor 61 9 /Pbi/2004 Tentangl ITindak 
Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank 



a. melaporkan hal-ha1 tertentu kepada Bank Tndonesia; 

b. rnelakukan peningkatan frekuensi pengkinian dan penilaian rencana kerja 

(business plan) dengan pen yesuaian ter hadap sasaran yang akan dicapai ; 

c. menyusun rencana tindakan (action plan) sesuai dengan perrnasalahan yang 

di hadapi; 

d. rnenempatkan pengawas dan atau pemeriksa Bank Tndonesia pada Bank (on- 

site supervisory presence), apabi l a diperl ukan. 

Pengawasan khusus terhadap suatu bank dilakukan oleh Bank Tndonesia 

dengan apabila hasil penilaian Bank Tndonesia menunjukkan adanya bank 

mengalami kesulitan yang flmembahayakan kelangsungan usahanya, dengan 

syarat bank tersebut memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria sebagai berikut: 347 

1. rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan 

perseratus); 

2. rasio Giro Wajib Minimum (GwM)"~~ dalam rupiah kurang dari rasio yang 

d.itetapkan untuk Giro Wajib Minimum Bank, dengan perkembangan yang 

memburuk dalam waktu singkat atau berdasarkan penilaian Bank Tndonesia 

mengalami pertnasalah likuiditas yang mendasar. 

347 Pasal 5 - ayat (I), (2) Peraturan Bank lndonesia Nomor 61 9 /PB1/2004 
tentangl ITindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank 

"' Giro Wajib Minimum adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh 
Bank yang hams dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia 
yang besarnya ditetapkan oleh Bank lndonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. Lihat Pasal 1 
an& 9 Peraturan Bank lndonesia Nomor 1517lPBY2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Bank lndonesia Nomor 12/19/PB1/2010 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank 
lndonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing (selanjutnya disebut PBI Giro Wajib Minimum 201 3), 
tanggal 26 September 2013. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 153 DKM. 

Bank wajib memenuhi Giro Wajib Minimum Primer dalarn rupiah sebesar 8% dari DPK 
rupiah. Lihat Pasal 2 huruf a PBI Giro Wajib Minimum 2013. 



Bank Tndonesia mengumumkan bank yang ditetnpatkan dalam 

pengawasan khusus yang:34' 

a. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minilnuin satna dengan atau 
kurang dari 6% (enam persen); 

b. memiliki rasio Kewajiban Penyedaan Modal Minimum lebih dari 6% (enarn 
persen) dan kurang dari 8% (delapan persen) dan tidak tnengajukan rencana 
perbaikan permodalan; 

c. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum lebih dari 6% (enam 
persen) dan kurang dari 8% (delapan persen) dan tidak melaksanakan rencana 
perbaikan permodalan; 

d. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum lebih dari 6% (enam 
persen) dan kurang dari 8% (delapan persen) dan Bank lndonesia tidak 
menyetujui revisi rencana perbaikan permodalan; danlatau 

e. diberikan erpanjangan jangka w a .  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (2).'5 B 

Pengumuman ini merupakan transparansi dari kebijakan Bank Tndonesia 

sebagai bagian dari akuntabilitas publik terhadap pelaksanaan tugas mengatur dan 

mengawasi bank yang dilakukan oleh Bank Tndonesia sehingga inasyaratakat 

dapat mengetahui kesulitan yang sedang dialami suatu Bank untuk tnenghindari 

timbulnya kepanikan masyarakat dalarn menyikapi krisis keuangan dan dalam 

upaya menjaga stabil itas sistem keuangan secara kesel ~ruhan.'~' 

349 Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bank lndonesia Nomor: 10/ 27 /PBl /2008 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/9/PBV2004 tentang Tindak Lanjut 
Pengawasan dan Penetapan Status Bank 

350~ank dan atau pemegang saham dari Bank yang ditetapkan dalam pengawasan khusus 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib melakukan tindakan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (3) untuk pencapaian rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan atau 
Giro Wajib Minimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam jan& waktu: a. selambat- 
lambatnya 6 (enam) bulan untuk Bank yang telah terdaftar di pasar modal; b. selambat-lambatnya 
3 (tiga) bulan untuk Bank yang tidak terdaftar di pasar modal atau kantor cabang bank asing, sejak 
tanggal dikeluarkannya perintah tertulis dari Bank lndonesia. (2) Jangka waktu sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 
3 (tiga) bulan. Lihat Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/ 9 PBV2004 tentang Tindak 
Lanjut Pen rawasan dan Penetapan Status Bank 

"'Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia -Nornor: 10/ 27 /PBI/2008 
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank lndonesia Nomor: 6/9/PB1/2004 tentang Tindak 
Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank 



Tabel 8 
Kinerja Bank Umum Konvensional (dalam miliar rupiah) 

Keterangan 2013 

Juli Agustus September Oktober 
Rasio Pemenuhan Kecukupan Modal Minimum (%) 18,08 18,02 18,11 18,48 
- Modal 576.547 582.716 601.394 612.646 
- ATMR 3.1 88.076 3.234.414 3.320.806 3.315.371 

Rasio Modal Inti terhadap ATMR (%) 
- Modal Inti (Tier 1) 
- ATMR 

ROA (%) 3,OO 3,03 3,06 3.09 
- Laba sebelum pajak 126.133 128.398 130.653 132.679 
- Rata-rata total aset 4.203.757 4.230.746 4.269.024 4.296.687 

BOP0 (%) 74,14 
- Biaya Operasional 202.408 
- Pendapatan Operasional 273.01 1 

NIM (%) 
- Pendapatan bunga bersih 
- Rata-rata total aset produktif 

LDR (%) 
- Total Kredit kepada pihak ketiga bukan Bank 
- Total Dana Pihak Ketiga 

Rasio Aset Likuid (%) 
- Aset Likuid Primer 
- Aset Likuid Sekunder 
- Total Aset 

November 
18,72 
633.538 
3.383.646 

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia - Vol. 12, No. I, Desember 2013, hlm. 25. Diolah kembali oleh peneliti 



Rata-rata tingginya biaya operasional terhadap pendapatan operasional 

(BOP0)perbankan nasional dalam kurun 6 (enam) bulan terakhir sebesar 75.17% 

~nerupakan yang tertinggi di ASEAN yang rata-rata BOPO nya sebesar antara 

40%-60%. Hal tersebut mengindikasikan perbankan nasional belum efisiensi. 

Akan tetapi ha1 tersebut sudah merupakan suatu penurunan yang tajam sekali 

dibandingkan tahun 201 1 dimana BOPO nya adalah sebesar 96.58%. Fakta 

tersebut mendorong Bank Indonesia berencana mengeluarkan peraturan yang 

mengatur tentang BOPO serta ketentuan mengenai insentif bagi bank yang dapat 

menurunkan BOPO-nya. 352 

Tabel 7 di atas menunj ukkan rasio pinjaman kredit (loan to deposit ratio 

atau LDR) naik terus dari tahun ke tahun setelah rekapitalisasi perbankan dimana 

pada tahun 2007 hanya 40% (empatpuluh per seratus), kemudian pada tahun 201 0 

menjadi 76% (tujuhpuluh enam per ~emtus )~~ '  dan per Agustus 2012 menjadi 

83.70% (delapanpuluh tiga koma tujuh puluh per seratus). 

E. Kesehatan Bank: Prasyarat Bank dalam Hadapi Risiko 

Tndustri perbankan sebagai suatu industri yang menuntut tingkat 

kepercayaan yang sangat tinggi. Hal tersebut mensyaratkan tingkat kesehatan 

bank yang maksimal sehingga mampu berthapan ketika terkena imbas 

perinasalahan nasional, regional maupun internasional yang sulit ditebak 

3 5 2 ~ o n t m  Mzng&mm I3z.vni.s & I~ve.v1a.sz, (Kompas Gramedia, No. 09-XVl I, 201 2), hlm. 4. 
353 Mirza Adityaswara, "Menyoroti Efisiensi Perbankan Indonesia", Kornpu.s, edisi 27 

September 2010, hlm. 15. 



n-eter dan keuangan secara global 1998,'"maup~m 

k~lsis secondary rn~rfgage'~~di Amerika tahun 2008 yang berirnbas ke Asia, krisis 

Eropa khususnya di Yunani. 

Meningkatnya kompleksitas usaha perbankan dan profil risiko, bank per1 u 

mengidentifikasi pennasalahan yang mungkin timbul dari operasional bank, 

terhadag ha1 tersebut maka Bank Tndonesia mengeluarkan PBT Nomor 

354 Meminjam istilah A. Prasetyantoko,Rencana Finaszal: Stahilitas sehagaz Rurang 
Yublik, (PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008), hlm. 1-8, 30-35. A. Prasetyantoko 
menjelaskan bahwa berdasarkan pengalaman sejarah membuktikan bahwa sektor finasial 
berpotensi sangat besar menciptakan instabilitas yang mengganggu kepentingan publik. Sektor 
finasial biasanya didefinisikan sebagai sektor yang meliputi sector-sektor yang berfungsi sebagai 
intermediasi keuangan dalam ekonomi, seperti perbankan, pasar modal, pasar uang (valuta asing), 
dan pasar utang (hondmarke.t). Stabilitas sektor finasial dibutuhkan agar pasokan kapital (sirkulasi 
kapital) bag sector-sektor lain bisa terjaga, sehingga kegiatan ekonomi tidak terganggu. Dengan 
kata lain gejolak disektor finansial bisa berdampak pada kerusakan sistem ekonomi disektor-sektor 
lain. 

Secara lebih umum, stabilas sektor finansial akan sangat menentukan stabilitas makro 
ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, kondisi keuangan pemerintah (fiskal) untuk memberi 
subsidi, menjamin kebutuhan-kebutuhan pabrik (seperti membantu membangun infiastmktur), 
mendorong pengetasan pengangguran dan kerniskinan. Semuanya itu akan berdampak pada tingkat 
kemakmuran bangsa dan masyarakat. 

Krisis finasial yang berdampak secara global dari tahun 1980-2000 dengan baik sekali 
dirangkum oleh Graciela L Kaminsky, Carmen M. Reinhart dan Carlos A. Vegh, "The Unholy 
Trinity of Fiancial Contagio~" .Journal of konomic Perspectives, (Vol. 17, No. 4) hlm. 5 1-74, 
yang dikutip ulang oleh A. Prasetyantoko, cp..dt., hlm. 26-29, dimana dijelaskan bahwa krisis 
bermula dari Meksiko pada 12 Agustus 1982 dimana Meksiko mengalami gagal bayar utang luar 
negerinya sehingga nilai tukar mata uang Peso terdepresiasi 100 persen. Kemudian tahun 1992 
pasar uang Finlandia diambangkan sehingga terjadi krisis dalam sistem nilai tukar.Tangga1 20 
Desember 1994 Meksiko mengumumkan devaluasi Peso sebesar 15 persen sehingga menimbulkan 
krisis keprcayaan. Tanggal 2 Juli 1997 Thailand mengumumkan bahwa Bath akan 
mengambangkan nilai tukar, dan ak hirnya Januari 1998 Bath terdepresiasi sebesar 1 14 persen, 
dampak dari krisis Thailand ini berpengaruh sangat besar terhadap Indonesia sehingga timbul 
krisis moneter dan keuangan. Tanggal 18 Agustus 1998 Rusia mengumumkan gagal bayar surat 
utang luar negerinya. Tanggal 13 Januari 1999 Brasil melakukan devaluasi dan mengambangkan 
mata uangnya. 22 Februari 2001 Turki juga mengikuti langkah Brasil dengan mendevaluasi dan 
mengambangkan mata uangnya. 23 Desember 2001 Presiden Argentina mengumumkan 
kemungkinan te jadin ya gagal bayar. 

355 Krisis pembiayaan perumahaan di Amerika yang menyebabkan perbankan di Amerika 
kolap, sehingga memaksa pemerintah Amerika menalangi atau bail! out perbankan dan lembaga 
keuangan Amerika. Neil Barofsky, mantan Special In.\pector General in Ct'harge cf Oversight c f l  
Trcnrhled Asset Relief Program (TRAP) dengan sangat bagus menceritakan mengeni hail cnct 
sebesar US S 700 billion guna penyelamatan wall street (pasar modal Amerika), pasar uang dan 
perbankan Amerika dalam bukunya. Lebih jauh lihat Neil Barofsky, Bail! oul: At1 lttside Accouttl 
of How Washington Abandotwd Main ,Streel while Itesvuing Wall ,Slreet(Free Press, New York, 
July, 2012), hlm. 1-192,Lihat juga Patrick J. Buchanan, Will America Survive b 2025?: Suicide of 
Super Power, (Thomas Dune Books, St. Martin's Press, New York), hlrn. 9-12. 



13 April 2004 tentang Sistern Penilaian Tingkat Kesehatan 

Bank Utnum (PBT 6/10/2004)"' dan Surat Edaran No. 6/23/DPNP, tanggal 3 1 

Mei 2004 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (SEBT 

6/23/2004) kepada semua bank di Tndonesia yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensionalmengenai sitem penilaian tingkat kesehatan Bank Utnum 

sebagai ketentuan pelaksanaan."7 SEBT 6/23/2004 tidak memberikan pengertian 

kesehatan bank. SEBT 6/23/2004 memberi batasan mengenai tingkat kesehatan 

bank sebagai hasil penilaian kaulitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh 

terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, 

kualitas asset, manalemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko 

pasar. 

Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian 

kuantitatif dan atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur judgement yang 

didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta 

pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian 

n a s i o n a ~ . ~ ~ ~  

35G~eraturan Bank Indonesia Nomor 611 O/PB1/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem 
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. (Lembaran Negara IU tahun 2004 Nomor 38, 
Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4382) 

357 Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP, tanggal 31 Mei 2004 perihal Sistem 
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.Surat Edaran Bank Indonesia ini sebagai pedoman 
pelaksanaan dari PBI. Dengan diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 6123IDPNP ini 
maka Surat Edaran Bank Tndonesia No. 30/2/UPPB, tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara 
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Surat Edaran Bank Indonesia No. 30123AJPPB, tanggal 
19 Maret 1998 perihal Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 3011 l/KEP/DIR/ 
tanggal 30 April 1997 entang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Surat Edaran 
Bank Indonesia Nomor 3011 SIUPPB tanggal 27 Februari 1998 tentang Pelaksanaan Prinsip Kehati- 
hatian Yang Menyangkut Kewajiban Antar Bank, Pengambilalihan Tagihan, Suku Bunga 
Simpanan dan Penyediaan Dana dinyatakan dicabut. 

"'~ihat an@ 1.2 Umum SEBI 6/23/2004. 



Penilaian faktor kesehatan bank yang diatur pada SEBT 6/23/2004 adalah 

mencakup penilaian terhadap faktor-faktor cupitul (permodalan), usset 

yuulity(asset), munugement, eurning(rentabilitas), dan liyuillify. Penilaian tersebut 

popular disebut dengan metode CAMEL. Metode CAMEL merupakan model 

pengawasan pada pemenuhan kinerja keuangan dan angka-angka kuantitatif atau 

lebih mengarah pada mencermati aspek kredit risiko kredit saja. Aspek firwurd 

looking dalam CAMEL lebih didasarkan kepada trevlll keuangan yang 

memperlihatkan data historis laporan bank. Aspek manajeinen dalarn CAMEL 

biasa dipakai untuk memenuhi penilaian faktor kua~itatif.~~' Guna meningkatkan 

pengawasan- bank, Bank Tndonesia menambahkan 1 (satu) unsur penilaian 

kesehatan bank yaitu sensitifitas pasar atau disingkat dengan huruf S, sehingga 

menjadi CAMELS. Sensitifitas pasar adalah tingkat kepekaan bank terhadap 

kemungkinan timbulnya masalah, misalnya menyangkut gejolak pasar akibat 

penerbitan dantatau pembelian surat-surat berharga di pasar uang dalam dan luar 

negeri. "' 
Faktor penilaian terhadap permodalan meliputi: kecukupan pemenuhan 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum FPMM), komposisi permodalan, 

proyeksi ke depan KPMM, aktiva produktif yang diklasi fikasikan dibandingkan 

dengan modal bank, kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal 

yang berasal dari keuntungan (laba di tahan), rencana permodalan bank untuk 

35?Humas Bank Indonesia, 1)inamika 1Fan.sformasi Yengawman Bank di lndonesia, 
(Jakarta, 2010), hlm. 10. Pelaporan data bulanan bank umum yang semula dilakukan secara 
manual memiliki kelemahan karena disampaikan tidak actual. Hal tersebut akhirnya oleh Bank 
Indonesia dilakukan secara otomasi sehinga dapat langsung diketahui di computer pengawas bank 
karena dilakukan dengan sistem on line. 

360~umas  Bank lndonesin, /hid, hlm. 13. 



v u h a n  usaha, akses kepada sumber permodalan, kinerja 

keuangan pemegang saham untuk meningkakan permodalan bank. 

Faktor penilaian terhadap asset meliputi ; aktiva produkti f yang 

diklasifikasikan dibandingkan dengan total aktiva produktif, debitur inti kredit di 

l uar pi hak terkait dibandingkan dengan total kredit, perkembangan akti va 

produktif bermasalah/ non pe@rming u.sLSet dibandingkan dengan aktiva 

produktif, tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva 

produktif (PPAP), kecukupan kebijakan dan prosedur al~tiva produktif, 

dokumentasi aktiva produktif, kine rja penanganan aktifa produktif bermasalah. 

Faktor penilaian terhadap manajemen meliputi manajemen umum, 

penerapan sistein manajemen risiko dan kepatuhan bank terhadap ketentuan y ang 

berlakuserta komitmen kepada Bank Indonesia dan pihak lainnya. Faktor 

penilaian terhadap rentabilitas meliputireturn on usset (ROA), return on equity 

(ROE), net interest margin 0, biaya operasional dibandingkan dengan 

pendapatan operasional (BOPO), perkembangan laba operasional, komposisi 

portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan, penerapan prinsip 

akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya, prospek laba operasional. 

Faktor penilaian likuiditas meliputi: aktiva likuid kurang dari 1 bulan 

dibandingkan dengan pasiva likuid kurang dari 1 bulan, I -month muturity miss 

much rutio, koun to deposit rusio (LDR), proyeksi cu,vhflow 3 bulan mendatang, 

ketergantungan pada dana antarbank dan deposan inti, kebijakan dan pengelolaan 

li kuiditas (u.sset u d  liuhilitiees munugementlALMA), kemampuan bank untuk 

memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal atau sumber-sumber 



siabilitas dana pihak ketiga (DPK). Selain 5 faktor CAMELS 

tersebut masih ditarnbah lagi faktor penilaian terhadap sensitititas terhadap risiko 

pasar (sensitivity to market risk) yang antara lain meliputi: rnodal yang dibentuk 

untuk mencakup suku bunga dibandingkan dengan potensiur! loss sehagai akibat 

fluktuasi (utEver.se movement) suku bunga, modal atau cadangan yang dibentuk 

untuk mengcover fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan potentiul lo,~,s sebagai 

akibat fluktuasi (udverse moveme&) nilai tukar, kecukupan penerapan sistem 

manajemen risiko pasar 

Penilaian tingkat kesehatan bank mulai Januari 2012 tidak lagi 

mempergunakan panduan sebagaimana terrnuat pada SEBT 6/23/2004, tetapi 

mempergunakan panduan baru sebagairnana termuat pada Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 1311 /PBT/20 1 1 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

Umum (PBI 13/1/2011),'~' dan ketentuan pelaksanaannya diatur pada Surat 

Edaran Bank lndonesia No.131 24 /DPNP, tanggal 25 Oktober 2011 (SEBI 

13/24/20 1 1 )  tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank  mum.'" Penilaian 

tingkat kesehatan bank pada SEBT 13/24/2011 merupakan standar minimum yang 

"'peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBU2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan 
Bank Umum.Tanggal5 Januari 20 1 1 .Lembaran Negara RI tahun 20 1 1 Nomor 1 DPNP. 

Dengan berlakunya Peraturan Bank lndonesia Nomor 13/1/PB1/2011 tentang Penilaian 
Tingkat Kesehatan Bank Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5184), Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PB1/2003 
tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4292), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBU2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5029) dan PBI No. 8/6/PB1/2006 
tentang Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yany Melakukan 
Pengendalian terhadap Perusahaan Anak (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4602), antara lain diatur bahwa Bank diwajibkan 
untuk melakukan penilaian sendiri (self assessment) Tingkat Kesehatan Bank dengan 
mengunakan pendekatan Risiko (ltisk-baedBank I<alinghWBR) baik secara individual maupun 
secara konsolidasi, dengan cakupan penilaian meliputi faktor-faktor sebagai berikut: Profil Risiko 
(risk profile), Good C,'orporate Gowrnance (GCG), Rentabilitas (earning:); dan Permodalan 
(ca/N'taf) untuk menghasilkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank. 



wyMqmxakan dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank.Namun demikian, Bank 

dapat menggunakan parameter/indikator talnbahan yang sesuai dengan 

karakteristik dan kompleksitas usahanya dalain menilai Tingkat Kesehatan Bank 

sehingga dapat mencenninkan kondisi Bank dengan lebih 

Tingkat kesehatan bank berdasarkan PBl 13/1/20 1 1 adalah hasil penilaian 

kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank.'a Penilaian tingkat 

kesehatan bank melalui PBT 1311 I201 1 lebih ketat dibandingkan dengan SEBT 

6/23/2004. PBT 1 311 120 1 1 mempergunakan pendekatan risk bused hunk mting, 

dimana penilaian tingkat kesehatan didasarkanpada Risiko-Risiko Bank dan 

dampak yang ditimbulkan pada kinerja Bank secara kesel uruhan. Hal ini 

dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang 

dapat meningkatkan Risiko atau mempengaruhi kinerja keuangan Bank pada saat 

ini dan di masa yang akan datang. Dengan demikian, bank diharapkan mampu 

mendeteksi secara lebih dini akar perrnasalahan bank serta mengambil langkah- 

langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan e f i ~ i e n . ~ ~ ~  

Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank baik secara 

individual maupun konsolidasi:" penilaian terseb ut dilak ukan sendiri (.self 

ussesment) oleh bank367 dan apabila dianggap per1 u maka bank waj ib melakukan 

penanian self assesmenl. 368~engkinian seCf' a.ssesmenl Tingkat Kesehatan Bank 

- - 

363~ihat angka 11.2 SEBl 13/24/201 1. 
""4Pasal 1 angka 4 PBT 1311 120 1 1.  
365~ihat angka 11.1 SEBl 13/24/2011. 
'"asal2 ayat (3) PBI 13/1/2011. 
'"~asal3 ayat (I) PBI 13/1/2011 .Penilaian tersebut paling kurang dilakukan tiap semester 

untuk posisi paling akhir Juni dan Desember. 
368~asal 3 ayat (3) PBI 13/1/2011 .SeIJu.s.se.\ment tersebut setelah mendapat persetujuan 

Direksi kemudian diserahan kepada Dewan Komisaris Lihat Pasal3 ayat (4) PBT 13/1/2011. 



czdl l -waktu  dilakukan antara lain dalam hal: 

1.  kondisi keuangan Bank memburuk; 

2. Bank menghadapi permasalahan antara lain risiko likuiditas dan permodalan; 

atau 

3. kondisi lainnya yang menurut Bank Indonesia perlu dilakukan pengkinian 

penilaian tingkat ke~ehatan.~@ 

Bank Indonesia juga melakukan penilaian tingkat kesehatan bank setiap 

semester untuk posisi Juni dan Desember berdasarkan laporan berkala yang 

disampaikan oleh bank. Bank Indonesia apabila dianggap perlu juga dapat 

melakukan pengkinian tingkat kesehatan bank, sehingga apabila ternyata terdapat 

perbedaan antara hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakaukan oleh 

bank sendiri dengan yang dilakukan oleh Bank Tndonesia maka yang 

dipergunakan sebagai acuan penilaian adalah hasil penilaian tingkat kesehatan 

yang dilakukan Bank 

Tingkat penilaian kesehatan bank berdasakan PBI 13/1/2011 dilakukan 

melalui 4 (empat) ukuran utama yaitu371 profil risiko (projilc 

'" Penjelasan Pasal 3 ayat (3) PBI 13/1/2011 
370~ihat Pasal4, Pasal 5 PBI 13/1/2011. 
371 Pasa16 PBI 13/1/2011 
372 Protil risiko merupakan komponen penerapan menejemen risiko sebagaimana diatur 

pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP tangal 25 Oktober 201 1 tentang 
Perubahan Surat Edaran Nomor 5/21DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Penerapan 
Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Peraturan Bank lndonesia Nomor 5/8/PB1/2003 tentang 
Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 
2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4292), sebagairnana 
telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBZ/2009 (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 5029), 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan 
Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 5184), dan Peraturan Bank lndonesia Nomor 8/6/PB1/2006 



!-:-e Governunce (GCG),"' rentabilitas ( e u r n i n g ~ ) ~ ~ ~  dan pennodalan 

(~a~ilal).~'~ Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko 

~nheren'~%an kualitas penerapan ~nanajemen risiko dalam aktivitas operasional 

tentang Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan 
Pengendalian terhadap Perusahaan Anak (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4602). 

373~rinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG 
rnengacu pada ketentuan Bank lndonesia mengenai Good C,'orpor~'~'te Governance bagi Bank 
Umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Lihat Penjelasan Pasal 
7 ayat (2) PBI 13/1/2011. Ketentuan mengenai GCG diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 
8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum (Lembaran 
Negara RI tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Berita Negara RI Nomor 4600. Peraturan Bannk 
Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 
8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum (Lembaran 
Negara RI Tahun 2006 Nomor 71 DPNP). 

Pasal 1 angka 6 Peraturan Bannk Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 memberikan definisi 
Go(& C,'orporare Goven~ancc adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip 
keterbukaan (tmn.ymrency), akuntabilitas (acccntntahility), pertanggungjawaban (re.~ponLsihzlity), 
independen (&zdependency), dan kewajaran (fitirness). 

374 Penilaian terhadap kinerja ear~zings, sumber-sumber earnings, dan suslainability 
earnings Bank dilakukan dengan mempertimbangkan aspek tingkat, trend, struktur, dan stabilitas, 
dengan memperhatikan kinerja peer group serta manajemen rentabilitas Bank, baik melalui 
analisis aspek kuantitatif rnaupun kualitatif Analisis aspek kuantitatif dilakukan dengan 
menggunakan indikator utama sebagai dasar penilaian. Selain itu, apabila diperlukan dapat 
ditambahkan penggunaan indikator pendukung lainnya untuk mempertajam analisis, yang 
disesuaikan dengan skala bisnis, karakteristik, dadatau kompleksitas usaha Bank. Analisis aspek 
kualitatif dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan manajemen rentabilitas, kontribusi 
earnings dalam meningkatkan modal, dan prospek rentabilitas. Penjelasan Pasal 7 ayat (3) PBI 
13/1/20 1 1. 

375 Penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan 
dilakukan Bank dengan mempertimbangkan tingkat, trend, struktur, dan stabilitas, dengan 
memperhatikan kinejapeer grmp serta manajemen permodalan Bank, baik melalui analisis aspek 
kuantitatif maupun kualitatif. Analisis aspek kuantitatif dilakukan dengan menggunakan indikator 
utama. Selain itu, apabila diperlukan dapat ditambahkan penggunaan indikator pendukung lainnya 
untuk mempertajam analisis, yang disesuaikan dengan skala bisnis, karakteristik, danlatau 
kompleksitas usaha Bank. Analisis aspek kualitatif dilakukan antara lain dengan 
mempertiinbangkan manajemen permodalan dan kemampuan akses permodalan. Lihat Penjelasan 
Pasal7 ayat (4) PBI 13/1/2011. 

376 Penilaian Risiko inheren merupakan penilaian atas Risiko yang melekat pada kegiatan 
bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensimempengaruhi 
posisi keuangan bank. Karakteristik Risiko inheren bank ditentukan oleh faktor internal maupun 
eksternal, antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas bank, 
industri dimana bank melakukan kegiatan usaha, serta kondisi makro ekonomi. Lebih lanjut lihat 
penjelasan risiko kredit pada SEBI 13/24/2011.Lihat juga Penjelasan Pasal 7 ayat (1) PBI 
13/I/2011 yang menerangkan lebih lanjut atas penilaian risiko inheren dimana Penilaian risiko 
inheren merupakan penilaian atas risiko melekat pada kegiatan bisnis Bank, baik yang dapat 
dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Bank. 
Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko merupakan penilaian terhadap aspek: (i) tata kelola 
risiko, (ii) kerangka rnanajemen risiko, (iii) proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya 



. . . . 
wayb dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis risiko yaitu:"7 risiko 

kredit, risiko pasar, nsiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, rislko 

stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. 

Risiko kredie7'adalah risiko akibat kegagalan debitur danlatau pihak lain 

dalam memenuhi kewajiban kepada b a ~ k  Risiko kredit pada umumnya terdapat 

pada seluruh aktivitas bank yang kine rjanya bergantung pada kine rja pihak lawan 

(cr~unterpurty), penerbit ( i~~~ue r ) ,  atau kinerjapeminjam dana (borrower). Risiko 

kredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada 

debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha 

tertentu. Risiko ini lazim disebut risiko konsentrasi kredit dan wajib 

diperhitungkan pula dalaln penilaian risiko  inhere^^.'^' 

Risiko pasar3x0 adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif 

termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar, temasuk Risiko 

perubahan harga option. Risiko pasar meliputi antara lain risiko suku bunga, 

risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Risiko suku bunga dapat 

berasal baik dari posisi lrading book381 maupun posisi banking book.382 Penerapan 

manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen; serta (iv) kecukupan sistem pengendalian 
risiko den an memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.. 

3' Pasal 7 ayat (1) PI31 13/1/2011 
"%hat Bab m. 1 .a. I). a) SEBI 13/24/2011. Lihat juga Pasal 1 an& 10 Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 261 DPNP 135 tanggal 28 November 
201 2 (PBl 1412012 KPMM). 

379 Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Kredit, parameterlindikator yang digunakan 
adalah: 

(i) komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi; 
(ii) kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan; 
(iii) strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana; dan 
(iv) faktor eksternal. Lebih lanjut lihat penjelasan risiko kredit pada SEBI 13/24/2011 

""OPasal 1 angka 10 PBI KPMM 14/20 12 
"'~asal 1 angka 12 PBT KPMM 14/2012 menjelaskan 'lkading Hook adalah seluruh posisi 

instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif yang 



Penerapan manajemen risiko untuk risiko ekuitas dan risiko komoditas 

waj i b diterapkan oleh bank yang melakukan konsolidasi dengan w. 
Cakupan posisi trading hook dan bunking hook mengacu pada ketentuan Bank 

Tndonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dengan 

memperhitungkan risiko pasar.3x5 Sedangkan risiko operasional adalah risiko 

kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan 

proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, danlatau adanya kejadian- 

386 
kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. 

F. Arsitektur Perbankan Indonesia: Kebijakan Regulatif Merger Bank 

Arsitektur Perbankan Tndonesia (APT) merupakan bagian dari lampiran 

Tnstruksi Presiden Republik Tndonesia Nomor 5 Tahun 2003 (Tnpres No. 5 tahun 

2003) tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang Dan Sesudah Berakhirnya 

Program Kerjasama Dengan Tnternutionul Monetary findTnstruksi Pertama 

Tnpres NO. 5 tahun 2003 tersebut adalah melaksanakan kebijakan ekonomi 

menjelang dan sesudah berakhirnya program kerjasama dengan Tnternutionul 

Monetury Fund (TMF) dengan sasaran pokok antara lain yaitu. melanjutkan 

restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan yang pelaksanaan tugas dan 

385 Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Pasar, parametedindikator yang digunakan 
adalah: 
(i) volume dan komposisi portofolio, 
(ii) kerugian potensial (potential loss) Risiko Suku Bunga dalam Banking. Book 
(Tnterest JZate Risk in Ranking Rook-I RRBB) dan 
(iii) strategi dan kebijakan bisnis. Lebih lanjut lihat penjelasan risiko kredit pada SEBT 
1 3/24/20 1 1 

3%asal 1 angka 1 1 PBI KPMM 142012 



wewenang y g o r d i n a s i k a n  dengan 

Menteri Koordinator Bidang ~erekonomian.~~' 

Berkenaan dengan Inpres No. 5 tahun 2003 tersebut akhimya Bank 

Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004 meluncurkan API sebagai suatu kerangka 

menyeluruh arah kebijakan pengembangan industri perbankan Indonesia ke 

depan. API dibangun atas 6 (enam) pilar yaitu sebagaimana Gambar 4 di bawah 

ini. 

Gambar 4 

Sumber: http://www.bi.go.idlweb/idPerbankan/ArsiteWPerbanka 

Keenam pilar tersebut guna mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, h a t  

dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka 

membantu pertumbuhan ekonomi na~ional.~" 

387~ihat Diktum Pertama huruf b dan Diktum Ketujuh Inpres No. 5 tahun 2003.Menten 
Koordinator Bidang Perekonornian melakukan koordiasi dengan Gubemur Bank Indonesia dalam 
ha1 pelaksanaan Instruksi Presiden ini berkaitan dengan bidang tugas dan kewenangan Bank 
Indonesia. 

388 hftp:l/\~~~.bi.g~.idlweb/id/Perbankan/Arsite~Perbankan+Indonesia~ 



Pilar pertama adalah program penguatan struktur perbankan nasional, 

dengan tema besarnya adalah menciptakan struktur pertlankan 

sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan tnendorong 

pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan. "8"Progam ini bertujuan 

mtuk memperkuat permodalan bank umurn (konvensional dan syariah) dalarn 

rangka meningkatkan kemampuan bank mengelola usaha maupun risiko, 

mengembangkan teknologi informasi, maupun meningkatkan skala usahanya guna 

mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan.'yO 

Tmplementasi program penguatan permodalan bank dilaksanakan secara 

bertahap. Upaya peningkatan modal bank-bank tersebut dapat dilakukan dengan 

membuat huvine,vs pkun yang memuat target waktu, cara dan tahap pencapaian 

yaitu melal ui:"' 

1. Penambahan modal baru baik dari shareholder lama maupun investor baru; 

a. Dalam waktu sepuluh sampai lima belas tahun ke depan program 

peningkatan permodalan tersebut diharapkan akan mengarah pada 

terciptanya struktur perbankan yang lebih optimal, yaitu terdapatnya: 

1) 2 sampai 3 bank yang mengarah kepada bank internasional dengan 

kapasitas dan kemampuan untuk beroperasi di wilayah internasional 

serta memiliki modal di atas Rp 50 triliun; 



2) 3 sampai 5 bank nasional yang memiliki cakupan usaha yang sangat 

luas dan beroperasi secara nasional serta memill ki modai amtaaA?+lC) 

triliun sampai dengan Rp 50 triliun; 

3) 30 sampai 50 bank yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen 

usaha tertentu sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi masing- 

masing bank. Bank-bank tersebut memiliki modal antara Rp100 miliar 

sampai dengan Rpl 0 trili un; 

4) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan bank dengan kegiatan usaha 

terbatas yang memiliki modal di bawah Rp100 miliar. 

2. Merger dengan bank (atau beberapa bank) lain untuk mencapai persyaratan 

modal minimum baru; 

3. Penerbitan saham baru atau secovulury ofering di pasar modal; 

4. Penerbi tan .suhordinuted loan 

Secara keseluruhan, struktur perbankan Tndonesia dalam kurun waktu sepuluh 

sampai lima belas tahun ke depan diharapkan akan terbentuk sebagaimana 

digmbarkan sebagai b e r i l ~ u t : ~ ~ ~  





Tabel 9 - 
1-1 -ah& N asional: 

.-.* L ..,,,---,--% ".- .-.-.,-, -.,,.,.-.--.,I,-.,-,----.,- 
1 Meinperkuat pennodalan Bank 

a. ~eningkatkan persyaratan modal inti minimum bagibank 
umum konvensional maupun syariah (terrnasuk BPD) 
menjadi Rp80 miliar 

b. Meilingkatkan persyaratan inodal inti minimun bagi bank 
umum konvensional maupun syariah (terrnasuk BPD) 
menjadi Rp100 miliar 

c. Mempertahankan persyaratan modal disetor minimum Rp3 
triliun untuk pendirian bank umum konvensional sampai 
dengan 1 Januari 20 1 1 

d. Menetapkan persyaratan modal disetor minimum Rpl 
triliun untuk pendirian bank umum syariah 

e. Menetapkan persyaratan modal sebesar Rp500 miliar bagi 
bank umum syariah yang berasal dari spin off Unit Usaha 
Syariah . 

f. Mempercepat batas waktu pemenuhan persyaratan 
minimum modal disetor BPR yang semula tahun 2010 
lnenjadi tahun 2008 -..---------.---- 

Me~nperkuat daya saing dan kelernbagaan BPR dan BPRS. 

BPR 

j 
a. Meningkatkan linkage program antara bank umum dengan 

b. Iinplementasi program aliansi strategis lernbaga keuangan 

i 
syariah dengan BPRS melalui kemitraan strategis dalam 
rangka pengembangan U M KM 

I 
dan Bali 

i 
c. Mendorong pendirian BPR dan BPRS di luar Pulau Jawa ' 

d. Mempermudah pembukaan kantor cabang BPR dan BPRS 
bagi yang telah memenuhi persyaratan 

e. Memfasilitasi pembentukan fasilitas jasa bersama untuk 
1 BPR clan BPRS (temasuk Lembaga APEX ) 
f Meningkatkan akses kredit dan pembiayaan UMKM 

a. Memfasilitasi pembentuk& dan monitoring skim 
penjaminan kredit cia11 peinbiayaan 

b. Mendorong perbankan untuk meningkatkan pembiayaan 
kepada UMKM khususnya bagi masyarakat yang 
berpenghasilan rendah dan di daerah perdesaan 

c. Meningkatkan akses pembiayaan syariah bagi UMKM 
dengan pengembangan skema jaminan bagi pembiayaan 
syariah 

d. Mendorong bank-bank syariah untuk meningkatkan porsi 
1 pembiayaan berbasis bagi hasil - L A  

Sumbcr: h t t ~ : / / w w w . b i . ~ o . i d / w c b / i d / P c r b a n k a n / A r s i l c k L ~ ~ + P c r b ~ S L n r k l u r +  Pcrbankanl 



Target pemenuhan dan penguatan pennodalan dapat terpenuhi din~ana 

target BT mengenai kemampuan modal dan operasional bank antara Rp. 10 tril~un 

- Rp. 50 triliun adalah sebanyak 3-5 bank ternyata dalarn kurun waktu 6 (enam) 

tahun pasca di perkenalkannya APT telah terdapat 7 (tujuh) bank atau lebih 2 

(dua) bank yang ditergetkan. Sedangkan bank dengan kemampuan pennodalan 

dari Rp. 100 miliar sampai dengan Rp. 10 triliun dari target semula antara 30-50 

bank ternyata berhasil melebih target yaitu terdapat 110 bank3" atau lebih dari 

yang ditargetkan, sedangkan sisanya terdapat 4 bank. 

Pilar kedua adalah program peningkatan kualitas pengaturan perbankan 

dengan tema dasarnya menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang 

efektif dan mengacu pada standar internasiona~.~~~ Program ini bertujuan untuk 

meningkatkan efektivitas pengaturan serta memenuhi standar pengaturan yang 

mengacu pada international hc-stpmcticss. Program tersebut dapat dicapai dengan 

penyempurnaan proses penyusunan kebijakan perbankan serta penerapan 25 Baser! 

395 Ckore Princip2e.s fi)r Eflective Banking Supervision secara bertahap dan 

menyeluruh. Diharapkan Bank Tndonesia dalam kurun waktu lima tahun pasca 

"' Sebanyak 43 (empat puluh tiga) bank dengan modal Rp. 1 trilyun sampai dengan Rp. 
10 Trilyun dan 67 (enam puluh tujuh) bank bermodal antara Rp. 100 milyar sampai Rp. 1 Trilyun. 
Lihat Infobank, edisi No. 387, opxit., hlm. 26-30. 

3'4http://www.bi.go.id/web/id/~erbankan/~rsi tektur+~erbankan+lndonesiaJ~en~aturan+ 
Perbankad 

395 25 Basel Core Principles for Ayeclive Banking S~~pervision.adalah merupakan suatu 
bentuk pengembangan atau revisi dari thecore Principlesfor 1:,ec[ive Banking Supervision, yang 
mana oleh the Rase1 C,*ommittee on Banking Supervision (the C,'ommittee), untuk peretama kalinya 
dipublikasikan pada September 1997. The Basel Committee on Banking Supervision merupakan 
suatu Committee pengawas perbankan yang didirikan pertama kali pada tahun 1975 oleh para 
Gubemur Bank Central negara-negara G 10 yang terdiri dari perwakilan senior pengawas bank dan 
bank-bank sentral dari Belgia, Canada, Prancis, Jeman, Italy, Jepang, Luxemburg, Belanda, 
Spanyol, Swedia, Switzerland, Inggris dan Amerika Serikat. Rapat biasanya di adakan di fhe Bunk 

j ) r  International Settlements yang terletak Basel dimana Basel merupakan sekretariat perrnanen. 
Lebih lanjut lihat http://www.bis.or~~ubl/bcbs129.~df dan Rank3)r Intemntional Settlement 
(BIS), ",(lore Principles, for Afeclive Banking Supervision, " Oktober 2006, hlm. I .  



diluncurkannya APT telah sejajar dengan negara-negara lain dalarn penerapan 

internutionul hest pructices tennasuk 25 Busel C,'ore Princples 3 ) r  I:#ective 

Bunking Supervision. 

The C,'ore Princples atau prinsip-prinsip inti merupakan suatu standart 

minimum guna penguatan praktik pengawasan dan secara seksama diterapkan 

secara universal. Negara-negara pendukung berlakunya Prinsip-prinsip Inti 

tersebut dapat menerapkan ketentuan standart minimum pengawasan perbankan 

sesuai jurisdiksinya masing-masing.3v~rinsip-prinsip inti memberikan kontribusi 

dalam penguatan keuangan global. C,'ommittee berpendapat bahwa kelemahan 

sistem perbankan suatu negara baik negara maju maupun berkembang, dapat 

mengancam stabilitas keuangan bagi negara yang bersangkutan maupun secara 

interna~ional.~'~ Comnzittee mempercayai bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip inti 

oleh seluruh negara merupakan suatu langkah kedepan yang signifikan bagi 

stabilitas keuangan doinestik dan internasional dan inemberikan dasar yang jauh 

baik dalam system pengawasan yang lebih efektif"' Bank Indonesia telah 

memiliki sistem penyusunan kebijakan perbankan yang efektif yang telah 

melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses penyusunannya.3" 

'"~ankfc)r International Settlement (91 S), r,p. .dt.,hlm. 2 
"']bid 
198 Ibid Lebih lanjut bahwa 25 Prinsipprinsip Inti tersebut secara umum dikategorikan ke 

dalam 7 (tujuh) group yaitu: Ohjectiue.~, independence, p(nuer,s, transparency and cocperation 
(principle 1); I,icensing and structure Cprincil,Ies 2 to 5); Prudential regulation and requirements 
(prnciples 6 lo 18); Melhodr of ongoing banking .wpervision @rinciples 19 In 21); Accounring 
and cficfi~cloLsure @rincil,Ie 22); I.'orrecti~a and remedial pcnuers r+f ,supervi,sor.s @rinc+le 23); 
(~onsolidafed and cross-border banki~tg supervision (prnciples 24 and 25). 

399 Penyusunan kebijakan pengawasan dan perizinan perbankan pasca dibentuknya 
Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan singkatan OJK) berdasarkan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 201 1 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 20 1 1 Nomor 11 1) dilakukan oleh O K .  



Tabel 10 
-- 

Perbankan 
- - - - -- -. - - -- --- - -- 

No 1 Kegiatan (Pilar XI) 
.---...- 1 

1 . 1 Mernforinal 

1 daerah tertentu mau~un  usa at I 

I perbankan 

1 a. Melibatkan pihak TII dalam setiap pembuatan kebijakan 
perbankan 

b. Membentuk panel ahli perbankan 
/ c. Memfasilitasi pembentukan lembaga riset perbankan di 

Sumbr: http://www. bi. go.idlwcb/id/Pcrb~ArsilckI~~+Pcrb~+Indon~~ia/Pc~al~~an+Pcrb~ 

2004 

2004 
2006 

Pelaksanaan pilar kedua antara lain adalah peningkatan standardisasi 

perhitungan kecukupan modal.400 Bank merupakan suatu perusahaan yang 

menjalankan fungsi intermedasi atas dana yang diterima dari nasabah. Jika 

sebuah bank mengalami kegagalan, dampak yang ditimbulkan akan meluas 

mempengaruhi nasabah clan lembaga-lembaga yang menyimpan dananya atau 

menginvestasikan modalnya di bank, dan akan menciptakan dampak ikutan secara 

domestik maupun pasar internasi~nal.~~' Guna menjaga kepercayaan masyarakat 

terhadap industri perbankan maka pengaturan terhadap permodalan bank yang 

berfungsi sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. 

Pentingnya permodalan bagi. bank, maka Bunkfor Internuttonal Settlement 

(BTS) pada tahun 1988 mengeluarkan suatu konsep kerangka permodalan yang 

lebih dikenal dengan the I988 uccord (Basel T). Sistem ini dibuat sebagai 



penerapan kerangka pengukuran bagi risiko kredit, dengan mensyaratkan standar 

modal minimum adalah 8%.402 Komite Basel rnerancang Basel 1 sebagar standar 

yang sederhana, mensyaratkan bank-bank untuk meinisahkan eksposurnya 

kedalarn kelas yang lebih luas, yang menggambarkan kesamaan tipe debitur. 

Eksposur kepada nasabah dengan tipe yang sarna (seperti eksposur kepada 

semua nasabah korporasi) akan memiliki persyaratan modal yang sama, tanpa 

memperhatikan perbedaan yang potensial pada ltemampuan pembayaran kredit 

dan risiko yang dimiliki oleh masing-masing individu na~abah.~"~ Sejalan dengan 

semakin berkembangnya produk-produk yang ada di dunia perbankan, BTS 

kembali menyempurnakan kerangka permodalan yang ada pada the 1988 uccord 

dengan mengeluarkan konsep permodalan baru yang lebih di kenal dengan Basel 

TI. 

Basel T1 dibuat berdasarkan struktur dasar the I988 uccord yang 

memberikan kerangka perhitungan modal yang bersifat lebih sensitif terhadap 

risiko (risk sensitive) serta memberikan insentif terhadap peningkatan kual itas 

penerapan manajemen risiko di bank404 Hal ini dicapai dengan cara penyesuaian 

persyaratan modal dengan risiko dan kerugian kredit dan juga dengan 

memperkenalkan perubahan perhitungan modal dari eksposur yang disebabkan 

oleh risiko dari kerugian akibat kegagalan operasional. 

402 http://www.bi.go.id/web/id~perbankan/implementasi+basel+ii/ 
403 http://www.bi.go.id/web/id/perbankan/implementasi+basel+iU 
4U4~ank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 121 7 /Pbi/2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bank lndonesia Nomor 11/19/Pbi/2009 tentang Sertifikasi Manajemen 
Risiko Bagi Pengurus Dan Pejabat Bank Umum, tanggal 19 April 2010. Hal ini dalam rangka 
rneningkatkan kompetensi dan keahlian pengurus dan pejabat bank umum dalam bidang 
manajemen risiko. 



http:##www.bi .go .Idlweb#ld/pelbankdimplementasi~aseltiil 

Basel I1 bertujuan mmingkatkan keamanan dan kesehatan sistem 

keuangan, dengan menitikberatkan pada pefhitungan permodalan yang berbasis 

risiko, supervlsoly r e a m  process, dan ma-) dlsctpli~le. Kerangka kerj a Basel I1 

dI msun berdasarkan @nuard-looking approach yang mmungkinkan untuk 

dIlakukan penympumaan dm p myesuaian dari waktu ke waktu. Hal ini untuk 

mmastikan bahwa kamework Base1 I1 dapat mengikuti pembahan yang tevjadi d~ 

pasar maupun p erkemb angan-perkembangan dalam manaj emen risi ko .405 

Pilar Ketiga adalah program peningkatan fungsi pmgawasan406 dengan 

tema utama menciptakan industri perbankan yang kuat dm memiliki daya saing 

yang tinggi serta mmiliki ketahanan dalam menghadapi risiko. Pro gram ini 

bertujuan untuk meningkatkan independensi dan efektivitas pmgawasan 

perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia Hal ini hcapai dmgan 

peningkatkan kompetensi pmesiksa bank, pmingkatan koordinasi antar lembaga 

*" http:llwww.bi.go dlweblidlP elb anhnl~mple mentasi+~asel+11l 
*' 'ht@:llm.bi.ao .idlwebfidmelb~nlArsitektur+Perbankm+IndonesidPen~a~~~~an+ 

Pelbankanl 



pengawas, pengembangan pengawasan berbasis risiko, peningkatkan efektivitas 

Dalam jangka waktu dua tahun ke depan diharapkan fungsi pengawasan bank 

yang dilakukar~ oleh Bank Tndonesia akan lebih efektif dan sejajar dengan 

pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawas di negara lain. Kerjasarna 

dalam pelaksanaan Pilar Ketiga di atas antara lain adalah koordinasi antara B1 

denbym Lembaga Penjaminan Sirnpanan (selanjutnya disebut LPS).~" 

407 Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dibentuk berdasarkan Undang-undang R1 
No.Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2004, tentang Lembaga Penjamin 
Simpanan, tanggal 22 September 2004. LPS memiliki tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana di 
atur dalam Bab I I I, Pasal4 sampai dengan Pasal6 sebagai berikut: 
PasaI 4 
Fungsi LPS adalah: 
a. menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan 
b. turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai denngan kewenangannya. 

Pasal5 
(1) Dalam menjalankan hngsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, LPS mempunyai 

tugas: 
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; dan 
b. melaksanakan penjaminan simpanan. 

(2) Dalam menjalankan hngsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, LPS mempunyai 
tugas sebagai berikut: 
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas 

sistem perbankan; 
b. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (bank 

resolution) yang tidak berdampak sistemik; dan 
c. melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik. 

Pasal6 
(1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPS mempunyai 

wewe- sebagai berikut: 
a. menetapkan dan memungut prerni penjaminan; 
b. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertarna kali menjadi peserta; 
c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS; 
d. mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan 

laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank; 
e. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, danlatau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud 

pada huruf d; 
f. menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim; 
g.menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan 

danlatau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu; 
h. melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan 
i. menjatuhkan sanksi administratif. 



Tabel 1 'I 
'P Funmi Pengawasan 

b. Mengkonsolidasikan satker pengawasan dan 
I I pemeriksaan termasuk I 

iernbentukan Pooling Spesialist 
c. Mengkonsolidasikan Direktorat Pengawasan BPR dan 

Biro Kredit di Bank 
lndonesia termasuk mengalihkan fimgsi: 

Penelitian dan pengembangan UMKM dari Biro 
Kredit ke Unit Khusus Pengelolaan Aset 
Pemeriksaan kredit dari Biro Kredit ke Direktorat 
Pengawasan Bank Um urn 

d. Menyempurnakan organisasi Direktorat Pengawasan 
Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR) untuk 
mengakomodasi pengalihan fungsi penjaminan BPR ke 
Lembaga Penjamin Simpanan serta pemindahan fungsi 
perizinan BPR baru dan fungsi penelitian dan 
pengaturan ke satuan kerja lain di Bank lndonesia 

e. Menyempurnakan organisasi Direktorat Perbankan 

- -- -- 

(2) LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gaga1 dengan kewenangan: 
a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak 

dan wewenang RUPS; 
b. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan; 
c. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dda tau  mengubah setiap kontrak yang 

mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan 
d. menjual dadatau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur danlatau kewajiban bank 

tanpa persetujuan kreditur. 

3 
S yariah 

Menyempurnakan Infiastnrktur Pendukung Pengawasan 
Bank 
a. Meningkatkan kompetensi pengawas bank umum dan 

BPR bak konvensional maupun syariah antara lain 
melal ui program sertifi kasi dan attachment di 1 em baga 
penpwas internasional 

b. Penyiapan SDM Pengawas Spesialis 
c. Menyempurnakan TT pengawasan bank 

2004-2005 

2006-2007 
2005-2006 



- - 

e. ~en~ernpurnakan manajemen dokumen pengawasan 1 1 bank 1 2005-2006 / 

] bank umum konvensional dan syariah 
5 1 Meningkatkan efektivitas enfc~rcement 

Menyempurnakan implementasi sistem pengiwasan berbasis / risiico 

I Menyempurnakan pedoman dan alat bantu pengawasan 
dalam mendukung implementasi pengawasan berbasis risiko 

1 a. ~en~em~urna lcan  investigasi kejahatan 1 2004-2005 1 

2004-2005 

perbankan 
b. Meningkatkan transparansi pengawasan dalam 

mendukung efektifitas enforcement 
c. Meningkatkan per1 indungan hukum bagi pengawas 

L i - b a n k  
Sumbcr h ~ l D : / / w ~  w.biigo.id/wcb/idlPcrbankan/Arsi~ckl~+P~b~-tIndoncsia/Pengaw~an+Perbankan~ 

Pilar keempat adalah program peningkatan kualitas manajemen clan 

operasional perbankan:'08 dengan tema menciptakan good corporare governance 

(GCG) dalam rangka rnemperkuat kondisi internal perbankan na~ional.~'~ 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan GCG, kualitas manajemen resiko dan 

kemampuan operasional manajemen. Semakin tingginya standar GCG dengan 

didukung oleh kemampuan operasional (termasuk manajemen risiko) yang handal 

diharapkan dapat ineningkatkan kine j a  operasional perbankan. 

409 Bank Indonesia antara lain menerbitkan menerbitkan Surat Edaran BI No. 12/13/Dpbs 
Jakarta, 30 April 2010 tentang Pelaksanaan C ~ o d  C'orporafe Governance bagi Bank Umum 
Syariah dan Unit Usaha Syariah. 



Tabel 12 
T 
I w s  Manajemen dan Operasional Perbankan 

Periode 
Pelaksanaan 

No 

1 

2 

Kegiatan (Pilar N) 

Meningkatkan Good Corporate Governance 
a. Menetilpkan minimum standar GCG untuk bank mum 

konvwional dan syariah 
b. Mewajibkan bank untuk melakukan self-assessment 

pelaksanaan GCG 
c. Mendorong bank-bank untuk go public 
Meningkatkan kualitas manajemen risiko perbankan 
a. Mempersyaratkan sertifikasi manajer risiko bank umum 

konvensional dan syariah 
b. Meningkatkan kualitas dan standar SDM BPR dan 

BPRS antara lain melalui program sertifikasi 

a. Mendorong bank-bank untuk melakukan sharing 
penggunaan fasilitas operasional guna menekan biaya 

b. Memfasilitasi kebutuhan pendidikan dalam rangka 
2o06-200s I 

1 

3 

1 1 uenin&atan o~erasional bank 1 

profesional bagi p e n g u r u s ~ p ~  dan BPRS 
Meningkatkan kemampuan operasional bank 1 

I I " - 
Sumbcr: h~t~://www.bi.~o.id/wcb/i~~Arsilck~~~+P~~~+IndoncsialMmaicrncrrtPerbmkd 

Pilar kelima adalah program pengembangan infrastruktur 

perbankan410dengan tema utama inewujudkan infiastruktur yang lengkap untuk 

m e n d h g  terciptanya industri perbankan yang sehat. Program ini bertujuan 

untuk mengembangkan sarana pendukung operasional perbankan yang efektif 

seperti credit bureau, lembaga pemeringkat kredit domestik, dan pengembangan 

skim penjaminan kredit. Pengembangan credit hureuu akan membantu perbankan 

dalarn meningkatkan kualitas keputusan l~reditn~a.~" Penggunaan lembaga 

pemeringkat kredit dalam publicly-traded deht yang dimiliki bank akan 

meningkatkan transparansi dan efektivitas manajemen keuangan perban kan. 
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Tabel 13 
Tahapan Program Pengembangan Infrastruktur Perbankan 

I 1. Mengembangkan Credit Bureau 2004-2005 1 
a- ~e lakukan  inisiatif pembentukan credit bureau 2006-2008 
b. Mengembangkan Sistem Inforrnasi Debitur untuk 

Lembaga Keuangan Non Bank 
2. Mendorong pengembangan pasar keuangan syariah 2006-20 10 

- -  ~ 

(Islamic F'inancial ~ a r k e t )  
a. Menyusun dan menyempurnakan peraturan pasar 

keuangan syariah 
b. Menyusun peraturan yang berkaitan dengan 

instrument pasar keuangan syariah 
3. Peningkatan peran lembaga fatwa syariah dan lembaga 2004-2010 

I arbitrase syariah sebagai bagian dari upaya peningkatan I 
I kepatuhan bank syariah terhadap p r i n s i p l l  

Sumber: h t t p : l l w w w . b i . g o . i d w e b / i d / P e r b a n k a n / A r s i t e k t u r + P e r b ~  
Perbankad 

Pilar keenam adalah program peningkatan perlindungan nasabah413 dengan 

tema utama adalah mewuj udkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa 

perbankan. Program ini bertujuan untuk memberdayakan nasabah melalui 

penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga 

mediasi independen, peningkatan transparansi informasi produk perbankan dan 

edukasi bagi nasabah. 



Tabel 14 
I anapan -wan Nasabah 

NO 

I I a. -~emfasiliksi penyusunan s&dar minimum 

Kegiatan (Pilar VI) 

1 

- 
2 

3 

1 I transparansi inforksi produk bank 

Menyusun standar mekanisme pengaduan nasabah 
a. Menetapkan persyaratan mnimum mekanisme 

pengaduan nasabah 
b. Mernantau clan mengevaluasi pelaksanaan ketentuan 

Membentuk lembaga mediasi independen 
- Memfasilitasi pendirian lembaga mediasi perbankan 
Menyusun transparansi informasi produk 

b. ~ e k n t a u  dan mengeialuasi pelaksanaan ketentuan 
yang mengatur tramparami idformasi produk 

Mempromosikan edukasi untuk nasabah 
a. Mendorong bank-bank untuk melakukan edukasi 

kepada nasabah mengenai produk-produk fmnsial 
b. Meningkatkan efektifitas kegiatan edukasi masyarakat 

mengenai perbankan syariah melalui Pusat Komunikasi 
I I Ekonomi Svariah (PKES) 

Pelaksanaan 

2004-2005 

2006-20 10 

Mulai 2004 

, Mulai2004 

ogan+ Nasababl 

Te rjadinya kejahatan perbankan yang menjadi sorotan publik antara lain 

pada tahun 20 11 kasus penggelapan dana deposan PT Elnusa sebesar Rp. 11 1 

miliar dan dana Pemerintah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara di PT Bank 

Mega Tbk cabang Jababeka dan pembobolan dana nasbah Citybank sebesar Rp. 

17 miliar414 membuktikan lemahnya penerapan manajemen risiko operasioanal 

bank. Kejahatan pada ketiga kasus tersebut semuanya melibatkan orang dalarnHa1 

tersebut memberikan sinyalemen bahwa pengawasan Bank Indonesia terhadap 

bank-bank yang diawasi selama ini terdapat kelonggaran serta lemahnya 

penerapan manajemen risiko internal bank dan adanya perilaku moral hazard 

4'41nfobank, edisi NO. 387. op.cit.,hlm. 20. 



Kebijakan atau regulasi Bank Indonesia sebagai bank sentral pasca 

diadospinya ketentuan Basel Accord 11 yang diimplementasikan pada 6 (enam) 

Pilar API menunjukkan arah perkembangan penguatan industri perbankan 

Indonesia. Peningkatan modal minimum, pengetatan kriteria kesehatan bank, giro 

wajib minimum serta insentif bagi merger bank menunjukkan bahwa 

kecenderungan merger bank di Indonesia saat ini dan yang akan datang adalah 

karena faktor regulasi dan belum sebagai suatu kebutuhan bagi pelaku usaha Q 

industri perbankan. 

Merger bank sangat penting dan perlu dilakukan ketika pemegang saham 

tidak mampu lagi menyuntikkan dana guna meningkatkan rasio kecukupan 

modalnya. Mempertahankan bank dalam peta persaingan baik dalam skala 

nasional, regional dan intemasional merupakan salah satu strategi bisnis bagi 

pemiliknya akan tetapi tanpa adanya kemampuan untuk lebih bersaing secara 

sehat serta mampu memberikan keuntungan bag nasabah penyimpan dana 

maupun pemegang sahamnya sudah selayaknya dipikirkan mengundang investor 

yang mau dan mampu menyetorkan dana guna peningkatan struktur permodalan 

bank. Apabila ha1 tersebut tidak terjadi maka merger bank menjadi alternatif yang 

baik dan sehat sekaligus sebagai pelaksanaan kebijakan API. 



BAB m 

MERGER BANK DAN NOTWTKASTNYA 

KEPADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 

A. Kebijakan Kepemilikan Saham Bank Umum: Dinamika lndustri 

Perbankan Indonesia 

Sejarah perbankan di lndonesia sudah dimulai sejak penjajahan oleh 

Belanda pada Abad 18 yaitu ditandai dengqtn Nederlandsche Handel 

Muut,schppij (NHM) tahun 1 824, Nederluvulsche Hudel.shunk OIJHB) tahun 

1863, De ELscomptohunk tahun 1857, Po.spuurhunk tahun 1 898, De 

./avasche Bank tahun 1927 dan Algemene Volkscredielbank tahun 1934. 

Selain bank-bank milik Belanda, saat itu juga telah hadir yaitu 771e 

Charlered Bank, lhe Hongkong Shanghai Bank, Ilhe Bank of China, Ilhe 

Greut Eaastern Bunking Corporution, The Over.seu,s Chitwse Bunking 

C,'orporution, The Yokohumu Speciehunk, Mitsui Bunk clcm Bunk of 

~ u i w u n . ~  l 5  Bank-bank rnilik Belanda saat itu sangat mendominasi kegiatan 

perbankan di Indonesia. Keberadaan bank dan bank asing tersebut 

merupakan awal bangsa Indonesia mengenal industri perbankan. 

415 Tnijhank, No. 366, September 2009, Vol. XXXI, hlm. 23. Lihat juga Maqdir 
Tsmail, op.cil., hlm. 97. Ute Yokohama Speciehank, Milsui Hank menurut Maqdir bmail, 
didirikan ketika zaman penjajahan Jepang. Sedangkan the Hongkong Shanghai Bunk, The 
Bank of China, lhe Overseas Chinese B d n g  Corpora~ion didirikan oleh pemerintah atau 
pengusaha China, Taiwan untuk kepentingan dagang mereka dan mereka bukan merupakan 
penj aj ah ataupun sekutunya. 



Perkembangan sistem perbankan lndonesia telah berevolusi dalam 5 

(lima) tahap yaitu:416 ~ a h a ~  rehabilitasi dari inflasi tingbfi tahun 1967-1973, 

tahap pemberlakuan pagu aktiva netto tahun 1974-1 983, tahap pertumbuhan 

dan deregulasi tahun 1 983- 1 988, Tahap percepatan tahun 1 988- 1 991 ; dan 

Tahap konsolidasi tahun 1991 -1 997 yaitu rnasa prinsip-prinsip kehati-hatian 

yang sedang diperkenalkan termasuk kecukupan modal dan peringkat 

bank4'' 

Tahun 1983 juga merupakan tonggak sejarah perubahan terhadap 

kebijakan perbankan nasional terjadi pada tahun 1983.Perekonomian 

Tndonesia awal periode 1982-1 983 mengalami tekanan yang cukup berat 

terutama Qsebabkan oleh menurunnya harga minyak Q pasaran dunia dan 

berlanjutnya resesi ekonomi dunia yang berpengaruh terhadap keb.iatan 

- 418 perekonomian dalam negeri. Untuk memperkuat struktur perekonomian 

Tndonesia, ditempuh beberapa kebijakan pengendalian moneter yang menuju 

ke arah mekanisme pasar. Kebijakan tersebut diawali dengan mendevaluasi 

nilai tukar rupiah pada 30 Maret 1983 dari Rp 702,50 menjadi Rp 970 per 

US$ byma mengembalikan daya saing lndonesia. Selanjutnya, diambil 

langkah deregulasi di bidang keuangan dan moneter berupa Paket Kebijakan 

416 Kusumaningtuti S.S., op.cil., hlm. 2. 
417 Ihid. Lihat juga S. Batunanggar, Indonesia 1s Ranking C,'risis Resolution: 

Le.~sons and the Wqy Forward, Occasional Internal Paper, Desember 2002, hlm. 4. 
418 Unit Khusus Museum Bank Tndonesia: Sejarah Bank Tndonesia: Moneter 

Periode 1 983-1 997, hlm. 2. Daya saing produk lndonesia menurun karena nilai rupiah over 
valued akibat tingginya laju inflasi dibandingkan dengan negara pesaing atau negara 
rekanan dagang utama Indonesia, maka pertumbuhan ekonomi semakin menurun tajam clan 
defisit neraca pembayaran cukup besar. 



1 Juni 1983 dengan maksud utama untuk mendorong kemandirian dunia 

Kondisi perbankan nasional sebelum lahirnya paket kebijakan 1 Juni 

1 983 (Pakj un) hanya terdapat 1 1 bank.420 Melalui kebijakan Pakjun tersebut 

pemerintah menderegulasi sektor moneter dengan "menganakemaskan" 

bank-bank pemerintah dalam menentukan suku bunga deposito, instrument 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Berharga Pasar Uang (sPBu)."' 

Perbankan nasional mengalami liberalisasi dengan diberlakukamya 

Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto 88). Pakto 88 tersebut mengatur 

antara lain yaitu izin pembukaan bank baru hanya cukup dengan modal Rp. 

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), diperbolehkannya bank asing 

membuka cabang & 6 (enam) kota, dibukanya izin mendirlkan bank 

patungan, Badan Usaha Milik Negara (BLIMN) menempatkan 50 (lima 

puluh prosen) dana di bank Diberlakukannya Pakto 88 maka 

jumlah bank yang semula hanya lebih kurang 77 (tujuhpuluh tujuh) bank, 

melonjak menjadi 243 bank (duaratus empatpuluh tiga). 

Pertumbuhan pesat jumlah bank tersebut menirnbulkan risiko 

meningkatnya kredit macet di semua perbankan baik milik pemerintah 

maupun swasta. Pemicu besarnya kredit macet antara lain adanya pemberian 

41"hid 
420~oehandjono, Bank Indonesia dalam Kasus BI,BI, (Jakarta; Tanpa Penerbit, 

2002), hlm. 9 
42'~aket Kebijakan 1 Juni 1983. Lihat juga Tempo, Edisi 3-9 Agustus 2009, 

hlm. 56. 
422~aket Kebijakan 27 Oktober 1988. 
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perah kelompok ten tent^.^^' 

Penataan struktur kepemilikan saham bank dil ahkan melalui 

penerapan batas maksimum kepemilikan saham sehingga dapat mengurangi 

dominasi kepemilikan yang dapat berdampak negatif terhadap operasional 

bank. Penerapan batas maksimum kepemilikan saham akan berdampak 

positif untuk mendorong konsolidasi perbankan dalarn rangka memperkuat 

ketahanan industn perbankan n a ~ i o n d . ~ ~ ~  

Bank Indonesia menetapkan batas maksim um kepemili kan saham 

pada bank melal ui PBT Nomor 1 4/81PBT/2012 tentang Kepemili kan Saham 

Bank Umum (selanjutnya disebut sebagai PB1 Saham Bank Umum 2012). 

Ketentuan PBI Saham Bank 2012 membedakan dalam 2 (dua) kategori 

pemegang saham, yaitu berdasarkan kategori pemegang saharn dan 

keterkaitan antar pemegang saham. Keterkaitan antar pemegang saham 

Bbank didasarkan pada:425 

423 Tempo, op.cil.,hlm. 56. 
424~ihat Pertimbangan huruf d dan e Peraturan Bank Indonesia Nomor 

14/8/PB1/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, tanggal 13 Juli 201 2.Lembaran 
Negara RI Tahun 2012 Nomor 14 DPNP.Selanjutnya disebut PBI Saham Bank Umum 
14/2012. Rencana integrasi sector keuangan ASEAN pada tahun 2020 yang memungkinkan 
bank-bank dengan kualifikasi tertentu (Qwfified A L W  Banks-QAB) bebas beroperasi di 
akwasan ASEAN, akan meningkatkan persaingan antar bank-bank nasional dengan bank- 
bank di kawasan ASEAN. Selain itu krisis finasial tahun 1997 mengindikasikan dominasi 
kepemilikan oleh suatu pihak pada bank berkaitan erat dan berhubungan negative dengan 
pelaksanaan GCG di perbankan. Lebih lanjut lihat Penjelasan bagian Umum PBI Saham 
Bank Umum. 

425~asal 2 ayat (I), Pasal4 (I) PBI Saham Bank Umum. 
Pasal 4 ayat (2) PBI Saharn Bank Umum menentukan Pemegang saharn yang 

memiliki keterkaitan tersebut ditetapkan sebagai satu pihak. 



, 
2.  adanya hubungan keluarga sampai dengan derajad kedua; danlatau 
3. adanya kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan 

bersama dala~n mengendalikan bank (acting in concert) dengan atau 
tanpa perjanjian tertulis sehingga secara bersama-sama mempunyai hak 
opsi atau hak lainnya untuk inemililu saham Bank. 

Batas maksimum kepemilikan saham pada bank bagi setiap kategori 

adalah sebagai b e r i k ~ t : ~ ~ "  

a. 40% (empat puluh persen) dari modal bank, untuk kategori pemegang 
saham berupa badan hukurn lembaga keuangan bank dan lembaga 
keuangan bukan bank;427 

b. 30% (tiga puluh persen) dari modal bank, untuk kategori pemegang 
saham berupa badan hukum bukan lembaga keuangan; dan 

c. 20% (dua puluh persen) dari modal bank, untuk kategori pemegang 
saham perorangan. 428 

Batas maksimum kepemilikan saharn tersebut tidak berlaku bagj 

pemerintah pusat karena guns mendukung pencapaian tujuan meningkatkan 

kesejahteraan urnum, serta tidak berlaku bagi lembaga yang memililu fimgsi 

Pasal 4 ayat (3) PBI Saham Bank Umum mengatur bahwa batas maks ime  
kepemilikan saham bagi pemegang saham yang ditetapkan sebagai satu pihak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut: 
a. jumlah keseluruhan kepemilikan saham dalam satu pihak tersebut sebesar batas 

kepemilikan yang tertinggi dari kategori pemegang saham dalam satu pihak tersebut; 
dan 

b. komposisi kepemilikan masing-masing pemegang saham dalam satu pihak tersebut 
paling tinggi sebesar batas I lmaksimum kepemilikan sesuai kategori pemegang saham. 

426~asal 2 ayat (2) PBI Saham Bank Umum 201 2 
427 Pasal2 ayat (4) PBT Saham Bank Umum 2012 menjelaskan bahwa: 
a) dalam pendiriannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dimungkinkan 

melakukan kegiatan penyertaan Udalam jangka panjang; dan 
b) diawasi clan diatur oleh otoritas lembaga keuangan. 
Lembaga keuangan bukan bank yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) diperlakukan sebagai badan hukum bukan lembaga keuangan yang hanya dapat 
memiliki saham dengan batas maksimum kepemilikan saham pada Bank sebesar 30% (tiga 
puluh persen) dari modal bank. Lihat Pasal2 ayat (5) PBI Saham Bank Umum 2012. 

42R Pasal 2 ayat (3) PBI Saham Bank Umum mengatur batas maksimum 
kepemilikan saham perorangan pada bank syariah adalah sebesar 25% (dua puluh lima 
persen) dari Modal Bank. 



pemerintah pusat sebagai pemegang saham pengendali dari 5 ( h a )  bank 

BUMN tetap harus memenuhi ketentuan maksimum pemilikan saham 

sebagai pemegang saham pengendali dimana sebagai pemegang saham 

pengendali tunduk pada PBT dan ketentuan Bank Indonesia mengenai 

pemegang saham pengenda~i.430 

Ketentuan dalam PB1 Saham Bank Umum 2012 tidak melarang 

calon pemegang saham pihak asing baik peroranban maupun badan hukum 

asing sebagai pemegang saham pengendali, dengan syarat memiliki 

komitmen untuk mendukung pengembangan perekonomian Tndonesia 

melalui bank yang dirniliki serta ba@ badan hukum lembaga keuangan 

mkka hams memperoleh rekomendasi dari otoritas pengawasan dari negara 

asal. Badan hukum yang berkedudukan & luar negeri hams memiliki 

peringkat paling kurang yaitu:43' 

a. 1 (satu) tingkat (notch) di atas peringkat investasi terendah, bagi badan 
hukum lembaga keuanban bank;432 

b. 2 (dua) tiugkat (notch) di atas peringkat investasi terendah, bagi badan 
hukum lembaga keuangan bukan bank; atau 

c. 3 (tiga) tingkat (nolch) di atas peringkat investasi terendah, bab.i badan 
hukum bukan lembaga keuangan. 

Badan hukum lembaga keuangan bank dapat memiliki saham lebih 

429 Pasal3 dan penjelasannya PBI Saham Bank Umum 20 12. 
430~asal 5 ayat (1) PBI Saham Bank Umum 2012. 
431~asal 5 ayat (2) PBI Saham Bank Umum 2012. 
Peringkat tersebut hams dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui 

oleh Bank Indonesia. Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf c PBI Saham Bank Umum 
2012. 

432 Badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing. Penjelasan Pasal2 ayat 
(2) huruf a PBI Saham Bank Umum 201 2. 



persetujuan Bank Indonesia serta wajib memenuhi persyaratan sebagai 

memperoleh penilaian tingkat kesehatan bank dengan peringkat 
komposit 1 (satu) atau 2 (dua) atau peringkat tingkat kesehatan bank434 
yang setara bagi lembaga keuangan bank yang berkedudukan di luar 
negeri; 
memenuhi ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) 
sesuai profil risiko; 
m ~ d a l  inti (lier 1) paling h a n g  sebesar 6% (enam persen); 
mendapatkan rekomendasi dari otoritas pengawasan lernbaga keuangan 
bank tersebut, bag  lembaga keuangan bank yang berkedudukan di luar 
negeri; 
merupakan lem baga keuangan bank yang telah go public; 
komitmen untuk memendu ke waj iban membeli surat utang bersifat 
ekuitas yang diterbitkan oleh bank yang akan dimiliki; 
komitmen untuk memiliki bank paling h a n g  dalarn jangka waktu 
tertentu; dan 
kom i tmen untuk menduk ung pengem bangan perekonom ian Tndonesi a 
melalui bank yang dimiliki. 

Badan hukurn lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan 

tersebut di atas dapat memiliki saham bank dengan jumlah lebih dari 40% 

(empatpuluh per seratus) harus memenuhi 2 (dua) kewajiban yaitu:435 

a. wajib melakukan go public mtuk mencapai kepemilikan publik paling 
kurang sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal bank, yang 

433 Pasal6 ayat (I), (2) PBI Saham Bank Umum 201 2. 
434~eraturan Bank lndonesia Nomor: 13/ 1 /PB1/2011 tentangPenilaian Tingkat 

Kesehatan Bank (selanjutnya disebut PBT Kesehatan Bank 201 1) UmumLembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 201 1 Nomor 1 DPNP, tanggal 5 Januari 201 1. 

Penjelasan Pasal8 ayat (1) PBI Kesehatan Bank Umum 201 1. Peringkat setiap 
faktor dikategorikan sebagai berikut: 
a. peringkat 1; 
b. peringkat 2; 
c. peringkat 3; 
d. peringkat 4; dan 
e. peringkat 5. 
Urutan perin at faktor yang lebih kecil mencerminkan kondisi bank yang lebih baik. 

43pPasnl 7 PBI Saham Bank "mum 201 2. 
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keuangan bank merniliki saharn sesuai persetujuan Bank Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 ayat (1); dan 

b. wajib rnemiliki persetujuan untuk menerbitkan surat utang yang bersifat 
e k ~ i t a s . ~ ~ ~  

Badan h uk um lem baga keuangan yangakan menjadi pemegang 

saharn Bank dan telah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia dapat 

melakukan pembelian saharn sampai dengan batas maksimum kepemilikan 

saham sebesar 40% (empatpuluh per seratus). Jumlah kepemilikan saham 

bank tersebut dapat dtingkatkan lebih dari 40% (empat puluh per seratus) 

apabila bank yang dimiliki memperoleh penilaian tigkat kesehatan bank 

dan penilaian GCG peringkat 1 (satu) atau peringkat (2) selama 3 (tiga) 

periode berturut-turut dalarn periode 5 (lima) tahun sejak mendapatkan 

persetujuan dari Bank Indonesia. Apabila tingkat kesehatan bank tersebut di 

atas tidak dapat dpendu maka batas maksimum kepemilikan saham bank 

yang dapat dimili ki oleh lembaga keuangan bank han ya sebesar 40% (empat 

puluh per seratus) dari modal bank. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi 

badan hukulm keuangan bank yang telah merniliki saham bank di atas batas 

maksirnum kepemilikan saharn sebelum berlakunya ketentuan PBI Saham 

Bank Umum 20 12.~'' 

Batas akhir peningkatan kepemilikan saham saham bank sesuai batas 

maksimum kepemilikan saham yaitu sampai pada tangal 3 1 Desember 201 3. 

436~urat utang yang bersifat ekuitas adalah surat utang yang dapat dikonversi 
menjadi saham atau yang mengandung hak opsi untuk memperoleh saham. Lihat 
Penjelasan Pasal7 huruf b PBI Saham Bank Urnurn 20 12. 

437 Pasal8 ayat (I), (2) dan Pasal9 PBI Saham Bank Umum 201 2 



saham Bank lebih dari batas maksimum kepemilikan sahamF8 mtuk 

menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan sahamnya berdasarkan 

hasil penilaian tingkat kesehatan bank danlatau per~.ilaian GCG akhir bulan 

Desember 20 1 3.439 

Pemegang saham pada bank yang memperoleh tingkat kesehatan 

bank dan/atau GCG dengan peringkat 1 (satu), atau 2 (dua) per Desember 

2013 tetap dapat meningkatkan kepemilikan saham yang telah disetujui oleh 

Bank Tndonesia. Namun demikian, apabila peringkat (1) atau (2) tersebut 

ternyata dalam waktu dalam waktu 3 (tiga) periode penilaian mengalam i 

penunman tingkat kesehatan bank danlatau GCG menjadi peringkat 3 (tiga), 

4 (empat) atau 5 (lirna) atau pemegang saharn atas inisiatif sendri menjual 

saharn yang dmillkinya, maka harus menyesualkan ketentuan batas 

maksimum kepemilikan saham sebagaimana diatur pada Pasal 2 dan Pasal4 

PBT Saham Bank Umum 2012 dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun 

sejak penilaian terakk~ir~~ 

Pemegang saham pada bank yang memperoleh tingkat kesehatan 

bank danlatau GCG dengin peringkat 3 (tiga), 4 (empat), atau 5 (lima) per 

Desernber 2013 diberi kesempatan untuk menyesuaikan batas maksimum 

kepemilikannya paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak 1 Januari 

43%emenuhi ketentuan Pasal2,4, dan Pasal6 PBI Saham Bank Umum 2012 
439 Pasall0 dan Pasal 11  PBI Saham Bank Umum 20 12 
440 Pasal 1 3 PBI Saham Bank Umum 201 2 
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dengan batas maksimum kepemilikan saharnnya, maka bank tersebut wajib 

menyusun rencana tindak yang sekurangnya memuat 3 (tiga) ha1 yaitu: cara 

penyesuaian batas waktu kepemilikan saham, tahapan pelaksanaan dan 

jangka waktu. Rencana tindak tersebut harus mendapat persetujuan oleh 

RUPS dan ksampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 4 (empat) bulan 

sejak tirnbulnya kewajiban menyesuaikan batas maksimum kepemilkan 

sahamnya. Pelaksanaan rencana tindak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja 

sejak realisasi rencana tindak atau sesuai tahapan rencana t i t ~ d a k . ~ ~ ~  

Bank Indonesia memberikan fasilitas berupa kemudahan 

kepemilikan saham Bank melebihi batas maksimum yang ditentukan serta 

kelonggaran waktu penyesuaian apabila pemegang saham akan memiliki 

saham bank dengan ketentuan:"' 

1. bank &lam penanganan atau penyelamatan oleh Lem baga Penjamin 

Simpanan (LPS) 

2. bank dalam pengawasan khusus; atau 

3. bank &lam pengiwasan intensif. 

Pemegang saham yang akan memililu saham bank dalam 

penanganan LPS dan bank dalam pengawasan khusus diberi waktu paling 

lama 20 (dua puluh) untuk menyesuaikan batas maksimum kepemilikan 

Pasal 12 PBI Saham Bank Umum 2012 
442~asal 19 ayat (I), (2), (3), (4), (5) PBI Saham Bank Umum 2012 
443~asal 14 ayat (1) PBI Saham Bank Umum 201 2 



ha~ankyi b a n k  1,PS d a n n k  

dalain pengawasan khusus. sedangkan baa  bank dalam pengawasan intensif 

maka batas waktu penyesuaian kepemilikan maksimum saham selama 15 

(I ima belas) tahun sejak membeli bank t e r ~ e b u t . ~ ~ ~  

Permasalahannya kemudian adalah bagaimana apabila pemegang 

saharn bank tidak memenuhi ketentuan Bank lndonesia dalam PBI Saharn 

Bank Umum 2012 t e r ~ e b u t ? ~ ~ ~  Pelanggaran PBI Saham Bank Umum 

tersebut, Bank lndonesia melakukan pembatasan berupa pembatasan hak 

pemegang saham dalam perhitungan kuorum dan pengambilan keputusan 

dalam RUPS paling tinggi sebesar batas maksimum kepemilikan saham 

yang diatur pada Pasal 2 dan Pasal 4 PBI Saham Bank Umum 2012, dan 

pembatasan berupa penundaan pembayaran dividen terhadap kelebihan 

saham yang dimiliki sampai yang bersangkutan memenuhi ketentuan batas 

maksim um pemil i kan saham. Bank Tndonesia j uga dapat melakukan uj i 

kemampuan dan kepatutan fit undproper test) terhadap pemegang saham 

bank tersebut, serta dapat diminta untuk merger.44" 

Pemegang saham bank yang tidak melakukan penyesuaian batas 

maksimum kepemilikan sahamnya, maka bank:447 

a. wajib mencatat hak yang bersangkutan selaku pemegang saham paling 
tinggi sebesar batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana 

4*asal 14 ayat (2) PBT Saham Bank Umum 201 2 
#'~asal 1 2 huruf a, Pasal 1 3, Pasal 14 ayat (2), Pasal 1 5 danlatau Pasal 1 6 huruf 

b PBI SahaniBank Umum 2012. 
&pasal20 ayat (I), (2), (3) dan Pasal23 PBI Saham Bank Umum 20 12. 
447~asa1 21 PBI Saham Bank Umum 



dimaksud dalam Pasal2 dan Pasal4; 
b. wajib memastikan penggunaan hak suara bagi yang bersangkutan Fdan 

perhitungan kuorum dalam RUPS paling tinggi sebesar batas maksimuln 
kepemilikan saham sebagairnana dimaksud dalam Pasal2 dan Pasal4; 

c. wajib menunda pembayaran dividen bagi kelebihan saham yang dimiliki 
pemegang saham yang bersangkutan sampai dengan yang bersangkutan 
melakukan penyesuaian dengan batas maksimum kepemilikan saham; 
dan 

d. dilarang memberikan atau memperpanjang jangka waktu fasilitas 
penyediaan dana kepada pemegang saham yang bersangkutan, tennasuk 
kepada pihak terkait dengan pemegang saham. 

Bank yang melanggar ketentuan Pasal 19 danlatau Pasal 21 PBT 

Saham Bank Umum 2012 maka akan dikenakan sanksi administratif oleh 

Bank lndonesia berupa t e~wan  tertulis, larangan pembukaan jaringan kantor 

baru; clanlatau pembekuan kegatan usaha tertentu dan dapat melakukan,fif 

und proper test terhadap anggota dewan komisaris danlatau anggota 

Pemegng saham bank yang melakukan merger dapat memilih 

saham bank hasil merger lebih dari batas maksimum kepemilikan saham. 

bank hasil merger yang memperoleh tingkat kesehatan bank dan penilaian 

GCG dengan peringkat 1 (satu), 2 (dua), wajib menyesuaikan kepemilikan 

sahamnya paling lama 1 0 (sepul uh) tahun sejak mengalami pen urunan 

selama 3 (tiga) periode tingkat kesehatan bank dan/atau penilaian GCG bank 

hasil merger menjadi peringkat 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), atau 

melakukan penjualan saham atas inisiatif sendiri. Namun derniluan, apabila 

pemegang saham bank hasil merger yang berasal dari bank yang memiliki 

4 4 9 a s a ~  24 PBI Saham Bank Umum 



tingkat kesehatan bank peringkat 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) wajib 

menyesuaikan batas kepemilikan saham paling lama 20 (dua puluh) tahun 

sejak merger.449 

Laba perbankan nasional sejak tahun 1995 atau sebelum krisis 

moneter serta perbankan dan pasca krisis sampai dengan tahun 2013 

menunjukkan suatu perkembangan yang baik dalam arti selama dan pasca 

krisis, kepercayaan masyarakat masih tinggi terhadap institusi perbankan ha1 

ini dapat dilihat perkembangan laba bank di bawah 

Gambar 7 
Perkembangan Laba Perbankan Indonesia 

Perkembangan Laba Perbankan Indonesia 

Sumber: Statistlk Perbankan Indonesia (Vol. 10. No. 3, Februari 2012), hlm. 11. Statistlk 
Perbankan Indonesia (Vol. 1 1. No. 4, Maret 201 3), hlm. 19. Statistlk Perbankan Indonesia 
(Vol. 11. No. 12, November 2013), hlm. 19. 

449~asal 15 PBI Saham Bank Umum 2012. Dalam Pasal 15 tersebut diatur 
mengenai bank ha i l  penggabungan atau peleburan, akan tetapi dalam penelitian ini disebut 
dengan istilah merger, kecuali dimaksudkan lain 

450~nfobank, edisi No. 387, Juni 201 1, Vol. XXXIII, hlm. 3 1, dan Infobank, 
edisiNo. 399, Juni 2012, Vol. XXXIV, hlm. 33 



Pertumbuhan laba perbankan tersebut d i i k u k u a n  semakin 

berkuranbqya jurnlah bank yang ada. Melalui Surat Keputusan Direksi Bank 

I Indonesia No. 3011 99/KEP/DlR/ tanggal 12 Februari 1998, 54 (lima puluh 

empat) bank ulnum dite~npatkan dalam program penyehatan Badan 

Penyehatan Perbankan Nasional (selanjutnya disebut BPPN).~~'  Menteri 

Keuangan dan Bank Indonesia sebagai Komite Pengarah Program akhirnya 

mampu mengindentifikasi bank-bank yang mengikuti program 

rekapitalisasi. Program rekapitalisasi tersebut diikuti oleh 74 bank dari 128 

bank umum swasta nasional terrnasuk kategori A sehingga tetap beroperasi 

dan tidak mengikuti program rekapital isasi, 8 (delapan) bank diambilalih 

oleh pemerintah karena pemilik bak tersebut tidak mampu menyetorkan 

modal tambahan akan tetapi bank tersebut inemililu nasabah clan jaringin 

operasi yang luas, dan 38 (tiga puluh delapan) bank tidak memendu 

persyaratan sehingga direkomendasikan dialihkan ke BPPlV. Sedangkan 7 

(tujuh) bank Pemerintah, 4 (empat) dimerger dan direkapitalisasi dm 3 

(tiga) tetap direkapitalisasi. 12 (dua belas) bank dari 27 (dua puluh tujuh) 

bank milik daerah direkapitalisasi, dan 7 (tujuh) bank direkapitalisasi dm 

142 (seratus empat puluh dua) bank milik swasta na~iona l .~ '~  

45 1 Lihat juga Kusumaningtuti S.S., ol~.cil., hlm. 1 55 
452~hid., hlm. 161. Soehandjono, op.cit.,hlm. 10 menguraikan yaitu pada saat 

krisis moneter terjadi pencabutan izin 16 bank karena masuk dalam status Bank dalam 
Likuidasi. 4 bank dalam status Bank take over. 10 bank dalam status Bank Beku Operasi. 
38 Bank Beku Kegiatan Usaha 



2003 sampai dengan 2007 terjah pengwmgan jurnlah bank yang 

dikarenakan merger maupun ditutup. Tahun 2003 terdapat 138 bank, tahun 

2004 berkurang 6 (enam) bank menjadi 132 bank, tahun 2005 berkurang 1 

(satu) bank lagi menjadi 131, tahun 2006 berkurang 1 (satu) bank lagi 

menjadi 130 bank,tahun 2007 berkurang 1 (satu) bank lagi menjadi 129 dan 

pada tahun 2008 terdapat 7 (tujuh) bank yang ditutup sehingga saat ini 

tersisa 122 bank. Jurnlah bank tersebut adalah bank pemerintah, bank 

swasta, bank campuran dan bank asing, dimana secara rinci dapat dilihat 

pada Gambar 8 di bawah 

453 Rekapitulasi institusi perbankan di Indonesia per Oktober 2011. 
h t t p : / / w w w . b i . g o . i d / w e b / i d ~ - P e r b a n k a r a .  
Akan tetapi sampai dengan bulan September 2012 berdasarkan laporan statistik Bank 
Tndonesia, jumlah bank di Indonesia adalah 120 karena terjadi penutupan Bank Global pada 
tahun 2005 dan likuidasi atas pemintaan pemilik banknya sendiri yaitu PT Bank 1F1. Lihat 
http://www . bi.go.id/NR/rdonlyres/2DDDCD45-BC93-4625-AFC6- 
7A58E6B676A0/27505-/SPISeptember2014.pdf. Lihat juga Infobank, edisi 387.. .op.cil., 
hlm. 26-3 1, Rating 120 Bank. 



Gambar 8 
Rekapitulasi Jumlah Bank di Indonesia 

Restrukturisasi yang sangat signfikan bagi sektor perbankan 

nasional tidak serta merta menjadikan perbankan nasional menguat. Mari 

Elka pangestu4" mencatat setidaknya ada 3 (tiga) penyebab lemahnya 

perbankan nasional y aitu : 

1. pertumbuhan jumlah bank yang amat pesat sebagai hasil kebijakan 

deregulasi 1988 yang tidak disertai dengan ketentuan prudential dan 

pengawasan yang memadai oleh bank sentral. 

2. lemahnya penerapan good c o ~ o r a t e  governance disektor perbankan, 

karena anara lain konsentrasi keemilikan wing amat tinggi. 

4 5 4 ~ a r i  Ella Pangestu, The Indonesia Bmk Crisis and Restruciz.uiitg: Lessom 
and hpdmation for Other Dewdoping Comtries, G-24 Discussion Paper Series NO. 23 - 
United Nation Conference on Trade and Development, November 2003, hlm. 2. 



3. terjadtnya ecolaop;r;lac boom dan integrasi keuangan internasional yang 

mengakumulasi tingkat kerentan an sis tem perbankan nasi onal. 

Struktur perbankan nasional dtgambarkan sebagai struktur yang 

rentan karena tahap konsolidasi yang dtlakukan pemerintah belum selesai 

dijal ankan. 455 Menurut Mari Elka Pangestu,rentannya struktur perbankan 

tidak terlepos dari pelaksanaan liberalisasi yang terlalu cepata6 

API yang diterapkan oleh Bank Indonesia membawa konsekuensi 

1 ogis b a g  bank yang tidak marnpu m emenuhi kebutuhan modalnya sehingga 

harus melakukan pilihan yaitu merger atau menjual kepemilikan sahamnya 

kepada investor strat egis sehingga m ampu menyuntikan modalnya dan 

dapat melakukan pembenahan serta peningkatan lunerjanya. 

Gambar 9 

E Bank Swasta 66 E Bank Pemerintah 4 
w Bank Asing 10 E Bank Campuran 14 

Bank Daerah 26 

455 Kusumatlinmti S .S ., op. cif., hlm . 3  . 
4s Mari Elka Pangestq Ioc.cif: 



Pemerintah lndonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 

1999 tentang Pembelian Saham Bank Umun (selanjutnya disebut PP 

Pembelian Saham Bank Umum 1 9 9 9 ) ~ ~ ~  membolehkan kepemilikan asing 

pada bank di Tndonesia sampai batas 99 % (sembilanpuluh sembilan 

persen). Pemerintah beranggapan bahwa dalam kehidupan perekonomian 

yang semakin terbuka dan berkembang cepat, dibutuhkan layanan jasa 

perbankan yang semakin luas, baik dan berkualitas. Sehubungan dengan ha1 

tersebut diperlukan sistem perbankan yang sehat, efisien, tanggh dan 

mampu bersaing. untuk itu perbankan perlu didorong untuk memperkuat 

permodalannya, baik dengan mengupayakan sumber dana dari dalam negeri 

maupun dari luar negeri. Mengingat ha1 tersebut, perlu dibuka kemunglunan 

yang lebih besar bagi masuknya modal asing melalui pembelian saham bank 

umum oleh masyarakat baik perorangan maupun badan hukum, serta baik 

warga negara Tndonesia maupun warga negara asing dan atau badan hukum 

Tndonesia maupun badan hukum asing dengan tetap mempertahankan 

prinsip ke~nitraan.~~' 

Setidaknya ada 4 (empat) alasan mengapa replator berupaya 

meningkatkan, memaksakan dan menekankan pentinpya kecukupan modal 

bagi bank, yaitu: 

457~itetapkan tangal 7 Mei 1999. 
45R~ihat  Pertimbangan dan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 29 

tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum. 



1. dapat menyerap kewian yang timbul tidak terduga. 

2. me1indunk.i kreditor yang tidak dijamin bila terjadi insolvensi dan 

kemungkinan terjadinya 1-ikui dasi. 

3. me1 indungi dana lembaga penjamin simpanan dan dana pembayar 

pajak. 

4. memungkinkan bank melakukan lnvestasi untuk keperluan 

memperlan~ar arus ja~a.~'' 

Prinsip kecub-upan modal (capilaf adequacy) jauh sebelum 

diterapkannya APT telah diatur oleh Bank ~ndonesia.~" Secara teknis 

kewajiban penyediaan minimum diukur dari persentase tertentu terhadap 

aktiva tertimbang menurut risiko ( A T M R ) . ~ ~ ' s ~ ~ ~ ~  klasik yang disampaikan 

Basle Commillee maupun dalam API dalam pemenuhan modal adalah 

melalui penambahan modal baru dari pemegang saham lama maupun dari 

investor  bar^.^^^ Apabila pemilik Bank kesulitan menyetorkan modal 

45 %enton E. Gup, Ilk New Base1 Capihl Accord, (New York: Thomson 
Corporation, 2004), hlm.187. Zulkarnain Sitompul, Merger, AAkuisisi dm Kon,sr,lidasi 
Perhankan, Relewnsinya dengan Kehijakan Single Presence Policy, 
(http://zul sitompul.wordpress.com/2008/07/09/merger-ahisisi-dan-konsolidasi- 
perbankanl), hlm. 1 

460 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/'KEPDIR tanggal 29 Mei 
1993. 

Gunarto Suhardi, op.cit.,hlm. 48. Gunarto Suhardi lebih lanjut menjelaskan 
mengenai pengertian modal yaitu modal inti dan modal pelengkap. 

Modal inti terdiri dari modal disetor, agio saham, modal sumbangan, cadangan 
umum, cadangan tujuan, laba yang ditahan, laba tahun lalu dan laba tahun bet-jalan. 

Modal pelengkap terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, penyisihan aktiva 
produktif, modal pinjaman, dan pinjaman subordinasi. 

462 Thzd., hlm. 44. 



tambahan guna meningkatkan perfoma banknya maka memilih alternatif 

rasional dengan menggandeng investor baru baik lokal maupun a ~ i n g . ~ ' ~  

Kepemilikan saham bank di Indonesia oleh asing dapat dilakukan 

oleh perorangan maupun badan huku~n baik langsung maupun melalui 

Bursa Efek setel ah memen uhi persyaratan perundang-undangan yang 

berlaku, dengan jurnlah maksimum kepemilikan saham oleh asing tersebut 

adalah 90% (sembilan puluh per se ra t~s) .~ '~  

Kepemilikan saham bank di indonesia oleh asing ha1 tersebut 

termasuk yang paling tinggi dibandingkan dengan beberapa negara Asia, 

Cina, Amerika Serikat, Amerika Latin, dan Afiika sebagaimana terlihat 

pada Tabel 15 di bawah 

463~aik persmrangan maupun badan hukum. 
464~asal 2 PP Pembelian Saham Bank 1999. 

(1) Perorangan dan Badan Hukum dapat melakukan pembelian 
saham Bank baik secara langsung maupun melalui Bursa Efek. 

(2) Perorangan dan Badan Hukum yang membeli saham Bank 
wajib memenuhi persyaratan sebagai pemegang saharn Bank sebagaimana 
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 3 
Jumlah kepemilikan saham Bank oleh Warga Negara Asing dan 

atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara 
langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% 
(sembilan puluh sembilan per seratus) dari jumlah saham Bank yang 
bersangkutan. 

Pasal4 
(1) Pembelian saham oleh Warga Negara Asing dan atau Badan 

Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus per seratus) 
dari jumlah saham Bank yang tercatat di Bursa Efek. 

465 Lihat juga Zaenal Abidin, "Bank Asing dan Peranan BI", artikel, Komyas, 20 
Juni 201 1, hlm. 6. 



Batas Kepemilikan Bank oleh Asing di Beberapa Negara 

Amerika Serikat 30% 
Malaysia 30% 
Vietnam 30% 

30% 
Me ksiko 20% 
Nigeria 10% 

Sumber: InfobankNo. 366. September 2009, Volume XXXI, hlm. 23 

Kepemilikan asing pada bank di Indonesia sebelum krisis moneter 

dan keuangan tahun 1998 adalah kurang dari 10% (sepuluh persen) dari 

total asset perbankan nasional, akan tetapi saat ini telah mencapai 50Yo 

(limapuluh per seratw persen), dm bank yang dikuasai asing mencapai 47 

(empatpuluh tujuh) bank dari total 120 bank urnurn yang ada Sampai saat 

ini terdapat setidaknya 22 (dua puluh dua) bank yang saharnnya sebagian 

dirniliki oleh investor asing, sebagaimana terlihat pada Tabel 16 di bawah 

ini: 



m .  4 . -  laDel 10 
Kepemilikan Asing di Bank Swasta di Indonesia 

ASET PEW 
NO NAMA BANK ( W e  PEMEGANG SAHAM EN 

MILIAR) 
1 AMINBANKw*) 228 WISHART INVESTMENT INC 90.00 

H.M.Y. BAMBANG SUJANTO 10.00 

2 BANK ANDARA 461*) 170 MERCY CORPS 40.16 

INTERNATIONAL FINANCE 19.90 
CORPORATION 

STICHING HIVOS TRIODOS FUND 17.45 

I NYOMAN GATHA 11.89 

CATHOLIC ORGANIZATION FOR 10.60 
RELIEF AND 

DEVELOPMENT AID 

3 BANKBNP 4,069 ACOM.CO,LTD 55.68 

THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI 20.00 
UFJ 

PT. HERMAWAN SENTRAL 7.50 
INVESTAMA 

PT. HERMAWAN LADANG ARTA 7.50 

PEMEGANG SAHGM LAINNYA (25%) 9.32 

4 BANKBTPN 18,236 TPG NUSANTARA S.ar.i 71.61 

PT. MULTI KENCANA MULIA 1 .OO 

MASYARAKAT (< 5%) 27.39 

5 BANK BUMIPUTERA 6,043 ICB FINANCIAL GROUP HOLDINGS 67.07 
AG 

AJB BUMIPUTERA 1912 5.98 

MASYARAKAT (< 5%) 26.95 

6 BANK CENTRAL ASIA 255,054 FARINDO INVESTMENTS 
(MAURITIUS) LTD qq468 

FARLLON CAPITAL MANAGEMENT 
LLC, 

SDR. BAMBANG HARTONO DAN 

SDR. ROBERT BUD1 HARTONO 51.15 

ANTHONY SALIM 1.76 

MASYARAKAT 45.91 

466per Maret 2009 
467per Maret 2009 
468~erdasarkan mformasi Kompas, e&si 18 Juni 2012 Farindo Investments 

(Mauritius) Ltd, memildu 47,15% saham BCA. 



ASET PERS 
NO NAMA BANK @'. PEMEGANG SAHAM EN 

MILIAR) 
PT. BANK CENTRAL ASIA TBK 

(TREASURY STOCK) 

7 BANK CIMB NIAGA 102,146 CIMB GROUP SDN BHD, MALAYSIA 77.24 

(HASIL MERGER BANK SANTUBONG VENTURES SDN BHD, 16.64 
NI AG A MALAYSIA 

DAN LIPPO BANK) INVESTOR LAINNYA (< 5%) 6.12 

8 BANK DANAMON 98,888 ASIA FINANCIAL (INDONESIA) PTE 67.76 
INDONESIA L T D ~ ~  

MASYARAKAT LAINNYA (< 5%) 32.24 

9 BANK EKONOMI 410*, a) 20,055 PT. ALAS PUSAKA 38.60 

PT LUMBUNG ART KENCANA 38.84 

LAINNYA 12.45 

MASYARAKAT 10.11 

10 BANK ICBC INDONESIA 2,506 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 97.83 
471*) BANK 

OF CHINA LTD (ICBC) 

PT. INTIDANA WIJAYA 2.17 

1 1 BANK SBI INDONESIA 802 STATE BANK OF INDIA 76.00 

(dlh INDOMEX) PT. RAVINDO JAYA 24.00 

12 BANK INTERNASIONAL 55,972 SORAK FINANCIAL HOLDINGS PTE 54.33 
LTD 

INDONESIA 41L*) MAYBAN OFFSHORE CORPORATE 43.19 
SERVICES 

(LABUAN) SDN BHD 

MASYARAKAT 2.48 

13 BANK MUAMALAT 14,782 ISLAMIC DEVELOPMENT BANK 28.01 

BOUBYAN BANK KUWAIT 21.28. 

ATWILL HOLDINGS LIMITED 15.32 

ABDUL ROHIM 6.71 

RIZAL ISMAEL 5.49 

KOPKAPINDO 3.25 

IDF FOUNDATION 2.98 

BMF HOLDINGS LTD 2.98 

BPDONHI 2.44 

MASYARAKAT LAIN 11.54 

469~erdasarkan informasi Kompas, edisi 18 Juni 2012, Asia Financial Indonesia 
menguasai 67,37% saham 

470per Maret 2009. a) : 88.89% saham diakuisisi oleh HSBC 
471per Maret 2009 
472 per Maret 2009 



ASET 
NO NAMA BANK (RP. PEMEGANG SAHAM (%) 

MILIAR) 
14 BANK OCBC NISP 347,356 OCBC OVERSEAS INVESTMENTS 74.73 

PTE L T D ~ ~ ~  

INTERNATIONAL FINANCE 7.17 
CORPORATION 
LAINNYA 18.10- 

15 BANK SWADESI 1,381 BANK OF INDIA 76.00 

I PT. PANCA MANTRA JAYA 17.12 1 
PRAKASH RUPCHAND CHU GANI 1.61 

MASYRAKAT LATN 
- 

5 . 2 1  1 
16 BANK UOB BUANA 22,024 UOB INT'L INVESTMENT PRIVATE 98.997 

L T D ~ ~ ~  

SUKANTA TANUDJAJA 1.000 

MASYARAKAT 0.003 

17 HANABANK 1,370 HANA BANK KOREA 70.10 

INTERNATIONAL FINANCE 19.90 
CORPORATION 

PT TRISETIJO MANUNGGAL 5.00 
UTAMA 

BAMBANG SETIJO 5.00 

18 PERMATA BANK 54,054 PT ASTRA INTERNATIONAL, Tbk 44.505 

STANDARD CHARTERED  BANK^^^ 44.505 1 
MASYARAKAT 10.990 

19 LIPPO BANK b)4'6 39,059 SANTUBONG INVESTMENT B.V. 87.03 

GREATVILLE PTE. LTD 5.57 1 
MENTERI KEUANGAN RI (EX BPN) 1.70 

PUBLIK (< 5%) 5.70 

473 Berdasarkan lnformasi Kompas, edisi 18 Juni 2012, OCBC Overseas 
Investent Pte.Ltd., menguasai 85,10% saham Bank OCBC NISP. 

474 Berdasarkan mformasi Kompas, edisi 18 Juni 2012, Bank UOB Buana telah 
berganti nama menjad Bank UOB Indonesia, dimana UOB Intl Investment Pnvate Ltd 
sebesar 68.94% dan United Overseas Bank Limited mengasasi 30.05% saham Bank UOB 
Indonesia. 

475~erdasarkan lnformasi Kompas, edisi 18 Juni 201 2, Standart Chartered Bank 
menguasai 44,52% saham Bank Permata 

476b) : posisi terakhlr (per September 2008) sebelum merger dengan Bank CIMB 
Niaga 



ASET 
No NAMA BANK PEMEGANG SAHAM 

=m) 
20 BANK HAGA c ) ~ ~ '  4,505 PT. ADITIRTA SURYASENTOSA 40.00 

PT. ANTARINDO OPTIMA 40.00 
PT. ANTARIKSABUANA 20.00 
CITANAGARA 

21 BANK HAGAKIT A d)47" 1,375 PT. ADITIRTA SURYASENTOSA 40.00 
0 40.00 

PT. ANTARTKSABUANA 

1,429 PT. BANK COMMONWEALTH 83.01 
LAIN-LAIN: 
PT. MURNI GALAXY 5.10 
PT. GIGA GALAXY 5.10 
PT. SAMUDRA ANUGRAH MEGAH 2.55 
PT. RAMADEWAN WINOKO 1.69 
PT. PRIMA RUKUN LANGGENG 1.53 
PT. FINCOM SURYA PUTRA 1.02 1 

I I 
Sumber: Infobank, edisi No. 387,hlm. 26-31. Infobank, edisi No. 399, Juni 2012, Vol. 
XXXIV, hlm. 34 

Berdasarkan Tabel 16 di atas terdapat beberapa bank yang 

kepemilikan saham asingnya di atas 50% (limapuluh persen) yaitu: Amin 

Bank 90.00% sahamnya dimiliki oleh Wishart Investment Inc. Bank BNP 

55.68% saharnnya dimiliki oleh Acom. Co., Ltd., Bank Bumiputera 67.07 

saharnnya dimiliki oleh ICB Financial Group Holdings Ag. Bank Central 

h i a  51.15% sahamnya dirniliki oleh Farindo Investments (Mauritius) Ltd 

qq Farallon Capital Management LLC.~" Bank Cirnb Niaga 77.24% 

4Rc): posisi terakhir (per Juni 2008) sebelum merger dengan Bank Rabobank 
Int'l Indonesia 

4nd) : posisi te* (per Juni 2008) sebelum merger dengna Bank Rabobank 
Int'l Indonesia 

479e) posisi terakhlr (per September 2007) sebelum merger dengan Bank 
Commonwealth 

480 Farallon Capital Management sahamnya dimihlu oleh Bambang Hartono clan 
Robert Budi Hartono. 



lndonesia 67.76% sahamnya dimiliki oleh Asia Financial Pte Ltd. Bank 

ICBC Indonesia 97.83% saha~nnya dimiliki oleh Industrial and Commercial 

Bank Of China Ltd. Bank SBT Tndonesia (dlh Tndomex) 76% sahamnya 

dimiliki oleh State Bank Of Tndia. Bank Tnternasional 54.33% sahamnya 

dimiliki oleh Sorak Financial Holdings Pte Ltd, Singapore. Bank OCBC 

74.73% saharnnya hmiliki oleh Overseas Investments Pte Ltd. Bank 

Swadesi 76.00% sahainnya diinililu oleh Bank Of India. Bank UOB Buana 

98.997% sahamnya dimiliki oleh UOB Tnt'l Tnvestment Private Ltd. Hana 

Bank 70.10% sahamnya dimiliki oleh Hana Bank Korea. Bank ANK 

83.01% sahamnya dimiliki oleh PT. Bank Commonwealth. 

Dampak kepemilikan asing tersebut menimbulkan permasalahan 

tersendiri bagi pelaku usaha maupun pemerintah. Pelaku usaha di bidang 

perbankan di Tndonesia dan negara Asia pada ulnumnya ada yang menganut 

jargon "menjadi raja kecil jauh lebih enak daripada mempunyai entitas 

bisnis besar tetapi tidak menjadi raja.'A" Di satu sisi ada pihak yang 

menganggap sebagai suatu yang wajar karena dampak globalisasi sehingga 

investasi tidak dapat dibendung dan diserahkan kepada mekanisme pasar, 

dan juga pemilik bank menganggap ha1 tersebut sebagai langkah merespon 

ketentuan APT. Narnun demikian, akan tetapi karena pemilik bank tidak 

sanggup menyetorkan dana tarnbahan, maka pilihannya adalah menjual 

4" Krisna Wijaya, op.dt.,hlm. 1 17 



lain Pihak lain 

berpendapat penjualan saharn bank kepada pihak asing dianggap 

rnerendahkan harga diri bangsa karena asing akan menguasai dan 

menentukan arah perekonomian nasional. Kedua pendapat tersebut dapat 

dipahami dalarn perspektif masing-masing dan tidak perlu dibenturkan satu 

dengan lainnya, artinya pemilik bank mempunyai pertirnbangan bisnis yang 

logis terlepas dari sikap nasionalisme. 

Penelitian yang dilakukan oleh Zaenal  bidi in^" terhadap besarnya 

porsi kepemili kan asing menunj ukan bahwa dari aspek transfer pengetahuan 

belum terbukti, dan kenaikan arus modal asing juga tidak relevan apabila 

dikaitkan dengan naiknya porsi kepemilikan asing pada bank di Indonesia, 

ha1 tersebut dikarenakan investor asing lebih melihat efisiensi birokrasi dan 

kepastian hukum dalam melakukan usahanya. 

Banyak pihak menghendaki ketentuan kepemilikan saham asing 

berdasarkan PP Pembelian Saham Bank Umum 1999 tersebut perlu dikaji 

ulang karena ketika diterbitkan saat itu memang kondisi perekonomian dan 

perbankan dalam keadaan terpuruk akan tetapi saat ini telah berusia 16 

(enambelas) tahun lebih. Terlepas dari pennasalahan nasionalisme, 

pertanyaan sederhana dapat dikemukakan, apakah keberadaan asing yang 

sampai rnelebihi 50% (limapuluh persen) bahkan diperbolehkan sampai 

99% (sembilanpuluh sernbilan persen) saat ini telah mampu memberikan 

4X2 Zaenal Abidin, c.p.cit., hlm 6. 



varakat atau lebih luasnya 

Indonesia? 

Lima dari 10 bank asing tidak mampu mencatatkan pertumbuhan 

laba pada 2010. Pangsa aset bank asing kini mencapai 7,61%. Keberadaan 

bank asing dan sepak terjangnya di Tndonesia selalu menjadi topik yang 

menarik di industri keuangan. Berbagai pujian dan kritik sering kali 

dilontarkafi kepada bank asing. Kendati diakui telah memberi wama baru 

terhadap bisnis perbankan di Indonesia, bank asing inasih kerap dilmtik 

terkait dengan soal fungsi intermediasi dan kepemilikan. 

Sejak lama Tndonesia memang menjadi lahan subur bagi bank asing. 

Berdasarkan laporan yang dirilis lnlernarional Monelnry )rimd (lMF) pada - 
2009, relurn on assel (ROA) clan refurn on equily (ROE) perbankan 

lndonesia adalah yang tertingbri di kawasan ASEAN. ROA perbankan 

nasional pada 2009 mencapai 2,6%, sementara ROE mencapai 35,9%. 

Selain itu, net interest murgin 0 bank-bank di Tndonesia yang nyaris 

menyentuh 6% merupakan yang terbesar dibandingkan dengan NIM bank- 

bank di negara lain.483 

Jumlah bank asing (tanpa memasukkan kelompok bank campuran) 

sampai Oktober 201 3 belum ada penambahan, yakni sebanyak 10 bank dari 

total 120bank di Tndonesia. Te jadi penambahan jumlah kantor bank asing 

http://www. 
Jnfobank news.com/2011/08kineria-bank-asinn-belum-memuaskan/, (25 Agustus 201 l), di 
unduh tanggal 12 Oktober 20 1 1 



I 1x5 - - 3.008 m enjadi 2 15 kantor pada 

April 201 1 dari total 14.140 kantor bank dl Indonesia. November 2010 

jumlah kantor bank asing bahkan pernah mencapai 233 kantor, akan tetapi 

pada tahun 201 1 sarnpai dengan Oktober 201 3 jumlah kantor bank asing 

mengalami penurunan menjadi 1 96 sebagai~nana diril is oleh Bank 

~ n d o n e s i a . ~ ~ ~  Kelompok bank campuran yang bisa disebut sebagii bagian 

dari bank asing juga rnenunjukkan apesivitas yang serupa, yang ditandai 

dengan bertambahnya jumlah kantor dan 168 pada 2008 menjadl 245 kantor 

pada April 201 1 dan pada Oktober 2013 mencapai 268 jumlah kantor bank 

~ a r n ~ u r a n . ~ ' ~  

Sampai dengan April 201 1, aset bank asing tumbuh sebesar 9,21% 

menjadi Rp 233,70 triliun. Dengan aset sebesar itu, pangsa bank asing 

mencapai 7,61% jika &bandingkan dengan total aset perbankan yang 

mencapai Rp 3.069,09 triliun. Jika ditambahkan dengan aset kelompok bank 

campuran, sebesar Rp 148,39 triliun, pangsanya menjadi 12,45% dari total 

aset perbankan.4'h 

Pertumbuhan kredit yang dicapai kelompok bank asing dan bank 

campuran sampai dengan April 201 1 relatif sama. Kelompok Bank asing 

mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 15,96%, sementara kelompok bank 

campuran mencapai 15,37%. Pencapaian tersebut masih berada di bawah 

484~tatistik Perbankan Indonesia Voi. 1 1  No. 1 1 ,  Oktober 2013, him. 59 
485~priyani Kurniasih, loc.cil. Lihat juga Statistik Perbankan Indonesia Vol. 1 1  

No. 11,  Oktober 2013, hlm. 1 14 
486~priyani Kurniasih, Ibid. 



. . 
v Q 

P" t - + l l m h n h o n p a i  19.24%. Masih jauh 

pula jika dibandingkan dengan pencapaian bank umum swasta nasional 

(B U SN) devisa, yang pertumbuhan kreditnya mencapai lebih dari 30%. 

Kelompok BUSN nondevi sa bahkan mencatakan pertumbuhan kredi t 

sebesar 37,60%.~'~ 

Kredit yang disalurkan 10 Bank Asing per April 20 11 mencapai Rp 

1 18,76 triliun. Pangsanya baru mencapai 6,44% dibandingkan dengan total 

kredt perbankan yang mencapai Rp 1.843,54 triliun Dari 10 Bank Asing, 

ada dua bank asing yang non per$)rming loun (NPL) nya pada periode 

tersebut berada di atas 5%. Data Biro Riset Tnfobank (birT) pada 2010 juga 

menyebutkan ada dua bank yang NPL-nya di atas ketentuan Bi, yakni 

Bangkok Bank dan Standard Chartered Bank (Standchart). Pada 2010 NPL 

Bangkok Bank mencapai 7,22%, sementara NPL Stanchart mencapai 

7.1 5%.4XX 

Beberapa bank asing memiliki pasar yang segmented. The Bank of 

Tokyo Mistsubish UFJ meski gig~h memasuki market lokal, bank ini 

memiliki dafabase nasabah korporasi asal Jepang yang h a t .  Be&u pula 

yang dialami Bank of China dengan caplive markel-nya, yakni para 

pengusaha keturunan Tionghoa. Citibank dan The Hongkong and Shanghai 

Banking Corporation (HSBC) yang gesit masuk murket lokal dengan 

4"lbid 
488 http://www.infobanknews.com/2011/08/kinerja-bank-asing-belum- 

memuaskan 



weulfh munugemenf j uga tak ingin 

mengubah porsinya. Kedua bank ini juga mulai masuk sebmen pasar lain, 

yakni usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).Dengan kekhususan 

strategi, para pemain asing ini mampu bertahan dan meraih bisnis yang 

menguntungkan. Pertumbuhan kredit Bank of China sampai dengan 

Desember 20 10 melonjak sebesar 26 1,26%. Bank yang resmi berdiri sejak 

1938 ini mampu menangbyk pertumbuhan laba hingga 42,48%. Hal itu 

menyebabkan asetnya terdonghak sebesar 72,62%.489 

Berdasarkan data Biro Riset Tnfobank, Bank of China mencatatkan 

pertumbuhan aset paling signifikan di antara 10 bank asing lain. Aset bank 

ini naik si~yifikan dari Rp 3,92 triliun pada 2009 menjadi Rp 6,77 triliun 

pada 2010. Selain Bank of China, pertumbuhan aset Deutsche Bank dan 

Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ juga mencorong, masing-masing naik 

60,02% dan 20,08%.Tidak semua bank asing mampu rnembukukuan 

pertumbuhan asetnya. Setidaknya terdapat2 (dua) bank asing yang tidak 

mampu membukukan pertumbuhan aset, yakni The Royal Bank of Scotland 

(RBS) dan J.P. Morgan Chase Bank. Masing-masing asetnya minus 53,04% 

dan 33,66%.Peraih laba tertinggj yaitu HSBC dengan pertumbuhan 

mencapai 50,20%. Pantas memang jika kenaikan laba bank asal Tnggris ini 

paling fantastis dibandingkan dengan bank asing yang lain. Lihat saja, NTM- 

nya mencapai 5,43% atau tertinggi di antara NIM sembilan bank asing yang 

483~priyani Kurniasih, 1,c.cit. 



meninlrkatnva pendapatan 

non bunga yang lungga mencapai Rp 5,62 triliun pada 2 0 1 0 . ~ ~  

Fakta lain yang dapat dilihat terhadap keberadaan bank asing bahwa 

10 (sepuluh) bank di keloinpok bank asing, separuhnya tak mampu 

mencatatkan pertumbuhan laba. Bahkan, 2 (dua) bank, yakni Bank of 

America dan RBS, mengalami kerugian. Bank of America mengalami 

kerugian sebesar Rp3,25 miliar, sementara RBS Rp 44,92 miliar. Beberapa 

bank di kelompok bank asing ini mengalami tekanan pada pendapatan 

bunga bersihnya. Hal ini sebagai akibat dari kecenderungan penurunan suku 

bunga di perbankan. 

Benarkah peran intennediasi yang dijalankan bank asing ini masih 
I 

belum optimal? Berdasarkan data Biro Riset l n f ~ b a n k > ~ ~  ada 5 (lima) bank 

yang loan lo deposil ralio (LDR)-nya belurn memenuhi ketentuan Bi atau di 

bawah 78%, yaltni Bank of America (41,20%), Citibank (69,16%), 

Deutsche Bank (52,37%), HSBC (72,58%), dan J.P. Morgan Chase Bank 

(56,35%). Merujuk pada ketentuan BI tersebut, kelima bank ini bisa 

dikatakan belum optimal dalam menjalankan fungsi intermediasinya. 

Keberadaan bank asing ini dianggap belurn memberikan kontribusi yang 

signifikan terhadap perekonomian nasional. Tentu kita tidak boleh 

membiarkan pi hak asi ng hanya rnengeruk keuntungan tanpa meinberi kan 

4 9 0 h 1 -  
memuaskan, op. cil 

491 httv://www.infobanknews.com/2011/08/kinerja-bank-asin~belum- 
memuaskan, Thid Lihat juga Apriyani Kurniasih, Zoc.cit 



. . - .  
m a  frun.!fi?r pricing yang pemah 

berpotensi merugikan negara dan kesung~yhan pelaksanaan ~runsfer 

1 knowledge hams benar-benar dia~asi .~" 

Merebaknya asing di perbankan nasional adalah akibat dari 

longgarn ya ketentuan batas kepemilikan asing di perbankan nasional yang 

hingga 99%. Pembatasan kepemilikan asing ini sebenarnya sudah lama 

(lebih dari satu dekade) menjadi perdebatan seru di industri perbankan 

khususnya. Banyak pihak menb.inbinkan PP Kepemillkan Saham Bank 

Umum 1999 direvisi, yakni kembali membatasi kepemilikan asing di 

perbankan nasional. Sebagaimana di kemukakan pengamat perbankan, 

Krisna Wijaya, "Di antara negara-negara lain, lndonesialah yang aturannya 

paling longgar, sampai 99%. Ini seharusnya direvisi untuk melindunbi bank- 

bank nasional. Kepernilikan asing sudah saatnya dibatasi." 

Pada kondisi tertentu, kepentingan negara dan masyarakat tetap 

harus dilindungi. Asing boleh saja melebarkan sayapnya di Indonesia, tapi 

harus pula dievaluasi perannya terhadap perekonomian nasional. Indonesia 

memang tidak perlu menutup diri terhadap asing, tapi sudah sewajarnya ada 

keberpihakan terhadap bank milik nasional, misalnya dengan menciptakan 

iklim yang kondusif dalam berkompeti si. 

4 9 2 h t t p 8 / -  
memuaskan, Ibid Lihat juga Apriyani Kurniasih, /oc.cil. 



tor caban~' bank asing (selanjutnya disebut 

KCBA) dengan diterbitkannya PB1 KPMM 14!2012 yang diikuti dengan 

diterbitkannya SEBl KPMM-CEMA, yang tidak mampu memenuhi target 

portofol io kredit produktif diperbolehkan mengalihkan penyal uran kredit 

kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM) 

dan kredit ekspor. Hal tersebut lkarenakan untuk memban~wn sektor mikro 

membutuhkan strate@, infiastruktur, data, dan jaringan yang babws, 

sehingga membutuhkan waktu. Karena itu, Bank lndonesia mendorong 

perbankan meningkatkan pembiayaan ke sektor UMKM.~'' 

Fenomena kepemilikan asing tersebut diakui atau tidak, akhirnya 

menimbulkan kegamangin Bank Indonesia, karena terdapat pemegang 

saham asing yang m e n j d  pengendali di bank swasta yang lain. Bank 

lndonesia melalui PBI No. 14!24!PB1/20 12 tanggal 26 Desember 20 12 

tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Tndonesia (selanjutnya 

disebut PBT Kepernilikan Tunggal 2012). Struktur perbankan yang kuat 

dapat dicapai antara lain melalui penataan struktur kepemilikan Bank 

melalui kepemilrkan tunggal pada perbankan l n d ~ n e s i a . ~ ~ ~ ~ a l a m  ketentuan 

PBI Kepemilikan Tunggal 2012 tersebut yang dirnaksud dengan 

kepemil ikan tunggal adalah suatu kondi si dimana suat u pi hak hany a 

493~i.sni.~ Azdoncsia, edisi 28 November 2012. "Bank Asing Didorong Garap 
UKM: Persaingan dalam Pembiayaan Sektor Mikro Kian Ketat. Penyaluran kredit Bank 
Campuran per September 20 12 yaitu kredit konsumsi Rp. 14.039.000.000,- (933%). Kredit 
modal kerja sebesar Rp. 97.696.000.000,OO (66,29%). Kredit investasi sebesar Rp. 
35.639.000.000,00 (24,18%). 

494 Konsideran huruf c PBI Kepemilikan Tunggal2012 



. . 
r r  1 pengendali pada 1 (satu) ~ a n k . ~ "  Pemegang 

saham pengendali adalah badan hukum danlatau perorangm danlatau 

kelompok usaha yang:"'G 

a. ~nemiliki saham Bank sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) atau 
lebih dari jurnlah sahan yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak 
suara; 

b. memiliki saham Bank kurang dari 25% (dua puluh lima per seratus) 
dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai h a .  suara 
namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendal ian Bank baik 
secara langsung maupun tidak langsung. 

Pengertian pemegang saham pengendali tersebut adalah sampai 

dengan pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (ulfimale 

sl~areholder,~).~'~ Dikecualikan dari ketentuan sebagai pemegang saham 

pengendali yaitu:4'x 

a. Pemegang saham pengendali pada 2 (dua) Bank yang masing-masing 
melakukan kegiatan usaha dengan prinsip berbeda, yakni secara 
konvensional dan berdasarkan prinsip Syariah; dan 

b. Pemegang saham pengendali pada 2 (dua) Bank yang salah satunya 
merupakan Bank Campuran (.Joinf Venfure Bank). 

Pihak yang telah menjadi pemegang saham pengendali lebih dari 1 

(satu) bank, atau melakukan pembelian saham bank lain sehingga yang 

bersangkutan menjadi pemegang saham pengendali maka yang 

495~asal 1 angka 2 PBI Kepemilikan Tunggal2012. 
49G Pasal 1 a@a 3 PBI Kepemilikan Tungal2012 
4'7 Penjelasan Pasal2 ayat (I) PBI Kepemilikan Tunggal2012 
49 8 Pasal2 ayat (2) PBI Kepemilikan Tunggal2012 



bersangkutan hams menjadi pemegang saham pengendali hanya pada 1 

(satu) bank saja dengan ~ a r a : ~ ' ~  

1 . merger atau konsolidasi atas bank-bank yang dikendalikannya; 

2, membentuk pen~saliaan induk di bidang perbankan;500 atau 

a. inembentuk Fungsi Holding. 

Fungsi laolding adalah suatu fungsi yang duniliki oleh pemegang 

saharn pengendali berupa bank yang berbadan hukurn Indonesia atau 

pemerintah Republik Indonesia untuk mengkonsolidasikan dan 

mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas bank-bank yang menjadi 

anak perusahaannya. 501 Peinegang saham pengendal i yang mengendal i kan 

lebih dari 1 (satu) bank wajib dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak 

berlakunya PBL Kepemilikan Tunggal 2012 h a i i  melakukan Merger atas 

Bank-bank yang ddcendallkannya atau membentuk perusahaan induk di 

bidang perbankan. Sedangkan pembentukan fungsi holding dilakukan paling 

lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya PBT Kepemilikan Tunggal 2012 bagi 

pihak yang memendu ketentuan sebagai pemegang saham pengendali leblh 

dari 1 (satu) bank.S02 

4'%a~al 3 ayat (I), (2) PBI Kepemilikan Tunggal20 12 
500 Penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf b PBI Kepemilikan Tunggal 2012 

menjelaskan bahwa dengan ketentuan ini maka Bank-Bank yang dikendalikan oleh 
Pemegang saham pengendali tersebut tetap ada sebagaimana semula, namun saham yang 
semula dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh Pemegang saham pengendali 
dialihkan ke emilikannya kepada Perusahaan Induk di Bidang Perbankan. 

"Pasal I angka 5 PBI Kepemilikan Tunggal2012. 
Pasal3 ayat (3), (4) PBI Kepemilikan Tunggal2012. 



Pemegang saharn pengendali apabila tidak dapat memendu 
-- 

ketentuan mengenai kewajiban melakukan merger atau membentuk 

perusahaan induk di bidang perbankan atau membentuk fungsi holding, 

dapat mengajukan perpanjangan waktu penyesuaian kepada Bank Tndonesia. 

Kemudian apabila menurut penilaian Bank Tndonesia ternyata terdapat 

kompleksitas permasalahan yang dihadapi pemegang saham pengendali atau 

bank-bank yang dikendalikanny a, maka Baak Indonesia akan memberikan 

perpanj anban wakt~.~O~ 

PBT Kepemil i kan Tunggal 20 1 2 tidak memberikan penjelasan 

kepastian berapa lama perpanjangan waktu tersebut dapat di beri kan oleh 

Bank Indonesia kepada pemegang saham pengendali, apakah 6 (enam) 

bulan atau 1 (satu) tahun atau kah lebih dari 1 (satu) tahun batas waktu 

perpanjanbm tersebut dapat diberikan. Ketentuan yang ada hanya mengenai 

cara pengajuan permohonan perpanjangan kepada Bank Tndonesia yaitu 

dilakukan dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sebelum batas waktu 

penyesuaian 1 (satu) tahun PBI Kepemilikan Tunggal2012 beraki~ir.~'~ 

503~enjelasan PBI Kepemilikan Tunggal 2012 Pasal 3 ayat (5) disebutkan cukup 
jelas. 

504 Bagian 11 huruf G Surat Edaran Bank Indonesia No. 1512LDPNP Perihal 
Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia, tanggal 4 Februari 201 3 .  



PBI Kepemillkan Tunggal 2012 mengatur yaitu bank wajib 

melakukan penyesuaian struktur kepemilikan sahamnya. Bank Indonesia 

memberikan 3 (tiga) pilihan yaitu: '" 
1. mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saharnnya pada salah 

satu atau lebih bank yang dikendalikannya kepada pihak lain sehingga 

yang bersangkutan hanya menjadi pemegang saham pengendali pada 1 

(satu)bank; atau 

2. melakukan merger atau konsolidasi atas bank-bank yang 

di kendal i kannya; yang dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak 

berlakunya PBT Kepemilikan Tunggal 201 2 ini5"'atau 

3. membentuk f w s i  lzoldrng, dengan cara: 

a. mendirikan badan hukum baru sebagai Bank Holding (hzpany; 

atau; 

b. menunjuk salah satu bank yang dikendalikannya sebagai Runk 

Holding Cornpuny. 

Pihak-pihak yang melakukan pembelian saharn bank lain dan 

mengakibatkan yang bersangkutan memenulv kriteria sebagai pemegang 

saharn pengendali pasca berlakunya PBI Kepemilikan Tunggal 2012 maka 

yang bersangkutan waiib melakukan merger atau konsolidasi atas bank 

505~asal 2 ayat (I), Pasal 3 ayat (2) PBI Kepemilikan Tunggal 2012.Lihat juga 
Sunarsip, " Single Presence Policy dan Opsinya bagi Bank BUMN", l3i.vni.s Indone.sia, edisi 
2 Oktober 2007. 

506 Pasal3 ayat (3) PBI Kepemilikan Tunggal2012. 



dimaksud dengan bank yang telah dimililu s e b e l u ~ n n ~ a . ~ ~ ~  Apabila 
------ 

pemegang saham pengendali memilih membentuk BHC, maka BH(: tersebut 

hams berbentuk perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia dan HHC 

tersebut tidak boleh melakukan kegiatan usaha lain kecuali hanya 

melakukan kegiatan penyertaan, yang ~nencakup penyediaan jasa 

manajemen dalarn rangka meningkatkan efektifitas konsolidasi, strated 

usaha, dan optimalisasi keuangan kelompok usaha ymg dikendalikannya 

pemegang saham bank. Perusahaan induk di bidang perbankan berada 1 

(satu) tingkat di atas bank-bank yang dikendalikannya secara langsung. 

Perusahaan induk di bidang perbankan dapat berdiri sendiri sebagai 1 (satu) 

badan hukum atau berupa perusahaan induk di bidang keuangan ().i'nanciaE 

Holding (Tompany) yang mengkonsolidasikan lembaga-lembaga keuangpn 

yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali.50g 

Khazanah Nasional Berhad, Malaysia selaku pemegang saham 

pengendali di Lippobank melalui Santubong Tnvesment BV dan di ClMB 

Niaga melalui CIMB Group. Lippobank resmi bergabung ke dalarn ClMB 

pada tanggal 1 Oktober 2008 p n a  memenuhi ketentuan Kepemilikan 

Tunggal berdasarkan PBL No. 8/16/PB1/2012 tanggal 5 Oktober 2006 (PBI 

Kepemilikan Tunggal 2006). Pelaksanaan PBT Kepem ilikan Tunggal baik 

melal ui PBT Kepe~nil i kan Tunggal 2006 maupun PBT Kepemili kan Tunggal 

201 2 sampai saat ini masih jalan di tempat. Hal tersebut dikarenakan selain 

507 Pasal3 ayat (2) PBI Kepemilikan Tunggal20 12. 
508~asal 5 ayat (2), (3),(4) PBI Kepemilikan Tunggal 2012 



pemegang saham pengendali C W  Niaga (pasca merger denpn 

Lippobank), tidak ada pemegang sahaln pengendali lainnya yang 

melaksanakan perintah Bank Indonesia tersebut, tennasuk pemerintah yang 

dalam ha1 i ni adalah pe~nerintah selaku pemegang saharn pengendali atas 

BRT, BNT, Bank ~andir i ,~" '  dan Bank Tabungan Negara. 

Fungsi lzolding hanya dapat dilakukan oleh pemegang saham 

pengendali berupa bank yang berbadan hukum Indonesia atau instansi 

pemerintah Republik Indonesia, dimana Fungsi holding dipimpin oleh salah 

satu anggota direksi pada bank yang menjadi pemegang saham pengendali, 

dan salah satu pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan tertinggi instansi 

Pemerintah Republik Ind~nesia.~~'  

Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara 

( B U M )  menyatakan kesiapan melaksanakan ketentuan PBl Kepemilikan 

Tunggal 2006 tersebut, akan tetapi sampai tenggat waktu yang ditentukan 

yaitu akhir Desember 201 0 tidak ada satu alternatif yang dipilih Pemerintah 

dari 3 (tiga) model yang ditawarkan PBI Kepemilikan Tunggal 2006. 

Pertimbangan rasional yang dipakai oleh Bank Indonesia dalam 

mengeluarkan PBI Kepemilikan Tunggal 2006 tersebut adalah byna 

melaksanakan pilar TIT APT, yaitu peningkatan fungsi pengawasan. 

503~asi l  Peleburan dengan Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekpor 
Impor Indonesia, Bank Pembangunan Indonesia. 

510~asal 6 ayat (I), (2) PBI Kepemilikan Tunggal 201 2 



Alternatif yang memunglunkan bagi pemerintah adalah melakukan Merger 

atau konsolidasi atau membentuk holding company bidang perbankan. 

Peneliti menduga bahwa salah satu alasan diterbitkannya PBI 

Kepemil ikan Tunggal 201 2 adalah upaya "pen yelamatan secara yuridis" 

bank BUMN untuk meinenuhi ketentuan PBT Kepemilikan Tunggal 2006. 

Pemerintah sebagai pemegang saham pengendali sampai 2010 belurn 

menyesuaikan dengan PBl Kepemilikan Tunggal2006. 

Pemerintah sebagai pemegang saham pengendali terhadap bank- 

bank BUMN tidak mampu memenuhi ketentuan PBT Kepemil i kan Tunggal 

2006 dengan baik dikarenakan beberapa ha1 yaitu: Pertama, pemerintah 

memang bisa menjual kepemilikan mayoritasnya di bank BUMN sehingga 

nantinya tinggal menjadi pemegang saham pengendali di satu bank saja, 

akan tetapi pilihan ini jelas strateL+'ll Kedua, adanya hambatan re~wlasi 

yaitu pada saat te rjadinya merger atau konsolidasi jumlah aktiva bank hasil 

merger atau konsolidasi dimaksud tidak melampaui 20% dari jumlah asset 

jumlah keseluruhan di sedangkan fakta yang mengemuka saat 

ini adalah asset bank BUMN adalah telah melampaui 20% atau tepatnya 

36% lebih. Kendala regdasi lainnya adalah ketentuan Pasal 62 UU PT No. 

40 Tahun 2007 yang mengatur sebagai berikut: 

Pasal62 U U  PT NO. 40 Tahun 2007 

(1) Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar 
sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang 

51 1 Sunarcip, loc.cir. 
5'2~asal 8 PP Merger Bank1 999. Lihat juga Sunarcip, ihid. 



bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang 
merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa: 
a, perubahan anggaran dasar; 
b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang 

mempunyai nilai lebih dan 50 % (lima puluh persen) kekayaan 
bersi h Perseroan; atau 

c. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan. 
Dalam ha1 saham yang dminta untuk dibeli sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian 
kembali saham oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 37 ayat (1) huruf b, Perseroan wajib mengusahakan agar 
sisa saham dibeli oleh pihak ketiga. 

Pasal37 UU PT No. 40 Tahun 2007 

(1) Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan 
dengan ketentuan: 

a. pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan 
bersih Perseroan lnenjadi lebih kecil dari jurnlah modal yang 
ditempatkan ditarnbah cadangan wajib yang telah disisihkan; 
dan 

b. jurnlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh 
Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham 
yang dipegang oleh Perseroan sendiri danlatau Perseroan lain 
yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki 
oleh Perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah 
modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali d i m  lain 
dalani peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 

Pemegang saham pengendali yang tidak melakukan pemenuhau 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) PBI Kepemilikan 

Tunggal 2012 yaitu hanya dapat mengendalikan 1 (satu) bank saja, dilarang 

melaki~kan pengendalian dan dilarang memiliki saham dengan hak suara pada 

masing-masing bank lebh dari 10% (sepuluh persen) dari jurnlah saham 



B d . 5 "  Bauk-bark dengari peinegang saham pengendali sebagaimana 

dmaksud pada Pasal 11 ayat (1) PBI Kepemillkan Tunggal 2012 wajib 

mencatat kepelnilikan saham dau hak suara yang bersangkutan dalam RUPS 

paling tinggi sebesar 10% (sepulilh persen) dari j d a h  saham bank. Kelebihan 

saham di atas 10% (sepuluh persen) inilik pemegang saham pengendali sebagai 

saham tanpa hak suara sampai dengan saham dimaksud dialihkan kepada pihak 

lain.514 Bank yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut dikenakan sanksi 

administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp 500.000.000,00 

(limaratus juta rupiah) dan sanksi dalam penilaian GCG pada penilaian tingkat 

kesehatan banke515 

Kelebihan saham di atas 10% (sepuluh persen) tersebut di atas harus 

dialihkan kepada pihak lain paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya 

batas waktu pemenuhan kewajiban kepemilikan tunggal oleh Pemeging 

sahaln pengendal i .j1*emegang saham pengendal i yang rnemili ki lebi h dari 

1 (satu)Bank namun tidak mengalihkan kelebihan saham di atas 10% 

(sepuluh per seratus) dikenakan sanksi administratif berupa larangan 

menjad Peme- saham pengendali pada seluruh bank d lndonesia untuk 

jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Sanksi tersebut tidak menglalangkan 

kewajiban pemegang saham pengendali untuk tetap mengalihkan kelebihan 

5'3 Pasal 1 1 ayat (1 ) PI31 Kepemilikan Tunggal 201 2 
'I4 Pasalll ayat (2),(3) PBI Kepemilikan Tungal 20 12 
515 Pasal 13 ayat (I), (2)PBI Kepernilikan Tungga.12012 
516 Pasal 12joncto Pasal3 ayat (3), (4) PBI Kepemilikan Tunggal 2012 



saham di atas 10% (sepuluh persen).s17 Ketentuan sanksi PBI Kepemilikan 

Tunggal20 12 sulit diterapkan dikarenakan adanya celah hukurn yang datur 

dalam Pasal 3 ayat ( 5 )  PI31 Kepemilikan Tunggal 2012. Pasal itu 

memperbolehkan pemegang saham pengendali mengajukan penundaan 

penyesuaian ketent uan hanya boleh mengendal i kan 1 (satu) bank saja 

kepada Bank Indonesia, tetapi tidak datur secara tegas kapan batas waktu 

perpanjangan waktu penyesuaian tersebut. 

PBI Kepemilikan Tunggal 20 12 diterbitkan 26 Desember 20 12 

dimana pemegang saham pengendali harus sudah mengalihkan kepemilikan 

sahamnya yang ada pada bank lain paling lama 1 (satu) tahun sejak PBT 

Kepemilikan Tunggal20 12 diberlakukan. Artinya, pada 26 Desember 20 13 

seluruh pemegang sahain pengendali harus sudah melakukan corporale 

aclion berupa merger atau konsolidasi atau membentuk BHC atau 

melak ukan fungsi holding, kecual i bagi peinegang saham pengendal i yang 

memili ki kompleksitas penyesuaian dapat mengaj ukan penundaan kepada 

Bank Indonesia 20 (duapuluh) hari sebelum tanggal 26 Desember 2013.~'' 

Berdasarkan ha1 tersebut peneliti berasumsi positif bahwa 

pemerintah sebagai pemegang saham pengendali terhadap 4 (empat) bank 

BUMN telah mengajukan permohonan ke Bank Tndonesia guna penundaan 

pen yesuaian ketentuan PBT Kepemil i kan Tunggal dan sejak 1 Desember 

'I7pasal 14 ayat (1 ), (2)PBI Kepemilikan Tunggal2012 
51%etentuan I 1  humf G Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/2/DPNP tanggal 4 

Febmari 20 1 3 .  



20 14 segala permasalahan berkaitan dengan pengaturan merger dan 

penyesuaian saham beralih kewenangannya kepada OJK. 

Salah satu program dalam APl adalah konsolidasi perbankan. 

Konsol idasi perban kan merupakan salah satu prasyarat untuk mewuj udkan 

struktur perbankan Tndonesia yang sehat dan kuat. Dengan konsolidasi 

lharapkan terjadi peningkatan skala ekonomi sehingga dapat meningkatkan 

efektifitas pengawasan bank.51g ~alaxn rangka konsolidasi dilakukan 

penataan kembali struktur kepemilikan badc yang dimaksudkan wtuk 

menciptakan struktur perbankan yang sehat sehingga mampu memenuhi 

kebutuhan masyarakat serta mendorong pembangunan ekonomi yang 

berkesinambungan. 520 

Merger dengan bank lain terkadang menirnbulkan sikap inferior bagi 

bank yang lgabungkan, serta adanya etos maupun budaya kerja yang sering 

menimbulkan gejolak pasca merger. Sehingga menjual sebagian saham 

kepada pihak asing merupakan salah satu pilihan bisnis yang dianggap bai k 

dan tepat oleh pemilik bank termasuk oleh pemerintah ketika mendivestasi 

sahamnya dari bank-bank akibat penyalahpnaan Bantuan Likuiditas Bank 

lndonesia (BLBI) yang menelan biaya sarnpai lebih h a n g  Rp. 

650.000.000.000.000,00 (enamratus lima puluh triliun rupiah). 

519 Zulkarnain Sitompul, Merger, op.cit., hlm. 1 . 
'*%anda S. Goeltom, "Indonesia's Banking Industry: Progress to Date", The 

Banking System in Emerging Economies: How Much Progress Has Been Made, (Bunk for 
Intema.siona1 Settlement: Apstus 2006), hlm 244. Lihat juga Zulkarnain Sitompul, locl.cit. 



Kesulitan tenvujudnya merger sukarela oleh pemilik bank 

setidaknya ada 2 (dua) ha1 yaitu:521 tidak adanya insentif yang menarik bagi 

peserta merger, dimana insentif disini bukan hanya faktor pajak, akan tetapi 

dapat juga berupa keringanan tenggat waktu penyesuaian terhadap PBT, dan 

yang kedua memang tidak l ayak merger. Pendapat yang rnengem uka adalah 

mengapa hams membuat 10 (sepuluh) bank menjadi 3 (tiga) Bank yang 

ternyata kemudian bank hasil erger tersebut nantinya juga akan gagal. 

Pendapat tersebut memang belum ada bukti yang mendukung tetapi 

setidaknya sinyalemen tersebut dimaksudkan sebagai suatu otokritik 

terhadap perbaikan insentif dan dukungan merger a~ami.~" Guna 

mendukung kebijakan merger tersebut maka Bank Indonesia menerbitkan 

PBI No. 8/17/PB1/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang lnsentif dalam 

Rangka Konsolidasi Perbankan (selanjutnya disebut PBl lnsentif 2006)~~' 

dan kemudian dirubah dengan PBT No. 9/12/PBT/2007 tanggal 2'1 

September 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 

8/17/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Insentif dalarn Rangka 

Konsolidasi Perbankan (selanjutnya disebut PBI lnsentif 2007) '~~ lnsentif 

yang diberikan tersebut berupa:525 

52' Krisna Wijaya, Analisis Kebijakar? Perbnnkatz Nasional (Jakarta: Elex Media 
Komputindo, 20'1 O), hlm. 1 18-1 19. 

s221bid 
52kembaran Negara RT Tahun 2006 Nomor 74 DPNP/DPbS. 
524~embaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 120 DPNP 
525 Insentif berdasarkan Pasal4 ayat (1) PBI Kepemilikan Tunggal2012 berupa: 

a. pelongaran sementara pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM); 
b. perpanjangan waktu penyelesaian pelampauan Batas Maksimum 



a. Kemudahan dalam peinberian izin menjadi bank devisa. Kemudahan 

tersebut berlaku 2 (dua) tahun sejak berlakunya izin Merger dengan 

1) Bank hasil Merger atau Konsolidasi telah memiliki modal inti paling 
kurang sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan 

2) Bank hasil Merger atau Konsolidasi memiliki peringkat komposit 
sekurang-kurangnya 2 (dua) dengan peringkat faktor manajemen 
sekurang-kurangnya 3 (tiga) pada 2 (dua) posisi penilaian terakhir 

Berlakunya izin merger tersebut terhitung ~ e j a k : ~ ~ ~  

1. tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau Akta Pendirian 
termasuk Anggaran Dasar oleh instansi yang berwenang; atau 

2. tanggal pendaftaran Akta Merger dan perubahan Anggaran Dasar 
dalam dafiar perusahaan apabil a perubahan Anggaran Dasar tidak 
memerlukan persetujuan instansi yang benvenang. 

b. Kelonggaran sementara atas kewajiban pemenuhan Giro Wajib 

Minimum (GWM) Rupiah. Kelonggaran dalam ha1 ini adalah 

kelonggaran sementara atas kewajiban pemenuhan GWM Rupiah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berupa 

pengurangan sebesar 1 % (satu perserat us) dari kewaj iban yang 

ditetapkan &lam ketentuan GWM. Kelonggaran sementara atas 

kewajiban pemenuhan GWM Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat 

Pemberian Kredit (BMPK); 
c. kemudahan pembukaan kantor cabang; danlatau 
d pelonggaran sementara penerapan CZG. 

52'; Pasal2 ayat (2) huruf a, Pasal3 ayat (I), (2) PBI Insentif 2007 
527 Pasal3 ayat (4) PBI lnsentif 2007 



(1) berlaku selama 1 (satu) tahun ~ e i a k : ' ~ ~  

1. tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau Akta 
Pendirian ntermasuk Anggaran Dasar oleh instansi yang 
benvenang; atau 

2. tanggal pendaftaran Akta Merger dan perubahan Anggaran 
Dasar dalam daftar perusahaan apabila perubahan Anggaran 
Dasar tidak memerlukan persetujuan instansi yang benvenang. 

c. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelampauan Batas Maksimum 

Pemberian KreQt (BMPK) yang timbul sebagai alubat merger atau 

Konsolidasi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelampauan 

BMPK yang timbul sebagai akibat merger atau konsol idasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c paling lama 24 

(dua puluh empat) bulan sejak tanggal persetujuan perubahan anggaran 

dasar atau akta penhian termasuk anggaran dasar oleh instansi yang 

benvenang atau tanggal pendaftaran akta merger clan perubahan 

anggaran dasar dalam daftar perusahaan apabila perubahan anggaran 

dasar tidak memerlukan persetujuan instansi yang ber~enan~. '~ '  

d. Kemudahan &lam peinberian izin pembukaan kantor cabang bank, 

dalam ha1 ini tingkat kesehatan bank didasarkan pada tingkat kesehatan 

terakhir, sedangkan persyaratan lainnya tetap mengacu pada ketentuan 

Bank ~ndonesia.~~' 

528 Pasal 2 ayat (2) huruf b, Pasal 4 ayat (1) PBI lnsentif 2006. Ketentuan Pasal 
2 dan Pasal 4 PBT Tnsentif 2006 ini masih berlaku karena tidak diubah dalam PBT Tnsentif 
2007. 

52 9asal 2 ayat (2) huruf c, Pasal 5 PBI Insentif 2006. Ketentuan Pasal 2 dan 
Pasal5 PBI Insentif2006 ini masih berlaku karena tidak diubah dalam PBI Insentif 2007. 

530~asal 2 ayat (2) huruf d, Pasal6 PBI lnsentif 2006. 



e. Penggantian sebagjan biaya konsultan pelaksanaan due diligence. 

Penggantian sebagjan biaya konsultan pelaksanaan due diligence 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (2) huruf e adalah mengganti 

sebagian dana (on reimhur:\.ernen~. Penggantian dana adalah 

pelaksanaan biaya konsultan due diligence merger atau konsolidasi 

yang disepakati para pihak dengan penggantian sebesar 50% (lima 

puluh persen) dan maksimum sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah) dari biaya due diligence setelah tanggal persetujuan perubahan 

anggaran dasar atau akta pendirian terrnasuk anggaran dasar oleh 

instansi yang benvenang, atau tanggal pendafiaran akta merger dan 

perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaan apabila perubahan 

anggaran dasar tidak inemerlukan persetujuan instansi yang 

f. Kelonggaran sementara pelaksanaan beberapa ketentuan dalarn PBT 

yang mengatur mengenai C;C,'C; bagi Bank Um urn. Kelonggaran tersebut 

a h ~ ~ : 5 3 2  

a. Penundaan pemenuhan komposisi 50% (lima puluh persen) anggota 
Komisaris Tndependen, dengan syarat wajib memiliki paling kurang 
1 (satu) orang Komisaris lndependen. 

b. Pemberian kelonggaran ketentuan rangkap jabatan bagi Kornisaris 
Tndependen sebagai ketua pada 3 (tiga) Komite. 

c. Penundaan pemenuhan Pihak Independen dalam keanggotaan komite 
audit dan komite pe~nantau risiko. 

'31 Pasal7 PBI Insentif 2006. 
5" Pasal2 ayat (2) huruf f ,  Pasal 7A ayat (1) PBI lnsentif 2007. 



Kelonggaran pemenuhan GCG tersebut paling lama 6 (enarn) bulan 

sejak tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar atau akta pendirian 

terrnasuk anggaran dasar oleh instansi yang benvenang, atau tanggal 

pendaftaran akta merger dan perubahan anggaran dasar dalam daftar 

perusahaan apabila perubahan anggaran dasar tidak memerlukan persetujuan 

instansi yang benvenar~g.~~~ Bank yang rnerencanakan merger wajib 

menyarnpaikan permohonan rencana pemanfaatan insentif yang diajukan 

oleh salah satu bank pesert. merger dan ditandatangani oleh seluruh direktur 

utama bank peserta merger.534 

B. Dasar Hukum dan Prosedur Tzin Praktik Merger dalam Aspek 

Korporasi dan Perbankan 

Pelaksanaan pilar pertama dari API antara lain adalah peningkatan 

pennodalan melalui merger. UU No. 5 Tahun 1999 tidak memberikan 

batasan pengertian tentang merger. Pengertian merger ditemukan dalam 

beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. 

"3~asal 7A ayat (2) PBI lnsentif 2007 
534~asal 8 ayat ( I )  PBI Insentif 2007. Pasal 8 ayat (1) PBI Insentif 2007 ini 

sebagai pengganti P a d 8  ayat (1) PBI Insentif 2006. Pada ketentuan Pasal 8 (1) dan Pasal 
9 PBI lnsentif 2006 diatur lnsentif tersebut diberikan oleh Bank Indonesia bagi Bank yang 
akan melakukan Merger dengan mengajukan permohonan pemanfaat insentif tersebut 
kepada Bank Tndonesia dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum melakukan Merger atau 
konsolidasi. Pemegang saham pengendali, komisaris dan Direksi Bank yang dapat 
melakukan merger tetapi tidak melakukannya maka akan mendapatkan teguran dari Bank 
Indonesia serta mernpengaruhi kemampuan dan integritas dalam penilaian .fil and proper 
teast 



Peraturan mengenai mergers3' sebelurn diundangkannya 1JU No. 5 

Tahun 1999 adalah berdasarkan ketentuan UU PT No. 1 Tahun 1995 dan 

disebut PP Merger No. 27 Tahun1998 serta Undang-Undang Perbankan. 

Pasal 102 W PT No. 1 Tahun 1995 tidak ~nemberikan batasan 

definisi tentang merger tetapi hanya menjelaskan bahwa satu perseroan atau 

lebih dapat mengpbungkan &ri menjadi satu dengan perseroan yang telah 

ada atau meleburkan diri dengan perseroan lain dan membentuk perseroan 

baru.'" Pengertian merger &atur secara tegas pada Pasal 1 angka 1 PP 

Merger No. 27 Tahun 1998 dengan menggunakan istilah penggabungain 

yaitu sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau 

lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan 

selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjad bubar. 

Undang-Undang Perbankan memberikan batasan pengertian merger 

yaitu penggabungan dari 2 (dua) bank atau lebih dengan cara tetap 

mempertahankan berdirinya sal ah satu bank dan membubarkan bank-bank 

lainnya dengan atau tanpa rnelik~idasi.~" Dalam W Perbankan hanya 

terdapat 1 (satu) pasal yang mengatur mengenai merger yaitu Pasal28 ayat 

(I), (2). Pasal 28 ayat (1) mengatur bahwa merger wajib terlebih dahulu 

mendapatkan izin dari pimpinan Bank Tndonesia. Penjelasan Pasal 28 ayat 

535 Dalam penelitian ini Peneliti menyebut hanya dengan istilah akusisi dan 
konsolidasi sebagai Merger kecuali dimaksudkan lain pemaknaan dan penggunaannya 
maka akan Peneliti uraikan. 

'" Tatacara Merger diatur pada Pasal 102-109 W PT No. 1 Tahun 1995 
537 Pasal I angka 25 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 



( 1 ) U U Perbankan menerangkan bahwa dalam melakukan merger, 

konsolidasi, dan akuisisi wajib dihndarkan timbulnya pemusatan kekuatan 

ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan 

masyarakat. Demi kian pula merger, konsolidasi, dan akuisisi yang 

di lakukan, tidak boleh merugi kan kepentingan para nasabah.Pasa1 28 ayat 

(2) menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai merger akan diatur 

dalam suatu peraturan pemerintah. 

Dengan diundangkannya U U  No. 5 Tahun 1999, maka segala 

ketentuan merger yang dapat menghambat terjadinya persaingan tidak sehat, 

harus mempertimbangkan substansi UU No. 5 Tahun 1999. Ketentuan 

perundang-undangan yang mengatur tentang merger termasuk bagi industri 

perbankan pasca &undangkamiya U U 110. 5 Tahun 1999 antara lain sebagai 

b e n k ~ t : ~ ~ ~  

1, Peraturan Pemerintah Republik Tndonesia Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Merger, Konsolidasi Akuisisi Bank (selanjutnya disebut PP 

Merger Bank No. 28 Tahun 1999)~~'  

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 

tentang Pembelian Saham Bank Umum (selanjutnya disebut sebagai PP 

Pernbelian Saham Bank No. 29 Tahun 1 999).540 

538 Lihat juga Kusumaningtuti, op.cit., hlm. 108-1 09. 
5?Diterbitkan tanggal 7 Mei 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 6 1 
540 Diterbitkan tanggal 7 Mei 1999. Tarnbahan Lembaran Negara Republik 

lndonesia Nomor 3841 



3. UU PT No. 40 Tahun 2007 

4. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2009 

tentang Pedoman Pra Notifikasi Penggabungan, Peleburan dan 

Pengambilal i han. 

5. , Peraturan Pe~nerintah Republik Tndonesia No. 57 Tahun 201 0 tanggal 

20 Juli 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan 

Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengalubatkan 

Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

(selanj utnya diseb ut sebagai PP Merger Persai ngan ~ s a h a ) ~ ~ '  

Peraturan mengenai merger tersebut sejak UU No. 5 Tahun 1999 

diundangkan sarnpai dengin Tahun 2010 tidak ada yang secara spesifik 

mengttur bagaimana suatu merger dapat dilakukan tanpa menimbulkan 

dmpak persaingan usaha. Ketentuan yang ada lebih merupakan pengaturan 

merger dalam konteks bentuk badan usahanya dan tidak mengamanatkan 

dalam ketentuan pasal-pasalnya guna diterbitkan peraturan pelaksanaannya 

terhadap sektor industri tertentu atau penggolongan industri tertentu. 

PP Merger Bank No. 28 Tahun 1999 dan PP Pembelian Saham Bank 

No. 29 Tahun 1999 diterbitkan pemerintah pasca reformasi dan terjadmya 

krisis keuangan dan moneter di Tndonesia yang mengakibatkan banyak 

bank-bank inengalami kesulitan likuiditas sehingga akhirnya bank-bank 

541 Diterbitkan tanggal 20 Juli 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 201 0 Nomor 89 



tersebut Qtangani oleh Badan Penyehatan Perbankan NasionaI (BPPN). 542 

BPPN Qbentuk oleh pernerintah bpna menyehatkan perbankan nasional, 

saat itu banyak investor asing atau badan hukum asing mengambilalih 

kepemili kan saham bank-bank di Tndonesia. 

Bank Tndonesia merespon positif kebijakan pernerintah yang 

menerbitkan peraturan dalam bentuk PP Merger Bank No. 28 Tahun 1999 

dan PP Pernbelian Saham Bank No. 29 Tahun 1999 dengan rnengeluarkan 3 

(tiga) swat keputusan Direksi yaitu: 

1.  Surat Keputusan Direksi Bank Tndonesia No. 32150KEPDTR tanggal 

14 Mei 1999tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi 

dan Akuisisi Bank. 

2. Swat Keputusan Direksi Bank lndonesia No. 3215 l/KEP/DLR tanggal 

14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi 

dan Akuisisi Bank Umum. 

542 Diterbitkan tanggal 27 Februari 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 30.Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran 
Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional, maka sesuai ketentuan 
Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan 
Perbankan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001, dan dengan memperhatikan kebutuhan untuk mengelola 
kekayaan Negara sebagaimana ditentukan dalam pengakhiran tugas dan pembubaran 
Badan Penyehatan Perbankan Nasional, maka pada tanggal 27 Februari 2004 didirikanlah 
PT Perusahaan Pengelolaan Aset berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004. 
kmbaran Negara Republik Tndonesia Tahun 2004 Nomor 23 jo. Peraturan Pemerintah 
Republik lndonesia Nomor 61 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang 
Pengelolaan Aset, tanggal 4 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 130. 



3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/52/KEP/DlR tanggal 

14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi 

dan Akuisisi Bank Perkredi tan Rakyat. 

Pasal 28 ayat (1) W No. 5 Tahun 1999 tidak menjelaskan tentang 

pengertian merger. Pasal 28 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 hanya melarang 

pelaku usaha melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang 

dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan maha 

tidak sehat. 

Pengertian merger dari aspek perseroan diatur pada Pasal 1 angka 9 

UU PT No. 4 0 ~ ~ ~  yaitu sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu 

perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang 

telah ada yang mengakibatkan aktiva clan pasiva dari perseroan yang 

menggabungkan diri beralih karena hukum ke perseroan yang menerima 

penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang 

menggabungkan diri berakhir karena h u k ~ m . ~ ~ ~  Pengertian tersebut 

menegaskan adanya pengalihan status aktiva dan pasiva dari perusahaan 

yang merger ke dalam perusahaan penerima merger. Artinya hak dan 

kewajiban yang ada clan melekat di perusahaan yang dirnerger secara yuridis 

dan finansial beralih kepada perusahaan yang menerima merger. 

543 Ketentuan Merger diatur pada Pasal 122 sarnpai dengan Pasal 130 U U  PT 
No. 40. 

544 Ketentuan mengenai Merger diatur pada Pasal 102 sampai dengan Pasal 109 
UU PT No. 1 a Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. 



Pedoman Standar Akuntansi Keuangan No. 22 (selanjutnya disebut 

sebagai PSAK 22),545 memberikan pengertian merger sebagai bentuk dari 

penggabungan usaha yang mana merupakan penyatuan dua atau lebih 

perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu 

perusahaan menyatu dengan (uniting with) perusahaan lain atau mernperoleh 

kendali (confrol) atas aset dan operasi perusahaan lain. PSAK 22 lebih 

lanjut menjelaskan bahwa merger 2 (dua) badan hukum dlakukan dengan 

cara yaitu: 

1 . aset dan kewajiban dari suatu perusahaan diali hkan ke perusahaan lain 

dan perusahaan yang melakukan pengalihan tersebut dibubarkan, atau; 

2. aset clan kewajiban dari dua atau lebih perusahaan dan perusahaan yang 

melakukan pengalihan tersebut dibubarkan. 

Pengertian merger bank diatur pada Pasal 1 angka 2 PP Merger 

Bank 1 999 yaitu penggabungan dari 2 (dm) bank atau lebi h, dengan cara 

tetap mempertahan kan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank- 

bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih d a h ~ ~ u . ~ ~ '  

PP Merger Bank 1999 merupakan bentuk pengituran lebih lanjut 

dari arnanat Pasal 28 ayat (I), (2) UU Perbankan 1998. PP Merger Bank 

1999 tersebut juga memberikan batasan yang sama tentang pengertian 

545 Pedoman Standar Akuntansi Keuangan Nomor 22. 
546 Dalam pengertian tersebut aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan 

diri dianggap ikut berpindah kepada Perseroan yang menerima penggabungan atau merger. 



merger sebagaimana U U  ~erbankan;~' dengan demiluan pelaku usaha hams 

dengan seksarna mencermati dan memenuhi segala ketentuan persyaratan 

merger bank yang ditentukan lebih teknis pada PP Merger Bank 1999. 

Pasal 2 PP Merger Bank 1999 mengatur bahwa akibat merger yang 

dilakukan oleh bank yaitu: 

1. pemegang saham bank yang melakukan merger atau konsolidasi menjadi 

pemegang saham bank hasil merger atau bank hasil konsolidasi; 

2. aktiva dan pasiva bank yang melakukan merger atau konsolidasi, beralih 

karena hukum kepada bank hasil merger atau bank hasil konsolidasi. 

Berdasarkan batasan pengertian merger tersebut di atas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa suatu perbuatan merger te jadi apabila: 

1. ada 2 (dua) atau lebih perusahaan; 

2. perusahaan yang satu bergabung atau merger ke perusahaan lain yang 

telah ada; 

3. segala hak dan kewajibannya menjadi bagian dari hak dan kewajiban 

pihak bank hasil merger; 

4. perusahaan yang dmerger status badan hukumnya beraktur atau bubar 

demi hukum. 

Merger bank dapat dilakukan atas inisiatif sendiri dari bank yang 

bersangkutan maupun pennintaan Bank Indonesia maupun inisiatif badan 

547 Pasal 1 angka 2 Merger adalah penggabungan dari 2 (dua) Bank atau lebih, 
dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu Bank dan membubarkan Bank- 
bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu. 



khusus yang bersifat ~ementara:~~dalarn rangka penyehatan perbankan,549 

dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari pimpinan Bank 

Bank l ndonesia akan melakukan penilaian terhadap permohonan izin merger 

tersebut dengan memperhatikan kepentingan bank, kreditor, pemegang 

saham minoritas dan karyawan bank; dan kepentingan rakyat banyak dan 

persaingan yang sehat dalam melakukan usaha bank. 551 

Kepentingan bank antara lain melakukan merger guns meningkatkan 

kesehatan clan atau pennodalan bank. Kepentingan kreditor dalam hal ini 

menyangkut pengembalian dana terhadap kreditor yang bersangkutan, 

tennasuk pula nasabah penyimpanan dana maupun deposan. Kepentingan 

pemegang saham minoritas adalah hak pemegang saham minoritas mtuk 

menjual sahanmya kepada Bank dengan harga yang ~ a j a r . ~ ~ ~ ~ e ~ e n t i n ~ a n  

karyawan bank adalah hak-hak karyawan bank sesuai dengan ketentuan di 

bidang ketenagakerjaan apabila terjadi pernutusan h ubungan kerja.55' 

54"asal 3 PP Merger Bank 1999. 
549~ang dimaksud dengan badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka 

penyehatan perbankan adalah badan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A UU 
Perbankan 1 998. 

Pasal4 ayat (1),(2) PP Merger Bank 1999 
j5' Pasal 5 huruf a dan b PP Merger Bank 1999 
552 Lihat Pasal 62 ayat (1) UU PT No. 40 Tahun 2007 Pasal 6 ayat (I) PP 

Merger Bank 1999 
'" Penjelasan Pasal 5 huruf a dan b PP Merger Bank 1999 



Merger bank dapat dilakukan atas dasar: 

1. inisiati f bank yang bersangkutan; atau 

2. perrnintaanBank1ndonesia;atau 

3. inisiati f badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka pen yehatan 

perban kan . 

Merger bank atas inisiatif Bank lndonesia hams terlebih dahulu 

memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia.ss4 Merger bank atas 

inisiatif atau permintaan B a d  lndonesia apabila Bank lndonesia menilai 

suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha 

banknya.555 

Bank Indonesia telah menentukan tabpan atau tata cara merger bank 

yang hams diikuti dan ditaati dan ketentuan tersebut bersifat limitatif 

sehngga mutlak hams dipenuhi. Masing-masing direksi bank yang akan 

melakukan merger menyusun usulan rencana merger dan wajib 

554~asal 3 dan Pasal 4 PP Merger Bank 1999. Kewajiban untuk terlebih dahulu 
memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasa 4 ayat 
(l), berlaku pula untuk Merger dan Konsolidasi yang dilakukan atas inisiatif badan khusus 
yang bersifat sementara dalam rangka penyebatan perbankan. 

555~asal 3 Ayat (1) huruf d Perat- Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 
Tahun 1 999 tentang Pencabutan lzin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Diterbitkan 
tanggal 3 Mei 1999 (PP Cabut Izin Bank 1999).Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 52. Langkah-langkah Bank Indonesia dalam rangka mengatasi Bank 
yang mengalami kesulitan selain Merger antara lain yaitu: pemegang saham menambah 
modal, pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank, bank 
menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan 
memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya, bank dijual kepada pernbeli yang 
bersedia mengambil alih seluruh kewajiban, bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau 
sebagian kegiatan bank kepada pihak lain, bank menjual sebagian atau seluruh harta dan 
atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain. Lihat Pasal3 ayat (1) huruf a, b, c, e, d, f 
dan g PP Cabut lzin Bank 1999. 



mendapatkan persetujuan komisaris. usulan rencana merger tersebut 

sekurang-kurangnya m e m ~ a t : ~ ~ ~  

a, nama dan tempat kedudukan Bank yang akan melakukan Merger; 
b. alasan serta penjelasan masing-masing Direksi Bank yang akan 

melakukan Merger dan persyaratan merger; 
c. tata cara konversi saham dari masing-masing bank yang akan 

melakukan Merger terhadap saham Bank hasil Merger; 
d. rancangan perubahan Anggaran Dasar; 
e. neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) Tahun buku 

terakhir dari semua Bank yang akan melakukan Merger; dan 
f. hal-ha1 yang perlu diketahui oleh pemegang saharn masing-masing 

Bank, antara lain: 
1) neraca proforma Bank hasil Merger sesuai dengan standar akuntansi 

keuangan, serta perkiraan mengenai hal-ha1 yang berkaitan dengan 
keuntungan dan kerugian serta masa depan Bank yang dapat 
diperoleh dari Merger berdasarkan hasil penilaian ahli yang 
independen; 

2) cara penyelesaian status karyawan Bank yang akan melakukan 
Merger; 

3) cara penyelesaian hak dan kewajiban Bank terhadap pihak ketiga; 
4) cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas; 
5) susunan, gaji dan tunjangan lain bagi Direksi dan Komisaris Bank 

hasil Merger; 
6) perluraan jangka waktu pelaksanaan Merger; 
7) laporan mengenai keadaan dan jalannya Bank serta hasil yang telah 

dicapai; 
8) kegiatan utama Bank dan perubahan selama Tahun buku yang 

sedang berjalan; 
9) rincian masalah yang timbul selama Tahun buku yang sedang 

berjalan yang mempengaruhi kegiatan Bank; 
10) nama anggota Direksi dan Kornisaris; dan 
1 1 ) gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris. 

Bank yang akan melakukan merger harus memenuhi persyaratan 

yang telah ditetapkan oleh Bank Tndonesia yait~:557 

556~asal 1 1 ayat (1), (2) PP Merger Bank 1999 
557 Pasal8 huruf a s/d huruf d PP Merger Bank 1999 



a. Telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Peinegang Saham bagi 
m I . . l ~ a  I Sank 

yang berbentuk hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pa21 7.jS8 
b. Pada saat terjadinya Merger atau Konsolidasi, jurnlah aktiva Bank hasil 

Merger atau Konsolidasi tidak melebihi 20% (Dua puluh per seratus) dari 
jumlah' aktiva s e l d  Bank di lndonesia. 

c. Permodalan Bank hasil Merger atau Konsolidasi harus rnemenuhi 
ketentuan rasio kecukupan modal yang ditetapkan oleh Bank lndonesia. 

d. Calon anggota Direksi dan Dewan Kornisaris yang ditunjuk tidak 
tercantum dalam daftar orang yang melakukan perbuatan tercela di 
bidang perbankan. 

Di reksi masing-masing bank waii b rnengumumkan ringkasan 

Rancangan Merger sebelum pemang~Glan RUPS masing-masing Bank, 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum RUPS dalam 2 (dua) swat 

kabar harian yang memiliki peredaran luas, 14 (empat belas) hari sebelum 

RUPS kepada karyawan bank secara tertulis. 559 

Persetujuan RUPS untuk melakukan merger harus dihadiri sekurang- 

kurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak 

suara dan disetujui oleh % (tiga per empat) dari jumlah suara pemegang 

saharn yang hadir. '"~~ Merger Bank 1999 tidak mengatur bagaimana 

apabila kuorum RUPS tersebut tidak terpenuhi. PP Merger Bank 1999 

j usteru mengatur ketentuan apabila tidak terpenuhinya kuorum bagi bank 

55"asal 7 ayat (1) PP Merger Bank 1999.Merger, konsolidasi dan akuisisi hanya 
dapat dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham bag  Bank yang 
berbentuk Perseroan Terbatas atau rapat sejenis bagi Bank yang berbentuk hukum lainnya. 
Penjelasan Pasal7 ayat (1) menerangkan apabila berbentuk badan hukum Koperasi maka 
Merger hams mendapatkan persetujuan Rapat Anggota. 

559 Pasal 14 ayat (I) PP Merger Bank 1999.Pasal 14 ayat (2) mengatur khusus 
untuk Bank Perkreditan Rakyat yang asetnya kurang dari Rp. 1 0.000.000.000,00 (sepuluh 
miliar rupiah), pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan 
cara lain. 

560 Pasal7 ayat (2) PP Merger Bank 1999 



dalam bentuk perseroan terbatas terbuka maka berlaku ketentuan syarat 

kehadiran dan pengambilan keputusan ditetapkan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal?G1 Namun 

demikian, karena PP Merger Bank 1999 pada bagian konsiderannya 

menunjuk ketentuan UU PT No. 1 Tahun 1995 dan saat ini telah berlaku 

U U  PT No. 40 Tahun 2007 maka apabila RUPS pertarna tidak terpenuhi 

kuorum secara otomatis menb$cuti ketentuan yang berlaku pada ketentuan 

U U  PT No. 40 Tahun2007 yaitu dreksi menbudzing RUPS kedua dengan 

jarak waktu pemanggilan 7 (tujuh) hari terhitung dari RUPS pertama dan 

kuorum terpenuhi apabila dihadiri oleh 213 (dua per tiga) dari jumlah saham 

yang sah dan disetujui oleh % (tiga per empat) dari suara yang 

~ k e l u a r k a n . ~ ~ ~  Apabila RUPS kedua tidak terpenuhi kuorum juga maka 

untuk RUPS ketiga heks i  mengajukan izin menyelenggarakan RUPS 

melalui penetapan ketua pengadilan negeri di wilayah hukum perseroan.563 

Format pengaj uan permohonan izin RUPS kepada ketua pengadilan 

negeri berdasarkan UU PT No. 40 Tahun 2007 yaitu ketua pengadilan akan 

561~asal 7 ayat (3) PP Merger Bank 1999 
562~asai 89 ayat (I), (2), (3) UU PT No. 40 Tahun 2007. 
563 Mengenai ketentuan kuorum bedaku secara mutatis mutandis ketentuan Pasal 

86 ayat (S), (6), (7), (8) UU PT No. 40 Tahun 2007.Terdapat perbedaan cukup mendasar 
mengenai proses penyelenggaraan RUPS melalui Ketua Pengadilan antara regime UU PT 
No. 1 Tahun 1995 dengan UU PT No. 40 Tahun 2007. 

Pada UU PT No. 1 proses pengajuannya bersifat sepihak, yaitu cukup diuraikan 
aiasan izin RUPS ketiga meialui Ketua Pengadilan Negeri disertai bukti-bukti yang relevan 
dan cukup dan penetapannya bersifat final. Akan tetapi regime UU PT No. 40 Tahun 2007 
format pengajuannya seperti gugatan yaitu adanya pihak termohon, dan Ketua Pengadilan 
Negeri akan mendengarkan pendapat dari Direksi, Kornisaris, serta pihak Termohon. Pola 
permohonan yang dianut pada W PT No. 40 Tahun 2007 ini dapat menyebabkan 
beriarutnya persetujuan RUPS yang berdampak sampai Kasasi, meskipun sifatnya final. 



mendengarkan keterangan direksi, komisaris, dan peinegang saham lainnya 

dan dari pihak termohon, sehingga sangat dimungkinkan akan memakan 

waktu lama. Hal tersebut dapat dipahami, di satu sisi sebagai upaya kontrol 

tidak ~nudah ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan izin RUPS. 

Namun, di sisi lain proses permohonan izin RUPS-nya akan lebih lama dari 

yang diharapkan, terlebih 1ab.i suatu rencana merger bank melibatkan 

banyak pihak antara lain jasa konsultan keuangan, konsultan hukum dengan 

biaya mahal. Keadaan tersebut akan semakin parah lagi apabila pihak 

termohon mengajukan upaya hukum baik banding dan atau kasasi, karena 

sesuai asasnya hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan 

k e ~ a d a n ~ a . ' ~ ~  Karena persetujuan RUPS merupakan keharusan maka Bank 

lndonesia tidak dapat memproses lehh lanjut karena belum adanya 

persetujuan RUPS untuk merges tersebut.'"' Sarnpai saat ini ketentuan PP 

Merger Bank 1999 tersebut masih berlaku sehingga ketentuan mengenai 

saat terjadinya merger atau konsolidasi, j umlah aktiva bank hasil merger 

atau konsolidasi tidak melebihl 20% (dua puluh persen) dari jurnlah aktiva 

seluruh Bank di lndonesia tetap hams dipenuhi oleh bank yang akan 

melakukan merger. Jumlah 20% (dua puluh persen) saat dtetapkan tersebut 

564 Salah satu sifat azaz hukum acara perdata yaitu hakim bersifat pasif dan tidak 
boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya. 

565 Ketentuan prosedur administratif RUPS Merger bank di ataur dalam Pasal 1 5 
sld Pasal 22 PP Merger Bank 1999. 

Penjelasan Pasal 22 ayat (2) tersebut di atas mengenai ketentuan pengumuman 
dengan cara lain yaitu misalnya, dengan menempatkan pengumuman pada papan, 
pengumuman dari kantor kecamatan dan di kantor Bank Perkreditan Rakyat yang 
bersangkutan. 



sangat tinggi karena pada saat tahun 1999 seluruh bank baik milik 

pemerintah maupun swasta menikrnati fasilitas BLBl sehingga kemudian 

penyehatannya dilakukan oleh BPPN, sebagai akibat krisis keuangan dan 

moneter yang melanda negara-negara asia. 

C. Notifikasi Merger Bank kepada KPPIJ Berdasa rka n Peratu ra n 

KPPU No. 1 Tahun 2009 tentang Pra Notifikasi Penggabungan, 

Peleburan dan Pengambilalihan 

Bank Indonesia akan memberikan izin merger yang dimohonkan 

oleh pelaku usaha setelah segala persyaratan yang ditentukan PP Merger 

Bank 1999 dipenuhi. Merger yang terjadi diantara pelaku usaha termasuk 

bank dalain perspektif persaingan usaha sejak tahun 1999 sampai dengan 

tahun 2009 belurn mendapatkan petunjuk pelaksanaannya dalam bent& 

peraturan pelnerintah sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 

29 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1 999. 

Salah satu tugas KPPU antara lain melakukan penilaian terhadap ada 

atau tidaknya penyalahbrunaan posisi dominan yang dapat mengalubatkan 

terjaQnya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat 

sebagaimana diatur pada Pasal25 sampai dengan Pasal 28 UU No. 5 Tahun 

1 999.5M 

- - 

566 Pasal 35 huruf c UU No. 5 Tahun 1999. 



Untuk mensiasati kekosongan hukum tersebut KPPU mengeluarkan 

Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2009 tentang Pra Notifikasi Penggabungan, 

Pel eburan dan Pengambilalihan (selanjutnya disebut Perkom Pra Notifikasi 

2009). Tujuan dibuatnya Perkom Pra Notifikasi 2009 tersebut a d a ~ a h : ~ ~ ~  

a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi 
nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat; 

b. menjamin adanya kepastian hukum bagi pelaku usahayang hendak 
melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan; 

c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat 
yang ditimbulkan oleh pelaku usaha melalui penggabungan, 
peleburan, dan pengambilalihm; 

d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. 

Pertimbangan KPPU mengeluarkan Perkom Pra Notifikasi 2009 

adalah dalam rangka meningkatkaan pengendalian terhadap merger yang 

dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak 

sehat, sehingga perlu dibuat kejelasan tatacara dan penilaian melalui 

mekanisme pelaporan pra notifikasi bagi pelaku usaha yang akan melakukan 

merger.5" Lampiran Perkom Pra Notifikasi 2009~" memberikan batasan 

pengertian merger sederhana yait u: 

1. sebagai tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan terkonsentrasinya 
kendal i dari beberapa pelaku usaha yang sebel umnya independen kepada 
satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha, atau 

2. beralihnya suatu kendali dari pelaku usaha kepada pelaku usaha lainnya 
yang sebelumnya masing-masing independen sehingga menciptakan 
konsentrasi pengendalian atau konsentrasi pasar." 

567~asal 2 Perkom Pra Notifikasi 2009 
568 Pertimbangan angka 1 Perkorn Pra Notifikasi 2009 
569 . Lihat Bab 11 Bagian 2.4 Perkom Pra Notifikasi 2009 



Pengertian merger pada angka 2 pada Perkom Pra Notifikasi 2009 

tersebut terlalu &ni. Tidak selamanya ketika beralihnya suatu kendali dari 

pelaku usaha kepada pelaku usaha lainnya yang sebelumnya masing-masing 

independen akan rnenciptakan konsentrasi pengendalian atau konsentrasi 

pasar. Timbulnya suatu konsentrasi pasar dapat merupakan suatu akibat 

praktik merger, akan tetapi tidak selamanya merger menimbulkan 

konsentrasi pasar dan selama ini belum ada penelitian di indonesia yang 

menyimpulkan adanya merger yang menimbulkan konsentmsi pasar. 

Pra notifikasi adalah pemberitahuan yang bersifat sukarela oleh 

pel ak u Usaha yang akan melakukan merger, untuk mendapatkan pendapat 

KPPU mengenai dampak yang ditimbulkan dari rencana merger.570 Tidak 

setiap merger harus melakukan notifikasi kepada KPPU. Pra notifikasi 

dilakukk apabila merger yang akan dilakukan memenuhi ketentuan sebagai 

a. nilai asset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan melebihi Rp. 
2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah); atau 

b. nilai pen. ualan (omzet) badan usaha hasil penggabungan atau peleburan 
rnelebihi Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); atau 

c. mengahbatkan penbmsaan pangsa pasar lebih dari 50% (lima puluh per 
seratus) pada pasar bersangkutan. 

Khusus untuk industri jasa keuangan (bank dan nonbank) berlaku 

ketentuan sebagai be r ik~ t :~~ '  

57" Pasal 1 an& 6 Perkom No. 1 Pra Notifikasi 2009 
571 Pasal3 ayat (1) Perkom No. 1 Pra Notifikasi 2009 
572 Pasal 3 ayat (2)  Perkom No. 1 Pra Notifikasi 2009 



a. nilai asset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan melebihi Rp. 

b. nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil penggabungan atau peleburan 
~nelebihi Rp. 15.000.000.000.000,- (lima belas triliun); atau 

c. mengakibatkan penguasaan pangsa pasar Iebi h dari 50% (IimapuIuh per 
seratus) persen pada pasar bersangkutan. 

Pelaku usaha yang rnel akukan akuisisi dapat melakukan pra 

notifikasi apabila akuisisi tersebut memenuhi ketentuan yait~:573 

a. pengambilalihan saham dengan hak suara sekurang-kurangnya 25% 
(duapuluh lirna persen); atau 

b. ~pengambilalihan saham dengan hak h a n g  clan 25% (duapuluh lima 
persen) namun menyebabkan perpindahan kendali secara efektif; atau 

c, pengambilalihan asset atau transaksi lainnya yang menyebabkan 
perpindahan kendali secara efektic dan 

d. pengambilalihan mengakibatkan nilai asset atau nilai penjualan (omzet) 
atau pangsa pasar memenuhi batas sebagaimana diatur dalam Pasal3. 

Ketentuan Pra notifikasi dalam Perkom Pra Notifikasi 2009 tersebut 

bersifat sukarela atau vol~unlers,~~"arena dalam Perkom tersebut 

rnernpergunakan kata dapat dan tidak mempergunakan kata wajib atau 

harus pra notifikasi tersebut dilakukan oleh pelaku usaha yang akan 

melakukan merger yaitu pihak yang akan merger dan yang menerima 

merger. 

KPPU akan melakukan penilaian awal atas pra notifikasi yang 

disampaikan pelaku usaha apabila telah terjadi kesepakatan atau 

ditandatanganinya suatu kesepahaman atau perjanjian diantara pihak yang 

"' Pasal4 Perkom Pra Notifikasi 2009 
574 Alexander Lay, Soy M. Pardede dkk (ed), &fek.l@fm l teplmi Merger 

Akttisisi &lam Ket*an& Hukum Persaitrgan, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010), hlm. 
53. 
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akan melakukan merger.575~enilaian awal selama 30 (tiga) puluh hari 

terhitung sejak dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan. 

Penilaian awal dilakukan guna rnengetahui apakah merger tersebut nantinya 

akan menimbulkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak 

sehat atau tidak. Apabila dalam penilaian awal oleh KPPU ditemukan 

adanya konsentrasi tinggi tersebut akan dilakukan penilaian menyeluruh576 

Penilaian menyeluruh dilakukan oleh KPPU dalam jangka waktu 60 

(enam puluh) hari guns menentukan ada tidaknya dugaan praktik monopoli 

dan atau persaingan usaha tidak sehat. KPPU akan melakukan kajian dengan 

mempertimbangkan antara lain yaitu kemungkinan adanya perilaku anti 

persaingan pasca merger nantinya pada pasar bersangkutan, sert .  

mempertimbangkan efisiensi yang dihasilkan dari merger ter~ebut. '~~ 

Hasil penilaian pra notifikasi tersebut bersifat mengikat KPPU clan 

tidak inengi kat pelaku usaha yang melakukan merger. Hasil penilaian KPPU 

dapat berupa tidak adanya keberatan atau adanya keberatan yang memenuhi 

persyaratan yang ditentukan KPPU. Terhadap hasil penilaian awal KPPU, 

pelaku usahadapat melakukan konsultasi kepada KPPU dalam waktu 30 

(tiga) puluh hari, dan apabila masa konsultasi berakhir maka KPPU akan 

mengumumkan pendapat akhir terhadap rencana merger.57" 

575 Pasal 5 ayat (1) Perkom Pra Notifikasi 2009 
576 Pasal5 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Perkom Pra Not i fhs i  2009 
577 Pasal6 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Perkom Pra Notifikasi 2009 
57X Pasal7 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Perkom Pra Notifikasi 2009 



D. Notifikasi Merger Bank kepada KPPIJ Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau 

Peleburan Badan Usaha (Ian Pengambilalihan Saham Perusahaan 

yang Dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan 

Persaingan Usaha yang Tidak Sehat. 

Pemerintah pada tanggal 20 Juli 20 10 menetapkan Peraturan 

Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan 

Badan Usaha dan Pengambilalihan Saharn Perusahaan yang Dapat 

Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang 

Tidak Sehat (selanj utnya disebut sebagai PP Merger Persaingan 20 1 0). 57Y 

Dengan ditetapkannya PP Merger Persaingan tersebut maka Perkom Pra 

Notifikasi 2009 secara otomatis tidak berlaku. PP Merger Persaingan 20 10 

menganut pola Notifikasi pasca merger efektif secara yuridis. 

KPPU sejak d.iundangkannya UU No. 5 Tahun 1999 sarnpai tahun 

2012 telah mengeluarkan pedoman atau peraturan berkenaan dengan 

perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang serta posisi doininan, 

sebagai panduan bagi pelaku usaha tidak melakukan praktik monopoli dan 

atau persaingan usaha tidak ~ehat.'~' 

579 PP Merger Persaingan ditetapkan setelah 14 (empat belas) bulan 7 (tujuh) hari 
dari Perkom No. 1. 

5" Peraturan KPPU antclra lain: 
a. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Pasar Bersangkutan 
b. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir 

Pemberitahuan Penggabungan, Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham 
Perusahaan. 



PP Merger Persaingan 2010 merupakan panduan bagi KPPU dalam 

melakukan pengawasan terhadap merger yang dapat diduga menimbulkan 

praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha 

dilarang melakukan merger dengan badan usaha lain apabila dapat 

menyebabkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yaitu 

perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, danlatau penyalahbrunaan 

posisi d o m i r ~ a n . ~ ~ ~  

PP Merger Persaingan 20 10 memberikan penegasan bahwa KPP U 

melakukan penilaian setelah merger berlaku efektif secara yuridis, 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) PP Merger Persaingan2010, 

menyatakan sebagai berikut: 

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 1  Tahun 2010 tentang 
Konsultasi Penggabungan, Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham 
Perusahaan. 
Peraturan Kornisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Merger dan Akuisisi. 
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 201 1 tentang Pedoman 
Jual Rugi 
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2011 tentang 
Pemilikan Saham 
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Penetapan Harga 
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 9 Tahun 201 1 tentang Pe lah  
Usaha yang Tergolong Kecil. 
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 201 1 tentang 
Perubahan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pelaksanaan Peng~abungan atau Peleburan Badan Usaha dan 
Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 
Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan 
Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan 
Terjadin a Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

58K Pasal2 ayat (1 ), (2) PP Merger Persaingan 2010 



"Komisi melakukan penilaian terhadap Penggabungan Badan U saha, . . 

1 T b  9 ddll 

mengakibatkan terjadinya Prakti k Monopol i danlatau Persaingan 
Usaha Tidak Sehat" 

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP Merger Persaingan 2010 tidak 

memberikan batasan pengertian mengenai berlaku efektif secara yuridis. 

Batasan pengertian berlaku efektif secara yuridis diatur pada Pasal 2 ayat 

(I), (2) Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan 

Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan 

Usaha dan Pengambilalihan Sahm Perusahaan(se1anjutnya dsebut sebagai 

Perkom Denda Keterlambatan 2012) memberikan batasan pengertian 

sebagai berikut: 

Pasal2 Perkom Denda Keterlambatan 2012 
(1) Badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan 

Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan wajib 
menyampai kan Pemberitahuan kepada Komisi paling lama 30 
(tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan 
Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan telah 
berlaku efektif secara yuridis. 

(2) Tanggal berlaku efektif secara yuridis sebagaimana dimaksud 
Pasal2 ayat (1) adalah: 
a. Untuk Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, sesuai 

dengan ketentuan dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("selanjutnya disebut 
W No. 40 Tahun 2007") pada bagian penjelasan adalah 
tanggal : 
i.Persetujuan Menteri Hukurn dan Hak Asasi Manusia 

Republik Tndonesia atas perubahan Anggaran Dasar dalam 
terjad Penggabungan; I 

ii. Pemberitahuan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republi k Tndonesia baik dalam ha1 tejadi 
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perubahan Anggaran Dasar sebagaimana diinaksud dalam 
pa%! 21 qc& 
tidak disertai perubahan Anggaran Dasar; dan; 

iii. Pengesahan Menteri Hukurii dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia atas Aka Pendirian perseroan dalam 
ha1 te rjadi Peleburan. 

Pasal 133 UU PT No. 40 Tahun 2007 mengatur sebagai berikut: 

(1 ) Direksi Perseroan yang menerima Penggabungan atau Direksi 
Perseroan hasil Peleburan wajib meng.unurnkan hasil 
Penggabungan atau Peleburan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau 
lebih dalarn jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
terhitung sejak tanggal berlakunya Penggabungan atau Peleburan. 

Ketentuan pengaturan batas waktu pengertian telah berlaku efektif 

secara yuridis sebagaimana Perkom Denda Keterlambatan 201 2 tersebut 

menunjukkan bahwa KPPU tidak secara serius meinahami ketentuan 

tersebut. Hal ini dapat dibukthn dengan 2 (dua) argumen yaitu: 

1. sejak PP Merger Persaingan 2010 diterbitkan sampai tahun 2012 

dimana Perkom Denda Keterlarnbatan 20 1 2 diterbitkan oleh KPPU 

ternyata dalam rentang waktu 2 (dua) tahun tersebut Pemerintah dan 

KPPU tidak menyadari adanya kelemahan pengaturan ketentuan telah 

berlaku efektif secara yuridis. 

2. Perkom Denda Keterlambatan 20012 adalah berkenaan dengan denda. 

Artinya ketika di dalam pengaturan tentang denda tersebut tiba-tiba 

masukan ketentuan pengertian telah berlaku efektif secara yuridis, 

menunj ukkan bahwa Pemerintah dan KPPU tidak menganggap 



pentinbmya pengaturan mengenai batasan pengertian telah berlaku 

efektif secara yuridis. 

Jangka walctu penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) 

PP Merger Persaingan 2010 diatur pada Pasal 5 ayat (1) PP Merger 

Persaingan 201 0 dengan redaksional dikutip lengkap sebagai berikut: 

"Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 
Pengambilalihan sahaln perusahaan lain yang berakibat nilai asset 
danlatau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib 
diberitahukun secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga 
pu1uh)hat-i sejak tanggal telah berlaku efektif secara yurihs 
Pengpbungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 
Pengambilal ihan saham peru~ahaan."~'~ 

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) PP Merger 

Persaingan 2010 secara teknis pelaksanaannya lebih memberatkan bagi 

pelaku usaha dibandingkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perkom Pra 

Notifikasi 2009 apabila hasil penilaian KPPU ternyata terjadi konsentrasi 

yang tingb~ sehingga KPPU keberatan Merger dilanjutkan, sehingga di 

kemudian hari dibatalkan atau ditolak atau tidak disetujui oleh KPPU. Hal 

tersebut peneliti anggap memberatkan karena penilaian oleh KPPU setelah 

merger efektif secara yuridis, artinya badan hukum hasil merger telah 

terbentuk dan telah mendapatkan persetujuan Menkumham dan ha1 ini 

berarti pelaku usaha telah mengeluarkan banyak biaya, waktu dan biaya 

lainnya yang tak terduga apabila dibandingkan dengan Pasal 5 ayat (1) 

583 Cetak miring dan huruf tebal dari peneliti sebagai penekanan kalimat 
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Perkom Pra Notifikasi 2009, untuk lebih lengkapnya dikutip redaksional 

Pasal5 ayat (1) Perkom Pra Notifikasi 2009 sebagii berikut: 

"Pra Notifikasi dapat dilakukan setelah terdapat perjnnjian atnu 
kesepa katan atau Nota Kesepalzaman atnu do kumentasi tedulis 
lainnya diantara para pihak yang menyatakan adanya rencana 
untuk melakukan~nggabungan atau peleburan perusahaan atau 
pengambilali hann5 

Berkenaan dengan penelitian ini mengenai merger bank, apabila 

ketentuan Pasal3 ayat (1) clan Pasal 5 ayat (1) PP Merger Persaingan 2010 

dikaitkan dengan ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 22 PP Merger 

Bank 1999, maka proses untuk dapat sampai pada merger tersebut efektif 

secara yuridis, langkah yang ditempuh direksi yang akan melakukan merger 

melalui beberapa proses yang panjang. 

Direksi sebelum mendapatkan persetujuan RUPS, wajib mengajukan 

usulan merger kepada komisaris masing-masing bank. Terhadap usulan 

tersebut kemudian dibuat rancangan merger bank secara bersama-saina 

antara direksi bank yang akan merger dan bank yang menerima merger, 

yang disertai adanya penegasan dari bank yang menerima hak dan 

kewajiban dari bank yang akan merger. Ringkasan rancangan merger 

tersebut kemudian diurnumkan melalui surat kabar yang berperadaran 

nasional sebelum dilakukan pemanggilan RUPS. Masing-masing Direksi 

bank mengajukan kepada RUPS rancangan merger dan konsep akta merger 

guna mendapatkan persetujuan RLTPS dan atas- persetujuan RUPS. masing- 
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masing bank tersebut, konsep akta merger direksi bank yang akan merger 

dan yang menerima merger dituangkan dalarn akta merger yang dibuat oleh 

notaris dalam bahasa lndonesia. Direksi masing-masing bank secara 

bersama-sama mengajukan izin merger kepada Bank Tndonesia dengan 

tembusan kepada ~ e n k u m  ham.5x5 

Bank lndonesia setelah menerima permohonan izin merger tersebut 

dalam waktu paling lama 30 (tibm puluh) hari sejak permohonan dterima 

dan dhyatakan lengkap, hams sudah memberikan persetujuan atau 

penolakan. Kemudian, apabila sampai batas waktu 30 (tiga) puluh hari Bank 

Tndonesia belum memberikan persetujuannya maka dianggap telah 

memberikan persetujuannya. Apabila permohonan izin merger tersebut 

dtolak maka hams diberitahukan secara tertulis dan tembusan disampaikan 

kepada ~enkumham. 58G 

Menkumham hanya dapat memberi kan persetuj uan atas perubahan 

anggaran dasar bank hasil merger setelah memproses tembusan izin merger 

dari Bank Indonesia. Persetujuan atau penolakan Menkumham atas 

permohonan persetujuan pengesahan anggaran dasar hasil merger diberikan 

dalam waktu paling lama 14 (empatbelas) hari setelah diperolehnya izin 

merger dari Bank Tndonesia. Apabila Menkumham menolak menyetuiui 

58??asal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 PP Merger Bank 1999 
586 Pasal 16 ayat (3), (4), (S), (6) PP Merger Bank 1999 



akta perubahan anggaran dasar hasil merger tersebut maka penolakan 

tersebut hams diberitahukan kepada pemohon disertai a l a~ann~a .~"  

Direksi bank hasil merger dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) 

hari sejak akta perubahan anggaran dasar memperoleh persetujuan dari 

Menteri Kehakiman, wajib mendaftarkan akta perubahan anggaran dasar 

dalam daftar perusahaan dan meng.unurnkan dalarn Tambahan Berita 

Negara Republik l n d o n e ~ i a . ~ ~ ~  Bank yang dimerger dinyatakan bubar demi 

hukum terhtung sejak tanggal pendaftaran akta merger dan akta perubahan 

anggaran dasar dalam daftar perusahaan.5XY~engan bubar demi hukum bank 

yang di merger, ~naka sejak saat itu merger bank efektif secara hukum. 

Pasca ditetapkannya Perkom Pra Notifikasi 2009 terdapat 10 

perusahaan yang melakukan pra notifikasi ke WPU.~"' Sejak terbitnya PP 

Merger Persaingin 2010, tidak ada lagi perusahaan yang melakukan pra 

notifikasi. Pra notifikasi berdasarkan PP Merger Persaingan 2010 diubah 

menjadi konsultasi kepada KPPU. Konsultasi yang dilakukan oleh 

perusahaan yang akan melakukan merger sejak Oktober 2010 sampai 

dengin Desember 2013 terdapat 30 perusahaan.5" Notifikasi yang 

dilakukan oleh p e r u s a h a a n - p e a h  kepada KPPU tahun 201 1 tercatat 

'" Pasal 17 ayat (3), (4), (5) PP Merger Bank 1999 
""asal 18 ayat (I), (2), (3) PP Merger Bank 1999 
SR9 Pasal20 ayat (1) PP Merger Bank 1999 
59ohttp:llm.~P~.go.id/id/mer~er/dafiar-notifrkasi/pra-notifikasi/ 
5"http://m.kpou.go.id/id/mer~da~r-notifikasi/konmltai/ 



cukup banyak yaitu 92 pemsahaany592 tahun 2012 tercatat 73 perusahaan 

melakukan notifikasi ke K P P u , ' ~ " ~ ~  tahun 2013 tercatat 141 perusahaan 

yang melakukan notifikasi kepada KPPU . 594 

PT Bank Permata Tbk dengan PT General Electric Service 

menyampaikan pemberitahuan kepada KPPU pada tanggal 29 Deselnber 

2010 dan setelah dilakukan penilaian awal oleh KPPU dan kemudian KPPU 

menyampaikan pendapatnya yaitu tidak ada dugaan melakukan praktik 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 

Pasal 8 huruf b PP Merger Bank 1999 tersebut di atas menentukan 

batas ukuran jumlah aktiva saat merger tidak melebihi 20% (dua puluh per 

seratus) dari jumlah alctiva seluruh Bank di Indonesia. PP Merger 

Persaingan 20 10 mengatur suatu kewaj iban pemberitahuan secara tertulis 

kepada KPPU apabila asset hasil merger melebihi jumlah tertentu paling 

lama 30 (tigapuluh) hari sejak merger efektif secara y~ridis.5'5 Apabila 

Pelaku Usahanya adalah perbankan maka wajib memberitahukan secara 

tertulis kepada Komisi Pengawas jika nilai asset hasil merger melebihi Rp. 

20.000.000.000.000,00 (duapuluh t r i l i~n) .~ '~ 

592htt~:~~~~.kPP~.~o.ididmer~erldafiar-notifikasi~ublikasi-~emberitahuad 
pemberitahuan-merger-20111 

593http:ll~.kpv~.go.idlidmer~er/dafiar-n~tifikasilvublikasi-pemberitahuad 
pemberitahuan-merger-20 121 

5"ht tp://www. kpp~.P~.idid/merger/dafiar-notifikasi/publ ikasi-pemberitahuanl 
pemberjtahuan-merger-20131 

595 Pasal5 ayat (1) PP Merger Persaingan 201 0 
'" Pasal5 ayat (3) P P  Merger Persaingan 201 0 



Nilai asset tersebut dihitung dari penjurnlahan badan usaha hasil 

merger dan badan usaha yang secara langsung maupun tidak langsung 

dikendalikan oleh badan usaha hasil merger.'" Pengertian dikendalikan 

dalam ha1 ini adalah pemilikan saharn atau penguasaan suara lebih dari 50% 

(limapul uh per seratus) dalam badan usaha, atau adanya pernil ikan saham 

suara kurang dari atau sama dengan 50% (limapuluh persen) tetapi dengan 

mempengarubi dan menentukan kebijakan pengelolaan badan usaha 

dan/atau mempenganh dan menentukan pengelolaan badan u ~ a h a . ~ ' ~  

PP Merger Bank 1999 tidak mensyaratkan suatu kewajiban bagi 

bank yang akan merger harus mendapatkan pendapat tertulis terlebih dahulu 

dari KPPU. Parameter pen~rukwan nilai hasil merger yang diperpnakan 

oleh Bank Indonesia dalam PP Merger Bank 1999 berbeda dengan yang 

dper~runakan oleh Komisi Pengawas. Bank lndonesia mendasarkan pada 

persentase dari total aktiva saat merger tidak rnelebihi 20% (dua puluh 

persen) dari seluruh total asset aktiva perbankan nasional. KPPU 

mensyaratkan pada besaran angka yaitu tidak melebihl Rp. 

20.000.000.000.000,00 (duapuluh triliun). 

KPPU melakukan penilaian awal terhadap rencana merger yang 

dilakukan oleh pelaku usaha termasuk bank melalui beberapa analisis antara 

lain yaitu: konsentrasi pasar:v' hambatan masuk pasar,hOO potensi perilaku 

597 Pasal5 ayat (4) huruf a dan b PP Merger Persaingan 2010 
598 Penjelasan Pasal5 ayat (4) huruf b PP Merger Persaingan 2010 
'" Pasal3 ayat (2) huruf a PP Merger Persaingan 201 0 



anti persainganPO1 efisiensiGo2 danl atau kepailitan.'03 Dalam ha1 tertentuGo4 

KPPU dapat juga melakukan analisis lain yang Qbuat dalarn suatu 

~erkom"'. Analisis oleh KPPU tersebut esensinya adalah berasd h i  

Horizontul Merger Guidelines 1992 yang dikeluarkan oleh IJnited Stutes 

Depurtment of Justice (selanjutnya disingkat DOJ) dan Federul Trude 

Commission (selanjutnya disingkat FTC) atau keduanya secara bersama- 

sama Qsebut sebagai fhe ~ ~ e n c i e s . ~ ' ~  

Horizontal merger adalah penggabungin antar perusahaan yang 

semula secara langsung bersaing dalam pasar yang sama dan terhadap 

produk yang ~ama."'~~orizontal merger secara alami mampu menjadi anti 

persaingan. Doktrin konsentrasi pasar menduga bahwa suatu horizontal 

merger merniliki dampak yaitu praktik kolusif dan anti persaingan, 

'0° Pasal 3 ayat (2) huruf b PP Merger Persaingan 201 0 
"' Pasal3 ayat (2) huruf c PP Merger Persaingan 2010 
'02 Pasal 3 ayat (2) huruf d PP Merger Persaingan 201 0 
""asal3 ayat (2) huruf e PP Merger Persaingan 2010 
604 Penjelasan Pasal 3 ayat 3 PP Merger Persaingan menjelaskan yang dimaksud 

"dalam keadaan tertentu" adalah misalnya terdapat perkembangan metode penilaian 
terhadap dampak Praktik Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat selain 
konsentrasi pasar, hambatan masuk pasar, potensi perilaku anti persaingan, efisiensi danl 
atau kepailitan. 

605 Pasal3 ayat (4) PP Merger Persaingan 20 10 
" $0.2 Horizonla1 Merger Guidelines 1992 menjelaskm langkah-langkah 

pendekatan yang dilakukan oleh the Agencie.s(l) market definition and concentration; (2) 
competitive eflects; (3) entry; (4) efJiciencie,s; and (5) failing firm defense. Pada Tahun 
2006, Agencies mendapatan kritikan karena tidak menerapkan 5 (lima) langkah tersebut 
secara bemmtan. Akhirnya disepakati bahwa "new guidelines shrn~ld rt.fleect the movement 
away from the sfep-by-step approach described in fhe 1992 C~idelines lo a more infegrafea' 
approach fhaf does nor necessarily slur/ wifh markef &finifion or base predicfiotis of 
competitive e8ect.s primarily on market concentration". Lebih lanjut lihat Cnrl Shapiro, 
"The 2010 Horizontal Merger Guidelines: From Hedgehog to Fox in Forty Years", 
(Anfifrusf l a w  Journal, Yol. 77. lssue No. 1, 2010), hlm.55-56. 

Horizontal Merger Guidelines pertama diumumkan pada Tahun 1982, dan 
kemudian mengalami beberapa kali revisi yaitu Tahun 1992, 1997. Sedangkan Tahun 
2006 adalah Cornrnen fary on Horizonfa1 Merger Guidelines. 

'07 Syamsul Maarif, op.cit., hlm.9. 



perusahaan hasil merger mampu mempengaruhi konsentrsi pasar. Namun 

deiniluan, terdapat jug- bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan pesaing 

dari perusahaan hasil merger di industri yang sama juga memperoleh 

keuntungan. Dalam ha1 ini struktur suatu industri memainkan peranan yang 

sangat penting.60n Struktur industri sebagaimana dimaksud oleh Hawawini 

juga mendapat pembenaran dari peneliti lain yang menyatakan bahwa 

horizontal merger meskipun dalam industri yang sama. Penelitian yang 

dilakukan oleh Espen B. ~ c k b o ~ "  dan Espen B. Eckbo dengan Pegby 

wier6'' menyimpulkan bahwa merger tidak mempengaruhi kinerja tidak 

norrnalnya perusahaan pesaing atas perusahaan hasil merger meskipun 

perusahaan hasil mergersering dipgat karena dianggap melangga Pasal 7 
C 

(:llayton Act dan horizontal merger tidak merupakan bentuk anti persaingan. 

Pasal7 (:,'luyton Act menptur sebagai bedcut: 

"Thut no corporution enguged in commJrce shcrll ucquire, directly 
or indirectly, the whole or any part of fhe sfock or other share 
cupitul of umther corporution engugeii ulIso in commerce, where the 
efJect of'such acquisition may be lo substanfially lessen compelition 
between the corporution whose stock is so ucquired und the 
corporution making the acquisition, or to restruin such commerce in 
any secfion or communify, or lend lo creak a monopoly in any line 
of commerce " 

Pasal 7 CJIuyton Act &lam pelaksanaannya dianggap kurang efektif 

mencegah pemusatan pasar, maka pada tahun 1950 Konges Amerika 

"' Hawawini, Op.c.it., hlm. 13-1 4. 
GO kspen B. Eckbo, "Horizontal Mergers, Collusion, and Stockholder Welath, 

(Journal c?fFinancinl Fxonnomics, Vol. 1 1 ,  April, 1983), hlm. 241 -273. 
610 Espen B. Eckbo dengan Peggy Wier ," AntiMerger Policy under the Hart- 

Scott-Rodino Act: A Reexamination of the Market Power Hypothesis", (./ourttal of 
FznanciaZ  economic.^, Vol. 28, April, 1985), hlm. 1 1 9-1 49 



mengesahkan C'effer-K~fuuver Anlmzerger Acl byma membatasi pernusatan 

pasar akibat adanya akuisisi dan merger baik vertical maupun h~rizontal.~" 

Kajian yang dilakukan oleh Eckbo terhadap perusahaan dan industri 

dengan karakteristik spesifik (seperti konsentrasi), bahwa positif terdapat 

keuntungan yang tidak biasa (uhnorrnul) terhadap pesaing dari perusahaan 

target dan tidak memiliki kaitan dengan perubahan konsentmi pada 

horizontal merger dan selanjutnya juga tidak terdapat korelasi tin&& 

konsentrasi padapre merger. 

Pengukuran konsentrasi pasar merupakan suatu cara mengukur 

tingkat persaingan di pasar. Tingginya tingkat konsentrasi di suatu pasar 

menunjukkan praktik persaingan usaha tidak sehat, akan tetapi apabila 

tingkat persaingannya rendah maka pada pasar tersebut tidak terjadi 

persaingan usaha tidak sehat. Analisis terhadap konsentrasi pasar dilakukan 

dengan mem beri kan batasan pengertian terl ebi h dahul u terhadap pengertian 

pasar bersangkutan dan terhadap ha1 tersebut KPPU telah mengeluarkan 

Perkom No. 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 an& 10 

tentang Pasar Bersanwtan berdasarkan U U  NO. 5 Tahun 1999 

(selanjutnya disebut Perkom Pasar Bersangkutan). 

Peraturan KPPU No. 10 tentang Forrnulir Pemberitahuan 

Penggabungan, Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham 

Perusahaan (selanj utnya disebut Perkom Forrnulir Pemberitahuan), 

611 Abdul Hakim Garuda Nusantara, Benny K. Harman, cq~..cit., hlm. 95-96 



memberikan pedoman pengykuran konsentrasi pasar dengan 

mempergunakan standar pengukuran atau penghitungan memperbpnakan 

HerJinduhl-Hirscmun Index (selanjutnya disebut HH-Index) dan dalam 

keadaan tertentu dapat mempergunakan standar lain yaitu (koncentrution 

Rutio ( c R ~ ) . ~ ' ~  

HH-Index pertama kali &perkenallcan ./uslice Merger (>uideline.s 

(selanjutnya disebut I;uidelines 1982) pada 1982 memiliki peranan yang 

sangat besar dalarn menbpkur konsentrasi pasar. Para ahli ekonomi dan para 

pengacara bidang antitrust mempercayai bahwa distribusi pangsa pasar oleh 

para pelaku pasar yang bersaing merupakan faktor penting dalam analisis 

antitrust."%amun demikian, distribusi markel share untuk seluruh industri 

I adalah sangat tidak praktis untuk digyakan dalam kebijakan merger secara 

umurn. Mengjngat bahwa pemerintah Amerika ingjn mengkomunikasikan 

kepada pelaku bisnis beberapa kebijakan merger agar dapat memiliki suatu 

standar ukuran tunggal terhadap Jirm shure distrihz.tion yang efisien dan 

informasi yang terkandung di dalainnya dapat terbagi secara penuh. 

Alternatif yang ada saat itu adalah, four Jirm concentration rafio (Ck), yaitu 

suatu ukuran untuk menghrtung dengan menambahkan markef share atas 4 

612 Bab V bagian A angka 1 Perkom No. 13. Pengukuran dengan 
mempergunakan CRn pertama kali dipergunakan di Amerika sebagaimana dimaksud pada 
1968 Justice Department Guidelines (selanjutnya disebut Guideline Merger 1968) dan 
sejak Tahun 1982 CRn sudah tidak dipergunakan lagi dalam mengukur tingkat konsentrasi 
pasar. 1 982 Horizontal Merger Guideline. 

"'"~aul A. Pautler, "A Guide to Herfindahl Index for Antitrust Attorney," dalam 
Richard 0. Zerbe, Jr. l<est?arch in Law And Lwnomics Anti 2hsl  l<egr1lalion (Greenwich, 
Connecticut, London, England: Jai Press Inc: 1983), hlm. 163-1 64. 



(empat) perusahaan teratas atau 4 (empat) besar yang ada di pasar termasuk 

juga konsentrasi rasio 2 (dua) atau 4 (einpat) perusahaan yang sejenis. 

A1 ternatif pengukuran konsentrasi pasar yang lebi h aneh (exolic) adalah  he 

Herfirulahl Index (selanjutnya disingkat H-Tndex). H-Tndex adalah 

penghitungan jumlah kuadrat atas ma/-ket shures yang dari berbagai macam 

perusahaan-perusahaan.G14 Pengbrunaan H-Lndex sebagai satuan penbykuan 

rasio konsentrasi pasar merupakan salah satu ukuran konsentrasi yang 

mudah &pahami bab.i ahli organisasi industri dantara alternatif penbakuran 

rasio konsentrasi yang adaaM5~ahkan sering penyebutan H-Index adalah 

sebagai the Herfinduhl-Heriscman Index (HH-Tndex) guna menunjukkan 

setidaknya dual palcrnily."6 H-Lndex atau HH-lndex juga telah diterapkan 

oleh pengadilan & Amerika sejak Tahun 1970, antara lain dalam kasus FIlC 

v Liffon Indusfries IncC"' dan LIC v. Kellogg (~~mpuny,~'%urafhon v. 

 ohi if"' dimana hakim menekankan pertimbangan putusannya dengar! 

mempergunakan H-Tndex dibandingkan dengan mempergunakan the four 

firm concentrution rutio (CRn) dalam mengukilr konsentrasi industri mesin 

614 Paul A. Pouter dalam Richard 0. Weber, Op.ci4 hlrn. 168. 
615 Lihat George J. Stigler (ed), "The Measurement of Concentration", 

(Organization (oJ Jndu.stry: Homewood, Illinois, Irwin, 1968), hlm, 29-38. R.A. Miller," 
The Herfindahl-Hirscman as a Market Structure Variable: an Exposition for Antitrust 
Practitioners", (Antitn~.st Bulletin, Vol. 27, Fall, 1982), hlm. 593-61 8. R. Dansby dan R. 
Willig, "Industry Performance Grandient Indexes", (American Lconomic I(evbw, Vol. 69, 
Juni, 1979), hlm. 249-260. 

' I 6  A.O. Hariscman, "The Paternity of an Index", (American Ecor~on~ic ~ e v i & ,  
Vo1.54, September 1964), hlm. 761. Lihat juga Paul A. Pautler dalam Richard 0. Zeber, 
Opcil., hlm. 186. 

6 1 7 ~ ~ ~ :  v J,itton Jndzrstries, Jnc, 82 FTC 904-15, 1973. Paul A. Pautler dalam 
Richard 0. Zeber, Ibid., hlrn. 186. 

618 klr: v. KeNogg Company, Docket 8881, 170-172, 18 1 
613~arathon I!. Mohil, 530 F. Supp.3 1 5 .  



ketik. Seiak Tahun 1970-an H-lndex atau HH-lndex diterapkan dan 

dipergunakan oleh Hakim dalam pertimbangan putusannya, karena lebih 

tepat dalam mengukur struktur pasar . Terdapat sebagian kecil putusan 

pengadilan yang tidak mendasarkan putusannya dengan mempergunakan H- 

Tndex antara lain pada kasus United ,Stutes v RIuck und Decker 

Manujacruring (lo, and Mc(:'dloch C ' O ~ ~ . " ~  

R m u s  H-Index adalah sebagai bedcut:"' 

&mana n adalah jurnlah total perusahaan di pasar dan Si adalah 

menunjukkan pangsa pasar pada i ke berapa perusahaan. 

Ketentuan the .fi)urfirm concentrution rutio (CRn) dan HHI diadopsi 

oleh KPPU ketika KPPU inelakukan penbrukuran konsentrasi pasar terhadap 

kegiatan pasca merger yang diduga dapat menimbulkan praktik monopoli 

dm persaingan usaha tidak sehat. di Indonesia. I'he four firm concenlrafion 

rutio (CRn) dan HHI diformalkan oleh KPPU dalam pedoman merger dan 

akuisisi melalui Perkom No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Merger 

(selanjutnya disebut Perkom Pedoman Merger 2010)."~ 

62v United States v Black and Decker Manufacturing Co, and McCulloch Corp, 
1976 Trade Cas.61,033. 

621 Paul A. Pautler dalam Richard 0. Zeber, (p-cit., hlm. 186 
622~ab V Bagian A angka 1 Perkom Pedoman Merger 20 10. 



Sebagai contoh pengukuran konsentrasi yaitu dl suatu pasar terdapai 

8 (delapan) perusahaan dimana pangsa pasar mereka secara berturut-turut 

adalah adalah 25%, 22%, 18%, lo%, 8%, 7%, 6%, 4% maka jumlah H- 

Lndexnya adalah 1.698 sebagaimana terlihat pada Tabel 17 di bawah ini: 

Tabel 17 
Calculation ofthe H-index from Hypothetical Market Share Distribution 

Paul A. Pautler dalam &chard 0. ~ebkr,  1bid.1 hlm. 169 

Berdasarkan Tabel 17 tersebut di atas dapat juga diperbandingkan 

dengan mengambil contoh the fiur firm concentration level, 2 i = 1 S I 

8 adalah 75 % dan eight-firm concentration 2 i = 1 S i, adalah 100 %. 

Sebagaimana terlihat terdapat tingkat konsentrasi yang berbeda antara H- 

Index denganfourfirm concentration, dimana H-Index akan konsisten pada 

tingkat 75 % dengan tingkat four firm concentration. Namun, H-Index 

biasanya akan jatuh dalam kisaran 1.450 sampai 2.500 jika empat 



konsentrasi perusahaan adalah 75% persen dan distribusi saham perusahaan 

tidak secara total didorninasi oleh satu peru~ahaan.'~~ 

Guideline 1 982 lebi h menekankan pada stt-uktur berkenaan dengan 

potensial merger guna memudahkan pelaku pasar yang ada untuk 

inelakukan coordjnute bai k secara eksplisit maupun imp1 isit. Guideline 

1982 secara khusus j u p  mengganti rasio penghran  konsentrasi pasar 

yaitu dari four-firm concenlralion ralio (CRn) dengan HH-Index sebagai 

penbykur konsentrasi pasar, tetapi mempertahankm prinsip inti yang 

mengkoordinasi kan dampak yang dapat menjadikan pasar lebi h 

terkon~entrasi."~ Guidelines 1982 memasukkan beberapa pertimbangan 

berkenaan dengan darnpak merger terhadap  he ease and profilabilily of 

collusion, yaitu: 

1.  he abiliy of 'markel parlicipanls lo "reach consensus". 

2. the ubility of par tie.^ to that consensus to "detect deviution"fr)m it. 

3. the ubility ofpurties to thut consensus "retuliute uguinst deviution porn 

ugreedprices or other 

DOJ dan Federal Trade Commission (FTC) pada Tahun 20 10 telah 

mengumumkan berlakunya Horizonla1 Merger Guideline 20 10 (selmjutnya 

623 Paul A. Pautler dalam Richard 0. Zeber, Op.cil., hlm. 169 
624 Rachel Brandenburger dan Joseph Matelis, "The 2010 U.S. Horizontal 

Merger Guidelines: A Historical and International Perspective," Anlilr!ru.s/, (Vol. 23. No. 3, 
Summer 201 I), hlm. 5 1.  

625 Bagian 111. C., C;uiedline.s 1982. 



disebut Guideline 20 10)';~". Guldelines 20 10 berdasarkan pada Guidelines 

sebelumnya yaitu Guideline 1992. lnti florizonlul Merger C;uideline 1992 

adalah mengenai hypollzelical monopolis! lesl lo analyze murkels, assessing 

a Merger's potential to hurnz consumers through coordinated or unilaterul 

eflect and considering the prospect of entry or eflciencies to avert harm.627 

Pengaruh dari Guidelines sebelumnya juga ada yaitu mengenai hypofhefzcal 

fe,sl yang pertama kali diperkenalkan pada Guidelines 1 9 8 2 ~ ~ ~  d m  pengaruh 

Guidelines 1997 mengenai revisi pembahasan terhadap efliciencies are 

Guidelines 20 1 0 ban yak "mengadopsi" Commentary on Horizontal 

Merger Guidelines 2006.~" Struktur Guideline 2006 dapat diterima oleh 

halum dalarn menjatuhkan putusannya, sebagaimana pada /he FiJih (:.'zcuif 

(hurl qf ~ p p e a f ' ~  yang menjelaskan bahwa "(;ui&line.s as persuasive 

authority when deciding f a  purticulur acqui,sition violutes untitru.st luws". 

Kompleksitas pertnasalahan anti persaingan membuat DOJ maupun FTC 

6'26 0.S. Deparlmenf of ./uslice and Federal 7 i . d  Commission, Horizonlal 
Merger -Cfiideline (201 0). Li hat jugs 
http://www.justice.gov/atr/public/~ide\ines/Horizontal Mergerg-2010.html. 

6 2 7 ~ ~ .  Department of Justice and Federal Trade C~ornmi,s.sion, Horizontal 
Merger Guideljne (1992). Lihat http://www.justice.govlatrMorizonta1 
Mergererger/l1250.htm. 

62R 0.S. Ueparlemen of ./uslice, Merger Guidelines 9 11. A (1982).Lihat 
http://www 'ustice.gov/atr/Horizontal Mergerergerll1248,htm. 

"'U.S. Departentent uf Justice and Federal Trade Cominiis.sion, Horizontal 
Merger Guideline 4 (1997).Lihat http://www.justice.gov/atr/HorizontaI 
Mergerergerll 1 25 1 . htm. 

630 Christine A. Vamey, "The 2010 Horizontal Merger Guidelines: Evolution, 
Not Revolution", AnlilmI Law ./ournal, (Vol. 77. Issue No. 2, 201 I), hlm. 652. Lihat juga 
http://www.justice.gov/atr/public/guideline215247.htm. 

63 1 Chi. Bridge & Iron Co. v. FTC, 534 F.3d 41 0, 43 1 n, 1 1 (5 Cir. 2008) 



aktif melakukan kajian sebagai langkah antisipatif dan responsive terhadap 

perkembangan praktik merger yang belurn terlingkupi dengan baik dari 

Guidelines sebelumnya. Joseph Farrell berpendapat bahwa Guidelines 20 10 

sangat akurat dalam menjel askan mengenai Agencies consider any 

reusonuhl~~ uvuiluhle und reliuhle evidence to udd~.ess the centru6 question 

of whelher a Merger may subslanlially lessen c~rn~elilion'~~ 

Elemen yang sang@ pentkg dalam melakukan analisis terhadap 

suatu transaksi merniliki dampak terhadap persaingan adalah dengan 

menentukan secara tepat pasar produk dan pasar geografis.h3?vfenentukan 

pasar produk dan pasar geografis yang relevan merupakan predikat yang 

sangat penting byma menemukan dampak anti persaingan. 684 

Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual 

baik lan~sung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi 

perdagangan barang atau j a ~ a . " ~  Pasar bersangkutan adalah pasar yang 

berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku 

usaha atas barang yang sama atau substitusi dui barang dan atau jasa 

632 Joseph Farrell, "Fax, or Dangerous Hedgehog? Kayte and Schwartz on the 
2010 Horizontal Merger Guidelines", Anfifrusf law Journal, (Vol. 77. Issue No. 2, 201 I), 
hlm. 66 1 . Lihat juga U S  Depurtment of Ju.%R'ce and Federal Trade (Tommi.s.izon, 
Horizo~ilal Merger Crtridelinc $ 2 (201 0) pada 
hltp://ww w.f[c.gov/os/2010/08/1 0089Horizonlal Mergerg.pdf 

633 Maher M. Dabbah (ed)., opcit., hlm. 1296. 
6 3 4 ~ n i t ~  stated v Oracle., No. (.')4-0807, 2004 W7, 2006847, at *I  I (N. D. Cal. 

September 9, 2004). United Staled v Gen. 1)ynamic Corp., 4415 US 486, 510 (1974)., Uniled 
Stated v du Pont & (Jo.,  353 586, 593 (1957). "A delineation ofproper geobvqhic und 
product markels is a necessary precondifion lo msessment of [he probabililies of 
subslan/iaI e. ecf on compcU/ion wilhin /hemm 

6 'Pasal 1 an& 9 UU No. 5 Tahun 1999 



t e r ~ e b u t . ~ ~ ~  Barang adalah sebagai setiap benda, baik benvujud maupun 

tidak benvujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat 

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen 

atau pelaku usaha.'" 7 No. 5 Tahun 1999 inemberikan batasan pengertian 

jasa sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang 

dperdagangkan dalarn masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsurnen atau 

pelaku usaha."' 

Batasan pengertian pasar bersangkutan tersebut d~ atas dikategorikan 

dalam 2 (dua) perspektif yaitu pertama pasar bersangkutan berdasarkan 

geografis, dimana terkait dengan jangkauan dan/atau wi layah pemasaran. 

Pasar geogafis adalah wilayah dimana suatu pelaku usaha dapat 

I meningkatkan harganya tanpa menarik masuknya pelaku usaha baru atau 

tanpa kehlangan konsumen yang signifikan, yang berpindah ke pelaku 

usaha lain di luar wilayahnya. Perspektif kedua adalah berdasarkan produk 

terkait dengan kesamaan, atau kesejenisan danlatau tingkat substitusinya. 

Produk lain inenjah substitusi produk apabila keberadaan produk lain 

tersebut membatasi ruang kenaikan harga dari produk tersebut.""" 

Produk dapat dikategorikan dalam pasar bersangkutan atau dapat 

digantikan oleh produk lain apabila menurut konsumen terdapat kesamaan 

Pasal 1 angka 10 U U No. 5 Tahun 1999 
'" Pasal 1 angka 16 W N o .  5 Tahun 1999 
"' Pasal 1 an& 17 W No. 5 Tahun 1999 
63%ab I .4.2.1 dan 4.2.2. Perkom Pasar Bersangkutan 



dalam ha1 fungsi atau peruntukan atau penggunaan, karakter spesifik serta 

perbandingan tingkat harga produk tersebut dengan harga barang l a i r ~ n ~ a . ~ ~ ~  

Pedoman pasar bersangkutan yang dikeluarkan oleh KPPU 

menjelaskan adanya beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan sebagai 

sarana untuk menentukan pasar bersangkutan, antara lain yaitu 

mempergunakan elastisitas permintaan. Hal tersebut sulit dilakukan karena 

membutuhkan data serta inforrnasi yang akurat yang dapat mencerrninkan 

daya beli (abilily lo pay) serta keingjnan untuk membeli (willingness to 

huyl.a' 

Pelaku usaha hasil merger dapat memanfaatkan posisinya di pasar 

dengan menerapkan tekanan atau persyaratan bagi pelaku usaha yang akan 

masuk atau mengekploitasi konsuinen sehingga ha1 tersebut menghambat 

masuknya pemain baru. Et7/13) burrier menurut KPPU dapat diciptakan 

melalui berbagai instrument antara lain yaitu regulasi, modal yang tinggi, 

teknologi tinggi, hak kekayaan intelektual, dan sunk co,vt yang tinggi. 

Tindakan anti persaingan yang dilakukan oleh pelaku usaha hasil merger 

atau hasil merger bank dalam kondisi enlry barrier yang tinggi dapat 

mlakukan sendiri maupun dengan pesainLmya.G42 

640 Bab IV. 4.2.1 Perkom Pasar Bersangkutan. 
"' Bab IV. 4.3 Perkom Pasar Bersangkutan 
642 Bab IV Petunjuk Pelaksanaan Pra Notifikasi Penggabungan, Peleburan dan 

Pengambilalihan, 



Steven C. ~ a l o ~ ~ ~ ~  membedakan entry barrier menjadi 2 (dua) 

kategori yaitu: pertama, innocenl enfry barriers dan kedua, slralegic entry 

harriers. lnnocend enlry harriers yaitu enrry harriers yang secara tidak 

sengaja terbentuk sebagai akibat tidak tidak sengaja memaksimalkan 

keuntungan. Innocent entry hurriers terdiri dari 2 (dua) jenis yaitupostentry 

absos.olule advanluge dan preen fry asymmelry advanlage. Yoslenlry absolu/e 

a h l u g e  yaitu pelaku usaha yang telah ada di pasar memiliki suatu 

keunggdan teknologi misalnya memiliki design producl, paten dan 

menurunkan komponen harga yang dimasukkan, sehingga ketika ada 

pendatang baru ke dalam pasar sebagai pesaing maka perusahaan yang 

sudah ada merniliki keungbwlan daripada pendatangnya. Sedmgkan 

fJreenlry aduunlage karena adanya perbedaan yang sangat mendasar antara 

pelaku usaha yang sudah eksis di pasar dengan pesaing potensial yang akan 

masuk. Sebelum pelaku usaha yang baru memutuskan untuk masuk, pada 

saat yang sama pelaku usaha yang telah eksis di pasar sudah siap dengan 

segala surnber dayanya. Contoh pada mempertimbangkan keberadaan 

innocenf barrier terhadap skala ekonomis. 

Pelaku usaha yang baru hams mengabaikan tingkat harga dan 

keuntungan, tetapi berusaha untuk menyimpulkan tingkat keseimbangan 

harga dan keuntungan postentry. Apabila pelaku usaha yang baru masuk 

643 Steven C. Salop.,loc.cit. 



berharap keuntungan adalah negatip atau tidak ada maka pelaku 

usahatersebut akan dicegah. Adanya kesamaan efisiensi dengan pelaku 

usaha yang baru masuk maka keuntungan pelaku usaha yang telah eksis 

tidak akan berk~mbah.~~* 

Strutegic entry hurriers yaitu sengaja membentuk hambatan guna 

men~prangi masuknya pesaing baru. Adanya ketidalcsamaan yang mendasar 

dalam preenlvy memberikan dasar bab6 lheory slralegic barriers menentang 

persamaan efisiensi bagi pelaku usaha potensial yang m a s ~ k . ~ ~ ~ ~ e l a l u i  

tanggung jawab yang melekat dan memberitahukan kepada mereka selama 

periode preentry, pemikiran strategis pelaku usaha yang telah ada mampu 

memainkan peranan kepemimpinannya. Apabila tangbmg jawab secara 

tidak langsung pelaku usaha yang baru masuk terhadap keuntungyn pelaku 

baru adalah negatif &lam po.slenlry game artinya pelaku usaha yang baru 

masuk berhasil d i ~ e ~ a h . ~ ~ ~ h o m a s  Schelling menyebut dengan paradok thut 

the power to con~truint un udversury m y  depend on the powerto hind one 

hdustri perbankan lebih mendekati pada bentuk persaingan 

sempurna, dalam arti keberadaan bank-bank menjual produk yang sama 

sehingga tidak ada satu bank pun sebagai produsen mempengaruhi harga 

644 Dalam arti tidak mencari keuntungan, karena yang diperhitungkan hanyalah 
biaya produksi bisa kembali 

645 Steven C. Salop, loc.ci1. 
6Q6~hid 
"'Ifbid 
648 Thomas Schelling, lhe S'IraIegy of C'onflik (Cambridge: Massachuset, 1960), 

hlm. 22. 



pasar, sehngga bank selaku pelaku usaha dengan gampang dan bebas untuk 

masuk dan keluar sesuai kondisi persaingan ~ e m ~ u r n a . " ~  Lebih tepatnya 

struktur pasar perbankan adalah merupakan suatu bentuk persaingan yang 

m ~ n o ~ o l i s t i k . ~ ~ ~ '  Merger akan meningltatkan kesejahteraan apabila pihak 

manajemen menerima memperl uas strateginya kel uar." ' 
Aset total perbankan di lndonesia saat ini adalah lebih dari Rp. 4.000 

triliun (empat ribu triliun rupiah).G52 Sebagaimana tersebut pada PP Merger 

Bank 1999 di atas bahwa Bank indonesia akan memberikan izin merger 

bank apabila asset pada saat merger tidak melebihi 20% (duapuluh persen) 

aset perbankan di Indonesia. Artinya ketika pada saat merger efeketif secara 

yuridis adalah sama dengan atau kurang dan 20% (dua puluh) prosen atau 

sebesar Rp. 600 miliar. Saat ini terdapat 7 (tujuh) bank Q Indonesia yang 

mempunyai asset di atas Rp. 100 (seratus) triliun dan modal sendiri di atas 

Rp. 10 triliun yaitu:"j" 

Robert H. Marshall, "Bank Mergers and the Nature Competition in 
Banking," (lhe American .Journal of Lconomics and Sociology), hlm. 82. 

"%ester V. Chandler,"Monopolistic Elements in Commercial Banking," 
(JmmZ cfPo1itical F~onomy: February 1938), hlm. 1. Lihat juga David A. Alhadeff, "The 
Market Structure of Commercial ini United States," (Qum-rely .hmaZ (8 Ec~~n(~n~ics, 
February 195 I), hlm. 65. 

65L~teffen Ziss, "Vertical Separation. Intra-Firm Competition and Mergers," 
(Laurier Bminess R fkonomics, Wilfrid Laurier University, Waterloo, Juli, 2003), hlm. 29. 

652 Statisti Perbankan Indonesia Vol. 1 1  No. 1 1  November 2013, hlm. 32 
653 lnfbobank, (edisi No. 387, Juni 201 I), hlm. 26. 



- 

Tabel 18 
Bank Nasional dengan Modal di atas Rp. 10 Triliun 

Sumber: Infbobank, (edisi No. 387, Juni 20 1 l), hlm. 26. Penggolongan sebagai Bank 
Nasional sesuai API yaitu dengan modal di atas Rp. 10 trilyun sampai dengan 
Rp. 50 trilylln 

Berdasarkan data di atas terdapat 3 (tiga) Bank BUMN yaitu Bank 

Mandiri, BRI, dan BNI, 2 (dua) Bank Campuran yaitu ClMB Niaga, 

Paninbank, 2 (dua) Bank Swasta Bank yaitu Danamon dan BCA. Sejak 

dikeluarkannya PBI Kepemilikan Tunggal2006 dengan batas walctu Tahun 

2010 kemudian dicabut dan diterbitkan PBI Kepemilikan Tunggal 2012, 

pemerintah sebagai pemegang saharn kendali di 3 (tiga) BLTMN tersebut 

sampai saat ini belum menentukan sikapnya apakah akan menggabungkan 

ketiga bank BUMN-nya ataukah membentuk Bank Induk Pilihan bagi 

pemerintah untuk menggabungkan ketiga banknya adalah dilarang oleh 

ketentuan Pasal 8 huruf b PP Merger Bank 1999 yang mensyaratkan tidak 

melebihi 20% (duapuluh persen) dari total asset atau dalam ha1 ini tidak 

melebihi Rp. 600 miliar. Jika ketiga bank BUMN digabung maka assetnya 

mencapai Rp. 1.000 triliun lebih atau 35% (tigapuluh lima persen) lebih. 



Jumlah tersebut belum termasuk bank BUMN lainnya yaitu BTN, Bank 

BTPN serta bank syariah milik BUMN yaitu Mandiri Syariah, BRI Syariah 

dan BNI Syariah seperti terlihat pada table di bawah ini. 

Tabel 19 
Bank dengan Kegiatan Fokus Segmen Tertentu 

I No I Nama Bank I TotalAssd ( ModalSmdiri ( 

I I I I 
Sumber: Ii@obank, (edisi No. 387, Juni 201 l), hlm. 29-30. Penggolongan sebagai Bank Nasional 

1 

sesuai API yaitu dengan modal di atas F@. 100 d y a r  sampai dengan Rp. 10 trilyun. 

Tabel 20 
Bank BUMN Syasi'ah 

BTN 
(Rp Juta) 

68.385.539.000 

- 
I Y I 

Sumber: In$obank, (edisi No. 387, Juni 20 1 I), hlm. 29-30 

(Up Juta) 
6.069.570.000 

No 

1. 

Hasil kajian yang dilakukan oleh Gany A. Dyrnski terhadap 

Total Asset 
(Rp Juta) 

NamaBank 

perbankan di Amerika menyirnpulkan bahwa mega merger bank tidak 

Modal Sendiri 
@P Jut4 

Bank Mandiri 
Svariah 

menghasilkan suatu efisiensi yang bes ar dalam operasional pelaksanaannya. 

Tidak terjadi atau tidak ada economies of scale bagi bank dengan asset US $ 

32.481.873.000 

250 million. Hal tersebut berbeda dengan merger bank skala menengah. 

2.178.887.000 

Kajian tersebut juga menunjukkan adanya efisiensi yang kecil pada bank 

dengan ukuran asset lebih dari $ 3 biliion, akan tetapi ada bank yang 



menyatakan memililu tingkat efisiensi kurang dari 5% ketika bank memililu 

asset di atas US $50 billi~n.~'" 

Perrnasalahan yang mengemuka adalah apabila efisiensi yang 

berjalan tidak meningkatkan skala ekonomis, maka mengapa terjadi 

gelombang merger?. Gary A. Dymski berpendapat minimal 2 (dua) ha1 

byma menbabah ha1 tersebut yaitu; Pertama, agar perbankan di Arnerika 

dipaksa mengembandcan makro ekonominya dan meninggalkan strategj 

larnanya dan mengadopsi suatu yang baru untuk ber~aing."~ Kedua, adanya 

dorongan dari regulator yang memperbolehkan gelombang merger. Hal 

tersebut dikarenakan adanya pertentangan antara regulator dalam 

menentukan kriteria pemeriksaan atau pengykuran terhadap bank.656 

Peng'ukuran konsentrasi pasar dapat mempergmakan teori lama yaitu 

slmclure-conducl-ppfomance atau bukti kajian terbaru mengenai ekuitas 

pasar tentang efisiensi dan efektifitas. 

654 Gary A. Dymski, Op-cit., 16. 
6 5 5 ~ i ~  
656 Di Amerika ada 3 (tiga) lembaga yang mengawasi perbankannya yaitu the 

Ofice of Comp!roller of !he (lurretzy (OCC) , fhe Federal Reserve (Fed)dan Federal 
Ueposi! Dwtuance Corpra!iotz (FDIC). OCC merupakan kepanjangan tangan dari 
Departemen of Treasury Amerika, dimana mengawasi kegiatan semua perbankan baik 
Merger, branching, con.wmer-law compliance, prudential limit, .s~nmdne.ss examination 
md infernationc~i matter. Fed anggotanya diangkat oleh Presiden untuk masa jabatan 14 
Tahun. 

Kewenangan the Fed adalah berkenaan dengan akuisisi dan aktivitas keuangan 
Bank Holding Company. The Fed juga bersama-sama OCC memilih bank dari Negara 
bagian untuk duduk sebagai anggota Federal Reserve System (FRS).Sedangkan FDIC 
merupakan lembaga semi otonom (quasi-autonomcnrs), dengan tangpng jawab utamanya 
yaitu for ahinistralive (he depmil insurance program, arranging Mergers lo foreslall 
hank failure, and conducting h a n h p t ~ y  proceedir~g. Seluruh bank nasional hams menjadi 
anggota FDIC. FDIC dikelola oleh 5 orang pengurus yang terdiri dari 1 dari OCC, !he 
Uireclor o f  lhe Office o f  3hrlfl Supervision (OTS) dan 3 orang yang ditunjuk oleh Presiden 
untuk masa jabatan 5 Tahun. Lebih lanjut lihat Wolfgang H. Reinicke, c.Jp.cit.,hlm. 22-23. 



Pelaku usaha pada umumnya menganggap bahwa dengan merger 

maka akan meningkatkan skala enonomis. Guna menbwji anggapan umum 

tersebut, Jeffrey A. Clark mengkaii 134 literatur rnengenai economies of' 

scule dan economies of scope, yang kemudian Jeffrey A. Clark 

berkesimpulan b a h ~ a : " ~  

1. overall economies scale appear lo exis1 only a1 low 1evel.s. 
2. there no consistent evidence of glohul economies ($,scope. 
3.. there is some evidence of' cosr complemenfarifies @roducl-specqic 

econorniis (ofscope) in production. 

Kesimpulan yang serupa sama juga disampaikan oleh Gabriel 

Hawawini dan Ttzhak Swary dimana mereka berpendapat tidak terdapat 

bukti yang menunjukkan bahwa organisasi perbankan yang besar memilil 

keunggulan biaya dibandingkan bank yang kecil. Bank kecil antara lain 

memiliki persyaratan pennodalan yang kecil juga termasuk dalam 

kewaj i ban membayar premi asuransi kepada FDIC, j uga mengenai 

pajaknya.65x Bagi bank besar sangat memungkinkan memberi kan pinjaman 

dalam j umlah besar j uga kepada 1 (satu) perninjam. 

657 Jeffrey A. Clark, Economies of Scala and Scope at Deposi'tory Financial 
Institutions: A Review of Literature", Lconomic IZeview, (Federal Reserve Bank of Kansas 
City, Vo. 73, September-Oktober, 1988), lilm. 16-33. 1 .  7;he.se result appeur to he 
generally robust across the three typw of institutior~s (commercial hatzk, scn~ings and lour7 
as.sociations and credit unions), as well ac. across dtfferenr data sets atrd product and co.c.t 
defirzition.~. 

6511 Gabriel Hawawini dan Itzhak Swary, Merger and Acquisilions in the (1.S. 
Banking Induslry: Lviaknce from the Capital Markt, (Nort-Holand, New York, Oxford, 
Tokyo: 1990), hlm. 4. 



BHC' dapat memperoleh economies .scale on nurionwide markel nor 

in a locul r n ~ r k e t . " ~ ~ ~ ~ " '  yang beroperasi di beberapa pasar geografis 

yang berbeda dapat menimbulkan lessen compelilron in locul murkel our of' 

66 1 fiar that their rivu1.s might retuliute in other murket. Berkenaan 

timbulnya peningkatan konsentrasi yang dapat menghambat persaingan 

tersebut Gary A. Dymslci mencermati dari sisi dampaknya bagi bank kecil 

yaitu dengan membedakan 3 (tiya) dampak kerugian yaitu:"2 

1.  [hat large merging bank lend subslunrially less lo ,small bu.~iness rhan rhe 
smaller bunk rhey di.spluce. 

2. smull husines,~ will sufler hecuuse mo.st of their financial husine.s.s is 
conducled will2 locally owned financial inrermediaries. 

3. small huLs,\.inesLs will suffer hecuuse c f t h  closure cfnearhy hank brunches 

Regulator perbankan nampaknya mempertahankan 2 (dua) hipotesis 

yaitu: industri perbankan over banked, kedua, inovasi keuangan telah 

membuat akses terhadap {nodal sangat universal untuk setiap klas dari agen 

ekonomi guna menghapusnya dari peraturan. Berdasarkan hipotesis 

tersebut, regulator tidak bertindak sendiri, dengan strateg akuisisi, bank 

memperoleh perluasan pasar sehingga memicu gelombang merger, dimana 

regulator dan pers dapat memaksa pasar. Sehingga dibalik invisible hand 

"91bid 
660 Berdasarkan data per 3 1 Maret 20 1 1  yang dirilis oleh Americarr Barrker. pada 

'tanggal 14 September 201 1 ,  saat ini tercatat ada 150 BHC di Amerika Serikat. Lima besar 
' 

dalam posisi tersebut adalah Rank of America Clorp., Well Fargo & C,'o., JPMorgan (,'he 
&. Co., Citi roup Inc., HSHC Norlh America Holding Inc. 

Donald Alexandre, "An Empirical Tea of Mutual Forbearence Hypothesis: 
The Case of the Bank Holding Companies", (Sa~lhern Lconomic .Journal, Vol. 52, Juli, 
1985), hlm. 122-140. 

"' Gary A. Dymski, op.cit, hlm. 19. 



atas kepe~nilikan pasar bank dapat dideteksi melalui 3 (tiga) faktor yaitu 

i-eguluio? ucqzlze.qcene, acquiring banks slraregy and Wall Slreet's 

underwrilrng. Gabungan ketiga ha1 tersebut secara bersama-sama mampu 

membuat dampak gelombang merger mudah menyebar dan komplek."' 

Bank Holding Company Act of 1956 melarang BHC ~nelakukan 

pengambilalihan bank lebih dari satu negara bagian. Keadaan tersebut 

berlmgsung sampai pada Tahun 1975 clmana Mahkamah Abrung Amerika 

dalain kasus Norlh Lasl Sankrop Inc vs Boa& of Governors oflhe b'ederal 

Reserve System, membolehkan dan mendukung dilakukannya aktivitas 

Merger antar bank secara regional guna mengurangi hambatan merger. 

Pasca putusan Mahkamah Abmg Arnerika tersebut, sarnpai akbir Tahun 

1988 terdapat 42 negara babian di Amerika pada akhir mengadopsi 

ketentuan tersebut dan mengaturnya dalam undang-~ndang.~~~ 

Undang-undang yang melarang atau menghalangi merger antar 

negara bagian memiliki dampak yang sangat besar bagi struktur organisasi 

pada industri perbankan. Menurut Gabriel Hawawini dan Itzak swaryG5 ha1 

tersebut setidaknya disebabkan oleh 3 (tiga) ha1 yaitu: 

(i) defined banking ~lze nzarkeljor banking services. 
(ii) construined bunk investment opportunities, 
(ii i) prevented the expkoitution (8 economies (of scule via diver,slJicution 

and economies qfscope service (a,ssuming Ihese economies do exisl). 

663 Gary A. Dymski, op.cil., hlm. 17. 
664 Gabriel Hawawini dan ltzak Swary, Mergers and Aq~witition in the 

(J.S.Induslry: Lvidence from Ihe Capfial Marhis, (Morth Holand, Amsterdam, New York, 
Oxford, Israel, 1990), him. 6. 

665 Ihid. 



PP Merger Persaingan 20 10sebagaimana tersebut di atas menganut 

prinsip yaitu post notifikasi wajib Qlakukan oleh pelaku usaha Qlakukan 

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berlaku efektifhya merger 

secara yuridis."%ewajiban tersebut j uga berlaku bagi merger bank yang 

asset pasca inergernya adalah melebihi Rp. 20 trili~n."~ PP Merger 

Persaingan 20 10 tidak mengatur ketentuan lebih teknis mengenai 

kemunghnan pelanggaran pelaku usaha terhadap kewajibannya melalakin 

pemberitahuan kepada KPPU. Dengan demikian, pelanggaran terhadap 

ketentuan pemberitahuan harus dicari pada aturan UU No. 5 Tahun 1999. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 dan 29 UU No. 5 Tahun 1999 

dikaitkan dengan penelitian peneliti maka beberapa permasalahan hukum 

yang dapat dikaji lebih berkenaan dengan pasca merger efektif secara 

yuridis dan kewajiban pemberitahuan kepada KPPU 

KPPU dalam mengukur tingkat konsentrasi industri perbankan pasca 

Merger sebagaimana diuraikan di atas adalah mempergunakan parameter 

HHI. Berdasarkan ha1 tersebut, peneliti melakukan simulasi sederhana 

sebagai berikut, yaitu apabila 3 (tiga) dari 8 (delapan) bank dalam peringkat 

yang dibuat oleh k$bbankGG8 yaitu bank BUMN dengan jumlah asset besar 

66G Pasal5 ayat (1) PP Merger Persaingan 20 10 
667 Pasal5 ayat (3) PP Merger Persaingan 20 10 
668~qfi~himk, Edisi No. 387, Juni 201 1, hlm.26. 



tersebut dimerger maka aset pasca mergernya adalah lebih dari Rp. 1000 

t r i ~ i u n ~ ~ '  sebagairnana tersebut pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2 1 
Asset 3 (tiga) Bank BLTMN apabila Merger 

Sumber: Simulasi ini hanya mernpertimbangkan dan memperhitungkan 3 (tiga) besar 
bank BUMN per-mgkat a&. ~e l a& ketiga bank tersebut, masih terdapat bank 
BUMN lain yaitu Bank Tabungan Negara dengan asset per 31 Desember 2012 
adalahRp. 68.385.539.000,- clan modal sendin sebesar Rp. 6.069.570.000,- 

Data Tabel 21 di atas terlihat bahwa total asset ketiga bank BLTMN 

tersebut addah sekitar 36,7% dari total aset perbankan nasional. Peluang 

merger terhadap ketiganya adalah tidak dirnunglunkan karena bertentangan 

dengan ketentuan Pasal 8 huruf b PP Merger Bank 1999 yang membatasi 

jumlah aktiva atau aset bank ha i l  merger tidak melebihi 20% (dua puluh) 

per seratus. PP Merger Bank 1999 tersebut berdampak tidak efektifnya PBI 

Nomor 1 4 / 2 4 ~ ~ 1 / 2 0  12 670tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan 

Indonesia (selanjutnya disebut PBI Kepernillkan Tunggal 2012), dimana 

Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas di bidang moneter dan 

perbankan telah mernberlakukan kewajiban kepemilikan tunggal atau 

669Berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan bank per Desember 2010. 
67 Ternbaran Negara Repub& Indonesia Tahun 2012 Nomor 284 DPNP, 

tanggal 26 Desernber 2012. Peraturan Bank Indonesia (selanjutnya dlsebut PBI) PBI ini 
menggantdcan PBI 811 6PBU2006 tanggal 5 Oktober 2006. 



sehacai pemegang saharn pengendali bagi badan hukurn ataupun 

perorangan. 

Kepemil ikan tunggal adalah bahwa setiap pihak han ya dapat menjadi 

pemegang saham pengendali pada 1 (satu) Bank di indonesia."' Pemegang 

saham pengendali adalah badan hukum dan atau perorangan dan atau 

kelompok usaha yang:672 

1. memiliki saham bank sebesar 25% atau leblh dari jurnlah saham yang 

dikeluarkan bank dan rnempunyai hak suara; 

2. memiliki saham bank kurang dari 25% dari jumlah saham yang 

dikeluarkan bank dan mempunyai hak suara natnun dapat dibuktikan 

telah melakukan pengendalian bank baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

Dlkecualikan dari ketentuan pemegang saham pengendali adalah 

1. kepemilikan pemegang saham pengendali pada 2 (dua) bank yang 

inelakukan kegiatan usaha dengan prinsip berbeda, yakni secara 

konvensional dm berdasarkan prinsip syariah; 

2. kepernilikan pemegang saham pengendali pada 2 bar& yang salah 

satunya merupakan bank campuran (,/oinf Venlure Bunk); clan 

"' Pasal 1 an& 2 PBI Kepemilikan Tunggal20 12 
672 http://www . s c r i b d . c o m / d o c / 2 0 5 2 5 2 3 4 / B o o k l ,  diunduh 

tanggal 12 Oktober 201 1 .  Lihat Pasal 1 angka 3 PBI Kepemilikan Tunggal2013 



3. Bank Holding (lompapty (selanjutnya disingkat sebagai B H C ) " ' ~ ~ ~ ~ ~  

dibentuk sesuai ketentuan Bank lndonesia mengenai kepemilikan 

Sejak mulai berlakunya peraturan kepemil ikan tunggal ini, pi hak- 

pihak yang telah menjadi pemegang saham pengendali pada lebih dari 'I 

bank wajib melakukan penyesuaian struktur kepemilikan dengan cara 

sebagai berikut: 

1. mengalihkan sebagan atau seluruh kepemilikan sahamnya pada salah 

satu atau lebih bank yang dikendalikannya kepada pihak lain sehingga 

yang bersangkutan hanya menjadi pemegang saham pengendali pada 1 

bank; atau 

2. melakukan merger atau konsolidasi atas bank-bank yang 

dikendalikannya; atau 

3. membentuk perusahaan induk di bidang perbankan BHC dengan cara: 
- 

673 Pasal 1 angka 4 PBI Kepemilikan Tunggal 2012 menjelaskan bahwa BHC 
adalah badan hukum yang dibentuk dan atau dimiliki oleh Pemegang saham pengendali 
untuk mengkonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas Bank- 
bank yang mejadi anak perusahaannya. Sebagai perbandingan, pads Tahun 1956 Amerika 
pertama kali mengumumkan undang-undang Bank Holding Company (BHC). BHC means 
my w m p n y  (1) which directly or indirecfly own, confrol, or holds wilh power lo vole. 25 
per centzrm or more of voting share of each oftwo or more hanks or company which is or 
hecom~s a hank holding by virtuc elf this Act, or ( I )  which controI,s in any manner the 
election of a majority of the directors of each of hvo or more hmtk.~, or (3) for henejlt of 
 tho.^ .shurehoIders or mcrnher.~ 25 per cerlttm or more of the voting sharc.s (of each of hvo 
or more banks or a bunk holding company is held by trt~vtee.." BHC Act 1956 kemudian di 
amandemen pada Tahun 1966 dengan menambahkan bagian c pada Pasal3-nya, dan pada 
Tahun 1970 di amandemen lebih luas lagi dalam suatu Bank Holding Company 
Amandement Act 1970. Lebih lanjut lihat Seung H. Kim dan Stephen W. Miller, 
Compelilive Slruclure of (he Inlernational Hanking Induslry, exington,  Massachusetts, 
Toronto: Lexingtonbooks D.C Heath and Company,1983), hlm.61-62. Lihat juga Benton E. 
Gup (b), Pinacial fnkrmedraries: An fnlrodi~cfion, (Boston: Houghton-Mifflin, 2" 1980), 
hlm. 244. Lihat juga Edward L. Symons, Jr dan James J. White, Buttking Law Selecfed 
Stamtes and  regulation,^, ( S t .  Paul, Minn: West Publishing Co, 199 I ) ,  hlm. 121. 



a. inendirikan badan hukum baru sebagai BHC a t a ~ ; " ~ ~  

b. menunjuk salah satu bank ymg dikendalikannya sebagai BHC. 

Penyesualan struktur kepemilikan tersebut wajib dilakukan dalam 

jangka waktu paling lambat akhir Desember 2013"'. Berdasarkan 

permintaan pemegang sahain pengendali dan bank-bank yang 

dikendalikannya, Bank lndonesia dapat memberikan perpanjangan jangka 

waktu penyesuaian stsuktur kepemdikan apabila menurut penilaian Bank 

lndonesia kompleksitas pernasalahan yang tinggi yang dihadapi pemebmg 

saham pengendali clan atau bank-bank yang dikendalikannya menyebabkan 

penyesuaian struktur kepemilikan tidak dapat diselesaikan dalam jangka 

waktu yang ditetapkan. Salah satu butir pertimbangan Bank lndonesia 

dalam menerbitkan kebijakan penerapan pemegang saham pengendaliadalah 

peningkatan ketahanan dan daya saing perbankan nasional memerlukan struktur 

perbankan yang hat."' 

Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap sejumlah berita di media 

masa cetak maupun online sarnpai saat ini pemerintah belum pemah 

mengajukan upaya perpanjangan pembentukan pemegang saham pengendali 

67 ??ernegang saham pengendali dari BHS wajib rnenyampaikan kepada Bank 
Indonesia dokumen mengenai rencana pelaksanaan pendirian dan kemudian Bank 
lndonesia akan melakukan fit and proper test kepada calon pengums. Lihat Pasal4 ayat (1) 
PBI Kepemilikan Tunggal2012 

675 PBI Kepemilikan Tunggal 2006 menentukan batas waktu penyesuaian 
struktur kepemilikan sahamnya adalah Desember 201 0 

676 Lihat pertimbangan huruf b PBI Kepemilikan Tunggal 201 2. 



sebagaimana ketentuan Bank Indonesia tersebut, sehingga sarnpai saat ini 

pemerintah masih sebagai pemegang saham pengendali di bank BLIMN.'~~ 

Pemerintah saat ini sebagai pemegang saham pengendali secara 

mayoritas di bank BUMN yaitu pada PT BNK Tbk sebanyak 84.1 1 %, PT 

Bank Mandiri Tbk sebanyak 80%, dan di PT BRT Tbk sebanyak 56,75% 

serta 1 PT BTN sebanyak 100%. Alternatif yang dapat ditempuh adalah 

membentuk BHC ha1 ini dikarenakan keempat bank BLlMN tersebut 

memiliki core business yang berbeda sehingga akan menirnbulkan banyak 

permasalahan apabila menunjuk salah satu bank BUMN yang ada sebagai 

dengan terlebih dahulu pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah 

terhadap pembentukan BHC atau penunjukkan salah satu bank BUMN 

sebagai BHC. 

Opsi pembentukan BHC maka BHC tersebut hams melakukan 

pemberitauan kepada KPPU paling lambat 30 hari sejak ketiga bank BUMN 

tersebut bergabung ke dalam BHC. Permasalahannya kemudian adalah 

bagaimana apabila BHC tidak melebihi 20% (duapuluh persen) total asset 

industri perbankan secara nasional tersebut tidak melaporkan kepada Komisi 

Pengawas atau melaporkan tetapi melebihi waktu yang chtentukan pada PP 

Merger Persaingan2010 karena j umlah asset pasca terbentuknya BHC 

adalah telah melebihi jumlah Rp. 20 triliun, apakah KPPU dapat 

677 Peneliti telah mengajukan surat resmi kepada Bank lndonesia cq 
Koordinator Tim Arsitektur Perbankan Indonesia (API) melalui surat Nomor: 
1 1 150 1 1  1MG-LFIS-NL, tanggal 15 November 201 1, akan tetapi tidak pernah 
mendapatkan tanggapan baik lisan maupun tertulis dari Bank Indonesia. 



inemberikan sanksi kepada BHC berdasarkan peraturan perundang- 

undangan yang ada? 

Batas waktu paling lama atau selambat-lambatnya 30 hari wajib 

diberitahukan kepada KPPU serta tata caranya akan diatur melalui peraturan 

Penierintah, pertama kali diatur pada Pasal 29 ayat (1) dana ayat (2) UU No. 

5 Tahun 1999. Ketentuan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 tidak ada 

penjelasannya karena hanya disebut cukup jelas. PP Merger Persaingan 

2010 sebagai pelaksana amanat Pasal 28 dan 29 U U  No. 5 Tahun 1999 

memberikan penjabaran lebih lanjut sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat 

(1 ) nya yang menentukan batas waktu 30 hari tersebut adalah dihitung sejak 

merger efektif secara yunds dalam ha1 simulasi ini adalah sejak 

mendapatkan persetupan Menteri kehakiman dan HAM R1 dan 

diundangkan dalam Lembaran Negara. Menteri Kehakiman dan HAM R1 

tersebut akan memproses persetujuan perubahan anggaran dasar BHC 

setelah mendapatkan tembusan izin dari Bank Tndonesia sebagaimana 

dimaksud pada Pasal17 ayat (3) PP Merger Bank 1999. 

U U  No. 5 Tahun 1999 membenkan kewenangan kepada KPPU 

untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang 

melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999. Tindakan administratif 

berkenaan dengan Pasal 28 adalah penetapan pe~nbatalan merger dan atau 

penetapan ganti rugi, dan atau pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 



1.000.000.000,00 (satu miliar) dan setinggi-tingginya Rp. 

25.000.000.000,00 (duapuluh lima miliar)."* 

U U  No 5 Tahun 1999 juga mengatur sanksi prdana bagi pelaku 

usaha yang melanggar antara lain melanggar ketentuan Pasal 28 dengan 

pidana kurungan pengganti denda selaina-lamanya 6 (enam) bulan. Artinya 

apabila pelaku usaha tidak mau membayar denda tersebut di atas maka akan 

dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana Dapat juga 

dijatubkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, atau larangan 

bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar W No. 5 Tahun 1999 

menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun 

dan selama-lamanya 5 (lima) tahun, atau penghentian kegiatan atau tindakan 

tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada p~hak lain.G80 

Pasal6 ayat (1) PP Merger Persaingan 2010 mengatur bahwa apabila 

t~dak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 

ayat (1) maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 

1.000.000.000,00 (satu rniliar) untuk setiap hari keterlambatan dengan 

ketentuan secara keseluruhan pahng tingb~ Rp. 25.000.000.000,00 

(duapuluh rniliar rupiah). Pasal6 ayat (1) PP Merger Persaingan 2010 tidak 

ada penjelasannya karena disebut cukup jelas. 

67%ebih lanjut lihat Pasal 47 ayat (I ) ,  (2) huruf e, f, dan g UU No. 5 Tahun 
1999. Penjelasan Pasal47 ayat (2) hurufd e, f dan g hanya terdapat pada huruf f yang ada 
penjelasannya yaitu ganti rugi diberikan kepada Pelaku Usaha dan kepada pihak lain yang 
dirugikan. 

"'~asal48 ayat ( I )  W No. 5 Tahun 1999. 
680~ihat pasal 49 UU No. 5 Tahun 1999. 



Pasal 4 ayat (1) PP Merger Persaingan 2010 memberikan 

kewenangan kepada KPPU menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku 

uaha yang melanggar Pasal 2 ayat (1 ) PP Merger Persaingan 2010. Pasal 2 

ayat (1 ) PP Merger Persaingan 20 10 mengatur bahwa pelaku usaha dilarang 

melakukan penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha atau 

pengimbilalihan saham perusahaan lain yang dapat rnengakibatkan 

tejadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak ~ehat.~'' 

PP Merger Persaingan 2010 memberikan amanat kepada KPPU 

untuk menerbitkan suatu peraturan KPPU terhadap ketentuan lebih lanjut 

Pasal 3 ayat (4) mengenai penggunaan analisis selain yang dimaksud pada 

Pasal 5 ayat (2), tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 

8 ayat (1) dan Pasal 12 mengenai penilaian KPPU dan Konsultasi. 

PP Merger Persaingan 2010 tersebut dtindaklanjuti oleh KPPU 

dengan mengeluarkan beberapa peraturan komisi (selanjutnya disebut 

Perkom) yaitu: 

1. Peraturan KPPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan 

Penggabungan, Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham 

Perusahaan (selanjutnya disebut sebabwi Perkom Formulir Merger). 

2. Peraturan KPPU Nomor 1 1 Tahun 2010 tentang Konsultasi 

Penggabungan, Peleburan Badan Usaha dan Pengarnbilalihan Saham 

Perusahaan (selanjutnya disebut sebagai Perkom Konsultasi). 

681 Penjelasan Pasal 2 ayat (1) hanya mengenai pengertian perusahaan yaitu 
badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. 



3. Peraturan KPPU No~nor 13Tahun 2010 tentang Pedoman Merger clan 

Akuisisi (selanjutnya disebut sebagai Perkom Pedoman Merger 20 10). 

Perkom Pedornan Merger 20 10 khususnya penjelasan rnengenai 

penjatuhan san ksi ~nenjelaskan yaitu apabila pelaku usaha yang mergemya 

telah memenuhi syarat tetapi tidak tnemberitahukan kepada KPPU maka 

K P P U  akan menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana diatur pada 

Pasal6 PP Merger Persaingan 20 10 sebagai 

Pasal6 PP Merger Persaingan 20 10 

"Dalam ha1 Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis 
sebagaimana Qmaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pelaku Usaha 
dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlarnbatan, dengan ketentuan den& 
administratif secara keseluruhan paling tinggj sebesar Rp25.000.000.000,00 
(dm puluh lima miliar rupiah)." 

Kemudian Pasal 5 ayat (I), (3) PP Merger Persaingan 2010 mengitur 

sebagai berikut: 

"(I) Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 
Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset 
dadatau nilai penjualannya melebh jurnlah tertentu wajib 
diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) 
hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis 
Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 
Pengambi lalihan saham perusahaan." 

"(3) Bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan kewaiiban menyampaikan 
pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berlaku j i ka nilai aset melebi hi Rp 20.000.000.000.000,00 (duapul uh 

6112 Lebih lanjut lihat Bab W Aturan Sanksi, Bagian B. Lampiran Perkom 
Pedoman Merger 201 0 



triliun rupiah)." 

Pasal 12 Perkom Denda Keterlambatan 201 2 mengatur ketentuan 

sanksi denda sebagai berikut: 

Pasal 12 Perkom Denda Keterlambatan 20 12. 

(1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa denda administratif 
terhadap badan usaha yang terlambat melakukan Pembentahuan 
Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan 
Saham Perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan 
Pemerintah. 

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, 
dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi 
sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). 

Ketentuan sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 47 ayat (I), (2) 

huruf e, huruf f, huuf g.mengenai ketentuan sanksi administratif, Pasal 4.8 

ayat (1) mengatur mengenai pidana pokok dan Pasal 49 UU No. 5 Tahun 

1999mengatur pidana tambahan hanya mengatur terhadap pelanggaran Pasal 

28 UU No. 5 Tahun 1999 yang melarang melakukan Merger yang dapat 

rnengdubatkan te rjadinya monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 

Agar tidak bias, ketentuan tersebut dikutip sebagai berikut: 

Pasal47 UU No. 5 Tahun 1999 

(1 ) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif 
terhadap Pelaku Usaha yang melanggr ketentuan Undang-undang ini. 

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ) dapat 
berupa: 
a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal4sampai dengan Pasal 1 3, Pasal 15, dan Pasal 1 6; dan atau 
b. perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan integasi vertikal 



sebagaimana b a k s u d  dalam Pasal 14; dan atau 
c. perintah kepada reiaku '- keegiatan yang 

terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan 
persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan 
atau 

d. perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan penyalahgwnaan 
posisi dorninan; dan atau 

e penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan 
usaha dan pengambilal i han saham sebagaimana dirnaksud dalarn 
Pasal28; dan abu 

f. penetapan pembayaran ganti rug; dan atau 
g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua 
puluh lima miliar rupiah). 

Pasal48 
"(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 

14Qasal 16 sarnpai dengan Pasal 19, Pasal25, Pasal27, dan Pasal 28 
diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua 
puluh lima miliar rupiah) dan setingb~-tingb~nya Rp 
100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah),atau pidana kurungan 
pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan." 

Pasal49 U U  No. 5 Tahun 1999 
Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat 
dijatuhkan pidana tambahan berupa: 
a. pencabutan izin usaha; atau 
b. larangan kepada Pelaku Usaha yang telah terbukti melakukan 

pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan 
direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama- 
larnanya 5 (lima) tahun; atau 

b. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan 
timbulnya kerugian pada pihak lain. 

Berdasarkan ketentuan Pasal47 ayat (I), (2) huruf e, huruf f, h d  

G83 - g, Pasal48 ayat (1) dan Pasal49 UU No. 5 Tahun 1999 dikaitkan dengan 

683 Pasal 48 dan Pasal 49 tidak ada penjelasan lebih lanjut sehingga dianggap 
cuhp  jelas ketentuan isi pasalnya. 



ketentuan Pasal29 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999dapat disimpulkan bahwa 

UU No 5 Tahun 1999 tidak menganggap sebagai suatu pelanggaran apabila 

pelaku usaha tidak memberitahukan kepada KPPU apabila asset bank hasil 

merger rnelebihi ketentuan dan tidak diberitahukan kepada KPPU. Dengan 

demikian, KPPU tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi apapun 

kepada pelaku usaha yang melakukan merger dan hasil merger melebihi 

jumlah terkntu tetapi tidak melaporkan kepada KPPU. Hal menarik yarg 

peneliti temukan adalah bahwa ketentuan Pasal 29 dalam RUU Larangan 

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Tahun 1998 disetujui 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Pasal 29 merupakan ketentuan pasal yang 

apabila dilanggar oleh pelaku usaha maka pelaku usaha tersebut &an 

didenda clan ha1 tersebut merupakan pelanggaran, &an tetapi ketika 

diundangkan menjadi UU No. 5 Tahun 1999, ketentuan Pasal29 mengenai 

pelanggaran kewajiban pemberitahuan terhadap merger yang melebihi 

jumlah tertentu, tidak tercantum lagi sebagai bentuk pelanggaran dalam 

Pasal47 UU No. 5 Tahun 1999. 6X4 

684 Laporan Panitia Khusus (selanjutnya disebut Pansus) RUU tentany Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tanggal 18 Januari 1999. Pada tanggal 
yang sama yaitu 18 Februari 1999, Fraksi ABRT, Fraksi Golkar dan Fraksi PDrP telah 
menyampaikan pendapat akhir Fraksinya yang menyetujui RUU lnsiatif Dewan mengenai 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pemerintah melalui 
Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Rahardi Rarnelan telah rnenyampaikan sambutan 
Pemerintah terhadap pengambilan keputusan dan pengesahan RUU Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Akan tetapi ketika diundangkan tiba-tiba 
ketentuan pelanggaran terhadap Pasal29 tidak lagi dimuat dalam Pasal47 dan 48 W No. 5 
Tahun 1999. Peneliti tidak melakukan kajian lebih mendalam mengenai bagaimana 
terjadinya penghilangan Pasal 29 yang telah tercantum dalam Pasal 47 dan 48 R W  
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lihat Abdul Hakim 
Gamda Nusantara, Benny K. Harman, opcir., him. 1 19-1 91,218-223. 



Berdasarkan Larnpiran 1 bagian C.3 Undang-undang Nomor 12 

Tahun 201 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa 

ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-undang, Peraturan Provinsi, 

Peraturan Daerah KabupatenKota. Dengan demikian pengaturan sanksi 

adm inistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 PP Merger Persaingan 

2010 &n Pasal 12 Perkom Denda Keterlambatan 2012 terhadap bank yang 

asset hasil merger nya melebihi ketentuan dan tidak melakukan 

pemberitahuan kepada KPPU sejauh mengenai penjatuhan sanksi 

administratif adalah tidak berlandaskan hukum, tidak dibenarkan dan batal 

demi h ~ k u m . ~ ~ ~  

Permasalahan lain yang dapat mengemuka adalah apabila pelaku 

usaha yang -melakukan merger dan ternyata hasil inergernya berdasarkan 

penilaian oleh KPPU dengan memperpnakan pengkuran HH1 diperoleh 

hasil nilai HHT di atas 1800 dengan perubahan (delta) di atas 1 50,6X6 

sehingga merger tersebut menimbulkan konsentrasi. Pelaku usaha tersebut 

sesuai ketentuan Pasal 47 dapat .dikenakan sanksi administratif .berupa 

merger tersebut dibatalkan, atau dikenakan ganti rugi atau dijatuhkan s a k i  

denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 

setinggi-tingginya sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (duapul uh lima miliar), 

68 Pendapat peneliti tersebut dibenarkan oleh Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, Guru 
Besar Hukum Pidana pada Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta dan Dr. Mudzakir, dosen 
hukum pidana pada Fakultas Hukum UII Yogyakarta pada wawancara peneliti tanggal 9 
Maret 2014. 

6"~ab V Bagian C angka 8 huruf b Perkom Pedoman Merger. 



berdasarkan Pasal 48 ayat (1) U U  No. 5 Tahun 1999 dapat dijatuhi pidana 

kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan. 

U U  No. 5 Tahun 1999 juga mengatur ketentuan pidana denda 

serendah-rendahnya sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 

setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana 

kurungan pengganti denda selamanya tiga bulanGg7 apabila pelaku usaha 

atau pihak lain tidak mau rnenyerahkan alat b u k b 3 e n o l a k  diperiksa, 

menolak mau memberikan infonnasi yang diperlukan atau menghambat 

dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan."xY Terhadap penolakan pelaku 

usaha untuk diperiksa atau tidak mau memberikan inforrnasi tersebut oleh 

KPPU chserahkan kepada penyldik untuk dilakukan penyidikan sesuai 

ketentuan be r l ak~ . '~~  Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan 

terhadap putusan KPPU dan tidak melaksanakan isi putusan W U  maka 

KPPU akan menyerahkan kepada Penyidik Polri guna dilakukan penyidikan 

berdasarkan ketentuan yang berlaku dimana putusan KPPU tersebut sebagai 

bukti pennulaan yang c u k ~ ~ . ~ "  Putusan KPPU dianggap sebagai bukti 

permulaan yang cukup tersebut menurut peneliti akan menimbulkan 

kompleksitas pennasalahan tersendiri dalarn ranah hukum acara pidana. Hal 

ini dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c 

"' ~ a s a l 4 8  ayat (3) W No. 5 Tahun 1999 
"' Pasal41 ayat ( I )  W N o .  5 Tahun 1999 
"' ~ a s a l 4 1  ayat (2) W No. 5 Tahun 1999 
6"~asal 41 ayat (3) U U  No. 5 Tahun 1999. 
6"~asal 44 ayat (4),(5) U U  No. 5 Tahun 1999. 



Undang-undang Hukurn Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP), 

penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk melakukan 

tindakan pertama pada saat di tempat kejadian atau dikenal dengan istilah 

olah tempat kejadian perkara (selanjutnya disebut sebagai TKP) dan 

menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri 

Tersangka. 

Pasal7 ayat (1) huruf b huruf c KUHAP tersebut menimbulkan tafsir 

bahwa ketika KPPU dating menghadap ke instansi Polri dengan membawa 

putusan KPPU yang tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam ha1 ini 

diabaikan oleh Bank hasil Merger, maka pada saat itu penyidik langsung 

melakukan olah TKP dan memeriksa tersangkanya. Pertmyaan yang 

menarik dimunculkan, apakah badan hukum perseroan terbatas bank hasil 

merger ataukah bank hasil merger sebagai tersangkanya? sedangkan U U No 

5 Tahun 1999 tidak mengatur pidana terhadap korporasi yang dapat di~nintai 

pertanggundawabann ya. 

Bagaimana KPPU membatalkan suatu bank hasil merger atau dalam 

ha1 ini BHC bank BUMN yang secara yuridis telah sah? Peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang merger termasuk mengatur 

merger bank tidak ada satu pun yang memberikan peluang bagi KPPU untuk 

eksis menegakkan ketentuan W No. 5 Tahun 1999 bagi bank yang 



Persoalan pembatalan merger atau pembentukan BHC akan menimbulkan 

kepani kan atau ketidakpercayaan kepada masyarakat. Hal ini di karenakan 

orang awam akan memahami bahwa bank tersebut akan ditutup dan tidak 

menutup kemungkinan akan terjadi rush.'" Sehingga, penjatuhan sanksi 

administratif berbentuk penutupan bank hasil merger ataupun BHC menurut 

pendapat peneliti merupakan persoalan sensitif. Hal ini tidak menutup 

kcmungkimn timbulnya dampak ikutan. Dampak ikutan itu dapat berupa 

penarikan dana masyarakat yang ada di bank klas menengah yang kemudian 

dipindahkan ke bank papan atas, meskipun masyarakat akan dipahamkan 

mengenai monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat serta adanya LPS 

yang akan menjarnin dananya apabila bank bersangkutan mengalami kolap 

atau ditutup. Sekalipun dernikian, keberadaan LPS yang hanya memberikan 

dana nasabah maksimal sampai pada nilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua mil iar 

rupiahY akan memberikan rasa tidak nyaman bagi pemilik dana yang 

melebihi nilai penjaminan dari LPS tersebut. 

'" Berdasarkan data per 3 1 Maret 201 1 yang dirilis oleh American Ranker pada 
tanggal 14 September 201 1, saat ini tercatat ada 1 SO BHC di Amerika Serikat. Lima besar 
dalam posisi tersebut adalah Rank of America Corp., Well Fmgo di (h., JPMorgan C,'hase 
(e (lo., Cili roup Inc., HLWC North America Holding Inc. 

"' Penarikan dana masyarakat secara besar-besaran yang ada dibank baik itu 
berbentuk tabungan maupun deposit0 meskipun akan terkena penalty karena melakukan 
break depc).sito pada saat belum waktu jatuh tempo. 

694 Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada bank yang sernula 
berdasarkan Pasal 11 ayat (I) Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga 
Penjaminan Simpanan ditetapkan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 
berdasarkan PP ini diubah menjadi paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 
Lebih lanjut lihat Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008. 



Pernasalahan lain yang dapat mengemuka adalah bagaimana apabila 

Pelaku Usaha yang dijatuhi sanksi sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah) karena hasil mergemya berdampak timbulnya praktik monopoli dan 

atau persaingan usaha tidak sehat, akan tetapi pelaku usaha yang 

bersangkutan membayar sebagian dari jumlah denda yang harus dibayar. 

Misalnya hasil merger bank BUMN atau BHC BUMN hanya membayar Rp. 

500.000.000,00 (lima ratus juta nipiah), bagaimana penag-ihannya? Karena 

pembayaran den& tersebut dibayarkan kepada kas nebma penyetoran bukan 

pajak, apakah pelaku usaha akan digugat ke pengadilan negeri dengan 

alasan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Apabila digugat ke 

pengadilan negeri apakah WPU bertindak sebagi din sendui ataukah 

memberikan kuasa kepada Jaksa sebabai Pengacara Nebwa menghadapi 

bank BUMN yang jug-= modalnya merupakan milik Negra. 

KPPU akan mengalami kesulitan menjatuhkan sanksi kepada BUMN 

apabila BUMN melakukan merger dan hasil rnergernya merupakan praktik 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana contoh krtsus 

tersebut di atas. Pembatalan hasil merger BUMN sangat mungkin tejadi 

meskipun sangat sulit dilaksanakan nantinya terlebih lagi apabila ha1 

tersebut merupakan merger bank BUMN karena kompleksitas permasalahan 

yang ada terlebih lagi apabila bank hasii merger tersebut merupakan 

perusahaan publik yang melibatkan otoritas lain yaitu Otoritas Jasa 

Keuangan (selanjutnya disebut OJK) sebagai pengganti Bapepam-LK. 



Ketentuan penjatuhan sanksi yang dapat dilakukan oleh KPPU 

sebagaimana yang diatur pada Pasal 47 ayat (2) huruf g dan Pasal 48 ayat 

(1) UU No. 5 Tahun 1999 tidak memberikan kepastian hukum bagi KPPU 

ketika harus berhadapan dengan perusahaan BUMN. Sebagaimana 

pengajuan gugatan pada umumnya, maka pasti KPPU sebagai penggugat 

menghendaki bwgatannya dikabulkan dan gma menghindari brugatannya sia- 

sia maka biasanya peng~agat akan mengajukan permohonan sita jaminan 

(consewa~oir beslag) terhadap asset yang dimiliki terbagat sehingga apabila 

nantinya tergugat tidak mau memenuhi isi putusan Pengadilan maka asset 

tergugat tersebut dapat dilelang di muka umum dan hasilnya dipergunakan 

membayar kerugian pengagat dan apabila terdapat sisa baru diserahkan 

kepada terb'ub'iit. 

Undang-undang R1 No. 19 Tahun 2003 tentang Badan IJsaha M i l ~ h  

Negara (selanjutnya disebut W BUMN) mengatur bahwa BUMN""' adalah 

suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara 

melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang 

dipisahkan."perdebatan apakah penyertaan modal negara tersebut berarti 

695 Pasal 1 angka 1 UU BUMN 
6% Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU BUMN memberikan penegasan bahwa yang 

dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara untuk dijadikan 
penyertaan modal Negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya 
tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun 
pembinaan dan peengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. 

Kekayaan Negara yang dipisahkan juga diatur dalam beberapa ketentuan 
peraturan perundang-undangan lainnya antara lain yaitu: UU RI No 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara. UU RI No. I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU Rl No 



menunjukkan bahwa negara adalah pemilik atas BLlMN menimbulkan 

perdebatan akadernik ymg cukup m e n d  &ma dikaji lebih lanjut karena 

dampak di lapangan sangat serius termasuk di ranah penegakan hukum. 

Ketika suatu BUMN menghasilkan keuntungan maka negara akan 

inemperoleh keuntungan berupa peneri~naan deviden. Sebaliknya apabila 

suatu BUMN mengalami kerubian rnaka ha1 tersebut merupakan suatu 

kerugian bagi negara karena berkuranbmya penerimaan negara yang 

seharusnya dterima, akan tetapi ketika suatu BUMN memiliki utang dalam 

menjalankan bisnisnya maka ha1 tersebut adalah utang BUMN bukan utang 

t~e~ara.' '~ 

15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
ULl RI No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 

697 Terjadi perbedaan pendapat dalam ranah praktik diantara penegak hilhuln 
yaitu antara polisi, jaksa, dan hakim dengan advokat. Hal tersebut berpangkal dari 
pemahaman yang berbeda dalam melihat BUMN dalam ranah hukum private dar~ dalarn 
ranah publik. 

Bahwa keuangan Negara yang dipisahkan adalah tindak masuk dalam sistem 
APBN, akan tetapi dalam W No. 31 Tahun 1999 juncto W 20 Tahun 2001 tentang 
Pembahan UU R1 No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(selanjutnya disebut UU Korupsi) disebut bahwa kerugian negara adalah baik terhadap 
kekayaan Negara yang dipisahkan maupun tidak dipisahkan. Ketentuan tersebut menjadi 
rancu karena UU yang mengatur tentang kekayaan Negara yang dipisahkan tersebut 
memiliki perbedaan dalam pengaturannya. Azas hukum yang berlaku adalah ketentuan 
hukum yang khusus mengalahkan yang umum (lex specialis derogale Iegi generaliim), azas 
hukum yang baru mengalahkan yang lama Apakah UU Korupsi merupakan lex specialis 
bagi ketentuan tentang kekayaan Negara yang dipisahkan? Beberapa UU sebagaiinana 
tersebut pada catatan kaki No. 368 di atas diundangkan setelah adanya W Korupsi. Namun 
baik Pemerintah maupun DPR R1 dalam melakukan pembahasan beberapa UU tersebut 
tidak disinkronkan dengan UU Korupsi sehingga jelas batas kekayaan Negara yang 
dipisahkan. 

Bahwa apabila tejadi pelanggaran hukum dalam ranah pidana pada BUMN 
maka UU PT No. 40 telah mengatur mekanisme pertanggungjawabannya. 

Pasal 1 angka 1 W No. 40 mengatur bahwa Perseroan Terbatas (selanjutnya 
disingkat PT) adalah badan hukum yang merupnkan persekutuan modal, didirirkan 
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya 
terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini 
serta peraturan pelaksanaannya. 



Perusahaan perseroan atau disebut persero adalah BUMN yang 

berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang 

seluruhnya atau paling sedikit 5 1% (timapuluh satu per seratus) sahamnya 

dimiliki oleh negara yang tujuan utamanya mengejar keunt~n~an."~~asca 

negara inenyetorkan rnodalnya kepada BLTMN maka akan dicatat sebagai 

setoran modal pada neraca penerimaan BUMN dan dengan adanya 

penyetoran tersebut maka negara tercatat sebagai pemegang saham. 

Penprusan persero BUMN dilakukan oleh direksiG9' dan pengawasannya 

Pasal 7 ayat (7) huruf a U U  PT No. 40 mengecualikan pendirian PT minimal 
didirikan oleh 2 (dua) orang apabila seluruh sahamnya dirniliki oleh negara yang diatur 
dalam UU BUMN. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1,  Pasal 7 ayat (7) huruf a dikaitkan dengan Pasal 3 
ayat (I)  UU PT No. 40 dan Penjelesannya yang mempertegas ciri perseroan bahwa 
pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang 
dimilikinya da~i tidak nieliputi liarta kekayaan pribadinya. Tanpng jawab sebatas modal 
yang disetorkan nienjadi tidak berlaku ketika pemegang saham baik langsung maupun tidak 
langsung ~iielawari I~ukuni mempergunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan 
kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. 

Pasal 10 ayat (1),(2) UU BUMN mengatur bahwa pendirian Persero adalah 
diusulkan oleh Menteri kepada Presiden yang pelaksanaannya dengan memperhatikan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam ha1 ini adalah UU PT sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 1 1 BUMN. 

Setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara pribadi apabila bersalah atau 
lalai menjalankan tugasnya. Terhadap ha1 tersebut maka anggota Direksi dapat 
diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan 
alasannya dengan terlebih dahulu anggota Direksi tersebut diberi kesempatan membela diri 
dalam RUPS kecuali anggota Direksi tersebut tidak keberatan atas pemberhentiannya 
tersebut, lebih lanjut lihat pasal 97 ayat (3) dan Pasal 105, 106, 107 dan Pasal 108 UU PT 
No. 40. Dengan demikian ketika terbukti bahwa anggota Direksi tersebut diberhentikan 
karena melakukan tindak pidana dalam Perseroan maka proses hukumnya adalah 
mempergunakan ketentuan Pasal 379 KUHP mengenai penggelapan dalam jabatan serta 
dapat digugat oleh minimal 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah pemegang saham 
dengan hak suara yang sah atas nama Perseroan atau oleh anggota Direksi lain dan/atau 
anggota Dewan Komisaris atas nama Perseroan sebagairnana dimaksud pada Pasal 97 ayat 
(6),(7) UU PT No. 40 dalam ranah keperdataannya. Hal tersebut adalah sesuai dengan 
ketentuan Pasal 4 ayat (I), Pasal 11 dan Pasal 14 ayat (1) UU BUMN yang tunduk pada 
ketentuan serta prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas. 

"'~asal 1 angka 2 UU BUMN. 
6w Pas115 ayat (1) ULI BUMIV 



oleh ~omisa r i s . ' ~~  Prinsip yang berlaku dalarn rnenjalankan 

1 persero BUMN adalah tunduk pada ketentuan dan prinsip-prinsip yang 

1 berlaku pada perseroan terbatas dalam ha1 ini adalah UU PT No. 40 Tahun 

1 2007,7"' tennasuk hak sebagai pemegang saham hadir dalaln RUPS~"~ 

1 diwakili oleh Menteri Negara BU'MN~~)" 

I Undang-undang R l  No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

1 Negara (UU Perbendaharaan Negara) mengatur bahwa aset negara tidak 

1 dapat disita, dengan demikian apabila asset BUMN yang dianggap sebagai 

1 asset negara juga maka tidak dapat dilakukan sita jaminan oleh pihak KPPU 

1 agar apabila bank BUMN tidak mau memenuhi isi putusan pengadilan yang 

700 Pasal6 ayat ( I )  U U B LIMN 
70'~enjelasan Pasal 3 UU BUMN telah menentukan yang dimaksud peraturan 

pemndang-undangan lainnya yaitu UU PT No. 1 Tahun 1995 termasuk perubahannya jika 
ada dan peraturan pelaksanaannya. 

Pasal 11 beserta penjelasannya UU BUMN menginsat Persero pada dasarnya 
merupakan perseroan terbatas, rnaka segala ketentuan UL' f'T No I Taliun 1995 termasuk 
pula segala peraturan pelaksanaannya berlaku juga bagi Persero 

Bahwa memperhatikan Pasal 11 beserta penjelasannya tersebut maka sejak 
diundangkannya UU PT No. 40 maka segala ketentuan UU PT No. 40 Tahun 2007 tersebut 
secara otomatis berlaku bagi BUMN. 

702 Pasal 14 ayat (1) UU BUMN mengatur bahwa Menteri bertindak sebagai 
RUPS dalam ha1 seluruh saharn Persero dimiliki oleh negara dan bertindak atau selaku 
pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam ha1 tidak seluruh pemegang 
sahamnya dirniliki oleh negara. 

Penjelasan Pasal 14 ayat (1) BUMN menjelaskan bahwa bagi Perseroan yang 
seluruh modalnya (100%) dirniliki oleh Negara, menteri yang ditunjuk mewakili Negara 
sebagai pemegang saham dalam setiap keputusan tertulis yang berhubungan dengan 
Perseroan merupakan keputusan RUPS. Bagi Persero dan perseroan terbatas yang 
saharnnya dimiliki oleh Negara kurang dari 100% (seratus persen), Menteri berkedudukan 
selaku pemegang saham dan keputusannya diambil bersama-sama dengan pemegang saham 
lainnya dalam RUPS. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 U U  BUMN beserta penjelasannya tersebut 
maka Bank keputusan RUPS BUMN adalah diarnbil bersama-sama dengan pemegang 
saham lainnya 

703 Berdawrkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nornor . 
SK - 164/MBU/2012 Tentang Penetapan sebagian Kewenangan Menteri Negara BUMN 
sebagai Wakil Pemerintah Selaku RUPS pada Perusahaan Perseroan (Persero) Menjadi 
Kewenangan Dewan Komisaris dan Direksi 



berkekuatan hukuin tetap, maka asset tersebut dapat dilelang di muka urnum 

guna memenuhi denda atas pelanggaran terhadap Pasal28 UU No. 5 Tahun 

1999. Namun, U U  Perbendaharaan Negara tersebut menjadi pengha\ang 

bagi KPPU melaksanakan ketentuan Pasal47 dan Pa~a l4~8  UU No. 5 Tahun 

1999. 

Kelemahan lain bagi KPPU dalam menegakkan ketentuan pidana 

terhadap pelanggiran Pasal 28 dan Pasal 29 yang diatur dalam U U  No. 5 

Tahun 1999 adalah apabila diketahui teqadi merger bank BUMN atau 

terjadi pembentukan BHCBUMN dan setelah ~nelewati batas waktu 30 (tiga 

puluh) hari, kemudian KPPU melakukan pemeriksaan kepada BUMN 

tersebut. Bank BUMN hasil merger atau BHC BUMN yang diperiksa oleh 

KPPU wajib inenyerahkan alat b&i704 yang diperlukan dalam penyelidikan 

dan atau peineriksaan. Berkenaan dengan penyelidikan dan atau 

pemeriksaan tersebut maka merger bank BUMN atau BHC BUMN dilarang 

menolak di peri ksa atau menolak diperiksa atau menghambat penyelidikan 

dan atau pemeriksaan.7"5 Kemudian apabila yang bersangkutan menolak 

diperiksa atau menyerahkan alat bukti atau menghambat penyelidikan maka 

704 Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur bahwa yang dimaksud alat-alat 
bukti pemeriksaan oleh Komisi Pengawas adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat 
dan atau dokurnen, petunjuk, dan keterangan Pelaku Usaha. Alat-lat bukti tersebut menurut 
Penjelasan Pasal42 UU No. 5 Tahun 1999 adalah cukup jelas. 

705~asal 4 1 ayat (1 ), (2) ULI No. 5 Tahun 1999. 



nl eh W P  U diserahkan penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai 

ketentuan yang ber~aku."~ 

Pennasalahan hukum yang dapat mengemuka adalah, ketika bank 

BUMN hasil merger atau BHC BUMN menolak diperiksa dan atau menolak 

rneinberikan alat bukti dalam ha1 ini surat atau dokumen yang diinilikinya, 

maka diserahkan kepada penyidik,707 dan yang diserahkan oleh KPPU 

bukan hanya perbuatan atau tindak pidana menolak diperiksa, atau menolak 

memberikan informasi yang diperlukan dalarn penyelidikan atau 

menghambat penyelidi kan atau perneri ksaan tetapi j uga pokok perkaranya 

sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal41 ayat (3) UU NO. 5 Tahun 

1999.Apakah seseorang atau bank BUMN hasil merger atau BHC BUMN 

yang menolak menlberikan keterangan atau informasi dalam rangka 

penyelidkan merupakan suatu tindak pidana? Denbm dlimpahkannya 

kepada penyidik maka apakah ketentuan mengenai jangka waktu yang 

diatur dalam Pasal 39ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) UU NO. 5 Tahun 1999 

mengenai pemeriksaan pendahuluan selama 30 (tiga puluh) hari dan dapat 

dilanjutkan selama 60 (enam puluh) hari juga berlaku bagi Penyidik Polri 

ataukah secara otomatis menjadi bwgur dan berlaku ketentuan penyidikan 

sesuai KUHAP? 

706 Pasal 41 ayat (3) U U  No. 5 Tahun 1999.Penjelasan Pasal 41 ayat (3) 
menjelaskan bahwa yang diserahkan oleh Komisi kepada penyidik untuk dilaksanakan 
penyidikan tidak hanya perbuatan atau tidak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) tetapi 
juya termasuk pokok perkara yang sedan:: diselidiki dan diperiksa oleh Komisi. 

707 Penjelasan Pasal 36 huruf g menjelaskan bahwa penyidik yang dimaksud 
adalah penyidik sebagaimana dimaksud pada W No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- 
undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu Penyidik Polri. 



Penyelidik Polri dalam rangka menyelidiki suatu tindak pidana maka 

dapat menguinpulkan bukti permulaan yang cukup setidaknya 2 (dua) alat 

bukti Kemud~an apabila melalui 2 (dua) alat bukti tersebut dianggap 

mencukupi untuk menetapkan tersangkanya, maka proses penyelidikan 

dinaikan ~nenjadi penyidikan. Dengan demikian, seseorang yang semula 

diperiksa sebagai saksi berdasarkan 2 (dua) alat bukti tersebut ditingkatkan 

statusnya menjadi tersangka dan nantinya penyidik dapat melakukm 

penyitaan alat bukti seperti surat atau dokumen sebagai barang bukti tindak 

pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka. Dalam rangka menemukan 

barang bukti yang dipergunakan sebagai sarana tersangka melakukan 

kejahatannya, penyidik dapat melakukan penggeledahan terhadap diri 

tersangka maupun di tempat lain seperti rumah & mana tersangka diduga 

menyembunyikannya. Tersangka yang diperiksa apabila tidak mau 

me~nberikan keterangan maka akan dibuatkan Berita Acara Penolakan 

(BAP). Berdasarkan ha1 tersebut penyidik baru dapat melakukan tindakan 

penyitaan alat bukti berupa dokumen atau surat dalam suatu tindak pidana 

setelah tersangkanya ditetapkan Pasal 41 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999 

hanya mendasarkan penolakan dari pel& usaha dalam ha1 ini misalnya 

adalah direksi bank BUMN hasil merger atau direksi BHC BUMN yang 

keberatan atau menolak memberikan inforrnasi diserahkan kepada penyidik 

untuk diproses. 



KPPU memiliki wewenang memangg~l pelaku usaha yang diduga 

melanggar ketentuan U U No. 5 Tahun 1999 "ketentuan tersebut hanya 

memberikan kewenangan kepada KPPU untuk memanggil saja dan tidak 

memiliki kewenangan yang lnengharuskan pelaku usaha yang dipanggil 

untuk wajib hadir, sehingga atas dasar ketentuan W No. 5 Tahun 1999 

pelaku usaha memiliki alasan untuk menolak hadir. Hal tersebut berbeda 

ketika KPPU memanggil saksi atau ahli dengan menyebutkan secara jelas 

yaitu memanggil dan rnengllud~~hn'~' saksi, ahli dan setiap orang yang 

dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan W No. 5 Tahun 

1999.~"' Ketentuan Pasal 36 huruf e dan huruf g tidak sinkron dengan 

pengaturan Pasal4 1 ayat (2) U U  No. 5 Tahun 1999 yang melarang pelaku 

usaha menolak diperiksa ataupun inenolak memberikan inforrnasi. KPPU 

tidak dapat melakukan tafsir atas U U  No. 5 Tahun 1999 dengan mengatakan 

memanggil pelaku usaha adalah berarti mengharuskan pelaku usahaharus 

atau wajib hadir memenuhi panggilan KPPU. 

UU No. 5 Tahun 1999 tidak ~nemberikan wewenang kepada KPPU 

untuk meminta alat bukti dari pelaku usaha. KPPU hanya benvenang 

memanggil pelaku usaha, memangb# dan menghadirkan saksi, ahli atau 

"08 Pasal 36 huruf e U U  No. 5 Tahun 1999. Penjelasan pasal ini tidak ada karena 
dianggap cukup jelas. 

7w~etak miring dan tebal dari peneliti guna memberikan kesan penegasan 
terhadap perbedaan peyaturan wewenang. 

710 Pasal36 huruf f UU No. 5 Tahun 1999. Penjelasan pasal ini tidak ada karena 
dianggap cukup jelas. 



, ihak lain yang mengetahui pelanggaran U U  No. 5 Tahun 1999.~" Pasal41 

ayat (1) U U  No. 5 Tahun 1999 mewajibkan pelaku usaha menyerahkan alat 

bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan. UU No. 5 

Tahun 1999 lnemberi wewenang KPPU mendapatkan, meneliti, dan atau 

lnenilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau 

pemeriksaan.712 Apabila pelaku usaha menolak membenkan dokumen atau 

swat yang dapat dianggap sebagai alat bukti oleh KPPU maka secara hukum 

tidak ada alasan bagi KPPU untuk menerapkan sanksi berdasarkan 

ketentuan PP Merger Persaingan 2010 karena UU No. 5 Tahun 1999 

sebagai undang-undang pokoknya tidak mengatur ketentuan pidana yang 

mengatur apabila pelaku usaha menolak memberikan d o h e n  atau swat 

kepada KPPU. Dengan demikian, ketentuan Pasal 41 ayat (1) UU No. 5 

Tahun 1999 bettentangan atau setidaknya tidak sinkron dengan pengaturan 

wewenang Pasal36 huruf i UU No. 5 Tahun 1999. 

Permasalahan ini tidak dapat dianggap hanya suatu persoalan kecil 

karena merupakan suatu rangkaian proses acara yang berlaku. Upaya 

&rugatan yang diajukan kuasa hukum terhadap kelemahan yang terdapat pada 

suatu perundang-undangan tidak dapat dikatakan ha1 tersebut merupakan 

kebiasaan konsultan hukum mencari-can' celah demi menyelamatkan atau 

menguntungkan kliennya, tetapi harus disikapi suatu bentuk penghormatan 

711~ihat  lebih jauh Pasal 36 huruf a sampai dengan humf m UU No. 5 Tahun 
1999 beserta penjelasa~ya. 

'I2 Pasal 36 huruf i UU No. 5 Tahun 1999. Penjelasan pasal ini tidak ada 
karena dianggap cukup jelas. 



dan korektif terhadap hukum itu sendiri. Terlebih lagi saat ini beberapa kali 

yang telah diajukan oleh Yusril lhza Mahendra terhadap ketentuan saksi 

tidak hanya berdasarkan orang yang mengetahui secara langsung, 

mendengar langsung tetapi juga merupakan saksi adalah orang yang 

mengetahui prosesnya suatu peristiwa meskipun tidak hadir atau 

menyaksikan langsung pada saat peristiwa tersebut terjadi.'" 

Permasalahan lainnya yang cukup serius pada Pasal 4 1 ayat (3) .Utl 

No. 5 Tahun 1999 adalah apabila pelaku usaha dalam ha1 ini Direksi bank 

BUMN hasil merger atau BHC BUMN, sebagai contoh, menolak 

memberikan keterangan atau menolak membenkan dokumen atau swat 

yang dianggap sebagai alat bukti maka oleh komisi pengawas akan 

diserahkan kepada penyidik untuk diproses termasuk mengenai pokok 

perkaranya. Dalam aspek hukum acaranya yang berlaku di komisi pengawas 

adalah melakukan pemeriksaan kepada pelaku usaha &lam waktu 30 (tiga 

puluh) hari dan apabila tselurn selesai maka dapat diperpanjang selarna 60 

(enarn puluh) hari. Apabila dalarn proses pemeriksaan oleh KPPU 

menbynpulkan atau meminta keterangan pihak-pihak yang diduga 

mengetahui terjadinya pelanggaran Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999 

713 Lebih lanjut lihat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65lPUU-V111/2010 
Senin, tanggal 8 Agustus 201 ltentang Hukum Acara Pidana pasal 65, Pasal 116 ayat (3) 
dan (4)], yang diajukan oleh Prof. Dr. Yusril lhza Mahendra, Penyidik pada Kejaksaan 
Agung RI menolak memeriksa Presiden RI dengan alasan Presiden RI tidak termasuk 
kategori saksi sebagaimana dirnaksud dalam KUHAP 



memasuki tahap peineriksaan lanjutan dan kemudian pihak direksi selaku 

c 

kemudian oleh KPPU diserahkan kepada penyidik termasuk pokok 

perkaranya, Inaka apakah proses waktu yang diatur dalaln UU No. 5 

Tahun1999 tetap berlaku sehingga penyidik lnau tidak mau harus 

menyelesaikan sisa waktu yang ada? Ataukah terserah kepada penyidik 

menyelesaikannya?. 

Prosedur hukum acara yang berlaku dalam pemeriksaan perkara 

pidana sebagaimana diatur pada KUHAP yaitu pemeriksaan dilakukan 

terhadap saksi-saksi, kemudian ahli guna merumuskan dan membuktikan 

unsur-unsur delik pidana yang disangkakan kepada Tersangka kemudian 

diikuti pemeriksaan tersangka. Pemeriksaan terhadap tindak pidana yang 

diduga dilakukan tersangka yang pasal-pasal pidananya tidak mengatur 

ketentuan kewenangan penyidik lnelakukan penahanan, biasanya proses 

perkara tersebut lebih lama dibandingkan dengan tersangka yang ditahan. 

Hal ini dikarenakan apabila tersangka ditahan, maka penyidlk memiliki 

batas waktu penahanan termasuk perpanjangan masa penahanan 

sebagaimana putusan perkara pidana tersebut berkekuatan hukum tetap 

adalah tidak boleh melebihi jangka lnaksimal 70 (tujuhpuluh) hari7I4 

7 1 4 ~ .  Yahya Harahap, Pen~huh~~sm1 Pe~n~c~~suIah~~~z KUHAP, Pen~eriksaan 
Sidang Yengadifan, BanJing, Kma.si dm Yeni~jauan Kembali, (Jakarta: Sinat Grafika, 
2000), blm. 241-248. Lihat juga H.M.A Kaufal, Penerapan K ( J W  &lam Praklek Hukum, 
( U M M  Press: 2002), hlrn.44-47. 



Beberapa permasalahan tersebut di atas ~nenge~nuka drkarenakan terdapat 

ketidakjelasan pengaturan pembentahuan merger 

bank yang melebihi batas yang ditentukan. Dengan telah terbentuknya OJK dan 

OJK sejak 1 Januari 2014 adalah le~nbaga yang m e d k i  otoritas menyetujui atau 

mnlolak pennohonan merger yang dimollonkan oleh peseita merger bank, maka 

OJK hams mengambil sikap datl perau tegas yaitu membuat peraturan merger bank 

yang memuat segala ketentuan mengenai tata car-a, proses, prosedur terrnasuk 

mengenai ihre.shokd Peraturan O K  tersebut kernudian harus diadopsi oleh KPPU 

dengan menerbitkan pedoman merger dan noti iikasinya. Mengapa demikian, 

karena O K  adalah lernbaga yang lebih khusus mengatur mengenai perizinai~ 

merger bank, sedangkan KPPU mengatur mengenai persaingan usaha tidak hanya 

perbankan tetapi usaha pada umuinnya. W OJK lebih barn dibandingkan dengan 

UU No. 5 Tahun 1999. Asas dalam ilmu hukum dikenal sebagai /ex spec~ul~s 

derogate leg1 generali. Apablla UU No. 5 Tahun 1999 dianggap sama-sama 

spesialisnya dengan U U  0JK maka berlaku asas hukuln /ex spec~alrs .r;la/emal~s, 

yaitu derivat dari lex specialis derog~fe legi generali h a n a  ketentuan yang lebih 

khusus dian tara yang khusus yang diberlakukan. 715 

Tidak adanya hannonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang merger dan merger bank dikaitkan dengal keberadaan KPPU sebagi 

715 tebih lanjut lihat Jan Rammelink, Hzrk~rm Pidana: Komentar atm Pasal- 
pnnwZ Terpenting hr i  Kitah lhzclang-~tndmzg Hzhm P i h n  Relmda h i  Pah~cmnya 
clrram Kitah Unhiig-zmndang Hukunt Pidanc~ cli Tiwlone.,ia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 
Utarna, 2003), hlm. 578, sebagaimana dikutip ulang oleh Eddy O.S. Hiariej, 
"Perkembangan Hukum Pidana Pajak", dalam Sigit Suseno dan Nella Sumika Putri, et.al, 
Hukm Pihna Ir~done~siu (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 201 3). hlm 193-1 95. 



pelaksana atas UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana peneliti uraikan di atas dapat 

diranglcum dalam Tabel 22 di bawah ini: 

Tabel 22 
Peraturan Merger Bank dan Notifilkasinya kepada KPPU 



2, kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk 
r.. 

I a, 

b. pengaturan dan pengawasan ~iiengenai kesehatan bank yang meliputi: 
1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal 

minimum, batas maksirnu~n pe~nberian kredit, rasio pinjaman terhadap 
simpanan, dan pencadangan bank; 

2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; 
3, sistem informasi debitur; 
4. penpj  ian kreht (credil leslmng); dan 
5. standar akuntansi bank; 

c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: 
1. manajemen risiko; 
2. tata kelola bank; 
3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan 
4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan 

d. pemeriksaan bank. 

Pasal 7 huruf a U U  OJK tersebut memberikan "mandat" kepada OJK 

untuk segera mengkaji, atau membuat ketentuan pengaturan baru di bidang 

perizinan pendirian bank, kepem i l  i kan saham dan mengenai merger bank atau 

mengusulkan kepada pelnerintah untuk menerbitkan peraturan pemerintah yang 

baru. Perati~ran pel~ierintal~ di~naksud merupakan pengganti PP Likuidasi Bank 

1999, PP Merger Bank 1999, PP Merger Persaingan 2010 sehingga terjadi 

harmonisasi pengaturan merger bank yang dapat menimbul kan akibat monopoli 

dan persaingan usaha tidak sehat. 

Keputusan mengenai pem berian izin usaha, persetuj uan melakukan 

kegiatan usaha, pengesahan, dan persetujuan atau penetapan pernbubaran, dan 

setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Bank Tndonesia berdasarkan peraturan 

perundang-undangan di sektor jasa keuangan sebelum beralihnya fungsi, tugas, 

dan wewenang sebagairnana dimaksud dalam Pasal 55 UU OJK, dinyatakan tetap 

berl aku. Permohonan izin usaha, persetuj uan ~nelakukan kegiatan usaha, 



pengesahan, dan persetujuan atau penetapan penibubaran, serta permohonan 

penetapan lainnya yang sedang dalam proses penyelesaian pada Bank Indonesia 

berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor j asa keuangan, sejak 

beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagainiana di~naksud dalam Pasal 55 

UU OJK, penyelesaiannya dilanj utkan oleh OK."' 

Berdasarkan ketentuan tersebut maka segala proses merger bank yang 

sedang dalam proses mendapatkan izin dan persetujuan Bank Indonesia 

dilanj utkan oleh O K .  Permasalahan yang kemudian timbul adalah apakah secara 

serta merta ketika O K  melanjutkan segala proses yang berjalan dengan 

berdasarkan atas PP Merger Bank 1999, PP Pembelian Saham Bank 1999, PP 

Merger Persaingan 2010, maupun Surat Edaran Bank lndonesia? Berdasarkan 

ketentuan Pasal 70 W O K ,  sejak diundangkannya UU O K ,  W Perbankan 

tetap berlaku selama belum diganti dan tidak bertentangan dengan W O K .  UU 

O K  tidak membahas atau tidak ~nenyebutkan terkait produk hukum lainnya 

berupa peraturan pemerintah sejauh mengenai sektor perbankan dala~n ha1 ini 

merger bank maupun pembelian saham bank masih berlaku atau tidak berlaku. 

Dengan demikian, karena tidak diatur secara tegas dan karena tidak bertentangan 

dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK maka PP Merger Bank 

1999, PP Pembelian Saham Bank 1999 dan PP Merger Persaingan 201 0 tetap 

berlaku sebagai dasar hukum. Dengan kata lain, proses merger bank yang sedang 

atau telah diajukan permohonan izin atau persetujuan kepada Bank lndonesia 

sejak 31 Desember 201 3 adalah dilanjutkan oleh O K .  

"'~asal67 ayat (l), (2) UU OJK 



B. lzin Merger Bank dan Kewajiban Notifikasi Merger Bank Pasca 

Berlakunya Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan 

O K  sejak menerima fungsi, tugas dan wewenang penuh dalam sektor 

perbankan pada 31 Desernber 2013 harus segera meinbuat dan menerbitkan 

produk hukum baik berupa peraturan O K  maupun bentuk lainnya terhadap 

ketentuan merger bank. O K  memi li ki kewenangan yang berdimensi l uas dalam 

mengatur merger bank khususnya terkait dalam aspek persaingan usaha. Saat ini 

masih berlaku 2 (dua) bentuk peraturan pemerintah yang mengatur batas 

kewenangan yang berbeda sejauh menyangkut ketentuan threshold izin merger 

bank dan notifikasi merger bank. 

PP Merger Bank 1999 Pasal 8 huruf a mengatur bahwa pada saat 

terjadinya merger atau konsol idasi, j umlah aktiva bank hasi l merger tidak 

melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah aktiva seluruh bank di 

Tndonesia, sedangkan notifikasi terhadap merger bank sebagaimana diatur pada 

Pasal 5 ayat (3) PP Merger Persaingan 2010 menentukan batas threshold yang 

asset hasil merger banknya mencapai Rp. 20 triliun wajib diberitahukan secara 

tertulis kepada KPPU. Persyaratan threshold yang ditetapkan dalam PP Merger 

Persaingan 2010 tersebut lebih rendah dari yang ditetapkan oleh Bank Tndonesia 

yaitu pada saat terjadinya merger. 

Bank Tndonesia berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf b PP Merger Bank 

1999 tidak akan mengabulkan izin merger bank apabila asset bank hasil merger 

melebihi 20% (duapuluh per seratus) dari total asset perbankan nasional. PP 



Merger Persaingan 2010 hanya mewajibkan kepada hasil merger bank yang 

melebihi ketentuan masing-masing threshold yang ditetapkan sedangkan apabila 

tidak melebihi ketentuan threshold nya tidak diwajibkan melakukan notifikasi 

kepada KPPU. 

Tabel 23 
Perbedaan Pengatwan 1 'hreshold Mer~e r  Bank 

Perbedaan ketentuan pengaturan threshold seharusnya tidak terjadi apabila 

pemerintah memililu keseriusan dalam mendukung UU No. 5 Tahun 1999. 

Peneliti menemukan fakta dalam ranah perundang-undangan ternyata pemerintah 

dan Bank Indonesia tidak sepenuh hati mendukung tegaknya UU No. 5 Tahun 

1999. Hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan hukum peraturan pemerintah 

atau peraturan Bank Indonesia tidak mempertimbangkan keberadaan UU No. 5 

Tahun 1999, antara lain seperti yang diuraikan di bawah ini. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang 

Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi ~ a n k ~ ' '  (selanjutnya disebut 

697 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 52 



PP Likuidasi Bank 1 999) dasar pertimbangan hukurnn ya han ya mencanturn kan 

antara lain: 

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lernbaran Negara 
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lernbaran Negara Non~or 3472) 
sebagaimana telah dubah dengan Undang-undang N omor 10 Tahun 1998 
(Lembaran Negara Tahun 1998 Nornor 182, Tambahan Lembaran lvegara 
N omor 3790); 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1 992 tentang Perkoperasian (Lernbaran 
Negara Tahun 1992 Nomor 1 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502); 

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran 
Negara Tahun 1 995 Nomor 1 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) 

PP Merger Bank 1999 dasar pertimbangan hukumnya hanya 

mencantumkan antara lain: 

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara 
Tahun 1992 Nomor 31, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3472) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 
(Lembaran Negara 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Noinor 
3790); 

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran 
Negara Tahun 1 995 Nornor 1 3, Tambahan Lembaran Negara Nornor 35 87); 

3.  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lernbaran 
Negara Tahun1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, 
Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara 
Tahun 1998 Nomor 40, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3741). 

Peraturan Pemerintah Republik Tndonesia Nomor 29 Tahun 1999 tentang 

Pembelian Saham Bank  mum^'^ (selanjutnya disebut PP Pembelian Sahaln Bank 

1999) dasar pertimbangan hukumnya mencantumkan antara lain: 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran 
Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865); 

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara 
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) 
sebagairnana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 

698 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 62 



(Lernbaran Negara Tahun 1 998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3790); 

3. Undang-undang l\Tomor I Tahun 1 995 tentang Perseroan Terbatas 
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara 
No~nor 3 587); 

4. Undang-undang Notnor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran 
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3608); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi 
dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3 840); 

Peraturan Bank Tndonesia Nomor 811 6PBTl2006 tentang Kepemilikan 

Tunggal pada Perbankan Tndonesia 699 dasar pertim bangan hukumn ya 

mencantumkan antara lain: 

1 . Undang-undang Nomor 7 Tahun 1 992 tentang Perbankan (Lembaran Negara 
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 
(Lembaran Negara 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negira Nomor 
3790); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Tndonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran 
Negara Republik Tndonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 4357); 

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 811 7lPBU2006 tentang hent i f  dalam 

Rmgka Konsolidasi perbankan700 dasar pertimbangan hukurnnya mencantumkan 

antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara 
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
(Lembaran Negara 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3790); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lernbaran 
Negara Republik Tndonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Tkmbaran 

6"~embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 73 
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Negara Republ i k lndonesia Nornor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa 
hit- h g a n  LJdang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 4357); 

Peraturan Bank Tndonesia Nornor 141 8 /PBT/2012 tentang Kepemilikan 

Sahaln Bank ~m um7"' dasar pertim bangan hukulnny a mencantilmkan antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara 
Tahun 1992 Nornor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
(Lembaran Negara 1998 1\Tomor 1 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3 790); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Tndonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 
tentang Bank lndonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Tndonesia Nomor 4962) 

Peraturan Bank Tndonesia Nomor 151 12 lPBTl2013 tentang Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum Bank Umum '02 dasar pertimbangan hukumnya 

mencantumkan antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Neb~ra 
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nolnor 10 Tahun 1998 
(Lembaran Negara 1998 Nomor 182, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 
3790); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank lndonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Tndonesia Nomor 3843) sebagairnana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 
tentang Bank Indonesia menjadr Undang-Undang (Le~nbaran Negara 

701Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 144 
7OZLembaran Negara Republik lndonesia Tahun 201 3 Nomor 223 



Republik Tndonesia Tahun 2009 No~nor 7, Tanibahan Lembaran Negara 
Nomor 4962). 

Pen yebutan W No. 5 Tahun 1999 sebagai salah satu pertiinbangan hukum 

pada peraturan hukuin tersebut di atas setidaknya menunjukkan bukti bahwa 

pemerintah dan Bank Indonesia sangat peduli terhadap monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat sehingga rakyat Tndonesia ketika membaca produk peraturan 

perundang-undangan sejauh menyangkut bank, kepemilikan saham bank, merger 

bank dan likuidasi bank bahwa W No. 5 Tahun 1999 juga menjadi bagian 

pertimbangan sehingga timbul persaingan usaha yang sehat. 

0.K sesuai fungsi, tugas, dan wewenangnya segera mengusulkan kepada 

pemerintah agar inenerbitkan peraturan pemerintah yang menggantikan PP 

Merger Bank 1999 dan PP Merger Persaingan 2010. Hal tersebut sangat penting 

karena berdasarkan statistik perbankan Indonesia per November 2013 70' 

perlu~nbuhan asset perbankan nasional adalah lebih dari Rp. 4.8 17 triliun artinya 

ketika asset bank hasil merger lebih dari Rp. 50 triliun ha1 tersebut masih dalam 

batas t/zresho/d 20% (duapuluh persen) secara nasional maka izin merger bank 

tersebut pasti akan diterbitkan oleh 0.K akan tetapi jumlah tersebut melebihi 

batas threshold PP Merger Persaingan 201 0 yang mewajibkan bank hail merger 

melebihi Up 20 triliun wajib melakukan notifikasi kepada KPPU. 

Notit'ikasi atau pernberitahuan terhadap rencana merger dapat dilakukan 

baik sebelum maupun setelah merger terjadi. Penerapan ketentuan notifikasi 

terhadap rnerger di beberapa negara ada yang diberlakukan sebelum merger dan 



ada yang setelah merger. Amerika, Australia, dan Uni Eropa menerapkan 

kewajiban pra notifikasi dalam merger.704 

Pemberitahuan pra merger di Amerika diatur berdasarkan ketentuan lhe 

Hurt-,Scott-Rodino Antitrust Improvement (selanjutnya disebut HSR) yang 

merupakan amandemen atas Pasal 7 C:luyton Act. 705 HSR mengatur bahwa 

perusahaan yang menerima merger harus memberitahukan kepada Federal ?Fade 

(:ommi.ssion (selanjutnya disebut FTC) dan Deparfrnenf of'.Ju.sfice (selanjutnya 

disebut DOJ).~" Kemudian terhadap laporan atau pemberitahuan tenebut maka 

dalam waktu 30 (tigapuluh) hari akan dilakukan pemeriksaan apakah terjadi 

pelanggaran terhadap HSR atau tidak. Apabila ada perusahaan yang melakukan 

merger dan tidak melaporkan atau terlambat melaporkan transaksi mergernya 

kepada [he Pre Merger Nofificafion O#icer, maka akan dlkenakan sanksi. 

Kesadaran pelaku usaha di Amerika melakukan pre merger no1 rjicaf ion 

sangat tinggi sekali, ha1 ini dapat dilihat dari press releme yang dilakukan oleh 

FTC maupun DoJ sebagai badan federal antitrust di Amerika. Pada tahun 2007 

Badan Antitrust Federal Amerika mempublikasikan data meningkatnya 

pemberitahuan merger atau yang disebut dengan HSiCfilling. Terjadi peningkatan 

704 Dipilihnya negara-negara tersebut dengan pertimbangan geografis yaitu mewakili 
benua Amerika, benua Australia, benua Eropa selain itu alasan lainnya adalah Negara-negara 
tersebut memiliki pengalaman dalam pengaturan Merger lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun. 

705 Sally Morrison, Jeremy Sina, David B. Mc Ginty, "M&A Supplement,"(lBFD, No. 34, 
Juni 2008), dalam l2e International Guide to Merger md Acquisition, (International Bureu of 
Fiscal Documentations Publication BV in Co-operation with Deloitte Touche ToHorizontal 
Mergeratsu International, 2008), hlm. 14-16. Lihat juga Maher M. Dabbah dan K.P.E.Lasok (ed), 
Meger CClnntrc W~i,IhYide, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hlm. 1292. 

Lihat juga Duncan M. Ross, Hi.\?)gy cf Banking 11: 11844-1959, Bcmk Failures, 
. . . . . . . . . .  

htt~://www.ftc.~ov/enforcement/premerger-notification-vr0pram~~tatute-m1e~-and- 
formal-intemretationdformal- 12 



doh dibandingkan tahun 2006, dan terjadi penurunan pemeriksaan lanjutan sebesar 

1 n. 1 0 . .  rtscai dan UOJ telah memeriksa 1.768 HSR filling, 

dan per~nintaan pemeriksaan lanjutan dalam 45 masalah atau meningkat 2,6% . 707 

Tahun 2007 Badan Antitrust Federal mengajukan gugatan terhadap 3 (tiga) 

kasus. 1 (satu) kasus oleh FTC dan 2 (dua) kasus oleh DOJ, berkenaan dengan pre 

not$cution. Pada tanggal 21 Mei 2007, FTC mengenakan denda kepada Jatnes D. 

Dondero sebesar US $ 250.000, sebagai induk perusahaan Highland Capital 

Management, L.P (Highland).Denda tersebut berkenaan dengan tindakan Higland 

tidak melaporkan akuisisi saham yang dilakukannya terhadap Motient. Highland 

pada tahun 2005 dilaporkan telah melanggar HSR berkenaan dengan upaya 

Highland mengakuisisi 10.000 saham Motient Corporation pada akhir Februari 

2005, padahal sebelumnya Higland telah memiliki atau menguasai secara 

signifikan dimana Dondero menguasai US $ 90 million voting saham-saham 

setelah melakukan akuisisi, dan ha1 tersebut tidak dilaporkan sampai terjadi 

koreksi laporan pre mergernya pada April 2007.~~)' 

Kasus pelanggaran pre merger notrf;cution lainnya yaitu ditangani oleh 

DOJ, dimana pada tanggal 15 Oktober 2007 telah mengumumkan bahwa Tconix 

Brand Group sepakat untuk membayar denda kepada DOJ sebesar US $ 

707 http://www.Ac.goc/os/2007/07/p110014hsrreport.pdf. Lihat juga Anthony W. Swisher 
(ed), 2007, "Annual Review of Antitrust Law Developments: Annual Review Series", (American 
Bar Associalion, 2007), hlm. 87-88. 

70kihat United States v Dondero, 2007-1 Trade Cas. (CCH) 75,710 D.D.C.2007)(final 
judgment); FTC Press Release, FTC obtains US$ 250,000 Civil Penalty for Pre Merger Violation 
way  21, 2007), http://www.flc.gov/opal2007/05/dondero.shtm. 



550,000,OO karena gaga1 memenuhi ketentuan "4 (c) d~curnen t"~"~ada  HSR 

ketika mengakuisisi Rocawear. 710 

DOJ pada tanggal 19 Desember 2007, mengumumkan bahwa telah 

mengenakan denda kepada Value Act Capital Partners L.P., suatu le~nbaga 

investasi sebesar US $ 1.1 million karena tidak melaporkan 3 (tiga) investasi pada 

perusahaan publik yang dilakukan pada bulan Februari dan April 200.5.~~' 

Australia melalui l'rade Praclice Acl 1974 dan saat ini telah diperbarui 

dengin ,he Compelilion and (~onsumer Acf 20 10 'I2 mengatur tentang merger. 

Pasal 50 the Ckompetition und C7onsumer Act 201 0 melarang suatu perusahaan baik 

langsung atau tidak langsung, merger atau mengakuisisi saham badan usaha, atau 

memperoleh aset seseorang apabila merger atau akuisisi tersebut akan memiliki 

709 Ketentuan 4 (c) HSR form adalah cerlain documenls prepared or reviewed by the 
company '.v oflcers or directors in connection with lheir evalualion or analysis of /he propaved 
Iransaclion. A par& is ~ubjecl lo a maximrrm slalulory civil penal& of $1 1, 000. for each clay is has 
been found lo be in violaling offhe HAW Acl. 

710 Lihat IIOJ Press Release, Jconix R m d  Group to Pqy $550,000 Chi1 Penalty fop 
vir,l(ming Antiiru,si Pre Merger Nohjicadradrori Requirements: Violadion oc~m-red when Jco~~ix 
acqtdired I<ocwear. Lihal hllp: // www. usdoj. gov/alr/ publicpress released 2007/226778.hlm. 
I.ihn/ itmn I l n i l d  .T/n/e.q v Irnniv Hrmd Gmtm 7007-7 Ti-mk f n r  / W H )  75 900 / I )  1 )  f 2007) 

www.usdoi 
711 Lihat DOJ Press Release, lnveslmenl I'und will Pay Civil Penally for violaling 

Antitrust Pre Merger Nobication Requirement. http: N wuw. u.sdoj. gold opal pr/ 
2007/necemher/07-ddIOIX.html. Nilai 3 (tiga) transaksi tersebut adalah $ 248 million, $ 148,000 
dan $ 178 million, dua transaksi terakhir tersebut menyebabkan ValueAcl mendapatkan 10% lebih 
hak voting saham pada perusahaan yang diakuisisi Pada tahun 2003 ~ a l t ~ e ~ c l  juga pernah 
melakukan ha1 serupa akan tetapi kemudian telah memperbaiki dengan memasukkan dokumen 
pemberitahuannya. Lihat juga ~ n t h o n ~  W. Swisher, cp.cit., hlm. 88. 

- 

712 Gary Christie, Mark Ekkel "M&A Supplement,"(IBFD, No. 34, Juni 2008), dalam 
I k  fnlernalional Cmi& lo Merger and Acquisilion, (International Bureu of Fiscal 
Documentations Publication BV in co-operation with Deloitte Touche ToHorizontal Mergeratsu . - -  - . -  - -  * . - .  . - -  

http://en 
Commission#Roles. 

Merger yang dilakukan oleh asing terhadap perusahaan di Australia maka Notitikasi 
hams ditujukan kepada Foreign Acquisition and Takeovers Act 1975 (FIRB).Lihat Gaire Blunt, 
Carolyn Oddie, Merger in Australia dalam Merger Control 2001, Global Compeiilion Review, 
(Law Business Research Ltd, 2000), hlm. 18 



efek, atau kernungkinan besar akan ~memiliki efek secara substansial mengurangi 

kompetisi di pasar manapun.713 

Notifikasi merger di Australia dapat di lak ukan melal ui 3 (tiga) cara 

1. Au.s/raliun (h tpe l i l ion  and (~,'onsumers (;'ommis,rion (selanjutnya hsebut 

ACCC)~" menilai rencana Merger atau Merger secara informal; 

2. ACCC menilai permohonan izin resmi Merger yang diusulkan; dan 

3. Pengadilan menilai permohonan izin Merger yang diusulkan. 

Notifikasi informal tidak mewajibkan pihak-pihak yang melakukan 

Merger untuk memberitahukan kepada ACCC, tetapi ha1 tersebut tidak 

menghalangi ACCC melakukan penilaian terhadap merger yang dilakukan. Pihak 

ACCC akan melakukan infi~rmal u.~~res.~ment terhadap notifikasi informal yang 

diajukan oleh peserta merger. TnJ)rtnul a,sse,ssment dilakukan oleh pihak yang 

melakulian merger kepada ACCC guna dilihat apakah merger yang dilakukan 

dapat menimbulkan atau akan mempengaruhi persaingan.7'" 

Notifikasi formal dilakukan oleh ACCC terhadap pihak-pihak yang 

melakukan merger dengan melakukan pemberitahuan secara resmi. Pelanggaran 

713 http://www.accc.gov.adsystem/files/Merger0/o20ReviewO/o2OProcess%20Guide~nes%2 

0-%2026%20SeptemberO/o2020 13-0.pdf 
7 1 4 h t t p : / / w w w . a c c c . g o v . a d s y s t e m f i l e f i s s % 2 O G  

uidelines%202008. pdf 
715 Australim~ Conpetition and Chnns'unter.s C:ontmission adalah lernbaga pengawas 

persaingan usaha Australia 
71%he ACCC will commonly respond by either: 

a. reqztesting the parties not to proceed as it con.siders the merger would he anti- 
compelitive; 

6, making any neces.sary market inquiries and (hen either oypositig or no6 opposing he  
rnerkrer; or 

c. not making markzt inquiries and not oppo.sing merger. 



terhadap (,'ompetition and C,'onsumer Act 2010 dikenakan denda maksimurn 

sebesar US$ 10,000,000.00" ' 

Uni Eropa niemiliki Undang-undang yang inengatur tentang merger 7 ' X  

yaitu CA1ouncil Regulution 4064189 atau dikenal dengan nama Merger 

C,'ontrol. 7' ~ e t e n t  uan CJouncil Regulution mengat ur pre not$c.ntion dengan 

penyebutan Prior NotrJicution of C,'oncentrution,s. Merger yang dilakukan para 

pihak hams segera diberitahukan kepada Commission tidak lebih dari 1 (satu) 

minggu sejak disepakatinya perjanjian.720~rior Notijicution of Chncentrutions 

dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan merger apabila:72' 

Article I 
Scope 

I .  Without prejudice to Article 22 this Regulution shull upply to all 
concenlralions wilh a Commurziry dimension as defined in paragraph 2. 

2. For the purposes ofthis Regulution, u concentrution huts u C'ommunity 

717 Companies fhal do tiof conip!~. ~rd/li lhc rc.l;l,.ic.live [rude praclices provisiotw' of C(3A 
may he fined hy the Federal (,'ourt. i71erc. m.c. t h e  uuy.s ni~rxini~lnifine can he caIc7~lated me  
rnarimum po.s,sihle fine i s  the larger cf AS 10,000.000; or three times the ~lalue of the illegal 
benefif; or fiifhe value of fhe benefif caritto/ be ascerfaitied) 10% of furnoverrfor fhe preceding 12 
monlhr. individuals may be fined up lo $500,000 and sitlce 2009 cerfain oflences un&r fhe 
(.:ompetitio?~ and (,'on~umer Act (such as price jixing or participation in a cartel) hcna been 
crimimlised wifh execufives who engage iti cotuiucf which confravenes fhe relevanl provisions 
liable ji)r a cx.s-&(dial sentence oJ up to 10 yem.s in prison (44ZZRF and 44ZZRG' og the 
CX,'A).(,'ompanie.s that do not comply with the con.sumer protection provi.sionv oJ (,'C:A may he 
.fined by lhe kea'eral Courl, up lo $1.1 M for companies and $220,000 for individdals. 

718 Maher M. Dabbah dan K.P.E.Lasok (ed), Op.ci~, hlrn. 383. Syamsul Maarif, op.cif., 
hlm. 57. 

719 Council Regulation (EEC) No 4064189 of 21 December 1989 on the Control of 
Concentrations Between Undertakings 

720~rticle 4 
Prior nol~jkafioti of concenlrafiotw' 
1. Concet~fralions wifh a Commimily dimetw'ion as rcferred lo by [his l(egu1alion shall be 

notified to the (~ommi.s.szon not more than one week ajkr the conchrsion of the 
agreemetil, or fhe atitiout~cemetil of fhe public bid or fhe acquisilioti of n cotilrollitig 
interest. n u t  week s h d  hebin when the first oJthc).se events occurs. 

2. A concentration which corisist.~ ( f a  merger within the mooning ofArticle 3 (1) (a) or in 
fhe acquisilion of joiril cotilrol wilhiti lhe meanitig of Arficle 3 (1) (b) shall be ttofified 
,joinlly by fhe parlies lo [he merger or by lhose acqt~iritig,joinl conlrol ar lhe case may 
he. Tn all other cuses, the mt~jkation shall he eflected by the person or undertahig 
acquiring conlrol qf lhe whole or parts qf one or more irdertakrngs. 

721~ihat juga Syamsul Maarif, op.cit., hlrn. 60. 



dimension where; 
fa) lhe agmegale worldwide [urnover of'all [he underiakii~g.~ concerned 

is more thun LCU 5 000 million, and 
(b) [he aggregale (:'ommunily-wide hirnover of' each of' a1 leaxl ~ w o  yf' 

the undertukings concerned is more thun ECT11250 million, 
unless euch oJ' the unclertukings concerned uchieves more thun ~ M J O -  

fhirds o f  i1.y aggregale (;ornrnuni/y-wide /urnover wilhzn one and [he 
sume Menzher Stute. 

Laporan pra notifikasi di Uni Eropa dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) 

minggu setelah ditandatanganinya perjanjian awal atau merger harus telah 

dilaporkan kepada C:ommission. Pelanggaran terhadap ketentuan Pre Notification 

tersebut maka (~ommi.ssion dapat membatalkan tran~aksi. '~~ Pelaku usaha yang 

transaksi mergernya dibatalkan oleh (ommission dapat mengajukan keberatan 

atau banding kepada C.'ourl qf'Fir.sl lnslance oflke E(:' terhadap keputusan yang 

bersi fat administratif maupun substantif serta kasus kepada Europeun CJourt of 

~ustice. 72' 

Berdasarkan notifikasi yang berlaku di beberapa negara tersebut, 

bagaimana kemudian idealnya bagi merger bank pada masa yang akan datang? 

Notifikasi terhadap merger bank yang wajib dilakukan kepada KPPU dalam masa 

yang akan datang adalah sebelum merger tersebut efektif secara yuridis. O K  

dapat segera mengeluarkan peraturan OJK yang mengatur tentang ketentuan 

notifikasi merger bank yang mewajibkan pihak-pihak yang akan inelakukan 

merger sudah melakukan notifikasi kepada KPPU sejak peserta merger telah 

sepakat ~nembuat dan menandatangani rancangan merger yang telah rnendapatkan 

persetujuan komisaris dan telah mendapatkan pengesahan RUPS. 

722 Ibid, hlm. 57 
723~hid. 



Notifikasi kepada KPPU sebelum merger bank berlaku efektif secara 

yuridis dapat rnenimbulkan pennasalahan hukum dan ekonomi secara serius 

dalam industri perbankan. Tndustri perbankan sebagai suatu industri yang berbasis 

kepercayaan masyarakat selaku nasabah penyimpan dana yang peinahaman atas 

uang yang disirnpannya harus ainan dan dapat sewaktu-waktu dapat diambil. 

Persoalan akan adanya penolakan suatu merger bank hampir dipastikan akan 

memicu sentimen negatif masyarakat atau pasar apabila bank hasil merger 

tersebut adalah bank suatu perseroan terbatas terbuka. Hal tersebut dikarenakan 

beberapa alasan antara lain: 

1 .  bank yang bergabung entitas hukumnya berakhir atau bubar dan bubarnya 

bank yang bergabung tidak dapat dihidupkan lagi dan bubarnya bank yang 

bergabung tersebut disahkan juga oleh menkumham; 

2. hak dan kewajiban bank yang bergabung beralih menjadi hak dan kewajiban 

bank penerima merger; 

3. pemegang saham bank yang bergabung menjadi pemegang saharn bank yang 

menerima merger. 

Pengaturan notifikasi merger bank masa yang akan datang harus dilakukan 

paling larnbat 30 (tiga puluh hari) sejak rencana dan rancangan merger disetuiui 

oleh kotnisaris dan RUPS masing-masing peserta merger. Notifikasi kepada 

KPPU terhadap hasil merger bank berlaku terhadap merger bank yang melebihi 

batas threshold yang sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (3) PP Merger 

Persaingan 20 1 0. 



Pernerintah dan OJK harus melakukan revisi terhadap UU No. 5 Tahun 

1999, PP Merger Bank 1999 dan PP Merger Persaingan 201 0.Pasal 29 ayat (1) 

UU No. 5 Tahun 1999 yang semula mengatur yaitu: 

Pasal 29 
(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham 

sebagaimana di~naksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai 
penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib di beritahukan kepad a 
Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 
penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut. 

Diubah menjadi 

Pasal29 
(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham 

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal28 yang berakibat nilai aset clan atau nilai 
penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada 
Komisi, selanrbat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing pihak 
terhadap usulan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan 
tersebut disetujui oleh masing-masing Rapat Pemegang Saham peserta 
Pengga bungan atau peleburan badan usaha, atau pengam bilalihan 
saham 

Pasal 5 ayat (1) PP Merger Persaingan 201 0 yang semula mengatur yaittu: 

Pasal 5 
(1) Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 

Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset 
danlatau nilai penj ualannya melebihi jumlah tertentu wajib 
diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga 
puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis 
Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 
Pengambilal i han saham perusahaan. 

Diubah menjadi: 

( I )  Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau 
Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset 
danlatau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan 
secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak 
tanggal hari sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang 
Saham masing-masing pihak terhadap Penggabungan Badan Usaha, 



Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan. 

Prosedur pengijuan izin Merger Bank sebagaimana diatur pada Pasal 16 

ayat (1 ) PP Merger Bank 1 999 yang semula mengatur yaitu: 

Pasal 16 
(1) Setelah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk 

melakukan Merger, Direksi masi ng-masing Bank secara bersama-sama 
mengajukan permohonan izin Merger kepada Bank Indonesia dengan 
tembusan kepada Menteri Kehakiman. 

Diubah menjadi: 

(1) Setelah memperoleh persetujuan Rapat Umurn Pemegang Saharn untuk 
melakukan Merger, Direksi masing-masing Bank secara bersama-sama 
mengajukan permohonan izin Merger kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai 
pendapat Komisi Pengawas Persain~pn Usaha terhadap hasil Merger yang 
dapat rnenimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ada 
latau tidaknya pelanggaran dengan tembusan kepada Menteri Kehaluman. 

(2) Permohonan izin persetujuan Merger Bank tersebut pada ayat (1) yang 
disertai pendapat Komisi Pengiwas Persaingan Usaha bahwa Bank hasil 
Merger tidak berdampak pada prakti k monopol i dan persaingan usaha tidak 
sehat, Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan Merger Bank yang 
dimohonkan. 

(3) Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terhadap permohonan izin Merger Bank 
disertai pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha bahwa Bank hasil 
Merger tidak berdampak pada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak 
sehat dan akta Notaris Merger Bank diajukan kepada Menteri Hukum dan 
HAM RT untuk mendapatkan pengesahan. 

Perubahan alur permohonan persetujuan merger bank tersebut adalah agar 

KPPU sebagai penegak W No. 5 Tahun 1999 diakui keberadaannya dan 

bukannya dianggap sebelah rnata sebagaimana yang berlaku sejak UU No. 5 

Tahun 1999 diundangkan. Terbitnya PP Merger Bank 1999 serta peraturan 

lainnya sebagaimana tersebut di atas tidak pernah mencantumkan dalam 

pertimbangan hukumnya mengenai W No. 5 Tahun 1 999. 



Pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban notifikasi dapat dikenakan 

san ksi administrasi antara lain berupa denda dan pencabutan dan atau pembatalan 

bank hasil rnergernya oleh O K  atas permohonan tertulis dari KPPU disertai 

dengan pertimbangannya. 

Notifi kasi kepada KPPU tidak per1 u dilakukan sebel um transaksi selesai 

apabila transaksi tersebut adalah pengambilalihan saham atau akuisisi. Hal ini 

di karenakan entitas hukum perusahaan yang diambilalih sahamnya tetap ada dan 

tidak bubar serta apabila saham bank yang diambilalih 100% (seratus perseratus) 

maka bank yang diambilalih sahamnya 100% (seratus per seratus) tersebut akan 

menjadi anak perusahaan yang mengambilalih. 

Merger bank dan noti fikasin ya kepada KPPU akan terlaksana dengan 

efektif apabila dilakukan revisi beberapa peraturan perundang-undangan tersebut 

pada Tabel 24 di bawah ini agar te~iadi harrnonisasi dan tidak tumpang tindih 

antara institusi O K  dan KPPU. 



Merger Bank dan Notifikasinya kepada KPPU di Masa Yang Akan Datang 

No. 5712010, minjadi . 

pemberitahuan kepada 
KPPU dilakukan sebelum 
merger efektif secara 
yuridis 

ayat (3) PP No. 
5712010: 
threshdd semula 
Rp. 20 triliun 
direvisi 
menyesuaikan 
ketentuan ya~lg 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1 . Merger Bank yang teyiadi di Tndonesia pada tahun 1997 sampai dengan 2004 

adalah karena terjadi krisis rnoneter dan keuangan didasarkan atas fakta 

terjadinya kesul itan 1 ikuiditas pada perbankan nasional serta dalam rangka 

memenuhi dan menyesuaikan perkembangan perbankan secara global dengan 

disepakatinya Basell Accord oleh para Gubernur Bank Central dari seluruh 

dunia, baik Basell T, TT maupun Basell TTT yang diadaptasi oleh Bank 

Tndonesia rnelalui kebijakan APT. Bank hasil merger yang rnemiliki 

keunggulan finasial, sumber daya manusia dan teknologi akan marnpu 

mernimpin, mendominasi atau menguasai pangsa pasar dalarn industri 

perbankan nasional . 

2. KPPU sebagai lernbaga yang mendapat amanah dari UU NO. 5 Tahun 1999 

untuk menegakkan ketentuan hukum dalam bidang persaingan usaha di 

Tndonesia. Berdasarkan ha1 tersebut maka pemberitahuan kepada KPPU bagi 

bank yang akan melakukan merger adalah suatu kewajiban. Pemberitahuan 

sebelurn merger tersebut merniliki arti penting karena dapat menjadi eurly 

wurning system (sistem peringatan dini) guna menghindari terjadinya praktik 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dimana praktik monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat menghambat terjadinya perilaku persaingan 

sempuma dalam industri perbankan di Tndonesia. 



3. Pemberitahuan kepada KPPU oleh bank hasil rnerger harus dilakukan 

sebeluni bank hasil rnerger berlaku efektif secara yuridis. Hal ini dilakukan 

guna rnenghindari kompleksitas permasalahan hukum, ekonomi dan sosial 

apabila bank hasil merger ternyata dikemudian hari oleh KPPU dinyatakan 

melanggar ketentuan merger yang telah diatur dalam undang-undang, 

peraturan pemerintah maupun oleh peraturan KPPU, sehingga izinya harus 

dicabut atau dibatal kan. 

Berdasarkan penelitian ini maka peneliti mensarankan agar OJK harus 

mampu "memimpin" dalam perbaikan ketentuan merger bank yang kemudian 

dapat dipedomani oleh KPPU. Guna menghindari bank hasil merger dapat 

~neni~nbulkan persaingan usaha tidak sehat, maka perlu dilakukan beberapa ha1 

sebagai berikut: 

1 .  Otoritas Jasa Keuangan harus segera membuat peraturan atau kebijakan 

dalam suatu hlue print atau muster plunt industri perbankan nasional yang 

antara lain di dalamnya mengatur mengenai proses dan permohonan izin 

merger bank, Hal ini dilakukan guna memberikan kepastian hukurn bagi 

perbankan dalam merencanakan masa depan bisnisnya. 

a. Penilaian atau pendapat KPPU terhadap rencana merger bank wajib 

menjadi syarat utama bagi bank yang akan mengaiukan izin merger 

kepada OJK. Notifikasi kepada KPPU oleh bank hasil merger wajib 

dilakukan sebelum merger bank berlaku effektif secara yuridis. Hal 



tersebut dapat dilakukan apabila dilakukan revisi terhadap peraturan 

perundang-undangan sebagal ben kut: Pertalna, pelnerlntah harus segera 

merevisi UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya pengaturan Pasal 28 dan 

Pasal 29 rnengenai larangan praktik merger yang dapat menimbulkan 

persaingan usaha tidak sehat serta kewajiban Notifikasi kepada KPPU 

sebelum merger berlaku efektif secara yuridis. Kedua, pemerintah 

segera merevisi atau rnenerbitkan peraturan pemerintah sebagai 

pengganti PP Merger Persaingan 201 0, dengan menambahkan beberapa 

ketentuan merger bank antara lain yaitu izin merger bank dikabulkan 

oleh O X  setelah mendapat masukan tertulis dari KPPU. Persetujuan 

OJK dan pernyataan tertulis dari KPPU menjadi persyaratan wajib 

terhadap perubahan Anggaran Dasar ataupun persetujuan Menteri 

Hukum dan HAM RT sehingga merger bank efektif secara yuridis. 

Ketiga, perlu diterbitkan peraturan pemerintah dan peraturan O K  yang 

mewajibkan bank yang akan melakukan merger harus menyediakan 

jaminan denda yang disimpan pada rekening KPPU yang telah 

disediakan khusus untuk menampung dana sanksi denda. Hal ini guna 

memudahkan KPPU melaksanakan pengenaan denda bagi merger bank 

yang tidak melakukan notifikasi atau melanggar ketentuan KPPU 

mengenai notifikasi, sehingga tidak menimbul kan perdebatan hukum 

dalam pelaksanaannya. Dengan adanya revisi tersebut di atas maka 

KPPU harus menyediakan suatu biro atau divisi ekonomi yang terdiri 



atas pakar ekonorni dala~n berbagai disiplin ilmu ekonomi yang mampu 

~nengukur dengan tepat dan baik tingkat konsentrasr pasar daiam 

industri perbankan nasional dan atas pendapat biro atau divisi ekonomi 

tersebut dapat tentukan tingkat konsentrasi yang dilampaui oleh bank 

hasil merger. 
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Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umurn. (Lembaran Negara 
R.I. tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara lVomor 4382) 

Peraturan Bank Indonesia Nornor 7/49PBI12005 tentang Giro Wajib Minimum 
Bank Umum pada Bad! Indonesia tanggal 29 November 2005 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 1 0/9/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minim um 
Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing 
(Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 1 45 DPNPDKM). 

Peraturan Bank Indonesia N omor 101 1 5lPB112008 tentang Kewaj iban Penyediaan 
Modal Minimum Bank Um um (Lembaran Negara Republ i k Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4895). 

- 
reraturan Bank indonesia Nomor: iOi 27 1FBii2008 Tentang lrerubahan Keciua 

Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/9/PBI/2004 tentang Tindak 
Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 121 7 lPBU2010 tentang Perubahan Atas 
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Manajemen Risiko Bagi Pengurus Dan Pejabat Bank Umum, tanggal 19 
April 20 10 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 1411 8lPB1120 12 tentang Kewajiban Penyediaan 
~Y$~~-ll Mi~im:~s- Rnnl: TJmim (T,~mhxzc Ncgara g-cpcblik Lcd~~v~i : :  
Tahun 201 2 Nomor 261 DPW 1 35 tanggal 28 November 201 2. 

Peraturan Bank Tndonesia Notnor 1 4/8/PBI/20 1 2 tentang Kepemil i kan Saharn 
Bank Umum, tanggal 13 Juli 2012. Lembaran Negara R.1. Tahun 2012 
Nornor 14 DPW 

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/1/PBU2011 UtentangUPenilaian Tingkat 
Kesehatan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
201 1 Nomor 1 DPNP, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5 184, 
tanggal 5 Januari 20 1 1 ) 



Peraturan Bank lndonesia No. 8/17/PB1/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang 
Tnsentif Dalam Kangka Konsoiidasi rerbankan T a r n h h a r L m  
Negara R.1. Nomor 4643 DPNPIDPbS 
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Risiko bagi Bank Umurn (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 
2003 Nornor 56, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4292), 

Peraturan Bank Indonesia Nornor 1 1 /25/PB1/2009 (Lembaran Negara Republik 
Indhncsia Tzh~r: 2909 N Q ~ Q ~  103, T Z ~ b a h a ~  L~mbzrzn ?dr.gEa N Q ~ Q :  
5029) 

Peraturan Bank lndonesia No. 8161PBU2006 tentang Penerapan Manajemen 
Risiko secara Konsol idasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian 
terhadap Pemsahaan Anek &embaran Negara Republik Indonesia T&m 
2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4602), 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PB1/2003 tentang Penerapan Manajemen 
Risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Nomor 4292 

Peraturan Bank lndonesia Nomor 1 1/25/PB1/2009 (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5029) 

Peraturan Bank Tndonesia 1Vomor 13/1/PBT/20 1 1 tentang Penilaian Tingkat 
Kesehatan Bank Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 
20 1 1 IVomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republi k Indonesia Nomor 
5 1 84) 

Peraturan Bank lndonesia Nomor 8/6/PBT/2006 tentang Penerapan Manajemen 
Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian 
terhadap Perusahaan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4602) 

Peraturan Bank lndonesia Nomor 8/4/PB1/2006 tentang Pelaksanaan Good 
C,'orporute Governance bagi Bank Um urn (Lem baran Negara R. 1. tahun 
2006 Nomor 6, Tambahan Berita Negara R.1. Nomor 4600. 

Peraturan Bank lndonesia Nomor 8/14/PB1/2006 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bank lndonesia Noinor 8/4/PB1/2006 tentang Pelaksanaan 
Good C,'orporate Governance bagi Bank Um um (Lembaran Negara R.1. 
Tahun 2006 Nomor 71 DPNP). 



Peraturan Bank lndonesia Nomor 121 7 lPBU2010 tentang Perubahan Atas - . r  reraturan BanK indones~a iu'omor i i i i  -+I= 
Manajemen Risiko Bagi Pengpms Dan Pejabat Bank Umum, tanggal 19 
April 2010. 

Surat Keputusan Direksi BI No. 32/51lKEPIDIR tanggal 14 Mei 1999 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan A kuisisi Bank. 

Surat Keputusan Direksi BT No. 32/50/KEPlDTR tanggal 14 Mei 1.999 tentang 
PrryzrzQ~ 4 ~ 3  T& C ~ Q  PC~~IC]~~S B ~ n k  Umgm. 

Surat Keputusan Direksi BT No. 32/35/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan 
Rakyat. 

Surat Keputusan Direksi B1 No. 32/52/KE.P./DIR tentang !?ersyaratm dm Tata 
Cara Merger, Konsolidasi dim Akuisisi BPR. 

Surat Edaran Bank lndonesia (SEBI) No. 21115lBPPP tanggal 25 Maret 1989 
tentang Peleburan Usaha dan Penggabungan Usaha Bank 

Surat Edaran Bank indonesia No. 30/2/UPPB, tanggal 30 April 1997 tentang Tata 
Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum 

Surat Edaran Bank Tndonesia No. 30/23/UPPB, tanggal 19 Maret 1998 perihal 
Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank indonesia No. 3011 lIKEPlDIR/ 
tanggal 30 April 1997 tentang Tata Zara "reniiaian Tingkat Kesenatan 
Bank Umum. 

Surat Edaran Bank Tndonesia Nomor 3011 5/UPPB tanggal 27 Februari 1998 
tentang Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Y ang Menyangkut Kewaj iban 
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Penyediaan Dana 

Surat Edaran BT No. 1211 3/DPBS Jakarta, 30 April 201 0 tentang Pelaksanaan 
Good Corporate Governance bagi Bank Umurn Syariah dan Unit Usaha 
Sy2rizh. 

Surat Keputusan Direksi Bank lndonesia No. 32/51/KEPlDIR tanggal 14 Mei 
1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan 
Akuisisi Bank Umum. 

Surat Keputusan Direksi Bank Tndonesia No. 32/52/KEP/DIR tanggal 14 Mei 
1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan 
Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat. 



Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP, tanggal 31 Mei 2004 perihal 
Sistem Penilaian '1'1 ngkat Kesehatan Bani 'u'murn 

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 201 1 
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September 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko babe Bank Umurn. 

Surat Edaran Bank lndonesia No. 14/37/DPNP, tanggal 27 Desember 2012 
tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko 
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Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2009 tentang Pra 
Notifikasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan 

Pera0-?_raPn Kornisi Pengapwas Persaingan Usaha Nonor 3 Tahm 2009 tentang 
Pedoman Pasar Bersangkutan 

Peraturan Komisi Pengawas Persainbm Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang 
Forrnulir Pemberitahuan Penggabungan, Peleburan Badan Usaha dan 
Pengambilalihan Saham Perusahaan. 

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11  Tahun 2010 tentang 
Konsultasi Penggabungan, Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan 
Saham Perusahaan. 

Peratwan Komlsi Pmgawsts Persaingan Usaha Nomm 13 Tahm 2010 tentang 
Pedoman Merger dan Akuisisi. 

Peraturan Kolnisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 201 1 tentang 
Pemilikan Saham 

Peraturan Kornisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 8 Tahun 201 1 tentang 
Penetapan Harga 

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 9 Tahun 201 1 tentang 
Dclak:_1 TJsdba v2r.t. , ---a Tcr~r.!sr.c - - - - - - - - Wrci!  n ------. 

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 tahun 201 1 tentang 
Perubahan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nornor 13 
Tahun 20 10 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan 
Radan T-Tsaha dan Pengamhilalihan Sahm Per~tsahaar! yang dapat 
Mengaki batkan te jadinya Prakti k Monogoli dan Persaingan usaha Tidak 
Sehat 



Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Komrsi Yengawas Persaingan Usaha 
Nomor 13 Tahun 20 10 tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang 
Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengarnbilalihan 
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Monopoli Dan Persaingan Usaha Ti& Sehat. 

Peraturan Komisi Pengawas Yersaingau UsahaNomor 4 Tahun 2012 
tentangpedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan 
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Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
Nomor 13 Tahm 20 10 tentang Pedornan Pelaksatnaan Tenta~g 
Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan 
Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik 
Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

Peraturan Pernerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan 
Perbankan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pernerintah Nomor 47 Tahun 2001, dan dengan 
memperhatikan kebutuhan untuk mengelola kekayaan Negara 
sebagaimana ditentukan dalam pengakhiran tugas dan 
pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional. 

Keputusan Ketua Bapepam No. 05/PM/2000 (Peraturan No. K.E. 2) tentang 
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. 

Keputusan Ketua Bapepam No. 12/PM/1997 (Peraturan No. IX.E. 1) tentang 
r.- i i&y&si ~cjjcfih-ai F;cFcr&w. 

Keputusan Ketua Bapepam No. 04/PM/'2000 (Peraturan No. IX.H.l) tentang 
Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. 
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September 9, 2004). 
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